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Pengantar

Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia
Tahun 2013 ini dalam bentuk resume telah dirilis pada 6 Januari 2014
lalu dan baru diterbitkan secara lengkap pada April 2014. Penerbitan
laporan dalam bentuk hard copy ini merupakan bagian dari rutinitas
publikasi SETARA Institute yang terbit setiap tahun.

Sebagai laporan ke-7 dan laporan di ujung masa jabatan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, yang telah menjabat dua periode
kepemimpinan, laporan ini memiliki kekhususan tersendiri dari
laporan-laporan sebelumnya. Selain memotret peristiwa yang terjadi
sepanjang tahun 2013, pada laporan ini SETARA Institute ditantang
untuk merunut, menganalisa, dan menyimpulkan 7 laporan yang telah
terbit sepanjang kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Melalui
proses penelaahan, STAGNASI KEBEBASAN BERAGAMA dipilih
sebagai judul laporan ini. Analisis perihal stagnasi ini disajikan pada
bab V sebelum bab penutup laporan ini.

Judul STAGNASI KEBEBASAN BERAGAMA adalah frase yang
paling representatif untuk menggambarkan kinerja kepemimpinan
Susilo Bambang Yudhoyono yang dalam dua kali masa jabatannya tidak
membukukan prestasi apa-apa dalam hal pemajuan dan perlindungan
kebebasan beragama/berkeyakinan. SBY tidak berbuat meski dirinya
memiliki otoritas. Tahun 2013 merupakan tahun murni terakhir
kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagaimana
diketahui, tahun 2014 merupakan tahun bagi dua presiden; SBY
dan Presiden yang baru hasil Pemilihan Umum Presiden 2014. Oleh
karena itu, tahun 2013 merupakan momentum yang cukup tepat untuk
mengevaluasi kebijakan yang sudah dan tidak diambil sejak awal
kepemimpinannya hingga ujung tahun 2013.

Evaluasi ini meliputi kecenderungan-kecenderungan yang

iii



menonjol dalam periode kepemimpinannya sebagai kepala negara dan
kepala pemerintahan. Kecenderungan-kecenderungan yang dimaksud
meliputi berbagai bidang pemerintahan dimana SBY berkontribusi
bagi penumpukan persoalan pelanggaran kebebasan beragama/
berkeyakinan.

Perlu dicatat, hal-hal yang diangkat dalam bagian ini adalah yang
berkaitan dengan kegagalan-kegagalan SBY dalam memimpin negara
dan pemerintahannya, untuk menunaikan tugasnya, menunaikan
tanggung jawab dan kewajiban negara dalam menjamin perlindungan
kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai hak dasar dan hak
konstitusional seluruh warga negara. Dengan demikian, evaluasi ini
hanya mengenai rapor merah kepemimpinan SBY yang secara umum
berdampak pada stagnasi paripurna dalam kehidupan beragama/
berkeyakinan di Indonesia.

Kepada semua pihak yang mendukung penerbitan buku ini,
dihaturkan terima kasih.

Jakarta, April 2014

Ketua Badan Pengurus

HENDARDI
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Bab1l

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Laporan riset dan pemantauan oleh SETARA Institute tentang
Kondisi Kebebasan/Berkeyakinan di Indonesia dilatarbelakangi oleh
kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan yang belum mendapat
jaminan utuh dari negara dan praktik intoleransi, diskriminasi, serta
kekerasan yang masih terus terjadi di Indonesia. Padahal secara
normatif negara telah meneguhkan komitmennya melalui Pasal 28E
Ayat (1 & 2), dan Pasal 29 Ayat (2) UUD Negara RI 1945. Jaminan yang
sama juga tertuang dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia,
dan UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak
Sipil dan Politik. Namun demikian, politik pembatasan terhadap hak
ini masih terus terjadi, baik menggunakan Pasal 28] (2) UUD Negara
RI 1945 maupun melalui peraturan perundang-undangan lainnya yang
diskriminatif.

Secara kontekstual, tahun 2013 -sebagaimana tahun lainnya pra
Pemilu lima tahunan- dalam kacamata kehidupan kebangsaan dan
kenegaraan merupakan fase dimulainya tahun politik. Di samping itu,
2013 merupakan ujung jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
sekaligus penanda akhir rapor kepemimpinannya di Indonesia. Situasi
tersebut merupakan konteks ruang dan waktu dalam membaca ‘teks’
jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Berkaitan
dengan itu, sangat penting untuk mengajukan dua pertanyaan yang
relevan dalam tempus sekaligus locus terkait dengan kebebasan
beragama/berkeyakinan di Indonesia.
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Pertama, bagaimana potret perlindungan dan jaminan kebebasan
beragama/berkeyakinan di Indonesia berkaitan dengan hiruk pikuk
politik yang sedang bekerja? Adakah korelasi positif antara kontestasi
nasional -dimana idealnya seluruh kontestan menjadi (tampak)
“lebih Indonesia” sehingga dipandang layak menjadi bagian dari
kepemimpinan bangsa dan negara Indonesia- dengan pemenuhan
dan perbaikan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan di
Indonesia, atau sebaliknya, menjadi momentum bagi para job seeker
dan rent seeker untuk masih saja mengkapitalisasi isu-isu primordial
(khususnya agama dan keyakinan) demi political benefits tertentu
yang ujungnya berdampak restriktif bagi perbaikan kondisi kebebasan
beragama/ berkeyakinan?

Kedua, bagaimana “prestasi” perlindungan dan jaminan
Kebebasan Beragama/Berkeyakinan sepanjang pemerintahan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono? Bagaimana catatan “biru” dan “merah”
dalam kepemimpinan SBY, khususnya di tahun murni terakhirnya?

Secara tekstual, kebebasan beragama/berkeyakinan -ditinjau
dari aspek mekanisme perlindungannya- merupakan hak dasar yang
dijamin oleh norma-norma internasional yang diakui secara universal
oleh negara-negara beradab, baik norma yang bersifat mengikat (legally
binding) maupun tidak. Sebagai bagian dari warga komunitas dunia
negara-negara beradab (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Indonesia
dituntut untuk mengadopsi secara progresif berbagai standar norma
universal dan mengimplementasikan jaminan kebebasan beragama/
berkeyakinan dalam lingkup yurisdiksi domestiknya.

Dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional,
kebebasan beragama/berkeyakinan secara substantif dipandang
sebagai hak individu yang tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditunda
pemenuhannya (non derogable rights). Oleh karena itu, kebebasan
beragama/berkeyakinan baik untuk individu dan maupun bagi
kelompok harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Prinsip non-
derogable rights menegaskan hak yang bersifat mutlak/absolut dan oleh
karenanya tak dapat ditangguhkan atau ditunda dalam situasi kondisi
apapun.

Sejalan dengan hal itu, struktur konstitusional Indonesia
telah memberikan jaminan yang lebih dari memadai untuk
mengimplementasikan kebebasan beragama/berkeyakinan. Jaminan
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tersebut dapat ditemukan dalam konstitusi kita, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD Negara RI 1945).

Dalam UUD Negara RI 1945 terdapat beberapa ketentuan yang
memberikan jaminan atas hak warga negara untuk beragama dan
berkeyakinan. Setidaknya terdapat dua Pasal dalam UUD Negara RI
1945 yang dapat diidentifikasi sebagai pasal yang memberikan jaminan
secara langsung atas kebebasan beragama bagi setiap orang, baik warga
negara maupun bukan. Dua ketentuan tersebut adalah Pasal 28E dan
Pasal 281 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28 E UUD Negara RI 1945;

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat
menurutagamanya, memilih pendidikandanpengajaran,
memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan dan
tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya,
serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai
dengan hati nuraninya.

Pasal 281 ayat (1) UUD Negara RI 1945;

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak
untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di
hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum
yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal 28E UUD Negara RI 1945 memberikan jaminan
bagi siapapun untuk memeluk agama dan keyakinan dan/atau
kepercayaannya secara bebas. Ketentuan tersebut secara implisit
mendeklarasikan kebebasan bagi siapa saja untuk beragama dan
berkeyakinan. Pada saat bersamaan, jaminan kebebasan beragama juga
disempurnakan dengan jaminan bagi setiap orang untuk beribadah
menurut agama dan keyakinannya itu.
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Adanya jaminan dalam UUD Negara RI 1945 menunjukkan
bahwa hak beragama atau pemelukan suatu agama oleh seseorang
merupakan hak asasi manusia yang sifatnya sangat esensial. Dalam
bahasa yang lebih tegas dapat dinyatakan bahwa hak beragama itu
adalah hak yang paling asasi dari semua hak asasi manusia. Di samping
itu, hak beragama bukan pemberian negara, bukan pemberian
golongan, karena itu negara tidak bisa mewajibkan warganya atau
bahkan negara tidak boleh ikut campur terhadap pemelukan agama
warga negaranya masing-masing.

Dengan kedudukan yang demikian signifikan, maka hak
beragama pun, sejalan dengan norma universal hak asasi manusia,
ditempatkan sebagai non derogable rights sebagaimana dinyatakan
Pasal 281 ayat (1) UUD Negara RI 1945. Sebagai hak yang terkategori
non derogable rights, maka hak beragama/berkeyakinan tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun atau tidak dapat dicabut oleh
siapapun.

Selain memberikan jaminan dan kedudukan hak beragama/
berkeyakinan sebagai non derogable rights, UUD Negara RI 1945
juga mengatur hubungan negara dan agama serta kedudukan atau
posisi negara dalam konteks penghormatan dan perlindungan hak
tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 UUD Negara RI 1945 yang
menyatakan sebagai berikut:

Pasal 29 UUD Negara RI 1945;
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dari dua pasal tersebut dapat dicermati bahwa jaminan
konstitusional atas hak beragama sangatlah kuat di dalam UUD
Negara RI 1945. Jaminan konstitusional tersebut berimplikasi pada
pemaknaan (sekaligus tuntutan kebijakan turunan yang lebih rinci)
sebagai berikut:

1. Negara harus memberikan jaminan perlindungan dan ruang
yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara merdeka untuk
beragama serta menjalankan agama dan keyakinannya.
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2. Negara tidak boleh membuat berbagai larangan dan
hambatan bagi penduduk untuk menjalankan agama/
keyakinannya.

Sesuai ketentuan Pasal 29 UUD Negara RI 1945, negara
mengemban tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak
beragama setiap warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk
menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD Negara RI 1945. Hal itu sejalan
dengan mandat Pasal 28I ayat (4) UUD Negara RI 1945 yang harus
dipenuhi negara, terutama pemerintah. Pasal 28I ayat (4) menyatakan
bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Itu
berarti bahwa pemerintah dibebani kewajiban untuk melindungi dan
menghormati hak asasi manusia.

Kewajiban pemerintah untuk melindungi (to protect),
memajukan (to promote), memenuhi (to fulfill) dan menghormati
(to respect) nilai- nilai hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan
Pasal 281 ayat (4) UUD Negara RI 1945 haruslah dilakukan dalam
satu tarikan nafas, di mana apabila kewajiban yang satu dilakukan
maka kewajiban yang lain juga harus dilakukan. Di titik itu,
pemerintah harus konsisten dalam melakukan penegakan hak asasi
manusia.

Oleh sebab itu, kewajiban untuk memberikan jaminan,
perlindungan, pemajuan hak asasi manusia, khusus hak beragama
bagi setiap warga negara ada pada negara. Negaralah yang bertindak
selaku pemangku kewajiban. Negara tidak diperkenankan untuk
mendelegasikan  penyelenggaraan  kewajiban tersebut kepada
aktor non negara untuk melaksanakannya. Sebab, penyelenggaraan
kewajiban negara oleh aktor bukan negara akan membuka ruang
terjadinya pelanggaran hak beragama dan berkeyakinan. Selain itu,
juga akan membuka ruang munculnya kelompok-kelompok yang
mengatasnamakan agama untuk melakukan kekerasan terhadap orang
yang berbeda keyakinan.

Mandat konstitusional tersebut kemudian diperkuat dengan
berbagai instrumen derivatifnya dalam bentuk undang-undang.
Beberapa undang-undang yang dapat diidentifikasi dalam kerangka
utamanya adalah Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi
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Manusia dan Undang-Undang No. 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan
Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Dengan demikian, sudah
idealkah implementasi jaminan konstitusional tersebut?

Di sinilah titik problematiknya. Terdapat beberapa ketegangan
dalam implementasi jaminan konstitusional tersebut. Sangat terlihat
disparitas antara das sollen konstitusional dengan das sein kebijakan
pemerintahan yang lebih spesifik, detail, dan konkrit. Persoalan pokok
implementasi mandat konstitusional kebebasan beragama dapat
dikelompokkan pada tiga kluster utama.

Pertama, inkongruensi regulasi. Titik lemah sentral dalam
ketidaksebangunan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan
adalah Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal 1 Undang-Undang
tersebut menegaskan:

Setiap orang dilarang di muka umum menceritakan,
menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk
melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut
di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan
yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama
itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-
pokok ajaran agama itu.

Implikasi mendasar dari undang-undang tersebut, sebagaimana
tergambar secara eksplisit dalam rumusan Pasal 1 di atas, antara lain:
1) Pemerintah mendiskriminasi individu warga negara yang menganut
agama/keyakinan tertentu secara sepihak karena dianggap “tidak
sejalan” dengan tafsir mayoritas, 2) Negara mengintervensi terlalu jauh
ke dalam ruang privat terdalam (forum internum) individu warga
negara, bahkan hingga ke ruang tafsir di kepala dan hati mereka, 3)
Negara tidak menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara
dengan membentuk dan menerapkan undang-undang yang mengatur
objek dan substansi yang abstrak, kabur, dan absurd.

Situasi tidak kondusif bagi implementasi jaminan konstitusional
kebebasan beragama/berkeyakinan tersebut diperkuat dengan putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam gugatan uji materi
Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tersebut yang diajukan oleh
kelompokmasyarakatsipil. Mahkamah Konstitusimenyajikanargumen-
argumen yang lemah secara yuridis dan tidak mampu menegaskan
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tentang relasi agama-negara. Mahkamah Konstitusi memutuskan
pilihan (politik) hukum untuk tetap menganggap UU tersebut sebagai
konstitusional. Meskipun demikian, terhadap keberadaan undang-
undang di atas, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 140/
PUU-VII/2009 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1/
PNPS/1965 mengakui bahwa undang-undang ini memiliki kelemahan,
oleh karena itu, memerlukan diadakannya perubahan.

Dalam posisi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang begitu
problematik, sepanjang tidak dihapus atau dibatalkan maka UU
tersebut tetap saja merupakan hukum positif yang dijadikan landasan
untuk pembentukan beberapa peraturan pelaksana tentang pengaturan
kehidupan beragama. Peraturan pelaksana tersebut berbentuk
Keputusan Bersama Menteri, yaitu:

1. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan
Pendirian Rumah Ibadah (Peraturan Bersama Dua Menteri);

2.  Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun
2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut,
Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah
Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (SKB Tiga Menteri).

Bahkan, beberapa peraturan di tingkat daerah dikeluarkan
dengan prinsip-prinsip dan muatan yang mengacu pada regulasi di
atas. Peraturan daerah dimaksud dapat ditemui di Provinsi Jawa Barat,
Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Sampang, Provinsi Nusa Tenggara
Barat, dan lain sebagainya.

Berbagai regulasi tersebut secara faktual seringkali menjadi
pemicu utama terjadinya beberapa perilaku intoleran dan tindak
kejahatan diskriminasi atas kelompok agama minoritas. Dalam
perspektif hak asasi manusia, berbagai regulasi tersebut dapat
dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia melalui hukum
atau peraturan (violation by rule).

Kedua, lemahnya daya dukung institusional pemerintahan
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negara.Jaminan konstitusional yang diafirmasi oleh UUD Negara
RI 1945 beserta undang-undang turunannya idealnya di-backup
oleh struktur institusional yang memperkuat implementasi mandat
konstitusional tersebut. Namun, faktanya pemerintah memunculkan
persoalan kehidupan beragama/berkeyakinan di Indonesia melalui
pembentukan kelembagaan vyang justru menegasikan mandat
konstitusional tersebut dan menstimulasi terjadinya praktek
intoleransi dan diskrimasi dalam kehidupan beragama/berkeyakinan
warga negara.

Institusi-institusi, yang berada dan diakui eksistensi dan bahkan
legitimasinya dalam arena negara, yang ikut melegitimasi tindak
intoleran dan diskriminatif atas para pemeluk agama/keyakinan
tertentu, antara lain: Badan Koordinasi Pengawasan Kepercayaan
Masyarakat (Bakorpakem). Lembaga yang dikenal pertama kali dalam
kelembagaan pemerintahan RI pada hampir tiga dasawarsa yang lalu
melalui Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-108/]J.A./5/1984
ini memiliki kewenangan yang luar bisa hebat, sekaligus absurd, yaitu;
mencegah terjadinya penodaan agama di Indonesia.

“Hasil kerja” institusi semi permanen yang keanggotaannya
terdiri dari antara lain unsur Kejaksaan Agung, Badan Intelijen
Negara dan Kementerian Agama ini, antara lain, menggodok dan
merekomendasikan secara resmi penghentian kegiatan Ahmadiyah di
Indonesia. Melihat tugas dan kewenangannya, sejatinya lembaga ini
merupakan perpanjangan tangan negara dalam melakukan campur
tangan demikian jauh dalam urusan sangat privat warga negara yaitu
beragama/berkeyakinan yang dijamin oleh konstitusi.

Institusi lain yang juga problematik dalam kehidupan beragama/
berkeyakinan adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Problem
utama MUI dalam konteks kebebasan beragama/berkeyakinan adalah
“kewenangan”-nya memberikan fatwa tentang penyesatan agama,
aliran atau madzhab, serta paham tertentu. Beberapa fatwa tersebut
antara lain Fatwa Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang
Aliran Ahmadiyah yang dinyatakan di luar islam dan sesat, Fatwa
Nomor: 7/ MUNAS VII/MUI/11/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme
dan Sekularisme Agama yang mengharamkan ketiga paham pemikiran
tersebut yang oleh MUI dikonsepsikan secara subyektif. “Produk
hukum” lain yang dihasilkan dari kewenangan MUI adalah Panduan
mengenai 10 Kriteria Aliran Sesat yang dihasilkan dalam Rapat Kerja
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Nasional MUI tahun 2007. Panduan tersebut dinilai oleh beberapa
kalangan memperkeruh suasana negatif keberagamaan karena
seringkali dijadikan landasan “hukum” untuk menghalalkan praktik
intoleransi dan diskriminasi beragama/berkeyakinan.

Selain MUI dan Bakorpakem, Forum Komunikasi Umat
Beragama (FKUB) juga tidak kalah problematik. Idealnya FKUB
berperan untuk memberikan jaminan bahwa orang bebas beribadah,
orang bebas memiliki keyakinan, dijamin sepenuhnya secara aman
dan nyaman. Kemudian FKUB juga semestinya menjadi jembatan
mencari titik-titik persamaan dari kelompok-kelompok umat
beragama, khususnya dalam konteks kehidupan bersama sebagai
bagian dari warga negara dalam kehidupan berbangsa.

Dengan kalimat lain FKUB mestinya merupakan mekanisme
penegakan kemajemukan agama/keyakinan secara horizontal dan
bersifat non struktural. Pemimpin-pemimpin dan pemuka-pemuka
agama/keyakinan yang terlibat di dalamnya merupakan bagian dari
partisipasi dalam bentuk keterlibatan dan peran serta sipil (civic
engagement) yang mempromosikan kemajemukan dan menjaga
kerukunan. Faktanya, FKUB merupakan bagian dari struktur
negara, struktur rezim. FKUB lebih dominan terlihat sebagai alat
kekuasaan negara untuk menyeragamkan interpretasi kebenaran yang
dideterminasi oleh “agama mapan” di Indonesia.

Ketiga, lemahnya kinerja aparat pemerintahan negara. Aparat
negara “di balik meja” kerapkali tidak perform untuk melakukan
tafsir inklusif jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Aparat di
lapangan seringkali tampak tidak mampu (tidak mau) melindungi
kebebasan beragama/berkeyakinan. Bahkan dalam chaos yang sangat
eskalatif mereka tidak mampu menggunakan instrumen-instrumen
koersif untuk memberikan human security bagi seluruh pemeluk agama
serta mencegah terjadinya praktik intoleran dan diskriminatif kepada
pemeluk agama/keyakinan tertentu, khususnya kelompok minoritas.

Ketiga titik lemah tersebut baik secara parsial maupun kumulatif,
dalam pengamatan SETARA Institute, merupakan faktor utama yang
menstimulasi terjadinya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan
atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Sehingga situasi kehidupan
beragama/berkeyakinan di negara Pancasila ini tidak cukup kondusif,
bahkan terjadi fenomena peningkatan praktik intoleransi agama/
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keyakinan dalam lima tahun terakhir.

Latar belakang tersebut merupakan salah satu back mind di balik
agenda tahunan SETARA Institute melakukan riset dan pemantauan
serta analisis atas situasi aktual kebebasan berama/berkeyakinan
Indonesia dan menyajikannya dalam sebuah laporan tentang kemajuan
atau kemunduran situasi kebebasan beragama/berkeyakinan, yang
dianalisis dengan perspektif hak asasi manusia, disertai dengan
pendalaman kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi agama/
keyakinan.

Lebih-lebih, laporan pemantauan terdahulu sejak tahun 2007
menunjukkan bahwa kondisi makro dan mikro kebebasan beragama/
berkeyakinan di Indonesia buruk. Beberapa potret buruk yang
mewarnai kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan selama ini antara
lain; absennya negara dalam hampir seluruh peristiwa pelanggaran,
impunitas atas pelaku pelanggaran, pembiaran tindakan-tindakan
pelanggaran, dan penelantaran para korban pelanggaran. Dengan
demikian laporan semacam ini semakin menemukan urgensi dan
signifikansinya sebagai pengingat bagi para penyelenggara negara untuk
segera berbuat, bertindak, memulihkan situasi kebebasan beragama/
berkeyakinan.

Selain itu, di tingkatan praksis, penyediaan database dan baseline
data nasional mutakhir yang bisa menjadi rujukan tentang situasi
kehidupan beragama/berkeyakinan di Indonesia, juga merupakan
kebutuhan nyata sebagai referensi sosiologis penyusunan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan negara dalam mendorong
pemajuan hak asasi manusia. Laporan ini menjadi sangat relevan
sebagai salah satu potret kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan
di Indonesia.

Laporan ini dengan demikian menjadi sangat relevan sebagai
potret nyata kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia.
Riset dan pemantauan serta publikasi laporan tahunan ini bertujuan
untuk: [1] mendokumentasikan dan mempublikasikan fakta-fakta
pelanggaran dan terobosan/kemajuan jaminan kebebasan beragama/
berkeyakinan di Indonesia; [2] mendorong negara untuk menjamin
secara utuh kebebasan beragama/berkeyakinan termasuk melakukan
perubahan berbagai produk peraturan perundang-undangan yang
membatasi kebebasan beragama/berkeyakinan dan pemulihan hak-hak
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korban; [3] menyediakan baseline data tentang kebebasan beragama/
berkeyakinan; dan [4] memperkuat jaringan masyarakat sipil dan
publik pada umumnya untuk memperluas konstituensi agar dapat
turut serta mendorong jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan.

B. Metodologi

Dalam kerangka pemantauan kondisi kebebasan beragama/
berkeyakinan pada tahun 2013 ini, SETARA Institute melakukan
pemantauan di 10 provinsi, yaitu: Aceh, Sumatera Barat, Banten,
Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa
Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Namun demikian, potret
kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di wilayah lain tetap
dihimpun melalui berbagai sumber media dan jaringan pemantau.
Dengan demikian, laporan yang disajikan tetap mencakup wilayah-
wilayah di Indonesia lainnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan [1] pemantauan oleh 10
pemantau daerah; [2] diskusi kelompok terfokus; [3] pengumpulan data
dari institusi-institusi keagamaan/keyakinan dan institusi pemerintah;
[4] wawancara dengan sejumlah tokoh agama yang relevan; dan [5]
memanfaatkan dokumentasi media.

Pengumpulan dan analisis data dalam pemantauan ini
menggunakan parameter yang secara teoretik digunakan dalam disiplin
hak asasi manusia dan secara praktikal dipedomani oleh negara-negara
beradab. Parameter tersebut khususnya berupa International Covenant
on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak
Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia
dengan UU No. 12/ 2005. Parameter lain yang digunakan juga adalah
Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi
Berdasarkan Agama atau Keyakinan (Declaration on The Elimination
of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based On Religion Or
Belief ) yang dicetuskan melalui resolusi Sidang Umum PBB No. 36/55
pada 25 November 1981.

Pengujian validitas data yang digunakan dalam riset dan
pemantauan ini adalah teknik triangulasi pengujian keabsahan data.
Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu
dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan
suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi
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sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data
yang diperoleh dari person dan paper (hasil wawancara mendalam dan
dokumentasi) atau paper dengan paper (termasuk dalam kategori ini
pengujian derajat kepercayaan melalui pembandingan dan penelusuran
sumber-sumber online), atau person dengan person lainnya.

C. Kerangka Konseptual

Riset dan pemantauan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan
di Indonesia berpijak pada perspektif hak asasi manusia, yang
meletakkan kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai hak individu
yang tidak bisa ditunda pemenuhannya (non derogable rights). Karena
itu, definisi-definisi yang digunakan dalam pemantauan dan penulisan
laporan ini mengacu pada definisi-definisi dalam disiplin hukum hak
asasi manusia. Kebebasan beragama/berkeyakinan adalah sebuah
jaminan oleh negara bagi kebebasan agama/keyakinan untuk individu
dan kebebasan beribadah untuk individu dan kelompok. Kebebasan
beragama merupakan hak asasi manusia fundamental.

Terminologi agama atau keyakinan dalam perspektif hak asasi
manusia tidak diartikan secara sempit dan tertutup tapi dikonstruksikan
secara luas. Kesalahpahaman umum yang terjadi, biasanya menyatakan
kepercayaan kepada Tuhan (theistik) sebagai yang disebut agama.
Padahal Buddhaisme yang non-theistik dan Hinduisme yang
polytheistik adalah juga agama. Pengertian agama atau keyakinan
tidak hanya dibatasi pada agama tradisional atau pada institusi yang
mempunyai karakteristik atau praktik yang analog dengan agama
tradisional tersebut. Agama atau keyakinan yang baru terbentuk dan
agama minoritas berhak mendapat perlindungan dari komunitas
keagamaan yang dominan dan berkuasa. Perspektif hak asasi manusia
juga menegaskan, baik penganut theistik, non theistik, maupun yang
menyatakan tidak mempunyai agama atau keyakinan sama-sama
mempunyai hak dan mendapat perlindungan.

Instrumen pokok hak asasi manusia yang mengatur jaminan
kebebasan beragama/berkeyakinan adalah Kovenan Internasional
tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966) khususnya pasal 18, yang
mencakup: (1) kebebasan untuk menganut atau memilih agama atas
kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri
maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum
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atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya
dalam kegiatan ibadah, penaatan, pengamalan dan pengajaran; (2)
tanpa pemaksaan sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut
atau memilih agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya;
(3) kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan
seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum,
dan hanya apabila diperlukan untuk melindungi keamanan,
ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan
kebebasan mendasar orang lain; (4) negara-negara pihak Kovenan ini
berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua, dan apabila diakui,
wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa agama dan moral
bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Indonesia pada tahun 2005 telah meratifikasi kovenan
internasional ini melalui UU No. 12/2005 tentang Pengesahan
Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Kovenan ini
bersifat mengikat secara hukum (legally binding) dan sebagai negara
pihak (state parties) yang telah meratifikasi, Indonesia berkewajiban
memasukkannya sebagai bagian dari perundang-undangan nasional
dan memberikan laporan periodik kepada Komisi HAM PBB.

Instrumen Hak Asasi Manusia lainnya yang mengatur jaminan
kebebasan beragama/berkeyakinan adalah Deklarasi Penghapusan
Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau
Keyakinan (Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance
and of Discrimination Based on Religion or Belief ) yang dicetuskan
melalui resolusi Sidang Umum PBB No. 36/55 pada 25 November 1981.
Deklarasi ini jauh lebih rinci mengatur jaminan kebebasan beragama/
berkeyakinan dibanding Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil
dan Politik, hanya saja karena bentuknya deklarasi maka bersifat tidak
mengikat (non binding) bagi negara pihak. Namun, meskipun tidak
mengikat secara hukum, deklarasi ini mencerminkan konsensus yang
luas dari komunitas internasional. Karena itu, memiliki kekuatan moral
dalam praktik hubungan internasional pada umumnya. Sebagai negara
anggota PBB, Indonesia tidak bisa mengabaikan deklarasi ini dalam
menjalankan kewajiban memenuhi hak asasi warga negaranya.

Pasal 6 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan
Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Keyakinan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Deklarasi ini dan dengan tunduk
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pada ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat (3) hak atas kebebasan pikiran,
hati nurani, beragama atau keyakinan harus mencakup, antara lain,
kebebasan-kebebasan berikut:

1.

Beribadah atau berkumpul dalam hubungannya dengan
suatu agama atau keyakinan, dan mendirikan serta mengelola
tempat-tempat untuk tujuan-tujuan ini;

Mendirikan dan mengelola berbagai lembaga amal atau
kemanusiaan yang tepat;

Membuat, memperoleh dan mempergunakan sampai sejauh
memadai berbagai benda dan material yang diperlukan
berkaitan dengan upacara atau adat istiadat suatu agama atau
keyakinan;

Menulis, mengemukakan dan menyebarluaskan berbagai
penerbitan yang relevan di bidang-bidang ini;

Mengajarkan suatu agama atau keyakinan di tempat- tempat
yang cocok untuk maksud-maksud ini;

Mengumpulkan dan menerima sumbangan-sumbangan
keuangan dan sumbangan-sumbangan lain sukarela dari
perseorangan atau lembaga;

Melatih, menunjuk, memilih atau mencalonkan dengan
suksesi para pemimpin yang tepat yang diminta dengan
persyaratan-persyaratan dan standar-standar agama atau
keyakinan apapun;

Menghormati hari-hari istirahat, dan merayakan hari-hari
libur dan upacara;

Mendirikan dan mengelola komunikasi-komunikasi dengan
seseorang dan masyarakat dalam persoalan- persoalan agama
atau keyakinan pada tingkat nasional dan internasional,
upacara menurut ajaran-ajaran agama atau keyakinan
seseorang;

Konstitusi Negara Republik Indonesia, UUD Negara RI 1945,
dalam Pasal 28E juga telah menegaskan jaminan kebebasan beragama/
berkeyakinan, sebagaimana bunyi Pasal berikut:
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(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih
pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat
tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak
kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Berdasarkan kedua instrumen hak asasi manusia dan Konstitusi
RI di atas secara ringkas definisi operasional kebebasan beragama/
berkeyakinan meliputi kebebasan untuk memeluk suatu agama atau
keyakinan pilihannya sendiri, kebebasan baik secara sendiri maupun
bersama-sama dengan orang lain menjalankan ibadah agama atau
keyakinan sesuai yang dipercayainya, serta mematuhi, mengamalkan
dan pengajaran secara terbuka atau tertutup, termasuk kebebasan
berganti agama atau keyakinan, bahkan untuk tidak memeluk agama
atau keyakinan sekalipun. Sementara Pasal 28E menegaskan bahwa
kebebasan beragama/berkeyakinan adalah hak konstitusional setiap
warga negara.

Hukum hak asasi manusia adalah isntrumen hukum yang
meletakkan negara sebagai para pihak (state parties); artinya negara
adalah subyek hukum yang berkewajiban mematuhi hukum hak asasi
manusia. Sebagai subyek hukum, maka setiap pelanggaran hak asasi
manusia selalu meletakkan negara sebagai pelakunya. Pelanggaran
hukum hak asasi manusia terjadi ketika negara tidak mematuhi
norma-norma yang mengikatnya, yang tertuang dalam kovenan dan
konvensi-konvensi internasional, di mana negara telah berjanji untuk
mematuhinya melalui proses ratifikasi.

Penegasan epistemologi HAM sebagaimana dipaparkan di atas
juga semakin memperjelas perbedaan hukum hak asasi manusia dan
hukum pidana internasional, yang meletakkan individu sebagai subyek
hukum. Sebagai sebuah hukum perdata, jenis-jenis hukuman yang
dikenal dalam hukum hak asasi manusia adalah sanksi internasional,
kewajiban perubahan kebijakan, dan denda yang diperuntukkan bagi
korban yanghaknya dilanggar dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan
rehabilitasi. Sedangkan dalam hukum pidana internasional (Statuta
Roma), selain subyek hukumnya adalah individu, jenis hukuman
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yang ditimpakan kepada pelakunya juga berbentuk hukuman pidana
penjara.

Indonesia sebagai negara pihak dalam hukum internasional
hak asasi manusia berkewajiban (obligation of the state) untuk
menghormati (to respect) dan melindungi (to protect) kebebasan setiap
orang atas agama atau keyakinan. Prinsip dasar kewajiban negara
untuk menghormati hak asasi manusia adalah bahwa negara tidak
melakukan hal-hal yang melanggar integritas individu atau kelompok
atau mengabaikan kebebasan mereka. Sementara kewajiban untuk
melindungi adalah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan
untuk melindungi hak seseorang/kelompok orang atas kejahatan/
pelanggaran hukum/ kekerasan yang dilakukan oleh individu atau
kelompok lainnya, termasuk mengambil tindakan pencegahan
terjadinya pengabaian yang menghambat penikmatan kebebasan
mereka.

Meski sifat dasar HAM tidak dapat dihilangkan ataupun dicabut
dan bersifat total pada setiap manusia, namun berdasarkan Prinsip
Siracusa yang telah disepakati, terdapat dua perlakuan terhadap
implementasi HAM, yaitu: prinsip non-derogable rights (hak-hak yang
tak dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya) dan derogable
rights (hak-hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya).
Prinsip Siracusa menggarisbawahi bahwa hak-hak yang dapat ditunda
atau ditangguhkan hanya dapat diberlakukan pada situasi atau kondisi
tertentu yang dianggap dapat membahayakan kepentingan umum.

Sementara prinsip non-derogable rights menegaskan hak yang
bersifat mutlak/absolut, dan oleh karenanya tak dapat ditangguhkan
atau ditunda dalam situasi atau kondisi apapun. Hak-hak yang
terkandung dalam prinsip ini mencakup: hak hidup (tidak dibunuh),
hak atas keutuhan diri (tidak disiksa, diculik, dianiaya, diperkosa),
hak untuk tidak diperbudak, hak untuk bebas beragama, berpikir
dan berkeyakinan, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum,
hak untuk tidak dipenjara atas kegagalannya memenuhi kewajiban
kontraktual, serta hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang
berlaku surut. Dengan demikian, segala jenis tindakan yang dapat
mengakibatkan hilangnya hak seseorang ataupun sekelompok orang
untuk bebas beragama -sebagai salah satu unsur non-derogable rights-
dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
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Meskipun diskursus hak asasi manusia mengakui adanya
pembatasan dalam menunaikan jaminan kebebasan hak-hak asasi
manusia, pemantauan ini tetap melingkupi berbagai pelanggaran
baik hak-hak yang termasuk dalam kategori forum internum maupun
kebebasan yang masuk dalam kategori forum externum. Kebebasan
perorangan yang mutlak, asasi, yakni forum internum (kebebasan
internal) adalah kebebasan di mana tak ada satu pihak pun yang
diperbolehkan campur tangan (intervensi) terhadap perwujudan
dan dinikmatinya hak-hak dan kebebasan ini. Yang termasuk dalam
rumpun kebebasan internal adalah (1) hak untuk bebas menganut dan
berpindah agama; dan (2) hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak
menganut suatu agama.

Sedangkan kebebasan sosial atau forum externum (kebebasan
eksternal), dalam situasi khusus tertentu, negara diperbolehkan
membatasi atau mengekang hak-hak dan kebebasan ini, namun
dengan margin of discretion atau prasyarat yang ketat dan legitimate
berdasarkan prinsip-prinsip Siracusa. Yang termasuk dalam rumpun
kebebasan eksternal adalah (1) kebebasan untuk beribadah baik secara
pribadi maupun bersama-sama, baik secara tertutup maupun terbuka;
(2) kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah; (3) kebebasan untuk
menggunakan simbol-simbol agama; (4) kebebasan untuk merayakan
hari besar agama; (5) kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama;
(6) hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama; (7) hak
orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya; (8) hak untuk
mendirikan dan mengelola organisasi atau perkumpulan keagamaan;
dan (9) hak untuk menyampaikan kepada pribadi atau kelompok
materi-materi keagamaan.

Pelanggaran hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan
(violation of right to freedom of religion or belief) adalah bentuk
kegagalan atau kelalaian negara dalam implementasi seperti campur
tangan atas kebebasan orang atau tidak melindungi seseorang atau
kelompok orang yang menjadi sasaran intoleransi atau tindak pidana
berdasarkan agama atau keyakinan. Dengan demikian, pelanggaran
kebebasan beragama/berkeyakinan adalah tindakan penghilangan,
pencabutan, pembatasan atau pengurangan hak dan kebebasan dasar
seseorang untuk beragama/ berkeyakinan yang dilakukan oleh institusi
negara, baik berupa tindakan aktif (by commission) maupun tindakan
pembiaran (by omission).
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Terminologi hak asasi manusia yang berhubungan dengan
kebebasan  beragama/berkeyakinan adalah intoleransi dan
diskriminasi. Intoleransi merupakan turunan dari kepercayaan
bahwa kelompoknya, sistem kepercayaan atau gaya hidupnya lebih
tinggi daripada yang lain. Hal ini dapat menimbulkan sejumlah
konsekuensi dari kurangnya penghargaan atau pengabaian terhadap
orang lain hingga diskriminasi yang terinstitusionalisasi, seperti
apartheid (politik pemisahan ras) atau penghancuran orang secara
disengaja melalui genosida. Seluruh tindakan semacam itu berasal
dari penyangkalan nilai fundamental seorang manusia.

Sedangkan diskriminasi adalah “setiap pembatasan, pelecehan,
atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada
pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok,
golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa,
keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau
penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi
manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun
kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan
aspek kehidupan lainnya.”

Diskriminasi dan intoleransi berdasarkan agama, merupakan
bentuk pelanggaran kebebasan beragama, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat 2 Deklarasi tentang Penghapusan terhadap
Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama
atau Kepercayaan, yaitu, “setiap pembedaan, pengabaian, larangan
atau pengutamaan (favoritism) yang didasarkan pada agama atau
kepercayaan dan tujuannya atau akibatnya meniadakan atau
mengurangi pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak-hak
asasi manusia dan kebebasan- kebebasan fundamental atas suatu
dasar yang sama,” seperti tidak mau menerima suatu kelompok atau
mengungkapkan dan mengekspos kebencian terhadap kelompok lain
berdasarkan perbedaan agama atau keyakinan.

Kejahatan intoleransi dan kebencian adalah tindakan-tindakan
yang dimotivasi oleh kebencian atau bias terhadap seseorang atau
sekelompok orang berdasarkan jender, ras, warna kulit, agama, asal
negara, dan/atau orientasi seksualnya. Tindakan intoleransi dapat
merupakan kejahatan berat, seperti penyerangan atau berkelahi.
Dapat juga berupa tindakan-tindakan yang lebih ringan, seperti ejekan
terhadap ras/agama seseorang. Komunikasi tertulis, termasuk grafiti
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yang menunjukkan prasangka atau intoleransi terhadap seseorang
atau sekelompok orang berdasar pada kebencian. Termasuk
vandalisme (perusakan) dan percakapan berdasarkan intoleransi
maupun apa yang dianggap beberapa orang sebagai lelucon.

Kejahatan berdasar pada kebencian adalah kejahatan intoleransi
dan prasangka yang bertujuan untuk menyakiti dan mengintimidasi
seseorang karena ras, suku, asal negara, agama, orientasi seksual dan
karena faktor different ability. Penyebaran kebencian menggunakan
peledakan, pembakaran, senjata, vandalisme, kekerasan fisik,
dan ancaman kekerasan verbal untuk menanamkan ketakutan
kepada korbannya, menyebabkan mereka menjadi rentan terhadap
penyerangan lebih lanjut dan merasa terasingkan, tidak berdaya, curiga
dan ketakutan. Sebagian yang lainnya mungkin menjadi frustasi dan
marah jika mereka menganggap bahwa pemerintah dan kelompok
lain di komunitasnya tidak akan melindungi mereka. Ketika pelaku
kebencian tidak dituntut sebagai kriminal dan tindakan mereka
dinyatakan sebagai kesalahan, kejahatan mereka dapat melemahkan
komunitas bahkan komunitas dengan hubungan ras yang paling kuat/
sehat sekalipun.

UNESCO mencatat beberapa gejala intoleransi dan indikator
perilakunya:

Bahasa: pencemaran dan bahasa yang pejoratif atau
eksklusif yang menghilangkan nilai, merendahkan dan tidak
memanusiakan kelompok budaya, ras, bangsa atau seksual.
Penyangkalan hak bahasa.

Membuat stereotipe: mendeskripsikan semua anggota suatu
kelompok dengan dikarakteristikkan oleh atribut yang sama-
biasanya negatif.

Menyindir: menarik perhatian pada perilaku, atribut
dan karakteristik tertentu dengan tujuan mengejek atau
menghina.

Prasangka: penilaian atas dasar generalisasi negatif dan
stereotipe atas dasar fakta aktual dari sebuah kasus atau
perilaku spesifik individu atau kelompok.
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Pengkambinghitaman: menyalahkan kejadian traumatis
atau permasalahan sosial pada orang atau kelompok tertentu.

Diskriminasi: pengecualian dari jaminan sosial dan kegiatan
dengan hanya berlandaskan pada alasan yang merugikan.

Pengasingan (ostracism): berperilaku seolah yang lainnya
tidak hadir atau tidak ada. Penolakan untuk berbicara kepada
atau mengakui pihak lain, atau kebudayaannya.

Pelecehan: perilaku yang disengaja untuk mengintimidasi
dan merendahkan pihak lain, kerap dimaksudkan sebagai
cara mengeluarkan mereka dengan paksa dari komunitas,
organisasi atau kelompok.

Penajisan dan penghapusan: bentuk-bentuk penodaan
simbol atau struktur keagamaan atau kebudayaan yang
ditujukan untuk menghilangkan nilai dan mengejek
kepercayaan dan identitas mereka yang kepadanya struktur
dan simbol ini berarti.

Gertakan (bullying): penggunaan kapasitas fisik yang
superior atau sejumlah besar (orang - ed.) untuk menghina
orang lain atau menghilangkan kepemilikan atau status
mereka.

Pengusiran: pengeluaran secara resmi atau paksa atau
penyangkalan hak untuk masuk atau hadir di sebuah tempat,
dalam kelompok sosial, profesi atau tempat lain dimana ada
kegiatan kelompok, termasuk dimanakeberlangsungan hidup
tergantung, seperti tempat kerja atau tempat perlindungan
(shelter), dan sebagainya.

Pengeluaran: penyangkalan kemungkinan-kemungkinan
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar dan/atau
berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat, khususnya
dalam kegiatan bersama.

Segregasi: pemisahan secara paksa orang-orang dengan ras,
agama atau jender yang berbeda, biasanya untuk merugikan
kelompok tertentu (termasuk apartheid).
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Represi: pencegahan secara paksa terhadap penikmatan
HAM.

Penghancuran: penahanan, kekerasan fisik, pemindahan
mata pencaharian, penyerangan bersenjata dan pembunuhan
(termasuk genosida).

Kejahatan intoleransi dan kebencian merupakan salah satu
tindakan kriminal dengan obyek individu, yang berhubungan
dengan kebebasan beragama/berkeyakinan. Untuk jenis kejahatan
ini pertanggungjawaban dialamatkan pada individu-individu sebagai
subyek hukum pidana. Sedangkan tanggung jawab negara adalah
melindungi setiap orang dari ancaman intoleransi dan memprosesnya
secara hukum ketika sebuah kekerasan telah terjadi.

Dalam konteks hukum Indonesia, kejahatan jenis ini sebenarnya
diakomodasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
Pasal 156 yang menyebutkan:

Barangsiapa menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau
penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat
Indonesia di muka umum, diancam dengan pidana penjara
paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya
berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda
dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras,
negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau
kedudukan menurut hukum tata negara.

Namun demikian, dalam praktik hukum Indonesia, pasal-pasal
ini justru dipergunakan sebaliknya, yakni untuk menjerat orang-orang
yang dituduh beraliran sesat dan menodai agama. Padahal pasal ini
merupakan instrumen yang bisa digunakan untuk mengkriminalisasi
praktik intoleransi.

Dalam kaitannya dengan intoleransi agama, SETARA Institute
membedakan antara intoleransi pasif dengan intoleransi aktif.
Intoleransi pasif adalah residu dari keyakinan beragama secara utuh
dan interpretasi terhadap ajaran agamanya yang diyakini sebagai satu-
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satunya kebenaran bagi dirinya sebagai individu dan makhluk sosial.
Ia dalam kognitifnya tetap meyakini ajaran agamanya tapi sebagai
konsekuensi dari relasi sosial dengan berbagai pihak yang berbeda latar
belakang mau tak mau menerima kenyataan tersebut dan beradaptasi.
Sebaliknya intoleransi aktif bukan saja melihat ajaran agamanya sebagai
satu-satunya kebenaran namun juga cenderung melihat mereka yang
berbeda interpretasi dalam sesama agama dan juga ajaran agama lain
sebagai salah dan sesat. Perbedaan berikut yang paling nyata antara
mereka yang intoleransi pasif dengan intoleransi aktif adalah terletak
pada tindakan. Mereka yang masuk kategori intoleransi aktif bukan
saja mengekspresikan dengan pernyataan tetapi juga tindakan.

Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia ini
berada di dalam kerangka monitoring (pemantauan) berbasis HAM,
khususnya dalam rumpun Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan
Politik. Oleh sebab itu metode penyusunan laporan ini didasarkan atas
pendekatan 'pelanggaran’. Melalui pendekatan "pelanggaran’ tersebut,
laporan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk memeriksa sejauh
mana negara menjalankan kewajiban generiknya menghormati dan
melindungi kebebasan beragama/berkeyakinan. Kerangka penulisan
laporan ini juga mengacu pada framework for communications yang
dikembangkan oleh Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama/
berkeyakinan.

Berbasis definisi-definisi di atas, ada tiga bentuk pelanggaran
oleh negara, yaitu; [a] dengan cara melakukan tindakan aktif yang
memungkinkan terjadinya pembatasan, pembedaan, campur tangan,
dan atau menghalang-halangi penikmatan kebebasan seseorang dalam
beragama/berkeyakinan (by commission); [b] dengan cara membiarkan
hak-hak seseorang menjadi terlanggar (by omission), termasuk
membiarkan setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak
diproses secara hukum, dan (c) dengan cara membuat peraturan yang
memberikan peluang bagi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia
(by rule/judiciary).

Selain mendokumentasikan pelanggaran kebebasan beragama/
berkeyakinan yang dilakukan oleh negara, pemantauan ini juga
mendokumentasikan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara
terhadap warga negara lainnya. Pelanggaran oleh warga negara ini
secara garis besar mencakup tiga klasifikasi besar: [a] tindakan kriminal
berupa penyerangan tempat ibadah, intimidasi, kekerasan fisik, dan

22



STAGNASI KEBEBASAN BERAGAMA

lain-lain; dan [b] tindakan intoleransi, di samping juga [c] condoning
oleh tokoh masyarakat.

Dengan kerangka demikian, laporan pemantauan ini membagi
6 kategori tindakan pelanggaran dengan subyek hukum dan
pertanggungjawaban berbeda;

[1] tindakan aktif negara (by commission),

[2] tindakan pembiaran yang dilakukan oleh negara (by
omission),

[3] pembentukanperaturan yang melanggar/mengundang
pelanggaran (by rule/judiciary),

[4] tindakan kriminal warga negara,

[5] intoleransi yang dilakukan oleh masyarakat, dan

[6] condoning oleh tokoh masyarakat

Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh negara, kerangka
legal yang digunakan untuk mempersoalkannya adalah hukum hak
asasi manusia yang terdapat dalam kovenan sipil dan politik dan di
dalam sejumlah konvensi-konvensi hak asasi manusia yang sudah
diratifikasi, konstitusi negara, dan hukum positif di tingkat domestik
yang mengatur kewajiban negara. Sedangkan untuk pelanggaran dan
intoleransi yang dilakukan oleh warga negara, kerangka legal yang bisa
digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
terutama yang berupa kriminal/tindak pidana. (]
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BabII

Kondisi Kebebasan Beragama/
Berkeyakinan 2013

Bab ini merupakan bagian inti yang menyajikan paparan
mengenai kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia
sepanjang tahun 2013. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai
kondisi-kondisi khusus yang menyita perhatian serta kondisi
umum kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia pada
tahun 2013. Kondisi yang bersifat umum dianalisis dari data
pemantauan, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
Sedangkan kondisi-kondisi khusus disajikan berdasarkan laporan
investigasi dan monitoring khusus yang dilakukan oleh SETARA
Institute melalui beberapa laporan dari pemantau daerah- daerah
yang bersangkutan.

Secara sistematis, sajian pada bab ini akan dimulai dengan Temuan
Monitoring Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan yang
memuat data kuantitatif dan analisis yang relevan mengenai beberapa
aspek pelanggaran. Kemudian dilanjutkan dengan sajian mengenai
Kondisi Umum Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di beberapa
wilayah pemantauan, namun tidak semua daerah digambarkan pada
bagian ini. Kondisi umum dari wilayah pemantauan yang disajikan
pada Bab ini terdiri dari empat wilayah dengan intensitas pelanggaran
yang cukup tinggi; dua di luar Pulau Jawa, yaitu Sumatera Utara dan
Sumatera Barat, serta dua di Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur dan Jawa
Tengah.
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A. Temuan Monitoring Pelanggaran Kebebasan Beragama/
Berkeyakinan

Pada tahun 2013 SETARA Institute mencatat 222 peristiwa
pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 292 bentuk
tindakan' yang tersebar di 20 provinsi. Dari sisi waktu, peristiwa
tertinggi terjadi di bulan Mei, yaitu sebanyak 33 peristiwa. Berikutnya
berturut-turut di bulan Februari dan Maret (masing-masing 26
peristiwa), Januari dan Desember (masing-masing 21 peristiwa), Juni
(19), April (16), Oktober (16), Juli (13), September (12), Agustus (12),
sementara November (9) peristiwa. [Lihat Grafik 1 dan 2]

Grafik 1
Jumlah Peristiwa dan Tindakan Pelanggaran
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222

Peristiwa

Tinda
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Grafik 2
Sebaran Peristiwa per Bulan

Noy
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Seperti hasil pemantauan pada tahun-tahun sebelumnya, angka
pelanggaran tertinggi terjadi di Jawa Barat. Jawa Barat menjadi
tempat tumbuh suburnya pelanggaran, yaitu dengan 80 peristiwa
pada tahun 2013. Disusul kemudian oleh 5 provinsi lainnya dengan
tingkat pelanggaran paling tinggi yaitu; Jawa Timur (29), Jakarta (20),
dan Jawa Tengah (19) peristiwa, serta Sumatera Utara dan Sulawesi
Selatan (masing-masing 15 dan 12 peristiwa) [lihat Grafik 3]. Dengan
demikian, meskipun terjadi penurunan dari angka tahun lalu, angka
pelanggaran masih sangat tinggi, yaitu rata-rata 18,5 peristiwa dan
24,33 tindakan setiap bulan. Wilayah sebaran tertinggi juga tidak
banyak berubah, selain dengan meningkatnya angka pelanggaran di
Sumatera Utara.

Terkait dengan tingginya angka pelanggaran di Jawa Barat,
paling tidak ada empat faktor yang menyebabkan suburnya peristiwa
pelanggaran di provinsi yang dipimpin Gubernur Ahmad Heriyawan
(Aher) itu. Faktor Pertama adalah menjamurnya kelompok-kelompok
intoleran. Di Jawa Barat terdapat kelompok-kelompok yang kerap
melakukan tindakan-tindakan pelanggarandan intoleransi, terutama di
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daerah-daerah kabupaten/kota seperti Bekasi, Bandung, Tasikmalaya,
Cianjur, dan lainnya.

Kedua, perkembangan sosiologis agama dan budaya Islam di Jawa
Barat yang secara faktual, juga secara historis, berbeda dengan Islam
yang berkembang secara sosial di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Islam
yang berkembang di Jawa Barat cenderung lebih puritan dan kental
merasuki budaya lokal. Akibatnya corak ormas-ormas Islam di Jawa
Barat juga lebih ketat, cenderung kaku. Dibandingkan dengan Jawa
Timur misalnya, ormas- ormas Islam di Jawa Barat memiliki corak dan
pola pergerakan yang berbeda. Maka wajar saja jika menyangkut isu
agama/keyakinan yang menyinggung sentimen Islam, ormas-ormas ini
bisa dengan sangat mudah memobilisasi diri.

Faktor ketiga, rendahnya kesadaran keberagaman (pluralitas
dan multikulturalitas) politisi-politisi Partai Islam di sana. Isu-
isu agama, seperti yang juga digunakan oleh Gubernur Aher dalam
kontestasi politik Pilkada, dimanfaatkan untuk mendulang suara-
suara mayoritas dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala
daerah. Hal ini dengan sendirinya berpotensi mendiskreditkan
kelompok-kelompok minoritas, tidak saja secara sosial, namun juga
secara politis pada akhirnya sebagai implikasi dari janji-janji mereka
pada kelompok mayoritas Islam.

Faktor keempat, adalah lemahnya pengelolaan dinamika
masyarakat dengan jumlah yang sangat besar. Sebagaimana diketahui,
Jawa Barat secara demografis merupakan daerah dengan populasi
penduduk yang paling besar di Indonesia. Dengan demikian,
keberagaman di Jawa Barat lebih kompleks dibandingkan dengan
provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Meski begitu faktor yang
mempengaruhi tingginya intoleransi sesungguhnya bukan jumlah
penduduk yang besar dan tingkat keberagaman yang tinggi itu,
melainkan kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola besarnya
jumlah penduduk dan tingginyakeberagaman disana. Ketidakmampuan
pemerintah daerah juga pemimpin agama lokal dalam menanamkan
dan mendidik toleransi dalam semangat keberagaman, menjadi potensi
perusak toleransi agama/keyakinan yang besar.
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Grafik 3
Sebaran Wilayah Terjadinya Pelanggaran
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Sebagai pemuncak wilayah pelanggaran, 5 (lima) wilayah
kabupaten/kota di Jawa Barat yang paling banyak memberikan
kontribusi adalah Kota Bekasi dengan (16) peristiwa, Kab. Tasikmalaya
(13) peristiwa, disusul Kota Bandung (11) peristiwa, dan terakhir Kab.
Cianjur dengan (7) peristiwa. Selain di Jawa Barat, Kota Bekasi dan
Kab. Tasikmalaya merupakan Kab/Kota dengan peristiwa pelanggaran
tertinggi di antara Kab/Kota lainnya di Indonesia. [Lihat Grafik 4]

Banyaknya peristiwa dan tindakan pelanggaran di Jawa Barat,
baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta di daerah-
daerah lainnya mengindikasikan inkompetensi dan inkapabilitas para
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penyelenggara negara dalam pemerintahan, serta rendahnya political
will pemerintah di tingkat lokal untuk mengambil kebijakan-kebijakan
politiko-yuridis dalam rangka menegakkan ketentuan konstitusi dan
menjamin hak konstitusional warga negara dalam bidang kebebasan
beragama/berkeyakinan.

Di tingkat provinsi, data tersebut juga menunjukkan bahwa dalam
perspektif pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, relasi
provinsi dengan kabupaten/kota cum gubernur dengan bupati/walikota
tidak efektif. Inefektivitas tersebut bisa dilihat dari keengganan mereka
sesama aparatus politik yang berwenang mengambil kebijakan politik
untuk duduk bersama bahu membahu mengeliminasi intoleransi
di daerahnya. Yang menonjol, satu sama lain melakukan pembiaran,
dan bahkan melempar tanggung jawab kepada pihak lain, dengan
bersembunyi di balik apologi kewenangan. Seperti yang ditunjukkan
oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menanggapi kekerasan
di wilayahnya. Sebagaimana diketahui, pada awal Mei 2013, terjadi
tindakanberujung perusakan padasaatpenyeranganjemaah Ahmadiyah
di Kampung Babakan Sindang, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna,
dan di Kampung Wanasigra, Desa Tenjowaringin, Kecamatan Salawu,
Kabupaten Tasikmalaya. Sang Gubernur mengakui bahwa tindakan
penyerangan tersebut salah, namun enggan mengakui bahwa salah
satu determinan kekerasan tersebut adalah kebijakan politiko-yuridis
yang dia ambil, malah ujung-ujungnya dia melempar tanggungjawab
penyelesaiannya kepada pihak kepolisian.

Grafik 4
Sebaran Peristiwa di Kab/Kota Di Jawa Barat
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Dari sisi tindakan aktor, dengan menggunakan kategori yang
lazim digunakan dalam disiplin hak asasi manusia, pelanggaran atas
kebebasan beragama/berkeyakinan dapat dikategorikan menjadi dua;
yaitu tindakan yang dilakukan oleh negara serta tindakan pelanggaran
yang dilakukan oleh aktor bukan negara. Dari 292 bentuk tindakan
pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan, terdapat 117 tindakan
negara yang melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor,’
berbanding 175 tindakan yang dilakukan oleh aktor non negara [Lihat
Grafik 5]. Tindakan negara tersebut meliputi tindakan langsung (by
commission), tindakan pembiaran (by omission), dan pembentukan
peraturan diskriminatif (by rule/judiciary). Termasuk dalam tindakan
aktif negara adalah pernyataan-pernyataan pejabat publik yang
provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan (condoning).
Sedangkan tindakan warga negara meliputi tindak pidana, condoning
oleh tokoh masyarakat, dan intoleransi. Secara kumulatif prosentase
klasifikasi tindakan berdasarkan aktor ini tidak banyak mengalami
pergeseran dari tahun ke tahun.

Grafik 5
Perbandingan Aktor Tindakan Pelanggaran
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Dari 117 tindakan yang dilakukan oleh negara, ada peningkatan
bentuk tindakan dari tahun lalu, yaitu dalam 39 bentuk tindakan. Aneka
jenis tindakan pelanggaran tersebut menunjukkan semakin “kreatif”-
nya para pelanggar dalam melakukan pelangggaran, bahkan dalam
bentuk yang biasanya dilakukan oleh warga dan seharusnya dijauhi oleh
aparat negara yang idealnya netral, seperti intimidasi, penganiayaan,
dan penyesatan. Dari sisi kategori tindakan, sebagian besar tindakan
oleh aktor negara berupa tindakan langsung (by commission) yaitu
sebanyak 88,9 %, sedangkan tindakan pembiaran (by omission) sebesar
9,4%, sisanya berupa peraturan (by rule/judiciary) yaitu sebesar
1,7%. Tingginya tindakan aktif negara dalam melakukan pelanggaran
mengindikasikan lemahnya kesadaran hak asasi manusia dalam diri
penyelenggara negara. Alih-lih melindungi seluruh warga negara dalam
yurisdiksinya, negara justru menjadi aktor pelanggaran itu sendiri.
[Lihat Tabel 1]

Tabel 1
Bentuk-bentuk Tindakan Negara

NO. TINDAKAN NEGARA TINDAKAN
1 Ancaman Penangkapan 1
2 Ancaman Penutupan 1
3 Condoning 8
4 Dakwaan Penodaan Agama 1
5 Diskriminasi 21
6 Intimidasi 1
7 Kebijakan Diskriminatif 2
8 Pelarangan Aktivitas Keagamaan 1
9 Pelarangan Aliran Keagamaan 1
10 Pelarangan Ibadah 8
11 Pelarangan Kegiatan Keagamaan 2
12 Pelarangan Pendirian Tempat Ibadah 1
13 Pemaksaan keyakinan 3
14 Pemaksaan Pindah Keyakinan 3
15 Pembatasan Akses Tempat Ibadah 2
16 Pemberhentian Studi 1

W
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17 Pembiaran 11
18 Pembongkaran Tempat Ibadah 3
19 Pembubaran Diskusi Keberagaman 1
20 Pembubaran Kegiatan Keagamaan 1
21 Pemutusan Hubungan Kerja 2
22 Penahanan atas Tuduhan Penisataan Agama 2
23 Penangkapan atas Tuduhan Penisataan Agama 4
24 Penelantaran Pengungsi 2
25 Penganiayaan 1
26 Pengeboman Tempat Ibadah 1
27 Penghentian Pembangunan Tempat ibadah 1
28 Penghentian Aktifitas Keagamaan 1
29 Pengintaian Kegiatan Ibadah 1
30 Pengungsian Paksa 1
31 Pengusiran 4
32 Penuntutan atas Tuduhan Penodaan Agama 2
33 Penutupan Akses Tempat Ibadah 1
34 Penyegelan Properti 2
35 Penyegelan Tempat Ibadah 11
36 Penyesatan 2
37 Perampasan Tempat Ibadah 1
38 Perusakan Tempat Ibadah 2
39 Vonis atas Tuduhan Penodaan Agama 3
117

Untuk pelanggaran yang melibatkan negara sebagai aktor,
institusi negara yang “menyumbang” tindakan pelanggaran terdapat
32 institusi. Lima besar institusi negara yang menjadi pelanggar
kebebasan beragama/berkeyakinan berturut-turut sebagai berikut:
Kepolisian (35 tindakan), Satpol PP (18), Pemkab (14), TNI (10),
dan Pemkot (7) [Lihat Grafik 6]. Sebagai catatan, sebagaimana tahun
yang lalu, kepolisian Republik Indonesia selalu berada dalam posisi
pelanggar teratas dalam katagori aktor negara. Hal ini menunjukkan
bahwa perspektif hak asasi manusia di tubuh kepolisian sangat
lemah. Akibatnya, tindakan-tindakan hukum yang mereka lakukan
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bukannya meluruskan penegakan hukum bagi perlindungan hak-hak
konstitusional seluruh warga negara, akan tetapi sebaliknya melakukan
pelanggaran atas hak-hak minoritas. Langkah-langkah dan tindakan-
tindakan kepolisian oleh aparat bukannya menegakkan keadilan bagi
korban-korban pelanggaran dari kelompok-kelompok minoritas
dalam berbagai kasus intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan
atas nama agama, namun justru menambah dan melipatgandakan
penderitaan bagi para korban dengan pelanggaran-pelanggaran yang
lain atas hak-hak mereka.

Grafik 6
Institusi Negara sebagai Aktor

Anggota DPR & DPRD
Aparat Desa
Bakerpakem

Bupati

Camat

Dinas Pendidikan
DPRD

Gubernur

Hakim

Kejaksaan

Kemeterian Agama

Kemenkumham

Kepala Dusun

Kepolisian

Kesbangpol

Kantor Urusan Agama (KUA)

Lembaga Pendidikan

Mahkamah Agung

Menteri Agama

Menteri Dalam Negeri

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh
Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika)
Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Kecamatan

Pemerintah Kota

Pemerintah Provinsi

Pengadilan

PPNS (Pejabat Penyidik Pegawai Negri Sipil)
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Tentara Nasional Indonesia (TNI)

iilli'iiwﬂ

iqtl'milii

34



STAGNASI KEBEBASAN BERAGAMA

Di luar tindakan pelanggaran atas kebebasan beragama/
berkeyakinan, yang dilakukan oleh negara, terdapat 175 tindakan yang
dilakukan oleh warga negara. Jumlah pelanggaran oleh warga negara
tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga kategori tindakan, yaitu
tindak pidana (132 tindakan), intoleransi (39), dan condoning yang
dilakukan oleh tokoh masyarakat (4) [Lihat Tabel 2]. Sebagaimana
hasil- hasil pemantauan pada tahun-tahun sebelumnya, pelaku
pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dalam kategori
aktor non negara selalu didominasi oleh warga, yang menunjukkan
bahwa selalu tampak “perang horizontal” dalam setiap konflik
agama/keyakinan. Eskalasi konflik kemudian menjadi semakin
destruktif dengan absennya negara dalam mencegah potensi konflik,
manajemen dan resolusi konflik, serta preservasi suasana damai.
Dalam situasi itu, kelompok intoleran semakin berani secara terbuka
memancing konflik bahkan dengan serangan terbuka yang diliput
media massa.

Tabel 2
Tindakan Pelanggaran oleh Warga Negara

NO. TINDAKAN NON NEGARA TINDAKAN
1 Ancaman Kekerasan 11
2 Ancaman Pengusiran 2
3 Ancaman Penutupan 1
4 Ancaman Penyerangan 2
5 Condoning 4
6 Diskriminasi 9
7 Intimidasi 5
8 Intoleransi 39
9 Pelaporan atas Tuduhan Sesat 2
10 Pelarangan Aliran Keagamaan 1
11 Pelarangan Kegiatan Ibadah 8
12 Pemaksaan Keyakinan 1
13 Pemaksaan Pindah Keyakinan 1
14 Pembakaran Properti 3
15 Pembakaran Tempat Ibadah 2
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16 Pembongkaran Tempat Ibadah 1
17 Pembubaran Diskusi Keberagaman 3
18 Pembubaran Kegiatan Keagamaan 8
19 Penelantaran Pengungsi 1
20 Penganiayaan 5
21 Pengepungan 2
22 Pengerebekan 2
23 Penghentian Kegiatan Keagamaan 3
24 Pengusiran 5
25 Penolakan Pendirian Tempat Ibadah 4
26 Penutupan Akses 1
27 Penutupan Pesantren 1
28 Penyebaran Kebencian 1
29 Penyegelan Properti Keagamaan 2
30 Penyegelan Tempat Ibadah 5
31 Penyerangan 7
32 Penyerangan Pemukiman 1
33 Penyerangan Tempat Ibadah 1
34 Penyesatan 14
35 Perusakan Kitab Suci 1
36 Perusakan Properti

37 Perusakan Tempat Ibadah 7

175

Pelaku tindakan pelanggaran-pelanggaran pada kategori
aktor non negara tersebut adalah individu warga negara maupun
kelompok individu yang tergabung dalam organisasi masyarakat.
Kelompok yang paling banyak melakukan pelanggaran kebebasan
beragama/berkeyakinan pada 5 peringkat teratas berturut-turut
sebagai berikut: Masyarakat/warga (65 tindakan), Front Pembela
Islam-FPI (16) Majelis Ulama Indonesia (14), Gabungan Ormas
Islam (7), dan Tokoh Agama serta Forum Umat Islam (masing-
masing 5 tindakan). [Lihat Grafik 7]
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Grafik 7
Aktor Non Negara
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Dari sisi korban, pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan
di tahun 2013 paling banyak menimpa Jemaat Ahmadiyah. Sebanyak
59 peristiwa dengan berbagai bentuk tindakan menempatkan Jemaat
Ahmadiyah sebagai korban. Sedangkan umat Kristiani menjadi korban
pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dalam 48 peristiwa.
Selain dua kelompok tersebut, Sejumlah aliran keagamaan menjadi
korban dalam 28 peristiwa, Jemaat Syiah juga kerap menjadi korban,
yaitu dalam 23 peristiwa. Sedangkan individu-individu menjadi korban
pelanggaran dalam 20 peristiwa. Umat Islam pada umumnya juga
menjadi korban dalam 11 peristiwa. Sementara sisanya, pelanggaran
kebebasan beragama/ berkeyakinan menimpa berbagai jenis kelompok
minoritas di Indonesia [Lihat Grafik 8].

Grafik 8
Kelompok Korban Pelanggaran
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Mengingat yang menjadi target pelanggaran dalam konteks ini
adalah kelompok agama/keyakinan, maka otomatis yang menjadi
sasaran tindakan pelanggar antara lain tempat ibadah mereka.
Gangguan terhadap tempat ibadah dalam peristiwa yang
terdokumentasikan pada tahun 2013 sebagian besar mengarah pada
tempat ibadah umat Kristiani, yaitu sebanyak 27 peristiwa. Masjid
menjadi sasaran gangguan dalam 17 peristiwa. Sisanya, Vihara
menjadi objek gangguan dalam 2 peristiwa dan tempat peribadatan
Aliran Kepercayaan dalam 2 peristiwa, sementara Pura dalam satu
peristiwa. [Lihat Tabel 3]

Tabel 3
Tempat Ibadah yang Mengalami Gangguan

NO  TEMPAT IBADAH JUMLAH
1 Gereja 21

2 Masjid 17

3 Vihara 2

4 Pura

5 Aliran Kepercayaan 2

B. Kondisi Umum Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Beberapa
Wilayah Pemantauan

1. Sumatera Utara: Stagnasi dan Timbunan Masalah Rumah
Ibadah®

Keragaman Agama di Sumatera Utara nyaris sempurna.
Agama mayoritas di Sumatra Utara adalah Islam, terutama dipeluk
oleh suku Melayu, Pesisi, Minangkabau, Jawa, Aceh, Batak
Mandailing, Tapsel (Angkola) sebagian Batak Karo, Batak Tapanuli
Utara, Simalungun, Nias dan Pakpak. Kemudian Kristen Protestan
dan Katolik, terutama dipeluk oleh suku Batak Karo, Toba, Taput,
Simalungun, Pakpak, Mandailing, dan Nias. Sedangkan Hindu
terutama dipeluk oleh suku Tamil di perkotaan. Agama Buddha
dipeluk terutama oleh suku peranakan di perkotaan. Konghucu
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dipeluk oleh suku peranakan (baca: Tionghoa) di perkotaan.

Selain enam agama resmi’ yang ‘diakui oleh negara, terdapat
juga Keyakinan Parmalim yang dipeluk oleh sebagian suku Batak
yang berpusat di Huta Tinggi. Animisme juga masih ada, terutama
dipeluk oleh suku Batak, yaitu Si Pelebegu Parhabonaron dan
kepercayaan sejenisnya. Dengan demikian, wilayah Sumatera
Utara memiliki dinamika yang cukup menonjol dan unik terkait
kebebasan beragama dan berkeyakinan, namun juga kompleks
terkait isu-isu bernuasa agama.

[a] Beberapa Peristiwa Pelanggaran Kebebasan Beragama/
Berkeyakinan

Tingkat pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan
sepanjang tahun 2013 tampaknya ada perubahan tren, dimana
penggusuran masjid menonjol. Secara umum, meskipun
dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan, namun
terjadi tindakan intoleran di daerah yang umumnya di huni
oleh umat mayoritas tertentu seperti Binjai dan Tapanuli Utara.
Yang menonjol dari berbagai peristiwa pelanggaran kebebasan
beragama/berkeyakinan yang didokumentasikan oleh SETARA
Institute hingga saat ini adalah belum tampak upaya signifikan
pemerintah setempat untuk menyelesaikan masalah yang muncul
di beberapa daerah. Meskipun ada upaya penyelesaian, akan
tetapi dikarenakan ada tekanan-tekanan dari kelompok agama
mayoritas, akibatnya perlindungan terhadap kelompok agama
minoritas tidak mendapatkan perhatian serius. Peristiwa ini
dapat terlihat dengan adanya aksi sekelompok massa menentang
keberadaan rumah ibadah dan juga penolakan perobohan, serta
pemindahan rumah ibadah. Namun pemerintah cenderung diam,
dan kalaupun bertindak cenderung berdasarkan kepentingan dan
kehendak mayoritas.

1) Perobohan, Pembongkaran, dan Pelarangan Pendirian
Rumah Ibadah di Kota Medan

Antara tahun 2011 hingga 2013, di Kota Medan
terdapat beberapa permasalahan terkait rumah ibadah
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umat Islam, Kristiani, dan Buddha. Sejak awal tahun 2011
hingga tahun 2013, tercatat beberapa masjid yang digusur
atau dirobohkan oleh beberapa perusahaan perumahaan
(pengembang perumahan) yang diduga mendapat
dukungan dari aparat setempat, yang kemudian mendapat
penolakan dari jemaah masjid yang menjadi korban
tindakan sepihak tersebut. Peristiwa ini telah menimpa
tiga masjid di Kota Medan, yakni pertama, Masjid Al-
Ihklas. Pembongkaran Masjid yang berada di JalanTimur
Medan tersebut diduga dilakukan oleh Hubdam I/Bukit
Barisan bersama perusahaan pengembang yang diduga
membeli lahan tersebut dari pihak Kodam I Bukit Barisan.
Meskipun, akhirnya masjid ini akhirnya diputuskan untuk
dibangun kembali setelah melalui serangkaian pertemuan
dan negosiasi para pihak.

Kedua, perobohan sepihak terhadap Masjid
Raudhatul Islam dan Madrasah Al Kairiyah yang
dilakukan oleh PT Jati Masindo di Jalan Putri Hijau
Medan, tepatnya di belakang Hotel Emeral Garden.
Ketiga, perobohan dan pembongkaran paksa Masjid At-
Thoyyibah yang sebelumnya berdiri berada di Kompleks
Multatuli Indah, dimana hingga kini pengurus masjid
melalui BKM Masjid tersebut masih menunggu proses
putusan tingkat kasasi atas gugatan hukum BKM Masjid
At-Toyyibah di MA.

" Foto: medanmagazine.com
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Selain masalah perobohan dan pembongkara paksa
terhadap masjid sebagaimana yang dijelaskan di atas, hingga
saat ini belum ada penuntasan peristiwa penyerangan oleh
sekelompok preman terhadap jamaah dan upaya perobohan
bangunan Masjid Nurul Hidayah yang berada di Komplek
Perumahan MMTC Medan Perjuangan Jalan Dr. Williem
Iskandar atau tepatnya berada Jalan Pancing simpang
Unimed Medan. Terhadap kasus ini belum ada proses hukum
dan tindaklanjutnya. Hingga saat ini posisi bangunan masjid
masih dipertahankan oleh warga dan jamaah masjid Nurul
Hidayah setempat.

Menurut Ketua FUI Sumatera Utara, Ustad Timsar
Jubir, jumlah masjid yang ‘dihancurkan’ di Medan akan
semakin bertambah. Ada 3 (tiga) masjid dan 1 (satu)
musholla yang akan dihancurkan pengembang, antara lain
Masjid Ar Rahman di Jalan Pelita II Brigjend Katamso
Medan, Masjid Nurul Hidayah yang berada di Komplek
perumahan MMTC Medan Perjuangan Jalan Dr. Williem
Iskandar atau Jalan pancing simpang Unimed Medan, dan
Masjid yang berlokasi di Jalan Lampu.

Sebelumnya juga telah terjadi penghancuran atas
sejumlah Masjid di Kota Medan. Beberapa di antaranya,
Masjid Al Hidayah di Komplek PJKA Gg. Buntuk,
Masjid Jenderal Sudirman di Komplek Kavaleri Padang
Bulan, Masjid Ar Ridha di Komplek Kodam Polonia.
Sebelumnya juga ada ancaman pembongkaran Mushola
Al-Musa’adah yang terletak di Jalan Cemara, Gang Jambu,
Lingkungan 1, Kelurahan Pulo Brayan Darat, Kecamatan
Medan Timur.

Selain masalah terkait perobohan masjid, pada hari
Jumat tanggal 15 November 2013 terjadi peristiwa bentrok
antara pihak kepolisian Kota Medan dengan warga dan
jamaah Masjid At-Taqwa Polonia. Ratusan anggota Aliansi
Umat Muslim yang menentang keberadaan lahan parkir
Hermes Palace Hotel di samping Masjid Taqwa, Jalan
Mesjid, Kelurahan Babura, Medan Polonia, terlibat bentrok
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dengan polisi. Polisi pun menembakkan gas air mata
untuk membubarkan massa yang terus melempari mereka
dan bangunan hotel tersebut. Berdasarkan pantauan
di lapangan, awalnya massa hanya meminta Pelaksana
Tugas (PIt) Wali Kota Medan Dzulmi Eldin datang untuk
melihat keberadaan lahan parkir yang dianggap melanggar
aturan dan menutup dinding masjid At-Taqwa. Massa juga
meminta Satuan Polisi.

Pamong Praja (Satpol PP) merobohkan bangunan
parkir yang berdiri tepat di samping masjid. Namun, Eldin
tak kunjung datang hingga akhirnya massa mulai bertindak
anarkis. Mereka melempari Hermes Palace Hotel dan gedung
parkir dengan batu. Akibatnya kaca hotel pun banyak yang
pecah.

Meskipun ketegangan terkait tempat ibadah umat
Islam di Medan banyak terjadi, jika dikaji lebih dalam
sebenarnya peristiwa tersebut tidak murni pelanggaran
kebebasan beragama/berkeyakinan, karena lebih merupakan
dampak dari konflik pertanahan/lahan. Namun, karena
obyek yang dipersoalkan adalam tempat ibadah, maka
tampak ketegangan keagamaan terjadi. Dan jika kasus-kasus
semacam ini tidak memperoleh penanganan serius, tidak
menutup kemungkinan akan menjadi pemicu ketegangan
yang lebih luas.

Selain persoalan masjid di Kota Medan, Jaringan
Pemantau SETARA Institut juga mendokumentasikan
beberapa permasalahan rumah ibadah umat Kristen dan
Hindu yakni; penolakan warga atas pendirian rumah ibadah
yang terdiri dari penolakan 3 (tiga) unit gereja; Gereja
Pentakosta di Martubung, Gereja Air Putih Martubung, serta
pelarangan oleh Pemkot Medan dan warga setempat atas
penggunaan Gereja Kristus Rahmani Indonesia di Medan.
Di samping itu, ada pula penolakan warga Sukaramai Kota
Medan atas pendirian rumah ibadah umat Hindu Vihara
Gunung Mas yang berada di Komplek Asia Mega Mas di
Sukaramai Medan Denai.
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Penolakan Pendirian Rumah Ibadah di Deli Serdang

Selain peristiwa sebagaimana disebutkan di Kota
Medan masalah serupa juga dialami oleh jemaat Kristiani di
Kabupaten Deli Serdang. Terdapat penolakan sekelompok
muslim terhadap pendirian Gereja Bethel Indonesia (GBI)
Rok yang terletak di Kecamatan Galang Kabupaten Deli
Serdang. Hingga saat ini, peristiwa ini masih belum
mendapatkan penyelesaian dan jaminan dari pemerintah
setempat untuk mendapatkan ijin, untuk mendirikan
kembali gereja yang sebelumnya pernah terbakar beberapa
tahun silam itu.®

Penolakan Pendirian Masjid Al Munawar di Kabupaten
Tapanuli Utara®

Pada tanggal 4 Maret 2013 ratusan warga Pahae Jae
berunjuk rasa terkait pemindahan sekaligus pendirian
Masjid Al-Munawar di Kecamatan Pahe Jae, Kabupaten
Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Peristiwa Penolakan
Pembangunan Masjid Al Munawar di Kec. Pahae Jae Kab.
Tapanuli Utara oleh warga setempat sejak tahun 2010,
meskipun gagasan pembangunan masjid ini telah dilakukan
oleh jamaahnya sejak tahun 1998.

Pada tahun 1998 muncul gagasan merenovasi Masjid
Al Munawar, namun rencana pembangunan (perbaikan) ini
urung dilaksakan disebabkan krisis moneter yang melanda
seluruh wilayah Indonesia, sehingga ditunda oleh jamaah
masjid Al Munawar. Penggagas awal antara lain: H. Mawardi
Panggabean, Mandong (almarhum), Maruli Gultom, Jaiman
Harianja dan Syarif Sianturi (almarhum). Namun, aspirasi
kalangan muda Islam menghendaki pembangunan masjid
ditunda hingga krisis ekonomi berakhir dan kehidupan
ekonomi stabil, sambil mengupayakan lokasi masjid yang
strategis. Kesepakatan berpihak kepada pilihan kedua.
Karena itu gagasan tersebut mulai dirintis pada tahun 2010,
yang berarti sempat tertunda selama 12 tahun. Pendirian
Masjid Al Munawar bukan menambah jumlah masjid seperti
yang dinyatakan sementara umat Kristiani, melainkan
pemindahan lokasi dari Desa Sarulla ke Desa Nahornop
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Marsada dengan jarak sekitar 100 meter dari masjid dan
masjid lama akan difungsikan menjadi Taman Pendidikan Al
Qur’an (TPA).7

Ada beberapa hal yang menjadi alasan pemindahan
Masjid Al Munawar dari Desa Sarulla (Pasar) ke Desa
Nahornop Marsada, yang lokasinya berjarak sekitar 100
m ke arah barat, sebagai berikut:* a) Daya tampung Masjid
Al Munawar terbatas, b) Konstruksi bangunan Masjid
Al Munawar tergolong tua dan tidak layak, c¢) Kondisi
lingkungan masjid kumuh, d) Pergeseran arah kiblat. Akan
tetapi terjadi penolakan oleh warga Kristiani, dengan alasan
lokasi masjid berdekatan dengan 2 gereja Kristen. Umat
Kristen yang menolak pendirian masjid mendatangi Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara, sekaligus
menyerahkan surat penolakan pembangunan masjid atas
nama masyarakat. Mereka disertai oleh seorang anggota
DPRD Tapanuli Utara, yaitu Ottonier Simanjuntak dari
PDIP.

Penolakan Pendirian Masjid Al-Munawar sebenarnya
juga didasari oleh masalah di internal keluarga pewakif
(pemberitanah wakaf)’, namun begitu penolakan dari warga
juga kuat. Setelah ada kepastian rencana pemindahahan dan
pendirian Masjid Al-Munawar dari Desa Sarulla ke Desa
Nahornop Marsada muncul penolakan dari warga yang
beragama Kristen. Sikap keberatan ini disampaikan kepada
Badan Kenadziran Masjid (BKM) Raya Sarulla, Pahe Jae.
Bahkan masyarakat Dusun Aek Bulu dan Dusun Siria-ria
menyatakan keluh kesah dan rasa tidak setuju dengan rencana
pembangunan Masjid yang terletak di Dusun Aek Bulu, Desa
Nahornop Marsada. Pernyataan tersebut ditandatangani
oleh 117 warga umat Kristen yang ditujukan kepada Bupati
Tapanuli Utara tanggal 22 Nopember 2010.

Alasan warga setempat yang dijadikan dasar
ketidaksetujuan pendirian Masjid Al Munawar, sebagai
berikut: a) Dusun Aek Bulu dan Dusun Siria-ria Desa
Nahornop Marsada terdiri dari 86 KK yang beragama
Kristen dan 6 KK yang beragama Islam, b) di sekitar lokasi
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yang akan dibangunnya masjid telah terlebih dahulu berdiri
2 Gereja, yaitu Gereja HKBP Nahornop Marsada dan Gereja
Advent (GMAHK) yang berjarak lebih kurang 30 m sehingga
dianggap terlalu dekat dengan posisi Gereja.'’

Pada tanggal 5 Februari 2013 menyusul surat atas nama
Masyarakat Desa Nahornop Marsada yang ditandatangani 11
warga ditujukan kepada Bupati Tapanuli Utara menyatakan
memohon peninjauan kembali surat Bupati No. 451.2/020/
Kesra/2013 tertanggal 14 Januari 2013 perihal “Dukungan
Pendirian Masjid Raya Al Munawar Sarulla’. Pada tanggal 4
Maret 2013, Aliansi Masyarakat Nahornop Marsada Peduli
Kedamaian melakukan unjuk rasa ke kantor Bupati Tapanuli
Utara dengan menyampaikan aspirasi dan pernyataan
tertulis.

Hingga saat ini Panitia Pembangunan dan BKM Masjid
Al Munawar masih melakukan upaya pendekatan dengan
warga Kristiani, dan panitia pembangunan juga sudah
memenuhi persyaratan adat dan persetujuan dari masyarakat
setempat. Akan tetapi, akibat dari sikap penolakan ini
rencana pembangunan masjid menjadi terbengkalai."!

Penolakan Pendirian Gereja HKBP Binjai Baru di Kota Binjai

Peristiwa penolakan atas pembangunan Gereja
HKBP Binjai Baru yang terletak di JI. Wahidin, Kelurahan.
Jati Makmur, Kecamatan. Binjai Utara, Sumatera Utara
sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2008, dimana
sebelumnya pembangunan gedung gereja ini telah dimulai
pada tahun 2007. Namun pada tahun 2008 beberapa warga
setempat tidak setuju dengan pendirian rumah ibadah
Gereja HKBP. Permasalahan ini sempat memuncak pada
tahun 2008 dan pada tahun 2010, hingga hampir terjadinya
bentrok massa, dimana telah terjadi penyerangan terhadap
jamaah Kristiani yang berupaya untuk tetap mendirikan
bangunan tersebut. Akhirnya pembangunan gereja ini
stagnan dan tidak dapat dilanjutkan pembangunannya oleh
panitia pembangunan Gereja HKBP Binjai Baru, hingga
saat ini.
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Pada tanggal 1 Desember tahun 2013 muncul lagi
peristiwa penyerangan dan pengusiran Jemaat Gereja HKBP
Binjai Baru. Terjadi tindakan intoleransi yang dilakukan
oleh sekelompok warga Tandem dan sejumlah orang
yang tergabung di dalam ormas FPI Kota Binjai. Mereka
melakukan upaya pembubaran paksa kegiatan kebaktian
Jamaah Gereja HKBP Binjai Baru.

[b] Aliran-aliran Kepercayaan: Kelompok Rentan Tindakan
Intoleran®

Selain permasalahan terkait pendirian rumah ibadah
sebagaimana yang telah digambarkan di atas, di beberapa wilayah
provinsi Sumatera Utara yang tersebar di beberapa kabupaten
dan kota, ada beberapa aliran kepercayaan yang dipantau oleh
Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara. Pemantauan tersebut
dengan alasan bahwa beberapa aliran yang mendapatkan tuduhan
sesat dari masyarakat, MUI Kota Medan, dan MUI Sumatera
Utara, dan FUI Sumut.

Aliran tersebut antara lain; Pertama, Ahmadiyah yang
tersebar di Kota dan Kabupaten Medan, Langkat, Deli Serdang,
Tanah Karo, Tanjung Balai, Simalungun, Labuhan Batu, Tapanuli
Selatan dan Serdang Bedagai; Kedua, Aliran Blankon dan Fardu
Ain di Kabupaten Langkat; Ketiga, Aliran Soul Training yang
berada di Kabupaten Deli Serdang; Keempat, Aliran Satariyah
yang berada di Medan; Kelima, Aliran pesantren Tarekat Babu al
Ridho yang berada di Medan; Keenam, Aliran Tarikat Samawiyah.
Untuk aliran yang terakhir, dianggap sesat oleh MUI Sumut
karena pimpinannya, Dr Ahmad Arifin, diduga telah melakukan
pelecehan seksual kepada puluhan murid-muridnya.’

Sumatera Barat: Pemerintah Pembela Mayoritas'

Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten dan Kota, 176

Kecamatan, 627 Nagari, 260 Kelurahan, 126 Desa dan 3520 Korong/
Jorong/Kampung.”” Dengan luas wilayah 42,2 ribu Km?” Sumatera
Barat dihuni oleh 4.823.466 jiwa'é, dan wilayah terpadat terdapat di
Kota Padang dengan kepadatan penduduk sebanyak 825.145 jiwa
dan daerah dengan jumlah penduduk terkecil adalah Sawahlunto
dengan kepadatan penduduk hanya sebanyak 57.299. Sedangkan kota
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yang jumlah penduduk beragam terdapat di Kota Padang dan Kota
Bukittingi.

Sebagai daerah yang terkenal dengan falsafah adat basandi syara,
syara basandi Kitabullah, Sumbar dikenal sebagai salah satu daerah
penghasil produk Perda bernuansa agama. Perda tersebut mengatur
tentang kewajiban agama yang harus dan tidak boleh dilakukan
oleh warga/masyarakat. Walaupun demikian banyak dari Perda-Perda
tersebut yang tidak begitu terlaksana dengan baik. Adapun falsafah di
atas diambil karena kedekatan Sumatera Barat dengan Minangkabau
yang religius, hal ini juga terlihat dari komposisi prosentase jumlah
penduduk berdasarkan agama yang dianut. Menurut data BPS yang
dirilis 2013, terdapat 4.952.374 orang penduduk Sumbar memeluk
agama Islam, 58.626 orangberagama Protestan, 20.867 orang memeluk
agama Katolik, 1.191 orang penduduk Sumbar beragama Hindu, 4.336
orang memeluk agama Budha dan 1.232 orang beragama Konghucu
serta tidak ada pemeluk agama/kepercayaan lainnya.'” Faktor dominasi
agama mayoritas dan otonomi daerah cukup mempengaruhi lahirnya
suatu kebijakan, maka tidak heran bila Sumatera Barat memiliki
banyak peraturan yang bernuansa Tslami yang mengatur kehidupan
masyarakat.

Di tengah situasi tersebut, beberapa pelanggaran kebebasan
beragama/berkeyakinan di Sumbar cukup menonjol. Pada tahun
2012, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh LBH Padang'®
tercatat ada 5 Kasus terkait dengan pelanggaran kebebasan beragama/
berkeyakinan di Sumbar, yaitu; Kasus Ateisme Alexander Aan,
Penolakan Pembangunan Vihara Budha Metha oleh warga Kelurahan
Nunang Kota Payakumbuh, Penyerangan rumah M Nasir penganut
aliran Darmoga oleh sekitar 200 warga Padang Tangah Payobada,
Payakumbuh serta Penyegelan Gereja di Pasaman Barat oleh FKOI
(Forum Komunikasi Ormas Islam) dan kasus diskriminasi layanan
publik bagi 2 orang Jemaat Ahmadiyah yang akan melakukan
pernikahan.

Kasus yang paling menyita perhatian pada tahun 2012 adalah
kasus Atheis yang menyeret Alexander Aan (CPNS Darmasraya), yang
menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Sijunjung. Kasus Alexander Aan
ini memang bukan kasus pertama yang dijerat dengan pasal penodaan
agama, tetapi kasus ini menjadi perhatian publik international, diliput
beberapa Stasiun TV dan media- media international, bahkan juga
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menjadi salah satu kasus yang diperbincangkan di PBB.

Kasus ini memang memiliki dimensi yang berbeda dari kasus-
kasus yang selama ini dijerat dengan pasal penodaan agama. Alexander
Aan dipersalahkan karena mengakui diri sebagai penganut Atheisme,
lalu menuliskan fikiran-fikirannya melalui media sosial. Beberapa
kalangan menyebutkan, dia telah melakukan penodaan terhadap
agama Islam. Padahal jauh sebelum tulisan dan fikirannya dibuat dan
di-publish melalui media sosial, sudah begitu banyak tulisan di blog,
kaskus, facebook, dan twitter yang menistakan banyak agama termasuk
Islam, tetapi dibiarkan.

Aspek menarik lainnya, PNS lain ternyata telah menyebarkan
tulisan Alexander Aan dengan cara dicopy dan diberikan kepada
beberapa orang. Hal itu menyulut amarah warga dan pada akhirnya
mendatangi kantor Alexander Aan serta melakukan tindakan
penganiayaan terhadap Alex, sebelum akhirnya ia diserahkan kepada
Kepolisian. Si penyebar itu ternyata dibiarkan, dan bahkan diberikan
perlindungan oleh Polisi.

Sebagai daerah dengan jumlah penduduk beragama Islam
terbesar yaitu 4.952.397 orang dari 5.038.650 orang penduduk, di
Sumatera Barat juga diprioritaskan bagi umat Islam untuk membangun
rumah ibadahnya. Berdasarkan data BPS yang dirilis 2013, terdapat
4.798 masjid dan 11.046 mushalla.

Hal ini kontras dengan perkembangan rumah ibadah pemeluk
agama lain yang tidak berkembang. Pertumbuhan rumah ibadah
dari agama-agama lain tidak seimbang dengan pertumbuhan pemeluk
agama, Hindu misalnya, sejak tahun 2010 hingga sekarang jumlah
tempat ibadahnya hanya 1 saja, yaitu Pura yang ada di Kota Padang.
Menurut Ketut Budarga, seharusnya rumah-rumah orang Hindu
memiliki tempat ibadah di rumah yang disebut dengan Merajan
atau Sanggah, namun hingga saat ini penganut Hindu di beberapa
wilayah (wilayah Trans) kesulitan untuk membangun tempat ibadah
itu, dengan alasan harus adaizin terlebih dahulu. Selain itu persoalan
yang sudah menahun adalah kesulitan bagi Agama Hindu untuk
melakukan pembakaran Jenazah, karena susahnya mendapatkan izin,
sehingga ketika akan menyelenggarakan pembakaran jenazah, maka
harus dibawa ke daerah lain atau ke Bali. Kasus klasik tersebut masih
berlangsung hingga saat ini.
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[a] Beberapa Peristiwa Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

50

Tahun 2013"

Untuk tahun 2013, kejadian yang mewarnai intoleransi
dalam pelaksanaan kebebasan beragama dan berkeyakinan di
Sumbar didominasi dengan penolakan pembangunan Rumah
Sakit Siloam, Mall dan Sekolah Pelita Harapan (Super Blok Lippo
Group), pelarangan Ahmadiyah, pelarangan buku agama memuat
ajaran Syiah, dan pengawasan terhadap aliran yang diduga sesat.

1) Penolakan terhadap RS Siloam

Proyek pembangunan Super Blok dari Lippo Group ini
mendapat penolakan dengan alasan bagian dari kristenisasi
dan pemurtadan berselubung investasi. Hal ini disampaikan
oleh Gusrizal Gazahar Lc. M.A. Ketua Bidang Fatwa MUI
Sumbar. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa penolakan tidak saja
dilakukan oleh MUI, tetapi unsur ulama dan ninik mamak
juga melakukan penolakan.® Alasan-alasan aqidah, ekonomi,
hukum, dan sosial budaya mereka kemukakan untuk menolak
pembangunan RS tersebut. Tapi argumentasi utama penolakan
tersebut sesungguhnya kekhawatiran besar pada kristenisasi dan
pemurtadan terselubung.

Penolakan terhadap Siloam tidak saja dilakukan oleh
ormas Islam, tetapi Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno
yang notabene adalah kader PKS juga melakukan penolakan
terhadap pembangunan RS Siloam. Dalam beberapa kesempatan
pertemuan dengan sejumlah ormas Islam dariKota Bukittinggi
dan Kota Payakumbuh serta Forum Masyarakat Minangkabau
Anti RS Siloam yang dipimpin oleh Masfar Rasyid, Irwan
menegaskan:

Kita akan memperjuangkan upaya penolakan rencana
pendirian Rumah Sakit Siloam di Kota Padang jika
memang disinyalir dan dikhawatirkan terselubung
misi kristenisasi di dalam pendiriannya, dan bila
Rumah Sakit Siloam yang diinvestasikan oleh Lippo
Group adalah sebuah misionaris, maka kami akan
ikut menolaknya. Namun, kami berharap, penolakan
tersebut murni untuk memperjuangkan aqidah Islam,
tidak untuk ajang politisasi.
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Sekadar mengingatkan, peletakan batu pertama pembangu-
nan kawasan terpadu Lippo Group di Kota Padang yang terdiri
dari rumah sakit, sekolah, mall, dan hotel dilaksanakan Jumat,
10 Mei 2013. Acara peletakan batu pertama tersebut dihadiri
oleh Ketua DPD RI Irman Gusman, Menko Kesra Agung
Laksono, Kepala BNPB Syamsul Maarif, mantan Menko Kesra
Azwar Anas, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Ketua Dewan
Syuro PKS Hilmi Aminuddin, Walikota Padang Fauzi Bahar,
Owner Lippo Group James Riady, Presiden Lippo Group, Theo
L Sambuaga dan tokoh-tokoh lainnya.

Masfar Rasyid, pada 22 Oktober 2013 bahkan memanfaat-
kan Pilkada Kota Padang untuk melakukan penolakan terhadap
rencana Lippo Group dengan mengundang 10 calon Walikota
Padang untuk berkomitmen menolak keberadaan RS Siloam.21
Dan pada saat pertemuan itu diselenggarakan, 24 Oktober 2013,
hadir tujuh pasang calon Walikota dan Wakil Walikota, yaitu
Emma Yohanna-Wahyu Iramana Putra (EMYU), Ibrahim-
Nardi Gusman (IMAM), Kandris Asrin-Indra Dwipa (KAIN),
Maigus-Armalis (Mars), Indra Jaya-Yefri Hendri Darmi (Rancak),
Syamsuar Syam-Mawardi (SAMA), dan Mahyeldi- Emzalmi (ME).
Tiga pasangan calon walikota-wakil Wali Kota lainnya tidak hadir.

Di hadapan Ketua MUI Sumbar Syamsul Bahri Khatib,
Sekretaris MUI Sumbar Edi Safri, Ketua Bidang Fatwa MUI
Sumbar Gusrizal Gazahar, Ketua Tarbiyah Islamiyah Sumbar
Buya H. Boy Lestari Dt Palindih, pengurus Ormas Islam,
dan dan aktivis LSM, Tujuh pasang calon Walikota-Wakil
Walikota Padang tersebut menandatangani pernyataan Menolak
Pembangunan RS Siloam di kawasan Khatib Sulaiman Kota
Padang, Sumatera Barat.

2)  Pelarangan Ahmadiyah

Pada 14 November 2013 Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
dan Pemerintah Kota Payakumbuh mengadakan sosialisasi terkait
dengan SKB 3 Menteri dan Peraturan Gubernur No. 17 Tahun
2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di
Provinsi Sumatera Barat. Acara sosialisasi ini dibuka oleh Walikota
Payakumbuh yang diwakili Kepala Badan Kesbangpol, Ir. Yufnaini
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Awaydan diikuti 40 peserta yang terdiri dari aparatur pemerintah,
tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, LSM dan generasi muda
se-Kota Payakumbuh.

Acara sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber yang
terdiri dari unsur pemerintah daerah, Kejati Sumbar, Polda
Sumbar, MUI Sumbar, dan LKAAM Sumbar. Zulhadi yang
mewakili Kesbangpol menyebutkan sosialiasi ini penting bagi
aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh
adat agar dapat bersinergi dalam menyikapi permasalahan yang
muncul di tengah-tengah kehidupan keagamaan yang berkaitan
dengan JAI dan aliran-aliran sesat lainnya demi menghindari
konflik-konflik yang mungkin akan timbul yang dapat merugikan
masyarakat.?

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, Syamsul
Bahri Khatib pada tanggal 2 Juni 2013 juga mengimbau pelarangan
Ahmadiyah dengan mengatakan, setiap aliran yang menyatakan
diri beragama Islam dan tidak sesat harus menjalankan agama
sesuai Al-Quran dan Sunnah. Sebab, Islam tidak memberikan
toleransi bagi mereka yang mengaku Islam, namun menganut
paham yang bertentangan dengan akidah. Dia menyatakan bahwa
setiap aliran yang dituding sesat pasti mengatakan mereka tidak
sesat. “Sama seperti orang maling, mereka tidak mau dituduh
maling, pasti membela diri!” tegasnya.
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Warga masyarakat juga menolak berkembangnya
Ahmadiyah, seperti yang ditunjukkan oleh warga masyarakat
Solok Selatan. Sejumlah elemen masyarakat di Solok Selatan
menentang keberadaan penganut aliran Ahmadiyah di]Jorong
Bukit Malintang Sikinjang, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan
Sangir, Solok Selatan. Mereka khawatir penganut Ahmadiyah ini
akan menyebarkan aliran sesat ke warga lainnya.

3) Buku Pelajaran Agama Tingkat SD Diduga Memuat Ajaran
Syiah

Forum Libas Sumbar, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)
Padang, Pagar Nagari, Komite Penegakan Syariat Islam (KPSI)
Sumbar, dan Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau
(MTKAAM) Sumbar menyebutkan, beberapa buku pendidikan
agama yang mereka temukan dalam investigasi bertentangan
dengan syariat Islam. Salah satunya ditemukan di SDN 07
Kelurahan KTK, Kecamatan Lubuk Sukarah, Kota Solok.

Menurut Irfianda Abidin, Ketua MTKAAM, buku-buku
tersebut berjumlah 19 buah buku, yang diadakan melalui dana
alokasi khusus (DAK) Dinas Pendidikan Solok tahun 2010. Buku-
buku itu diterbitkan oleh Trisula Adisakti, Cahaya, dan Qorina.
Di antaranya berjudul Qalbun Salim, Sejarah Fathimah Az-Zahra,
Wanita-wanita Pilihan, Dosa-dosa Besar, dan Kisah Ajaib.

4)  Penyerangan Pengikut Ahmadiyah Dharmasraya

Ngasiman Hadi Susanto, seorang penganut Ahmadiyah
di Jorong Langanja II, Nagari Sipangkur, Kecamatan Tiumang,
Dharmasraya, diserang oleh sekelompok orang pada hari Minggu
17 Februari 2013. Penyerangan itu dilakukan lantaran Supriano
warga setempat ingin mengikuti ajaran Ahmadiyah. Keluarga
Supriano dan masyarakat tidak terima keaadan tersebut lantas
menyerang dan merusak rumah Ngasiman.”® Setelah diserang
oleh sekelompok warga, Ngasiman langsung melapor pada 17
Februari 2013 ke Kepolisian Resort Dhamasraya, namun hingga
November 2013, laporan penganiayaan dan perusakan rumah
milik Ngasiman tidak pernah ditindaklanjuti, bahkan hingga saat
ini jiwa Ngasiman berada di bawah ancaman, sehingga ia harus
mengungsi ke Bungo, Jambi.
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[b] Kinerja Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Kesadaran akan pentingnya toleransi, perlindungan dan
penghormatan akan kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai hak
konstitusional setiap warga negara, serta kewajiban dan tanggungjawah
pemenuhannya, di kalangan aparat pemerintah Sumatera Barat sangat
problematik. Rendahnya kesadaran dan perspektif HAM dalam isu
kebebasan beragama/berkeyakinan di Sumatera Barat tampak dari
pernyataan-pernyataan aparat yang tidak konstruktif pada pemajuan
kebebasan.

M. Jafri, Kasi Sospol Kejaksaan Tinggi Sumbar, melalui wawancara
pada tanggal 20 November 2013*, menyebutkan bahwa: “Selama
tahun 2013, kondisi masyarakat di wilayah Sumatera Barat dalam
keadaan baik-baik saja jika dilihat dalam konteks pelaksanaan toleransi
kebebasan beragama. Secara umum kondisi masyarakat tenteram dan
damai. Sepanjang tahun 2013 belum ada kasus-kasus terkait keagamaan
yang muncul.” M. Jafli seperti menutup mata, terkait dengan fenomena
intoleransi dan kekerasan atas nama agama/keyakinan.

Indikator ‘mengganggu’ tersebut, menurut M. Jafri adalah
ketika ada aliran sesat yang terlarang justru muncul, semisal Jemaat
Ahmadiyah. Itu jelas dilarang, baik oleh Peraturan Tiga Menteri
maupun Peraturan Gubernur.

Secara gamblang M. Jafri menegaskan bahwa, “jika ada aturan
yang mendiskreditkan agama/aliran tertentu, itu wajar saja. Di
Sumatera Barat aturan yang berlaku adalah aturan yang dibuat di
Sumatera Barat. Jadi harus patuh dengan yang ada di Sumatera Barat.
Jika merasa tertindas maka bisa pindah dari sini! Dan itu hal yang
wajar, karena kaum minoritas akan selalu merasa terdiskreditkan
oleh kaum mayoritas tegasnya.” Pernyataan tersebut menunjukkan
lemahnya pemahaman atas konstitusi dan keberagaman di Indonesia
dan urgensi hidup saling berdampingan secara damai (peaceful
co-existence) dalam iklim kehidupan yang beraneka ragam dalam
kerangka negara.

Idris Nazar selaku Kasubag Hukum dan Kerukunan Ummat
Beragama Kementerian Agama Sumbar, menjelaskan pada tahun
2013 ini kondisi keberagamaan maupun intern agama itu belum ada
pengaduan. Kondisi masih dalam keadaan baik saja, seperti biasa.
Terkait dengan masalah Ahmadiyah menurut Idris sudah dianggap
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selesai, karena sudah tidak ada gejolak lagi di tengah masyarakat.
Terkait dengan langkah-langkah untuk pembinaan kerukunan,
Kemenag melakukan pembinaan kerukunan beragama dan membentuk
perkumpulan pemuda antar umat beragama dan mengefektifkan fungsi
dari FKUB.»

Logika pengaduan dimana aparat negara menempatkan
diri dalam posisi pasif seringkali dijadikan apologi atau bahkan
menghindar dari tanggung jawab untuk menegakkan hukum dalam
berbagai pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan.
Dengan cara berpikir demikian sangat wajar jika dalam berbagai
peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan pemerintah
seringkali absen dan kalaupun hadir, seringkali tidak dalam wajah
negara yang harus bertindak adil meliputi dan merangkul seluruh
warga negara.

Potensi ketegangan bernuansa agama selama 2013 menurut
M. Jafri belum ada, Kejaksaan belum menemukan itu, baik berupa
pengaduan maupun informasi ketegangan tersebut. Memang
dulu ada ketegangan, beberapa tahun yang lalu. Itu terkait kasus
Ahmadiyah. Tapi hal tersebut sudah aman, setelah keluar Peraturan
Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2011 yang melarang
Ahmadiyah. Namun, beberapa waktu lalu ada masalah/ isu terkait
dengan keberagamaan, yaitu pembangunan RS. Siloam, namun ini
jelas ada unsur politisnya yang dikeluarkan oleh orang- orang tertentu
untuk tujuannya. Tapi ini tidak membawa potensi ketegangan yang
menganggu kerukunan beragama masyarakat.

Zulnadi Kepala Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kesbangpol
Sumbar menjelaskan peran pemerintah hanya mendorong agar
kerukunan tercipta. Pemerintah hanya memberikan edukasi bagaimana
hidup rukun yang baik. Misalnya melakukan sosialisasi ataupun
pembinaan. Seperti, Pemda melakukan sosialisasi tentang aturan-
aturan keberagamaan, baik itu aturan nasional dan maupun aturan
yang ada di daerah sendiri. Misalnya, melakukan sosialisasi peraturan
Gubernur terkait Pelarangan Ahmadiyah, sosialisasi peraturan PBM
tentang Rumah Ibadah, dll.

Menurut Zulnadi tidak ada upaya khusus untuk menjamin
kebebasan beragama, karena menurut Zulnadi selama tahun 2013 tidak
ada ketegangan yang muncul. Masyarakat aman-aman saja, jadi kita
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hanya menjaga kerukunan tersebut serta melakukan pembinaan saja.
Satu hal yang perlu diingat menurut Zulhadi, yaitu memaknai filsafah
minang ‘dimana bumi di pijak di situ langit dijunujung’, bukan berarti
keyakinan yang ia bawa ini harus di patuhi, tetapi mematuhi aturan
yang berlaku ditempat ia tinggal.

Bicara tentang peran penegak hukum, M. Jafli menjelaskan
untuk Kejaksaan, tetap melakukan pengawasan terhadap masyarakat,
terutama mengenai aliran-aliran agama di masyarakat. Dan ini
merupakan tugas dari Kejaksaan. Kalau mengenai terobosan untuk
menjaga masyarakat, pemerintah juga termasuk kejaksaan di
dalamnya telah melakukan pencegahan-pencegahan konflik dini.
Misalnya seperti sosialisasi dan juga pembinaan. Jadi kejaksaan itu
adalah bagian dari pencegahan konflik antar agama di masyarakat.
Terkait isu-isu yang menciptakan ketegangan, Kejaksaan bersama
Kementerian Agama dan Pemda telah membuat FKUB, dan di situ
dilakukan penanganan semua masalah keagamaan.

Pemerintah Sumatera Barat tidak melakukan terobosan khusus
untuk menjamin kebebasan beragama di Sumbar, hanya saja lebih
banyak melakukan sosialisasi terkait dengan upaya- upaya pencegahan
penyebaran aliran keagamaan yang dianggap sesat dan bekerja sama
dengan pemerintah kota/kabupaten.

Selain itu, menurut Zulnadi, Pemda juga biasanya memfasilitasi
penyelesaian konflik terkait dengan keagamaan di masyarakat,
seperti kasus di Pasaman Barat, yaitu ketegangan antar etnis, karena
di Pasaman barat memang banyak etnis yang ada. Selain itu juga di
Lunang Silaut yang notabene terdapat beragam etnis. Bentuk fasilitasi
yang dilakukan adalah meminta pada unsur pemerintah tingkat bawah
untuk meredam dan menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan, jika
memungkinkan jangan sampai ke ranah hukum.

Mengenai pendirian rumah ibadah yang dibilang sering terjadi
konflik, menurut Zulnadi itu sudah diatur oleh peraturan menteri.
Pemerintah akan menangani ini sesuai aturan yang ada itu. Konflik
ini pernah terjadi di Kabupaten Pariaman. Karena tidak mendapat
rekomendasi, pembangunan rumah ibadah tersebut tidak diberi izin
karena tidak memenuhi ketentuan.

Secara umum, pernyataan-pernyataan aparat pemerintahan
di Sumatera Barat menunjukkan bahwa mereka tidak sepenuhnya
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memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai duty bearer dalam
perspektif pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia
serta hak-hak konstitusional warga negara. Di samping itu, mereka
cenderung bersandar pada logika mayoritarian. Sehingga kerap
melihat persoalan kerukunan dari sudut pandang kepentingan
dan dominasi mayoritas, padahal mestinya penyelenggara negara
bergerak secara balance di antara majority rule dengan minority
rights. Para penyelenggara pemerintahan daerah tersebut cenderung
melihat masalah pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dan
kerukunan antar umat beragama sebagai masalah gangguan oleh
minoritas yang “mengusik” mayoritas, baik dari sisi keyakinan maupun
dalam relasi sosio-kultural. Sehingga kerukunan yang dibayangkan
bukanlah koeksistensi antar elemen partikular, akan tetapi ketiadaan
“gangguan” minoritas kepada mayoritas.

Sebagai implikasi dari cara pandang tersebut, maka wajar saja
jika dalam banyak kasus di Sumatera Barat, aparat negara lebih
banyak menghukum “korban”, sedangkan pelaku tetap diberikan
hak keistimewaan oleh pemerintah. Kondisi seperti ini jelas akan
berdampak pada restriksi pelaksanaan kemerdekaan seseorang untuk
beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan jaminan konstitusi
negara.

Negara di tingkat lokal harus mengatur urusan agama dalam
makna yang sempit, yaitu merawat kepentingan mayoritas, sebab
jika “gangguan” minoritas kepada mayoritas dibiarkan maka dapat
menimbulkan ketidaktertiban dan ketidaktenteraman di tengah
masyarakat. Maka dalam praktiknya, pemerintah daerah selalu berada
di bawah kendali agama dominan dalam mengatur urusan- urusan
agama/keyakinan, sehingga tidak mampu bertindak objektif, netral,
dan adil.

3. Jawa Timur: Stagnan dan Potensial Memburuk®

Secara umum, jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan di
Jatim selama periode 2013, tidak mengalami perubahan yang berarti
atau stagnan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pelbagai
kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan meliputi
kasus-kasus peyesatan, rumah ibadah, dan pelanggaran yang secara
khusus dialami oleh kelompok penghayat, tetap terjadi tanpa
ada terobosan yang berarti yang dilakukan oleh pemerintah Jawa
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Timur. Bahkan, pelbagai pelanggaran hak atas kebebasan beragama/
berkeyakinan secara aktif dilakukan oleh aparatur negara dengan cara
berjamaah dengan kekuatan sipil.

[a] Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan
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1) Pelanggaran terhadap Jamaah Syi'ah Sampang

Sejak serangan kedua terhadap jamaah Syiah, 26 Agustus
2012, serangkaian pelanggaran secara terus menerus dihadapi oleh
kelompok ini selama mereka berada di pengungsian. Pelanggaran
pada umumnya terkait dengan: [1] kelalaian negara dalam
memenuhi hak dasar jamaah Syi'ah selama di pengungsian; [2]
pemaksaan pindah keyakinan; [3] hate speech yang terus dibiarkan
oleh aparatur negara sehingga melahirkan pelbagai jenis intimidasi
yang tidak pernah selesai; [4] pengusiran paksa, dan; [5] impunitas
bagi aktor- aktor di balik kekerasan terhadap jamaah Syi'ah, baik
pada kasus Sampang I, 29 Desember 2011, maupun pada kasus
Sampang II, 26 Agustus 2012.%

2) Penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah

Keluarnya Surat Keputusan (SK) No. 188/94/KPTS/013/2011
tentang Pelarangan Aktivitas Ahmadiyah Jawa Timur, sempat
diwarnai oleh beragam pelanggaran terhadap jemaat Ahmadiyah
pada tahun 2011, akan tetapi sempat mereda pada tahun 2012.
Sikap akomodatif Ahmadiyah Jatim atas peraturan tersebut, ikut
meredam tingginya angka pelanggaran. Meski demikian, sikap
akomodatif bukan jaminan bahwa kekerasan dan pelanggaran
terhadap Ahmadiyah akan berakhir. Terbukti, tahun 2013
kekerasan terhadap Ahmadiyah kembali terjadi.

a.  Penyerangan Masjid Baitus Salam Ahmadiyah Tulungagung

Penyerangan dan perusakan terhadap Masjid Ahmadiyah
terjadi di Desa Gempolan, Kecamatan Pakel, Tulungagung
pada 17 Mei 2013. Penyerangan bermula dari pertemuan
di rumah RT III, Desa Gempolan, Sarijan. Atas dalih
berdialog dengan ulama setempat, Sarijan melaksanakan
perintah Kepala Desa Gempolan, Isrofil, untuk mengundang
tokoh Ahmadiyah. Muballig Ahmadiyah yang hadir dalam
pertemuan tersebut adalah Edi Santoso dan Rizal. Keduanya
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memang diutus oleh Aminullah (Muballigh Ahmadiyah
Kediri) untuk hadir di acara dialog tersebut.

Dialog berlangsung usai Isya, dan ternyata di rumah Ketua
RT, sudah berkumpul undangan lain dari MUI Kecamatan
Pakel, Polsek, Polres, Babinsa, dan Kepala Desa. Saat
pertemuan berlangsung, massa sudah berkumpul di luar
rumah ketua RT. Massa semakin banyak ketika Imam
Muslim, perwakilan MUI Kecamatan Pakel, berceramah soal
kesesatan Ahmadiyah. Kedua orang perwakilan Ahmadiyah
seperti dihakimi pada saat pertemuan.

Di tengah ceramah, massa mulai berteriak untuk
menghancurkan masjid Ahmadiyah, masjid Baitus Salam,
di desa tersebut. Mereka membawa kayu dan batu, dan
langsung merusak masjid tersebut. Personil Polisi yang sudah
berada di lokasi membiarkan semua rangkaian kekerasan
tersebut. Polisi hanya mendorong Edi dan Rizal untuk segera
meninggalkan Tulungagung. Kedua muballig akhirnya
memilih minta perlindungan di masjid Ahmdiyah Kediri.
Saat sampai Kediri, keduanya sempat menulis laporan dan
kronologi penyerangan. Laporan tersebut dikirim ke Polsek
Pakel dan Polres Tulungagung, akan tetapi polisi tidak pernah
menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh Edi Santoso dan
Rizal

Pengusiran Muballigh Ahmadiyah

Edi Santoso dan Rizal meminta perlindungan kepada
Aminuddin (Muballig Ahmadiyah Kediri), dan oleh
Aminuddin keduanya diminta tinggal sementara di Masjid
At-Taqwa, di Ngadisimo, Kediri. Keesokan harinya, 18 Mei
2013, tiba-tiba datang personil polisi ke masjid tersebut, dan
meminta kedua Muballig Ahmadiyah dari Tulungagung
untuk segera meninggalkan Kediri. Alasan polisi,
dikhawatirkan keberadaan mereka akan memicu kekerasan
yang sama di Kediri. Polsek dan Koramil juga menekan agar
Aminuddin menghentikan aktivitas masjid Ahmadiyah di
Ngadisimo karena alasan situasi tidak kondusif.

Sikap yang dikembangkan oleh polisi tidak pernah
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berubah. Bila kekerasan terjadi dan mengancam
keselamatan individu/kelompok minoritas, polisi selalu
memilih jalan ‘mengorbankan’ korban, dan tidak pernah
menindaklanjuti serangkaian kekerasan ke proses
hukum.*

3) Penyesatan terhadap Pondok Pesantrean Alif Lam Mim
Tulungagung

Kasus penyesatan yang memakan korban baru kembali
terjadi. Penyesatan menimpa Pondok Pesantren Alif Lam Mim
di Dusun Pampang, Desan Tawing, Kecamatan Gondang,
Tulungagung. Pondok Pesantren ini disesatkan oleh MUI
Tulungagung karena dianggap menyimpang. Pada 9 September
2013, MUI Tulungagung bersama dengan Kemenag, Kepala
Desa Tawing, Camat, Polsek Gondang, dan Koramil Gondang
memanggil Gus Wahyudi (pimpinan Pondok Pesantren Alif Lam
Mim) untuk dimintai klarifikasi. Gus Wahyudi berpandangan
bahwa apa yang diajarkan di Pondok Pesantren sama sekali
tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena mengajarkan
pengamalan Pancasila dengan dikuatkan oleh tafsir agama.
Meski begitu, MUIT tetap memaksa Pondok Pesantren dihentikan
aktivitasnya sebelum melengkapi administrasi, membongkar
bangunan yang ada di bantara kali (sungai) paling lambat 16
September 2013, melaporkan semua jamaah pondok di catatan
sipil.*!

4)  Serangan terhadap Pondok Pesantren

Aksi kekerasan berbasis agama juga terjadi di daerah
Puger, Jember. Massa menyerang dan merusak Pondok
Pesantren Darussolihin yang dipimpin oleh Habib Isa Mahdi.
Peristiwa ini terjadi bersamaan dengan karnaval yang diadakan
dalam rangka HUT RI ke 68. PP Darussolihin memang sengaja
melakukan aktivitas ini meski agak terlambat karena pelbagai
alasan hari efektif pembelajaran di Ponsep. Polres Jember sejak
awal tidak memberi izin acara ini tanpa alasan. Setelah negosiasi
berjalan, Polres akhirnya memberi izin dan memberi jaminan
keamanan.
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Mimbar Masjid Ponpes Darus Sholihin rusak parah setelah dirusak massa, pada hari Rabu
11 September 2013. Sumber: KOMPAS.com/ Ahmad Winarno

Pada saat karnaval berlangsung, sekitar 70 personil polisi
dikerahkan untuk melakukan penjagaan. Anehnya, polisi justru
berusaha menghalang-halangi rombongan karnaval keluar
dari lingkungan pondok. Setelah terjadi aksi saling dorong,
polisi akhirnya membuka jalan. Setelah rombongan karnaval
meninggalkan pondok, sekitar 20 orang mendatangi pondok dan
merusak 9 rumah pengurus Pondok Pesantren Darussolihin.
Mereka juga membakar setidaknya 19 unit sepeda motor.
Merusak masjid dan beberapa bangunan milik pondok. Aksi ini
terjadi persis di depan petugas kepolisian akan tetapi polisi tidak
melakukan tindakan apapun untuk mencegahnya.*

Kasus ini sebenarnya merupakan rangkaian dari peristiwa
syiar kebencian yang dilakukan oleh sejumlah guru ngaji di daerah
Puger terhadap Pondok Pesantren tersebut pada tahun 2012. Syiar
kebencian yang terus menerus membuat semakin banyak orang
yang teragitasi dan memusuhi Pondok Pesantren “Darussolihin”
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5) Pelanggaran terhadap Kelompok Penghayat

Pelanggaran yang paling massif dan tidak pernah
mengemuka, sebenarnya telah dialami oleh kelompok penghayat
selama bertahun-tahun. Meski tidak pernah ada pencatatan yang
memadai terkait angka pelanggaran, akan tetapi setiap keluarga
penghayat dipastikan pernah mengalami perlanggaran hak,
terutama dalam hal pencatatan sipil dan kependudukan.

Pelanggaran hak KBB yang dialami oleh kelompok
penghayat umumnya terkait dengan kolom agama pada Kartu
Tanda Penduduk (KTP). Meski UU. No. 23 tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, telah memberi jaminan hukum
bagi kelompok penghayat untuk mengosongkan kolom agama
pada KTP, akan tetapi pada praktiknya, hampir semua warga
penghayat mengalami hambatan yang serius sejak di Kelurahan
sampai di meja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sejak di
Kelurahan, warga penghayat biasanya selalu mendapat hambatan
untuk menuntut hak mereka terkait dengan kolom agama.

Di bidang pendidikan juga tidak kalah serius. Anak-anak
dari keluarga penghayat umumnya tidak diberi hak untuk
mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan mereka.
Sekolah-sekolah cenderung memaksa anak-anak penghayat
untuk memilih pendidikan agama di antara lima agama resmi
di Indonesia. Sekolah dengan pelbagai dalih tidak memberikan
kesempatan bagi anak-anak penghayat untuk mendapatkan
pendidikan agama sesuai dengan hak mereka.

Sampai saat ini, di Jatim tercatat 37 kelompok penghayat
yang tergabung dalam Badan Kerja Sama Organisasi Penghayat
(BKOK). Umumnya, kelompok penghayat yang tergabung dalam
organisasi ini sudah tidak memiliki hambatan dalam pencatatan
perkawinan sesuai dengan keyakinan mereka di Dispendukcapil
(Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil). Akan tetapi, kelompok-
kelompok penghayat dan adat yang tidak tergabung dalam BKOK,
umumnya perkawinan mereka masih belum bisa dicatat dalam
administrasi kependudukan.

Selain problem-problem mendasar dalam pencatatan
administrasi kependudukan dan pendidikan tersebut, masalah
lain yang kerap dihadapi oleh kelompok penghayat adalah
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sulitnya mendapat izin untuk mendirikan Sanggar dan rumah
ibadah. Di beberapa tempat, pendirian Sanggar dan rumah ibadah
selalu dihambat oleh aparatur negara dan masyarakat. Pendirian
Sanggar di daerah Bulak Banteng, Surabaya, misalnya, sejak awal
pendiriannya sudah ditolak oleh warga setempat. Sanggar ini
tidak bisa berdiri sejak 1998, dan sampai saat ini pemerintah tidak
memberikan solusi apapun.

Pada 2011, salah satu Sanggar Sapta Darma di Kecamatan
Cerme Kabupaten Gresik, bahkan sempat diteror oleh Polisi,
Camat, dan ulama. Para pengikut penghayat bahkan dipaksa
untuk memilih satu diantara enam agama formal di 2013.
Pendirian Sanggar di Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan
kembali dihambat oleh masyarakat dan pemerintah. Lurah dan
Camat Nguling Kabupaten Pasuruan menghasut masyarakat
agar menolak pendirian Sanggar Sapta Darma (penghayat).
Akibat hasutan tersebut, sampai saat ini Sangat tersebut tidak bisa
berdiri.*

[b] Perspektif dan Peran Pemerintah: Mandul Prakarsa

Meski pelanggaran hak KBB di Jatim terus mendapat
sorotan baik secara nasional maupun internasional, akan tetapi
sampai saat ini tidak ada terobosan yang dibuat Pemprop Jatim
untuk menekan tingginya angka pelanggaran hak warga negara
untuk bebas beragama/berkeyakinan dan intensitas kekerasan
berbasis agama. Sebaliknya, Pemprov Jatim justru cenderung
mengakomodasi tekanan dari kelompok-kelompok intoleran
dalam menerbitkan pelbagai kebijakan yang diskriminatif
terhadap kelompok minoritas agama/keyakinan.

Di tengah menguatnya arus penyesatan terhadap Syi'ah pada
2012, ormas-ormas Islam begitu berambisi menuntut Gubernur
Jatim untuk menerbitkan kebijakan semisal SK Ahmadiyah yang
intinya adalah membubarkan ajaran Syi'ah. Terhadap desakan
ini, Gubernur langsung meresponnya dengan mengeluarkan
Peraturan Gubernur (Pergub) No. 55 tahun 2012 tentang
Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat
di Jawa Timur. Pergub ditetapkan pada 3 Juli 2012. Substansi
isi Pergub No. 55 tahun 2012 tidak berbeda dengan UU No. 1/
PNPS/1965. Semangat lain yang mengilhami peraturan ini
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adalah ‘Pedoman Identifikasi Aliran Sesat’ yang dirumuskan dan
ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat pada 6
November 2007.

Sejak awal 2013, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat
serius mensosialisasikan peraturan ini ke seluruh daerah di
Jatim. Tentu saja, ini disambut dengan sangat antusias oleh
ormas-ormas Islam yang memang selama ini tidak menghendaki
adanya jaminan yang holistik atas hak KBB semua individu/
kelompok dalam masyarakat. Melalui Pergub No. 55/2012 ini,
angka pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan
di Jawa Timur akan terus lebih berpotensi meningkat dan
kehidupan beragama/berkeyakinan di Jawa Timur potensial
untuk memburuk di tahun-tahun mendatang.

4. JawaTengah: Potensi Besar Ketegangan antar Agama/ Keyakinan*

Jawa Tengah adalah provinsi yang terletak di “pusat” Pulau Jawa
yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota. Walaupun mayoritas adalah suku
Jawa, masyarakat Jawa Tengah juga terdiri dari etnis Tionghoa, Arab,
Sunda dan beberapa suku serta etnis lainnya dengan berbagai latar
belakang agama/kepercayaan dan budaya.

Di dalam masyarakat Jawa, dikenal dua kaidah dasar kehidupan,
yaitu (1) prinsip kerukunan dan (2) prinsip hormat. Kedua prinsip
tersebut merupakan kerangka normatif yang menentukan bentuk
kongkrit semua interaksi di dalam masyarakat.

Prinsip kerukunan dalam horizon pergaulan masyarakat Jawa
berarti kehendak bersama untuk berada dalam situasi selaras, tenang,
dan tentram. Rukun merupakan keadaan yang harus dipertahankan
dalam semua hubungan sosial seperti rumah tangga, dusun, desa,
dan lainnya. Kerukunan pada akhirnya akan melahirkan keselarasan
sosial. Sedangkan prinsip hormat merupakan cara seseorang dalam
membawa diri untuk selalu menunjukkan sikap menghargai orang
lain sesuai derajat dan kedudukannya. Prinsip hormat didasarkan pada
pandangan bahwa semua hubungan dalam masyarakat teratur secara
hirarkis sesuai dengan tatakrama sosial (social ethics). Dalam berbagai
isu agama dan keyakinan yang ada, prinsip tersebut dengan sendirinya
dipertaruhkan.

Di Jawa Tengah, konflik yang berkaitan dengan isu-isu kebebasan
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beragama/berkeyakinan setidaknya mulai muncul paska refor
masil998. Hingga detik ini isu kebebasan beragama/berkeyakinan di
Jawa Tengah cukup kompleks. Berbagai sumber ketegangan dan konflik
terpendam di tengah-tengah masyarakat Jawa Tengah yang berkaitan
dengan relasi antar umat beragama/berkeyakinan serta antar aliran-
aliran dalam agama mainstream yang ada.

Sepanjang tahun 2013, ada beberapa kasus yang berkaitan dengan
ekspresi kebebasan beragama/berkeyakinan yang cukup menyita
perhatian publik, seperti kasus bentrokan antara Front Pembela Islam
besar ketegangan dan konflik-konflik yang terkait isu kebebasan beragama
dan berkeyakinan di Jawa Tengah banyak terjadi di daerah pedalaman atau
wilayah selatan Jawa Tengah, terutama di Kabupaten- kabupaten seperti
Surakarta, Karanganyar, Boyolali, Magelang, dan Temanggung.*®

[a] Potensi Konflik

Potensi konflik di masing masing wilayah tergantung dengan
komposisi demografi, urbanisasi, dan proses pembangunan yang
belum selesai. Sebagai contoh di daerah borderline antara Demak
dan Semarang. Lahirnya konflik bukan disebabkan isu Agama,
akan tetapi disebabkan adanya kepentingan ekonomi. Konkritnya
ada disfungsi lahan karena perkembangan industri yang masif
di Semarang yang menyebabkan kerusakan pesawahan dan fish
ground (tambak) di daerah perbatasan. Dalam fenomena tersebut
telah terjadi ketimpangan antara kepentingan masyarakat dengan
pemerintah atau pengusaha.

Potensi konflik terkait isu agama juga terdapat di Jepara.
Sebagai contoh berkaitan dengan kelompok Syiah yang hidup
dan berkembang di Jepara dengan baik. Namun riak-riak konflik
terjadi dan mencapai puncaknya pada tahun 2002. Saat itu
Departemen Agama memvonis bahwa kelompok Syi'ah di Jepara
merupakan Syiah Imamiyah yang dipandang berbahaya bagi
ideologi Indonesia, maka banyak di antara Jema'ah Syiah yang
diintrogasi oleh Komando Rayon Militer (Koramil), dintimidasi,
dan lain sebagainya. Untungnya konflik yang terjadi dalam relasi
Sunni dan Syi'ah tersebut dapat diredam oleh Syekh Abdul Qodir
Bafaqgih, seorang ulama kharismatik yang menyebarkan kadernya
di berbagai daerah di Jepara.
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Namun demikian, bukan tidak mungkin konflik di
kalangan komunitas Sunni-Syi'ah di masa depan tidak akan
terjadi. Dalam konteks tersebut, dibutuhkan prakarsa serius
pemerintah untuk memelihara situasi damai di tengah-
tengah kelompok masyarakat yang beraneka ragam. Untuk
mewujudkan itu semua, negara harus memastikan berjalannya
fungsi dirinya sebagai pemanggul kewajiban dan tanggung
jawab dalam perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak
asasi manusia, dan di sisi warga negara bermakna tunainya hak-
hak konstitusional warga negara. Di samping itu diperlukan
penguatan relasi sosial berdasarkan kewarganegaraan
(citizenship) yang demokratis dan adil.

Sedangkan di Pekalongan, terdapat kelompok-kelompok
etnis Tionghoa dan Arab yang agama dan keyakinan berbeda,
juga terdapat Sunni dan Syiah. Sentimen terhadap etnis Tionghoa
di Pekalongan cukup besar yang dipicu oleh motif sosial, dan
ekonomi-politik. Adapun relasi Syiah-Sunni juga menyimpan
potensi konflik yang diindikasikan dengan kerap munculnya riak-
riak kecil konflik. Di Pekalongan terdapat forum yang tampaknya
diorganisasi secara sistematik untuk melawan dan menegasikan
eksistensi Syiah, meski demikian forum tersebut tidak berubah
menjadi tegangan konflik yang besar. Potensi konflik disana sedikit
banyak mampu diredam oleh keberadaan komunitas Arab dari
kalangan para habib yaitu Rabithah Alawiyah.

-y i

Anak-anak menyaksikan atraksi baronsai dalam peringatan Tradisi Nyadran dan Pek Chun
di Kota Pekalongan.
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Sementara Surakarta mempunyai kekhasan tersendiri.
Dalam sejarahnya kota ini pernah menjadi basis abangan, dan
sekarang tumbuh subur fundamentalisme Islam. Di Solo sendiri,
Majelis Tafsir Al-quran (MTA), Front Pembela Islam (FPI),
Muhammadiyyah, Nahdlatul Ulama’ (NU), dan Kejawen tumbuh
berkembang bersama-sama. Jika dilihat, karakter NU di Solo
bisa jadi berbeda dengan yang lain. Mereka bergandeng dengan
kelompok Islam fundamentalis, bahkan sering membentuk forum
bersama. Dari keberagaman tersebut, akhirnya mereka beradaptasi
secara bersamaan. Di sana terdapat resistensi tetapi ada juga
reproduksi, mereka tetap mempertahankan identitas, akan tetapi
juga mereproduksi nilai-nilai baru yang bersesuaian dengan yang
lain.

Di Sukoharjo, pengaruh pesantren Ngruki sangat kuat.
“Warna” Ngruki sangat kuat, bahkan tidak hanya di Sukoharjo,
tetapi Ngruki menyebarkan para dainya hingga ke Jepara dan
Semarang, tepatnya di daerah Mijen. Fenomena penyebaran warna
Ngruki tersebut tampaknya secara sengaja dibiarkan, meskipun
sebenarnya hal ini menjadi pantauan negara juga, khususnya yang
berkaitan dengan isu terorisme.

Di wilayah selatan, seperti Cilacap, Banjarnegara dan
Banyumas, konflik tradisional dan modern telah dimulai sejak
tahun1930, yaitu antara Muhammadiyah dan NU. Buktinya, bisa
lihat dari karya-karya yang muncul pada era tersebut. Buku-buku
yang diterbitkan NU terkesan meligitimasi praktik-praktik tradisi
untuk melakukan counter gerakan purifikasi Muhammadiyah.
Di sekitar Banyumas, kedua organisasi tersebut berkembang
bersama, bahkan elit-elitnya bertransformasi melalui partai-partai
politik. Elit juga warga NU yang konservatif banyak bergabung ke
PPR sedangkan yang modern-inklusif bergabung di Golkar atau
PKB). Begitupun dengan Muhammadiyah, ada yang konservatif
(bergabung dengan PKS) dan ada yang modern-inklusif (di PAN).
Di samping perbedaan-perbedaan, pada saat tertentu keduanya
saling berkolaborasi dalam wajah aliansi partai, misalnya PPP
dan PKS biasa berkolaborasi dalam hal formalisasi syariat Islam
melalui Peraturan Daerah.

Sementara di Wonogiri dan sekitarnya, faktor kemiskinan
dan kelangkaan sumber daya seperti air menjadi masalah sendiri.
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Banyak potensi konflik di Wonogiri yang disebabkan oleh faktor
budaya, komunikasi, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan
manusia. Sebagaimana rumus sosio-ekonomi konflik, apabila
kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi atau berkurang, maka
akan menjadi konflik.

Di Pantura bagian Timur seperti Pati, fenomena
keberagamaan dalam bidang agama dan keyakinan diwarnai
oleh berkembangnya kelompok Syahadatain dan Akmaliah yang
oleh banyak kalangan dianggap sesat. Padahal, permasalahan
sebenarnya hanya terkait pengakuan ke-mu'tabroh-annya.
Di samping itu, karena dari sisi geografis Pantura bagian
Timur adalah lahan kering, sedikit banyak berdampak kepada
kekeringan spiritual. Tidak mengherankan jika mereka mencari
alternatif model keagamaan dan cara-cara beribadah yang
memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, thorigoh dan
aliran-aliran keagamaan, seperti kelompok Pangestu, tumbuh
subur di wilayah tersebut.

Beberapa Peristiwa Pelanggaran Kebebasan Beragama/
Berkeyakinan Tahun 2013%

1) Kasus bentrokan antara FPI dengan warga Sukorejo
Kabupaten Kendal

Walaupun tidak terkait secara langsung dengan pelanggaran
kebebasan beragama/berkeyakinan, kasus Kendal menarik
untuk dicermati. Kasus tersebut cukup menyita perhatian
publik karena berkaitan dengan isu-isu keagamaan dan
melibatkan organisasi yang selama ini dianggap sebagai
organisasi yang menyemai intoleransi yaitu FPI.

Kasus Kendal bermula pada Rabu, 17 Juli 2013 sekitar
pukul 15.00 WIB, dimana massa FPI melakukan sweeping
di Lokalisasi Sarem dan beberapa tempat hiburan lain di
Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Mereka datang
mengendarai tiga mobil. Dalam aksi itu, lokalisasi dan tempat
hiburan dirusak.

Di tengah sweeping, terjadi bentrok antara warga setempat
dan massa FPI. Warga memberikan perlawanan terhadap
tindakan massa FPIdan merusak satu mobil yang ditumpangi
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massa FPI di Bundaran Alun-alun Sukorejo. Dalam insiden
hari Rabu tersebut, dua orang anggota FPI mengalami luka
ringan. Keduanya juga sempat ditahan di Polsek Patean.
Insiden ini berakhir pada pukul 17.30 WIB dan berbuntut
warga yang berjaga-jaga di beberapa titik desa.

Keesokan harinya, Kamis, 18 Juli 2013, warga Sukorejo
mendapat kabar bahwa akan ada serangan balasan dari massa
FPI yang membuat warga bersiap-siap. Pada pukul 13.00 WIB,
massa FPI benar-benar datang dengan menumpang tujuh
mobil sambil berkeliling kampung-kampung. Kedatangan
mereka pada hari itu dikawal aparat kepolisian.

Mengetahui kedatangan FPI, sebagian warga keluar dan
berkumpul di Bundaran Sukorejo. Bentrokan kecil sempat
terjadi dan massa FPIlangsung meninggalkan lokasi. Namun
saat meninggalkan Sukorejo itu, mobil FPI menabrak seorang
perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor di Jalan
Sukorejo-Parakan hingga meninggal.

Kemarahan warga pun terpicu. Ratusan warga mendatangi
lokasi dan mengejar mobil yang menabrak perempuan
itu. Warga berhasil mengejar rombongan mobil tersebut di
Patean, sekitar dua kilometer dari Sukorejo. Mobil Toyota
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Avanza, salah satu kendaraan yang ditumpangi massa FPI,
langsung dirusak dan dibakar.

Ketika insiden kecelakaan hingga pembakaran mobil terjadi,
sebagian massa FPI masih ada yang “tertinggal” di Sukorejo.
Mereka yang tertinggal ini adalah yang sedang sholat di
Masjid Agung Sukorejo. Mereka pun kemudian ditahan
tetap berada di masjid ketika warga sudah berkumpul lagi
di Bundaran Sukorejo. Ratusan polisi dan TNI diturunkan
mengatasi kerusuhan ini. Massa FPI yang tertahan di masjid
dievakuasi ke Polres Kendal. Setelah insiden tersebut, polisi
menetapkan 7 tersangka, yakni 3 dari anggota FPI dan 4 dari
warga.

Pembunuhan Omega Suparno di Jepara

Peristiwa ini sebenarnya terjadi pada akhir Desember 2012,
namun sidang putusan pengadilan terjadi pada 10 Oktober
2013. Kasus ini bermula saat Omega Suparno yang dulunya
adalah seorang muslim, dan sempat menempuh pendidikan
di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
Belakangan Omega Suparno berpindah agama dari Islam
menjadi Nasrani. Suparno kemudian menjadi mahasiswa di
Seminari Teologia Baptis Indonesia (STBI) Semarang.

Pada 11 Desember 2012, tiga teman Omega ketika masih
menjadi santri di salah satu pesantren di wilayah Kudus,
menemui Omega yang sedang berlibur di rumah orang
tuanya di Jepara untuk melakukan konfirmasi langsung
perihal perubahan keyakinan Omega. Di dalam diskusiinilah
diduga terjadi perbedaan cara pandang, sehingga para pelaku
kemudian menganggap sebagai penghinaan terhadap Islam.

Sehari kemudian, tiga orang teman Omega membunuh
korban di belakang Ruko Jember, Kudus. Setelah meninggal,
mayat korban dibuang ke hutan jati di area petak 106 hutan
jati Desa Jinggotan, Kecamatan Kembang, Jepara. Korban
dibunuh dengan ditusuk berulang kali oleh para pelaku
dengan senjata tajam, kemudian korban dibakar. Untuk
menghilangkan jejak dan motif, ketiga pelaku membawa
kabur motor korban.
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Ketiga pelaku, Amir Machmud, Sudarsono, dan Agus
Suprapto oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara
dijatuhi pidana penjara masing-masing 15 tahun penjara,
pada 10 Oktober 2013.

Penutupan Pondok Pesantren Santri Luwung Sragen

Pondok Pesantren Santri Luwung yang terletak di Dusun
Bedowo, Desa Jetak, Sidoharjo, Sragen yang baru berdiri
sekitar 3 tahun yang lalu dipaksa oleh beberapa kelompok
masyarakat untuk ditutup. Penutupan ini disaksikan
oleh Pejabat Pemerintah Sragen, dari Sekretaris Daerah,
Kementrian Agama Sragen serta Kapolres Sragen dan
Komandan Distrik Militer 0725 Sragen.

Peristiwa yang terjadi pada 6 Oktober 2013 ini bermula
ketika kelompok-kelompok warga, di antaranya Front
Pembela Islam (FPI), Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS),
dan MUI yang menuntut dan kemudian melakukan
penutupan pondok pesantren ini, menganggap bahwa
pondok pesantren telah mengamalkan dan mengajarkan
aliran sesat dan syirik, antara lain: mengajarkan kitab
layangijo dan ritual tobat mandi pada malam hari dengan
bertelanjang yang dianggap bertentangan dengan ajaran
Islam.

Anto Miharjo, yang biasa dipanggil Gus Antok, pimpinan
Pondok Pesantren Santri Luwung ini, kemudian menyatakan
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bertaubat dan mengaku mengajarkan aliran sesat, dan
bersedia dibimbing oleh MUI untuk kembali kepada ajaran
Islam yang benar.

[c] Kelompok Rentan yang Telah dan/atau Potensial Menjadi Korban

1. Jemaat Ahmadiyah

Jemaat Ahmadiyah di Jawa Tengah tersebar di seluruh
kabupaten/kota di Jawa Tengah berada dalam tekanan
semenjak muncul fatwa sesat dari MUI, disusul munculnya
SKB 3 Menteri yang melarang penyebaran Ahmadiyah. Di
beberapa kabupaten, di antaranya Kendal, Surakarta, dan
Karanganyar, kelompok ini dilarang untuk beraktivitas oleh
pemerintah daerah dan dipaksa untuk membuat pernyataan
tertulis untuk tidak melaksanakan aktivitas terkait dengan
keyakinan mereka.

2. Jamaah Syi'ah

Pengikut mazhab ini tersebar di seluruh wilayah di Jawa
Tengah, namun populasi terbesarnya ada di Kabupaten
Jepara. Walaupun di Kabupaten Jepara kelompok ini tidak
pernah terlibat konflik dengan kelompok lain, kelompok
ini sangat berpotensi menjadi korban pelanggaran hak
atas kebebasan beragama/berkeyakinan karena massifnya
kampanye anti Syi'ah, baik dari beberapa kelompok secara
langsung maupun melalui media-media yang berafiliasi
dengan kelompok- kelompok tersebut.

3. Aliran Kepercayaan dan/atau Kejawen.
Di Jawa Tengah, setidaknya ada 55 aliran kepercayaan yang
sampai saat ini masih memiliki pengikut. Selain tekanan
dan pelecehan dari kelompok-kelompok masyarakat yang
menganut agama/kepercayaan “mainstream”, kelompok ini
juga mendapat perlakuan diskriminatif dari Negara.

[d] Peran Pemerintah Daerah dalam  Menjamin  Kebebasan
Beragama/Berkeyakinana

Di permukaan, pemerintah daerah di Jawa Tengah cukup baik
dalam upaya menjaga dan menjamin kebebasan beragama. Setidaknya
hal ini dapat dilihat melalui pernyatan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar
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Pranowo pada Kamis, 16 Oktober 2013, yang menyatakan bahwa
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak akan membuat peraturan
daerah untuk melarang Ahmadiyah. Namun, pernyataan Gubernur
Jawa Tengah ini bukan garansi bahwa Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah benar-benar serius dalam upaya melindungi, menghargai dan
menjamin kebebasan beragama/ berkeyakinan.

Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya aparat pemerintah
setingkat kecamatan dan kabupaten yang masih “latah” mengikuti
arus kriminalisasi kepada beberapa kelompok- kelompok keagamaan
minoritas seperti yang terjadi di wilayah Kabupaten Kendal dan
Kabupaten Karanganyar, di mana di dua wilayah tersebut, pemda
masih melarang kepada kelompok Ahmadiyah untuk melakukan
aktivitas keagamaan. Hal ini terjadi juga di Sragen, di mana pemerintah
kabupaten Sragen, yang menutup sebuah pondok pesantren yang
dianggap mengajarkan aliran sesat.

Di samping itu, sulit untuk menemukan terobosan dari
pemerintah dalam upaya menjamin kebebasan beragama di Jawa
Tengah. Walaupun begitu, ada hal yang cukup menarik yang
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo di dalam upaya
menjamin kebebasan beragama di wilayah kabupaten tersebut.”[]

73



LAPORAN KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN DI INDONESIA TAHUN 2013

Endnotes
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Jumlah peristiwa dengan jumlah tindakan berbeda, karena dalam
satu peristiwa (event) bisa saja terjadi berbagai bentuk tindakan
(act). Disiplin hak asasi manusia membedakan antara peristiwa
dan tindakan.

Dalam menghitung aktor, SETARA Institute juga mendasarkan
diri pada siapa saja yang telibat dalam suatu peristiwa. Dalam satu
peristiwa berbagai institusi negara bisa bergabung melakukan
sejumlah tindakan. Demikian pula antara institusi negara dan
kelompok masyarakat bisa juga bergabung melakukan berbagai
tindakan dalam satu peristiwa.

Data primer dan analisis pada bagian ini sebagian besar bersumber
dari Pemantau SETARA Institute untuk Pelanggaran Kebebasan
Beragama/Berkeyakinan di Sumatera Utara, yaitu sdr. Muhrizal
Syaputra, dari JAP (Jaringan Advokasi Publik) Sumatera Utara.

Harian Waspada dan Suara Umat Online, 16 Februari 2012.

Wawancara Jaringan Advokasi Publik dengan Pengurus GBI Rok
Galang, pada 24 April 2013.

Wawancara Jaringan Advokasi Publik 1 Juni 2013, serta
pengumpulan data dari Liga Muslim Indonesia, FUI Sumut dan
kumpulan hasil data penelitian M.Yusuf Asry, Penulis Peneliti
Utama Puslitbang Kehidupan Kegamaan, Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI.

Wawancara dengan Nadzir Masjid Al Munawar, Ahmad
Sihombing, 2 Juni 2013.

Wawancara dengan Muhidin Panggabean, Wakil Ketua Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Mantan Ketua Majelis
Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tapanuli Utara, Tarutung, 9
Juni 2013.

Wawancara dengan Hj. Berlian Siregar, Pewaqif tanah untuk lokasi
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Masjid Al Munawar, isteri almarhum Tumpal, Sarulla Pahe Jae, 10
Juni 2013.

Wawancara dengan Ramdju Gultom, Penanggung jawab, Aliansi
Masyarakat Nahornop Marsada Peduli Kedamaian, Pahe Jae, 5
Juni 2013.

Wawacara salah satu anggota Panitia Pembagunan Masjid Al
Munawar Ahmad Sihombing di Harian Republika, Jumat 15
Maret 2013.

Data Kesbang pol linmas Provinsi Sumatera Utara dan Wawacara
H. Muhammad Ridho, Kesbangpol Bidang Agama, Aliran dan
Ideologi, Tanggal 9 Desember 2013.

Harian Jurnal Asia Kamis 12 Desember 2013.

Seluruh data pokok pada bagian ini dikumpulkan dan diolah oleh
pemantau SETARA Institute untuk Wilayah Sumatera Barat, yaitu
sdr. Roni Saputra.

Sumatera Barat in Figures 2010, BPS, 2011 Hal. 33.
Sumatera Barat in Figures 2010, BPS, 2011 Hal. 61.
Sumatera Barat dalam Angka 2012, BPS 2013, hlm. 190.
Catatan Akhir Tahun LBH Padang, 2012.

Diolah dari berbagai sumber oleh pemantau SETARA Institute di
wilayah Sumatera Barat.

Beberapa ormas yang ikut melarang pembangunan RS Siloam;
Muhammdiyah, Tarbiyah, LKAAM, Dewan Dakwah, Paga Nagari,
Raja Pagaruyung, beberapa NGO, FPI Sumbar, MUI Sumbar,
Forum Masyarakat Minang Anti Superblok Lippo Group, Majelis
Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM), HTI
Sumbar, MMI Kota Padang, Libas Sumbar, dan KAMMI Sumbar

Harian Haluan, “Soal RS Siloam: Ormas Islam Ajak 10 Cawako
Berunding”, 23 Oktober 2013.

Harian Haluan, “Pemerintah Larang Ahmadiyah” Jumat 15
November 2013.

“Jemaat Ahmadiyah di Dharmasraya Diserang”, http://www.
metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/18/6/132055/Jemaat-
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Ahmadiyah-di- Dharmasraya-Diserang. Diakses pada 15 November
2013.

Wawancara SETARA Institute untuk Wilayah Sumatera Barat, 20
November 2013

Wawancara SETARA Institute dengan Idris Nazar, pada tanggal
20 November 2013.

Wawancara SETARA Institute pada tanggal 20 November 2013

Data pokok pada bagian ini sebagian besar diolah dari berbagai
sumber oleh pemantau SETARA Institute untuk Kebebasan
Beragama/Berkeyakinan di Jawa Timur, sdr. Akhol Firdaus.

Pembahasan lebih detil mengenai kasus Syi'ah Sampang sebagai
kasus khusus akan dieksplorasi pada bagian lain Bab ini.

Berdasarkan wawancara dengan Edi Santoso, 20 Mei 2013.
Berdasarkan wawancaran dengan Aminuddin, 20 Mei 2013.
Wawancara dengan Gus Wahyudi, 15 September 2013.

Data berdasarkan pada hasil investigasi yang dilakukan oleh
Center for Marginalized Communities Studies (CMARs). Naskah
hasil investigasi tidak diterbitkan.

Semua informasi tentang kelompok Penghayat dihasilkan melalui
wawancara dengan Dian Jennie, Sekretaris Pengurus BKOK
Jatim. Wawancara dilakukan pada 8 Desember 2013 dan 15
Desemberb2013.

Sumber data utama berasal dari Kahar Muamalsyah, Pemantau
SETARA Institute untuk isu Kebebasan Beragama/Berkeyakinan
di Wilayah Jawa Tengah.

Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Perhimpunan
Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Jawa Tengah pada
pertengahan 2013.

Diolah dari berbagai sumber oleh Pemantau SETARA Institute di
Jawa Tengah.

Inisiatif Pemerintah Wonosobo, dalam hal ini Bupati, untuk
menciptakan kerukunan dan memajukan toleransi antar umat
beragama di sana akan diulas khusus pada Bab V buku ini.



Bab III

Potret Peristiwa Pelanggaran
Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Dengan mempertimbangkan aktualitas, intensitas, signifikansi,
pada skala prioritas dalam hal memperoleh penanganan yang memadai
dari pemerintah dan pihak-pihak terkait, pada bagian ini dipaparkan
laporan pemantauan yang bersifat khusus ini dari tiga lokasi, yaitu
Sampang berkaitan dengan Jamaah Syiah, Bekasi mengenai Kasus
Ahmadiyah, dan Aceh tentang Aliran Kepercayaan.

Kasus-kasus ini kami laporkan secara khusus untuk membangun
insight dan mengundang careseluruh pihak, khususnya negara, untuk
menegakkan hukum, memulihkan situasi, dan mengatasi persoalan
dengan berpijak pada kewajiban dan tanggung jawab negara untuk
menjamin hak asasimanusia dan hak-hak konstitusional warga negara.

A. Tragedi Sampang: Penyesatan Syiah dan Pelanggaran yang
Berulang'

[1] Awal mula Komunitas Syiah di Sampang

Tidak ada keterangan yang pasti, berapa jumlah penganut
Syiah di Indonesia, tidak ada sumber terpercaya yang dapat
dikonfirmasi atas hal ini. Jalaludin Rahmat menyebutkan jumlah
pengikut Syfah berkisar antara 2,5 juta sampai dengan 5 juta
jiwa,” beberapa tokoh Syiah yang lain juga menyebut angka
yang tidak jauh berbeda, tetapi tidak ada rujukan ilmiah atas
berlebihan apabila dilihat dari sebaran jumlah kantor cabang
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ormas keagamaan Islam dari mazhab Syiah seperti IJABI (Ikatan
Jamaah Ahlul Bait Indonesia, berdiri sejak tahun 2000), dan ABI
(Ahlul Bait Indonesia, berdiri pada 2010) serta ratusan Yayasan
yang mengembangkan dakwah Syi'ah yang tersebar di lebih dari 84
kota/kabupaten di seluruh Indonesia.

Menurut sejumlah ahli sejarah, sesungguhnya penganut
ajaran Islam Syi'ah sudah ada sejak awal kali ketika Islam masuk ke
Nusantara. Bahkan Prof. Aboebakar Atjeh? menyebutkan bahwa
generasi pertama penyebar Islam di Nusantara adalah muslim
dari madzab Syafii dan Syi'ah. Prof Ali Hasjmy* menulis bahwa
pada masa Kerajaan Peurelak (840-1292) telah terjadi perebutan
kekuasaan antara golongan Syiah dan Sunni. Di kerajaan ini,
golongan Syi'ah pernah berkuasa, diantaranya Sultan Alaiddin
Sayyid Maulana Abdul Azis Shah (840- 864). Akan tetapi, pada
penguasa selanjutnya yaitu saat diperintah oleh Sultan Alaiddin
Maulana Ali Mughaiyat Syah (915-918), golongan Sunni
memenangkan perebutan kekuasaan. Dan arah penyebaran
Islam ke penjuru Nusantara didominasi muslim Sunni. Pada
masa selanjutnya, tampaknya ajaran Syi'ah banyak yang meluruh
dalam tradisi-tradisi tarekat yang banyak berkembang di pelosok
Nusantara. Dalam penelitian Zulkfli®, jejak eksistensi komunitas
Syitah ditemukan kembali pada abad 19 melalui komunitas-
komunitas Arab. Akibat adanya krisis politik di Hadramaut
(wilayah Yaman di Semenanjung Arab Selatan) pada akhir abad 18
terjadilah gelombang imigrasi beberapa klan Arab ke Nusantara
dan beberapa wilayah muslim di Asia tenggara. Sebagian dari
klan Arab ini adalah dari keluarga para sayyid, yang diklaim
memiliki garis keturunan dari Nabi Muhammad. Mereka datang
ke Nusantara dan bekerja sebagai guru-guru agama di komunitas
Arab yang banyak tersebar di Sumatera dan Jawa. Di antara
para sayyid terkemuka dan sarjana adalah berasal dari keluarga
al- Muhdar, Yahya, Shahab, al- Jufri, al- Haddad dan al- Saqqaf.
Di kalangan komuitas Arab dan muslim tradisional, keluarga-
keluarga ini dipandang sebagai keluarga yang terhormat.

Setelah revolusi Iran, penyebaran dakwah Syi'ah menemukan
momentumnya. Salah satu ustadz dari kalangan sayyid yang
sangat terkenal adalah ustadz Husein Al Habsyi (1921-1994),
bertinggal di Bangil Pasuruan. Melalui lembaga pesantren yang
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dipimpinannya yaitu Yayasan Pesantren Islam (YAPI), ustadz
Husein Al Habsy mengembangkan dakwah Syi'ah secara efektif
hingga ke pedalaman, termasuk Madura.

Melalui YAPI, Makmun, seorang kyai di pedalaman Madura,
tepatnya di Dusun Nangkerang, Desa Karang Gayam, Sampang,
mendapat pelajaran-pelajaran yang memikat dari Ustadz Husein
Al Habsy tentang Syi'ah. Makmun sadar bahwa mengajarkan Syi'ah
di tengah-tengah masyarakat Madura yang sangat fanatik dengan
ajaran Sunni akan berbuah persoalan. Karena itu Syi'ah didalami
Makmun secara diam-diam dan hanya diajarkan kepada anak-
anaknya. Makmun mengirim tiga anak laki-lakinya, Iklil al Milal
(saat ini berusia 43 tahun), Tajul Muluk (41), Roisul Hukama (38),
dan Ummi Hani (35) ke YAPI. Di antara ketiga anak Makmun, yang
paling menonjol adalah Tajul Muluk. Lulus dari YAPI Tajul Muluk,
pada tahun 1993 pergi ke Arab untuk bekerja. Sambil bekerja dia
belajar agama ke sejumlah ustadz beraliran Syi'ah. Sepulang dari
Arab, Tajul mulai menjalankan dakwah untuk mengajarkan faham
Syi'ah secara terbuka. Pembawaannya yang egaliter, supel, ringan
tangan dan tidak bersedia menerima imbalan setelah berceramah
agama, membuat Kyai muda ini banyak mendapat simpati.
Sejumlah warga di desanya mengikuti jejak Tajul. Mendapatkan
dukungan dari warga, Tajul semakin giat berdakwah. Pada awal
2004, beberapa warga desa mewakafkan tanahnya untuk pendirian
pondok pesantren, selanjutnya pondok pesantren yang diberi
nama “Misbahul Huda” menjadi pusat dakwah Tajul. Di pesantren
ini ratusan anak-anak dan remaja belajar mengaji, dan mendalami
ajaran-ajaran Islam Syi'ah.

[2] Awal Konflik: Penyesatan dan Ujaran Kebencian

Seiring dengan berkembangnya kegiatan dakwah Tajul
menyebarkan Syi'ah, hal ini mulai ditentang ulama setempat,
diantaranya dari Ali Karrar Shinhaji, Pimpinan Pondok Pesantren
Darut Tauhid, Desa Lenteng, Kecamatan Proppo, Pamekasan.
Menurut Kyai Ali Karrar, Syi'ah adalah mahdzab dalam Islam
yang salah dan sesat. Penentangan ulama setempat terhadap Tajul
tidak dilakukan secara keras saat ayahanda Tajul, Kyai Makmun
masih hidup. Hingga akhirnya pada Juni 2004 Kyai Makmun
meninggal dunia. Sepanjang tahun 2005 sampai dengan 2006
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telah diadakan sejumlah pertemuan ulama untuk mengadili
Tajul, dan memaksanya meninggalkan keyakinannya. Sejumlah
pengajian yang dihadiri ribuan orang seringkali diadakan untuk
menegaskan kepada masyarakat umum bahwa Tajul Muluk dan
ajaran yang dibawanya adalah sesat, kafir, dan bukan ajaran Islam.

Pada 9 April 2007, untuk pertamakalinya ancaman dan
serangan kekerasan terhadap komunitas Syiah di Sampang
diketahui publik melalui pemberitaan media massa. Kejadian ini
bermula saat warga Syi'ah mengadakan peringatan Maulid Nabi di
pesantren Misbahul Huda, ratusan undangan dari luar Sampang
ikut hadir dalam acara ini. Namun kegiatan ini dihalang-halangi
oleh ribuan massa yang bersenjata tajam kayu dan pentungan.
Massa menghadang semua tamu undangan yang akan hadir.
Meski terjadi ketegangan, acara mauludan tetap dilaksanakan di
bawah pengawasan dan penjagaan aparat keamanan®. Intensitas
serangan yang kuat mendorong Tajul menggabungkan diri dalam
jaringan komunitas Syi'ah yang lebih luas, yaitu IJABIL. Pada bulan
Juni tahun 2007, Tajul Muluk dan kedua saudaranya yaitu Iklil
al Milal dan Roisul Hukama diangkat sebagai Pengurus Daerah
IJABI (Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia) Sampang. Tajul
Muluk terpilih sebagai Ketua. Secara khusus, Jalaludin Rahmat
hadir dalam pelantikan ini. Upacara pelantikan dilakukan di IAIN
Surabaya, dan mengundang sejumlah tokoh NU di Surabaya.
Melalui kegiatan ini IJABI berusaha mendekatkan Tajul ke
sejumlah tokoh NU di Surabaya agar dikemudian hari komunitas
Syiah yang dipimpinnya tidak ditentang oleh kyai-kyai NU di
Sampang. Tetapi, tampaknya usaha ini dikemudian hari tidak
banyak berdampak.

Pada 26 Oktober 2009, saat Ramadhan, Pimpinan Cabang
(PC) NU Sampang mengadakan pertemuan bersama ulama dan
Muspika Kecamatan Omben untuk membahas keberadaan
akivitas dakwah Tajul Muluk. Dalam pertemuan ini, para kyai
yag hadir sekali lagi menegaskan bahwa ajaran Syi'ah yang
disebarkan Tajul Muluk adalah sesat. Dalam keadaan terpojok,
Tajul Muluk dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan
yang berisi bahwa dirinya bersedia untuk menghentikan
aktivitas mengajarkan ajaran Syi'ah di Sampang. Surat pernyataan
tersebutlah yang dikemudian hari dijadikan pegangan bagi ulama-
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ulama anti Syi'ah di Sampang untuk menekan Tajul agar segera
menghentikan aktivitas dakwahnya dan bertaubat.

Ketegangan di antara warga desa terjadi dalam kehidupan
sehari-hari. Warga non Syiah seringkali mencemooh warga
Syiah, tidak menerima makanan pemberian mereka, ketika
disapa tidak membalas, dan sebagainya.Adapula sampai terjadi
perceraian diantara suami-istri karena suaminya Syi'ah sedangkan
istrinya bukan Syi'ah. Saat syiar kebencian atas Syi'ah berlangsung
gencar, pada awal 2010 terjadi perselisihan antara Tajul Muluk
dengan adiknya, Rais al Hukama. Perselisihan ini disebabkan
Tajul menikahkan Halima (16) dengan tetangganya tanpa
sepengetahuan Rais. Adapun Halima adalah santriwati yang
berguru kepada Rais. Rais marah dan merasa tidak dihormati,
karena sebagai guru, seharusnya dia lebih berhak menentukan
siapa pasangan Halima, bukan Tajul. Kabar burung berkembang
Rais menaruh hati kepada Halima. Setelah kejadian ini, Rais
memusuhi Tajul, dan selanjutnya Rais menyatakan diri keluar dari
Syiah. Dikemudian hari, Rais menjadi orang yang sangat antusias
menyebarkan seruan kebencian, permusuhan, dan penyesatan atas
ajaran Syi‘ah.

[3] Pengusiran Tajul Muluk

Momentum serangan kekerasan terhadap komunitas Syiah
Sampang selalu dilakukan pada saat dilaksanakannya kegiatan-
kegiatan keagamaan. Setelah berulang kali ancaman kekerasan
dilakukan, maka kemudian ancaman kekerasan mengarah pada
tuntutan pengusiran. Sasaran pertama yang akan diusir adalah
Tajul Muluk, sang kyai dan pimpinan komunitas Syiah di Sampang.
Pada 21 Februari 2011, warga Syiah di Omben rencananya akan
mengadakan peringatan Maulid Nabi di pesantren Misbahul
Huda. Kasak-kusuk mulai dilancarkan, tersiar kabar bahwa apabila
kegiatan ini akan dilaksanakan maka ribuan warga Sunni akan
menyerang dan membakar rumah-rumah wargaSyiah. Mendengar
ancaman tersebut, Tajul tidak gentar, dia bersikukuh akan tetap
menyelenggarakan perayaan maulid di pesantrennya. Sejumlah
undangan dan penceramah dari luar kota akan dihadirkan untuk
menyemarakkan kegiatan.

Tepat saat hari pelaksanaan Maulid, yaitu pada 21 Februari
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2011, ribuan massa anti Syiah yang berasal dari setidaknya
sembilan desa di Omben dan sekitarnya mengepung jalan-
jalan masuk ke arah Desa Karang Gayam. Ratusan rombogan
undangan yang akan menuju lokasi maulid dihadang saat masih
akan memasuki jalan masuk desa karang gayam dan dipaksa
untuk balik pulang. Tidak hanya itu, di jalan-jalan tersebut
dipasang kayu penghalang, dilubangi dan disebar batu-batu
besar agar mobil atau kendaraan sejenis tidak dapat lewat.
Rais, yang dulunya adalah salah satu pemimpin utama Syi'ah di
Sampang, sudah berbalik arah, menjadi pemimpin massa anti
Syi'ah. Dalam selebaran dan surat yang disampaikan kepada
pihak keamanan dan pemerintah BASRA (Badan Silaturahmi
ulama Madura) menyatakan sebagai pihak yang bertanggung
jawab dalam pengerahan massa. Melalui sebuah petisi yang
ditandatangani tokoh-tokoh masyarakat setempat, kelompok
anti Syi'ah ini mengeluarkan beberapa tuntutan sebagai berikut:

1. Tajul Muluk keluar dari Desa Karang Gayam dan
meninggalkan wilayah Kabupaten Sampang.

2. Tajul Muluk dilarang menyebarkan ajarannya.

3. Apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi, maka Tajul
Muluk akan diusir secara paksa oleh masyarakat Desa
Karang Gayam

Dengan alasan keamanan, akhirnya aparat keamanan
membatalkan kegiatan maulid, dan akhirnya massa pun juga
membubarkan diri. Tapi, tuntutan mereka belum berhasil.
Demonstrasi dan mobilisasi massa pun berlanjut. Siang hari pada
2 April 2011, ratusan massa dari desa Karang gayam dan Blu'uran
bergerak menuju pesantren Tajul. Kepada aparat kepolisian
mereka menyampaikan tuntutan bahwa hari itu juga Tajul Muluk
harus keluar dari desanya, atau pesantrennya dibakar. Berbeda
dengan kejadian pada Bulan Februari, kali ini aparat Kepolisian
menegaskan kepada Tajul Muluk, bahwa aparat keamanan tidak
mampu memberikan jaminan keamanan terhadap Tajul dan
keluarganya. Polisi mendesak Tajul agar bersedia keluar desa,
dan Polisi menyediakan Kantor Polres Sampang sebagai tempat
sementara bagi dirinya.” Tidak ada pilihan bagi Tajul, akhirnya
dia bersedia menerima tawaran Polisi. Sejak saat itu, kasus ini
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mendapat atensi khusus dari beberapa pejabat terkait. Sejumlah
pertemuan di kalangan pemerintah dan aparat keamanan digelar
untuk menemukan solusi permasalahan.

Tampaknya solusi permasalahan yang menjadi pilihan
Pemerintah Sampang dan Polisi tidak jauh berbeda dari tuntutan
kelompok anti Syi'ah. Dalam setiap pertemuan yang diadakan
pilihan yang diambil adalah mengusir Tajul Muluk dari rumah
dan desa kelahirannya. Tajul bercerita, satu demi satu pejabat dari
Pemerintahan Sampang dan Kepolisian selalu memberikan saran
agar Tajul bersedia meninggalkan desanya dan bertinggal (untuk
sementara) di luar Madura sampai situasi mereda®. Akhirnya,
karena tidak ada pilihan bagi Tajul, pada 30 April 2011 di kantor
Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam pertemuan bersama Asisten
I Pemerintah Provinsi Jatim dan pengurus IJABI Jawa Timur,
Tajul bersepakat untuk tinggal sementara selama satu tahun di luar
Madura. Dia memilih tinggal di Malang. Dalam pertemuan ini
Asisten I Pemprop Jatim menyatakan akan mengganti biaya sewa
rumah senilai Rp 10.000.000 dan biaya hidup selama satu tahun
yang nilainya belum ditentukan, belakangan kemudian Pemprop
Jatim mengalokasikan sebesar 50 juta rupiah untuk anggaran biaya
hidup bagi Tajul Muluk selama satu tahun.’

Setelah berhasil mengusir Tajul dari desanya, para ulama
bersama pemerintah Sampang terus melakukan pertemuan untuk
melegitimasi ajaran Syi'ah sesat. Pada awal Juli 2011, Tajul mendapat
informasi bahwa situasi di Karang Gayam telah kembali normal,
maka pada 24 Juli 2011 dia pulang ke kampung halamannya.
Berita kepulangan Tajul segera diketahui masyarakat sekitar.
Dan keesokan harinya pada 26 Juli 2011, ratusan massa kembali
mengepung kediaman Tajul Muluk dan mengancam membakar
rumahnya. Akhirnya, untuk yang kedua kali Tajul Muluk kembali
diamankan oleh polisi Polres Sampang. Sekitar seratus warga Syi'ah
kemudian menjemput Tajul untuk diajak pulang ke Karanggayam.
Polisi tidak mengizinkan tuntutan tersebut dan tidak mau
menjamin keamanan Tajul. Akhirnya, Tajul membatalkan niatnya
kembali pulang dan memutuskan kembali lagi ke Malang demi
keselamatan jamaahnya.'

Untuk melepas kerinduan dengan keluarga dan murid-
muridnya, beberapa kali Tajul pulang untuk beberapa hari, tetapi
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tampaknya hal ini tidak dapat diterima oleh kelompok anti Syi'ah
di desanya. Pada 7 Agustus 2011, ketika Tajul pulang ke desa
untuk merayakan awal Ramadhan bersama keluarga, sejumlah
petugas polisi segera menjemputnya untuk dibawa dikawal ke
rumah kontrakannya di Malang."" Demikianlah, akhirnya Ustadz
Tajul Muluk dengan terpaksa harus meninggalkan keluarga
dan murid-muridnya demi keselamatan keluarga dan murid-
muridnya dari ancaman serangan kekerasan. Di kemudian hari
Tajul akan menyadari bahwa pilihan ini adalah sia-sia belaka,
karena walaupun dia telah meninggalkan kampung halamannya,
kekerasan tetap terjadi tanpa dapat dicegah oleh pemerintah dan
aparat keamanan.

Pengusiran Seluruh Warga Syiah

Meskipun Tajul Muluk telah diusir dari kampung
halamannya, ternyata ancaman kekerasan tidak berhenti.
Ancaman serangan yang ditujukan kepada jamaah Syiah dan
pesantren Syiah terus terjadi. Pada 20 Desember 2011 di dusun
Gedeng Laok, rumah Muhammad Sirri, salah satu pengikut
Syi'ah dan masih kerabat Tajul, dibakar massa. Tidak ada korban
jiwa pada insiden ini. Polisi tidak dapat menemukan pelaku
pembakaran. Puncaknya, terjadi pada 29 Desember 2011. Ratusan
massa datang mengepung pesantren Misbahul Huda dan bersiap
membakar pesantren Syiah itu. Untuk menghindari bentrokan
dan korban, Ali, ustadz yang menggantikan Tajul mengajar di
pesantren mengajak santri yang menginap di pesantren untuk
pulang ke rumah masing-masing. Isteri, anak dan ibu Tajul yang
bertinggal di kompleks pesantren mengungsi ke rumah tetangga
mereka yang berjarak sekitar 200 meter dari pesantren.

Iklil al Milal menghubungi Polisi dan meminta perlindungan
keamanan. Polisi sebenarnya sudah mendengar rencana akan
adanya penyerangan, karena pada satu hari sebelumnya polisi
sudah memberitahukan ancaman kekerasan ini kepadanya, namun
pagi itu Iklil hanya melihat dua petugas polisi. Pada sekira pukul
09.00 WIB, massa yang berjumlah sekitar 500-an mengepung
pesantren. Mereka merusak dan membakar pesantren yang terdiri
dari rumah tinggal keluarga Tajul, mushala, ruang kamar santri,
ruang kelas, dan toko kelontong. Tidak puas, massa pun bergerak
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menuju rumah Iklil Al-milal yang berjarak sekitar 1,5 km dari
pesantren dan rumah Syaiful (adik Tajul) di Dusun Solong Berek
Karang Gayam yang berjarak sekitar satu kilometer dari pesantren.
Kedua rumah ini dibakar dan dihancurkan hinga rata tanah, tidak
hanya itu, rumah Suhairi, pengikut Syi'ah yang baru saja pulang
dari bekerja sebagai TKI di Malaysia, juga dijarah massa. Menurut
Kapolres Sampang AKBP Solehan, saat peristiwa terjadi, dirinya
dan puluhan polisi tidak mampu mencegah amukan massa
yang bersenjata tajam, yang jumlahnya lebih banyak daripada
polisi'2. Menurut pengakuan warga Syiah, sebagian dari pelaku
pembakaran menggunakan penutup wajah, sebagian diantara
mereka yang ikut menyerang dapat dikenali karena warga desa
setempat, tetapi banyak diantara penyerang tidak dapat dikenali,
tampaknya berasal dari desa luar.

Tampaknya petugas Polisi memang tidak berusaha
mencegah aksi perusakan dan pembakaran, sebaliknya
mengevakuasi warga Syi'ah keluar dari rumah tinggalnya dan
membawanya ke gedung olahraga (GOR) Wijaya Kusuma yang
terletak di pusat kota Kabupaten Sampang, GOR Wijaya Kusuma
adalah GOR tertutup yang dipergunakan untuk cabang olahraga
bulutangkis dan tenis. Sore hari itu, 306 orang warga Syi'ah dari
desa Karang Gayam dan Blu'uran diungsikan ke GOR, sebagian
besar terdiri perempuan, anak-anak, bayi dan balita. Menurut
warga Syi'ah, evakuasi ini atas instruksi petugas polisi dan aparat
desa, mereka meninggalkan rumah tanpa diizinkan untuk
mengemasi barang-barang. Karena itu, selama di pengungsian
warga Syi'ah tidak membawa perbekalan yang memadai kecuali
pakaian yang melekat di badan mereka. Sehari kemudian, Bupati
Sampang, Noer Tjahja menjelaskan sikap pemerintah atas
kasus ini. Pemkab menyatakan bahwa pemicu kekerasan massa
adalah dua hal, yaitu masalah keluarga dan penistaan agama
sebagaimana dikatakan MUI Sampang, kedepan Pemkab akan
memilah-milah jemaah Syiah yang fanatik dan tidak. Yang
fanatik akan ditransmigrasikan ke luar pulau Madura dan yang
dianggap awam akan ditaubatkan. Sejak awal, Pemkab sudah
menunjukkan sikapnya, tidak sudi melindungi warga Syi'ah, dan
lebih dari itu, pemkab Sampang memposisikan warga Syi'ah
sebagai sumber persoalan yang harus ‘diusir’ dari Sampang atau
‘ditaubatkan’ untuk keluar dari keyakinan mereka.
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Tujuan pemerintah Sampang mengungsikan warga Syiah
ke GOR Sampang bukanlah semata mengamankan warga Syiah
tetapi lebih dari itu adalah untuk melecehkan dan menghina warga
Syiah, menunjukkan kepada khalayak luas masyarakat Madura
bahwa Syiah adalah ajaran sesat yang tidak boleh berkembang
di Madura. Pada hari-hari pertama, di gedung berbentuk bundar
ini pengungsi tidur beralaskan tikar, karpet dan kardus. Selimut
dan perlengkapan tidur baru didapatkan pengungsi satu minggu
kemudian setelah ada kiriman bantuan dari Surabaya. Pengungsi
dilarang mendirikan dapur umum, tetapi jatah makanan yang
diberikan tiga kali dalam sehari hanya berupa nasi bungkus dengan
lauk ikan asin dan seperempat telur dadar. Tidak ada fasilitas air,
dan kesehatan yang cukup. Semua serba terbatas dan dibawah
pengawasan yang ketat dari petugas keamanan. Pemerintah
Sampang seolah-olah menjadikan GOR Sampang sebagai kamp
konsentrasi bagi warga Syiah.

Di luar pengungsian situasi juga berkembang semakin
buruk. Pada 11 Januari 2012 Bakorpakem Sampang mengeluarkan
keputusan yang menyatakan Syi'ah sesat. Keputusan Bakorpakem
Sampang ini dimuat eksklusif di Koran Radar Madura. Para
pengungsi Syiah terkejut dengan keputusan ini, mereka
tidak pernah mendapat klarifikasi dari Bakorpakem. Semua
informasi yang dihimpun oleh Bakorpakem ternyata sama sekali
tidak melibatkan anggota jama'ah Syi'ah Sampang, ataupun
komunitas Syi'ah di luar Sampang. Setelah keluarnya keputusan
Bakorpakem Sampang, tampaknya pemerintah Sampang merasa
telah ‘memuaskan’ kelompok anti Syi'ah di wilayah Omben dan
sekitarnya. Beberapa pejabat Sampang menyatakan, dengan telah
keluarnya keputusan Bakorpakem ini, maka situasi di wilayah
konflik akan dapat dikendalikan. Warga Syi'ah harus dipulangkan
dari pengungsian, dan selanjutnya tugas dari Kementerian
Agama serta para kyai untuk berdakwah mengajak para pengikut
Syiah bertaubat. Pada 13 Januari 2012, Pemerintah Sampang
memutuskan memulangkan warga Syi'ah dari pengungsian, tetapi
melarang keempat pemimpin Syi'ah yaitu Tajul Muluk, IKklil,
Syaiful, dan Ali menyertai mereka. Proses pemulangan dilakukan
secara dramatik, dengan perlakukan kasar dari pejabat-pejabat
Pemkab dan Kemenag Sampang yang dikawal petugas Satuan
Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan Kodim, pengungsi dipaksa
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keluar dari GOR. Merasa diperlakukan hina, warga Syi'ah menolak
menggunakan fasilitas transportasi Pemkab dan memilih pulang
dengan naik truk yang disediakan relawan kemanusiaan.

Sejak tanggal 13 Januari 2012, warga Syi'ah kembali ke desa
mereka. Untuk sementara keadaan desa relatif aman. Akan tetapi,
mereka tidak lagi dapat menjalankan ibadah secara bebas seperti
sebelum peristiwa tanggal 29 Desember 2011. Pesantren telah
dihancurkan, para ustadz tidak diperbolehkan pulang, bahkan
masjid desa yang sebelumnya menjadi tempat ibadah bagi seluruh
warga baik Syi’ah maupun Sunni, tidak dibolehkan digunakan
bagi warga Syi'ah. Warga syi'ah yang menjalankan ibadah sholat di
masjid harus menjalankan sholat dengan tata cara madzab Sunni.
Setiap ada ceramah-ceramah keagamaan selalu berisi tentang
ajakan untuk meninggalkan ajaran Syi'ah dan pindah ke Sunni.

Akan tetapi, tampaknya upaya mengubah keyakinan
pengikut Tajul Muluk dari Syi'ah menjadi Sunni tidak banyak
memperoleh kemajuan. Walaupun telah dihujat dan didakwa
sesat, serta dilarang melaksanakan ibadah secara terbuka, warga
Syi'ah tetap pada keyakinannya. Keteguhan sikap warga Syi'ah ini
memicu reaksi yang semakin keras dari tokoh-tokoh setempat
yang sebelumnya dikenal anti Syi'ah. Dan, pemerintah Sampang
juga tidak melakukan upaya-upaya untuk menjembatani dialog
diantara kedua pihak.

Akhirnya, kekerasan kembali terulang. Pada Minggu tanggal
26 Agustus 2012, masih dalam suasana lebaran, ribuan massa anti
Sylah menyerang dan membakar rumah tinggal warga Syi'ah.
Pemicu kejadian adalah saat warga Syiah mengantarkan anak-
anak mereka pergi keluar desa untuk kembali ke pesantren setelah
sebelumnya liburan lebaran. Untuk tingkat SLTP ke atas, pada
umumnya anak-anak Syi'ah bersekolah di beberapa pesantren dan
sekolah-sekolah Syi'ah yang berada di luar Madura. Bagi tokoh-
tokoh anti Syi'ah, hal ini tidak dapat diterima, karena anak-anak
tersebut setelah lulus sekolah dan pulang ke kampungnya akan
menjadi penyebar ajaran Syi'ah, karena itu mereka menghalangi
pengiriman anak-anak Syi'ah ke pesantren dan sekolah-sekolah
Syi'ah yang berada di luar Madura.

Ratusan massa anti Syi'ah yang dipimpin Ustadz Bahrudi,
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Muklis, H. Abdul Malik, Saniwan dan Yusuf berkumpul di
Dusun Goa Desa Karang Gayam menghadang rombongan warga
Syiah, sambil meneriakkan ‘ini orang-orang kafir mau kemand.
Menghindari bentrokan, sejumlah warga Syiah kembali pulang
ke rumah. Tak berapa lama, melalui loudspeker Masjid Jurujuh
terdengar seruan “untuk semua kaum muslimin dan muslimat untuk
keluar semua untuk melawan orang Syiah”."® Setelah mendapat
seruan tersebut massa dari kelompok Sunni semakin banyak.
Sambil membawa clurit, parang, linggis, kapak, pentungan dan
benda-benda keras lainnya mereka mengepung pesantren Syiah
yang sebelumnya telah dibakar. Pesantren ini hanya menyisakan
bangunan sederhana seluas 5 x 4 meter yang dihuni oleh keluarga
Tajul Muluk dan saat itu dijadikan tempat berkumpul seluruh
warga Syiah.

Tak tahan dihina dan dilecehkan, warga Syiah melakukan
perlawanan. Terjadi saling lempar batu, sejumlah orang dari kedua
pihak terluka. Melalui loudspeaker mushola dan masjid kembali
terdengar suara seruan bagi kelompok Sunni yang terdengar di
seluruh penjuru desa, “Agar Sunni melakukan perlawanan/ Perang
dengan orang Syiah karena orang Sunni banyak yang terluka” dan
“untuk muslim dan muslimat Sunni agar turun/ perang melawan
orang Syiah sekarang juga™. Selepas seruan provokasi terdengar,
ribuan warga non Syiah berduyun-duyun berkumpul ikut
menyerang.

Korban meninggal dunia jatuh di pihak warga Syiah. Moh
Hasyim atau lebih dikenal dengan Pak Hamamah, 52 Tahun, tewas
bersimbah darah karena luka bacokan dan pukulan dan puluhan
orang luka-luka. Setelah berhasil mengalahkan perlawanan warga
Syiah, selanjutnya massa anti Syiah menyerang, membakar dan
menghancurkan 49 kompleks rumah yang terdiri setidaknya 130
unit bangunan lebih. Aparat kepolisian tidak berdaya mencegah
hal ini terjadi.

Akhirnya, pada senja hari sejumlah 284 orang warga Syiah,
yang terdiri dari 179 lelaki remaja dan dewasa, 56 perempuan
dewasa, 36 anak-anak di bawah 15 tahun, 9 balita, 3 orang usia
lanjut, dan 1 orang korban luka berat diungsikan di GOR Sampang.
Keadaaan di GOR Sampang tidak jauh berbeda dengan saat
pertama kali mereka mengungsi pada awal tahun 2012, fasilitas
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yang serba terbatas dan tidak layak. Keadaan pengungsi Syiah
agak tertolong dengan dukungan dan solidaritas kemanusiaan dari
berbagai kelompok masyarakat sipil yang prihatin akan kasus ini.

Hukum Minus Keadilan: Kriminalisasi atas Tajul dan Penegakan
Hukum atas Pelaku Kekerasan

Saat ini Tajul Muluk telah ditahan dengan hukuman
empat tahun penjara. Kasus pidana Tajul Muluk adalah bentuk
kriminalisasi atas kelompok minoritas paling vulgar yang
dipertontonkan insitusi penegak hukum Indonesia. Secara resmi,
Tajul Muluk ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis, 15 Maret
2012 oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jatim sebagai kelanjutan dari
laporan Rois al-Hukama atas tuduhan pelanggaran Pasal 156a
KUHP tentang penodaan agama, dan Pasal 335 KUHP tentang
perbuatan tidak menyenangkan. Penetapan tersangkainidilakukan
Penyidik Polda Jawa Timur tanpa melalui proses penyidikan yang
akuntabel, tergesa-gesa dan alat bukti yang tidak memadai. Dan
proses pemberkasan perkara Tajul juga berlangsung dengan cepat
hingga disidangkan di PN Sampang. Desakan dari beberapa
tokoh-tokoh anti Syiah berperan utama dalam mengarahkan
proses penanganan kasus ini.

Seperti diduga banyak pihak, sidang perkara Tajul di PN
Sampang hanya sandiwara belaka. Sesungguhnya Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini telah membuat putusan sebelum
proses persidangan berlangsung, proses persidangan sama sekali
tidak berguna. Walaupun apa yang didakwakan kepada Tajul
sama sekali tidak dapat dibuktikan di depan pengadilan, akan
tetapi Majelis Hakim dengan dalih bahwa Tajul dan para saksi
telah bertagiyah'® sehingga semua keterangan saksi dan Tajul
tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Pengadilan sama
sekali tidak dapat membuktikan tuduhan atas Tajul, tetapi pada
12 Juli 2012, Majelis Hakim tetap memutuskan Tajul bersalah dan
mengganjarnya dengan hukuman dua tahun atas dengan tuduhan
mengajarkan dan memiliki alquran yang berbeda dengan Al
Qur’an yang diikuti umat Islam pada umumnya.

Lebih buruk dari PN Sampang, Pengadilan Tinggi Surabaya
justru memperberat hukuman atas Tajul menjadi 4 tahun, dan
lagi-lagi dengan pertimbangan yang konyol dan tidak rasional.
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Pengadilan Tinggi Surabaya pada 20 September 2012 memperberat
hukuman Tajul karena menilai aktivitas Tajul menjadi penyebab
kerusuhan di Sampang dan satu orang meninggal dunia. Dan,
terakhir Mahkamah Agung juga memperkuat putusan yang
dikeluarkan Pengadilan Tinggi Surabaya.

Berkebalikan dengan begitu antusiasnya pengadilan
menghukum Tajul Muluk walapun dengan petimbangan hukum
yang serampangan, pengadilan justru mengeluarkan putusan
ringan terhadap para pelaku kekerasan atas warga Syi'ah. Pada 10
April 2012, Pengadilan Negeri Sampang hanya memutuskan vonis
3 bulan 10 hari terhadap Musikrah (50 tahun) tersangka pelaku
pembakaran rumah pimpinan Syi'ah dan pesantren Syi'ah pada 29
Desember 2011. Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis
terhadap 6 (enam) tersangka pelaku serangan terhadap Komunitas
Penganut Syi'ah pada 26 Agustus 2012, masing-masing Mukhsin
alias Tamam Bin Mohamad Rowi 10 bulan penjara dengan pasal
pengeroyokan, Mat Safi bin Misnoto dengan 1 tahun 6 bulan
penjara dengan pasal penganiayaan, Saniwan alias Muhriyah 8
bulan penjara dengan pasal pengeroyokan, dan Saripin 8 bulan
penjara dengan pasal pengeroyokan. Sementara Rois Al Hukama
yang diduga sebagai terdakwa utama justru divonis bebas pada
16 April 2013. Sementara Hadiri alias Hosen didakwa pelaku
pembunuhan terhadap Hamamah divonis 4 tahun penjara.

Dalam kasus ini, tampak sekali bahwa institusi hukum gagal
berposisi imparsial dan objektif. Pengadilan, sampai pada level
Mahkamah Agung begitu antusias menghukum Tajul Muluk
bahkan dengan pertimbangan hukum yang konyol dan tidak
rasional, akan tetapi, menjadi lemah dan tidak berdaya untuk
menghukum para pelaku kekerasan. Secara vulgar lembaga
peradilan mempertontonkan peradilan sesat yang jauh dari
prinsip-prinsip akuntabilitas demi terwujudnya keadilan.

Pelanggaran Negara Pasca Serangan Kedua

Sejak serangan kedua terhadap jama’ah Syiah, 26 Agustus
2012, serangkaian pelanggaran secara terus menerus dihadapi oleh
kelompok ini selama mereka berada di pengungsian. Pelanggaran-
pelanggaran tersebut secara umum dapat dikelompokkan ke
dalam beberapa bentuk: 1) kelalaian negara dalam memenuhi hak
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dasar jama’ah Syi'ah selama di pengungsian; 2) pemaksaan pindah
keyakinan; 3) hate speech yang terus dibiarkan oleh aparatur
negara sehingga melahirkan pelbagai jenis intimidasi yang tidak
pernah selesai; 4) pengusiran paksa, dan; 5) impunitas bagi aktor-
aktor di balik kekerasan terhadap jama’ah Syi'ah, baik pada kasus
Sampang I, 29 Desember 2011, maupun pada kasus Sampang II,
26 Agustus 2012.

a)

Kelalajian Negara dalam Memenuhi Hak Dasar

Sejak 26 Agustus 2012, jamaah Syi'ah telah dipaksa
mengungsi di GOR Sampang. Sampai pada 20 Juni 2013,
pengungsi jama’ah Syi'ah tetap bertahan di GOR karena tidak
ada jaminan keamanan dan tidak ada solusi yang diberikan
oleh Pemkab Sampang dan Pemprop Jatim kepada mereka.
Selam 10 bulan mereka tetap bertahan di GOR, sebelum
akhirnya mereka diusir dan dipindahkan paksa oleh Pemkab
Sampang dan Pemprop Jatim ke Wisma Rusunawa Puspa
Agro Sidoarjo pada 20 Juni 2013.

Sejak Desember 2012 dan awal Januari 2013, suplai
makan kepada pengungsi Syi'ah Sampang telah dihentikan
oleh Pemkab Sampang dan Pemprov Jatim. Sekitar 165 warga
Sampang tinggal di tempat pengungsian terdiri dari 56 orang
laki-laki dewasa, 61 orang perempuan dewasa, 19 anak-anak,
dan 28 bayi, terpaksa makan dan bertahan hidup dengan
pelbagaibantuan dari non-pemerintah. Alasan penghentian
suplai makanan sering dilakukan dengan dalih anggaran
untuk pengungsi yang habis. Alasan ini tentu sulit diterima
karan secara faktual, bantuan terhadap pengungsi bahkan
selalu harus melalui Pemkab Sampang.

Meski sesekali suplai makanan kadang diberikan,
akan tetapi kebijakan yang dikembangkan oleh Pemkab
Sampang memang secara sengaja melakukan intimidasi
dengan cara menghentikan suplai makanan tersebut.
Intimidasi dimaksudkan untuk menekan jamaah Syiah agar
mau direlokasi, atau menerima opsi kembali pada ajaran
Sunni. Teror dengan memutus suplai makanan, suplai air
bersih, suplai listrik ini selalu dilakukan untuk menciptakan

91



92

b)

LAPORAN KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN DI INDONESIA TAHUN 2013

kepanikan bagi jamaah Syiah selama mereka bertahan di
lokasi pengungsian.

Akibat kebijakan ini, jaminan kelayakan hidup mereka
tiap harinya makin memprihatinkan. Jaminan kesehatan
juga tidak kalah memprihatinkan. Sejak awal Januari
2013, pemerintah juga sudah tidak menyediakan fasilitas
pengobatan dan akses kesehatan, sehingga kondisi kesehatan
pengungsi semakin memburuk. Banyak balita terserang
penyakit selama pergantian musim. Fasilitas pengobatan
gratis juga sudah berhenti sejak 26 Desember 2012. Bahkan,
penjagaan kepolisian oleh Sabhara Polda Jatim sudah ditarik
sejak 1 Januari 2013. Selain itu, aktivitas belajar sekolah
darurat anak-anak pengungsian juga ikut berhenti pasca
yjian akhir semester tahun 2013.

Sejak pertama kali tinggal di pengungsian, jamaah
Syiah selalu dikondisikan pada keadaan serba kekurangan
dan panik. Pemerintah secara sengaja menciptakan situasi
ini untuk mengintimidasi dan memaksakan opsi relokasidan

pindah keyakinan.

Pemaksaan Pindah Keyakinan

Pelanggaran dalam bentuk pemaksaan pindah
keyakinan terhadap jamaah Syiah, juga terus mewarnai
kasus Sampang sejak terjadi penyerangan 26 Agustus
2012. Beberapa keluarga Syi'ah yang masih bertahan di
Dusun Nangkrenang dan Karang Penang, secara terus
menerus menjadi sasaran kegiatan ‘pentaubatan’ yang
dilakukan oleh Pemkab Sampang bersama-sama dengan
kekuatan ulama dan ormas Islam. Sejumlah tokoh agama
bersama dengan Polres Sampang, Kemenag Sampang,
BakesbangPol, Sat Brimob Polda Jatim, dan Camat, aktif
memaksa sejumlah keluarga Syi’ah yang masih bertahan di
kampungnya untuk membuat surat pernyataan keluar dari
Syiah. Dalam surat pernyataan itu ditandatangani dan
disaksikan oleh sejumlah pejabat dan aparat setempat.
Setidaknya ada 9 Kepala Keluarga yang mengaku telah
didesak dan dipaksa menandatangi surat pernyataan
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keluar dari Syi’ah.Pemaksaan pindah keyakinan bahkan
terus dialami oleh jamaah Syi'ah yang mengungsi. Setelah
mereka diusir paksa dari GOR pada 20 Juni 2013 dan
ditempatkan di Rusunawa Puspa Agro, Pemprop Jatim
bersama dengan Kemenang sangat aktif mensosialisasikan
skema rekonsiliasi dan pemulangan kembali ke kampung
halaman. Pengungsi selalu dijanjikan bisa kembali
pulang ke kampung dengan catatan mereka mau secara
suka rela menanggalkan keyakinan lama dan pindah ke
Sunni. Upaya menciptakan situasi ‘pertaubatan’ ini terus
mewarnai isu rekonsiliasi dan pengembalian pengungsi
Syiah. Isu ini pula yang selalu didorong baik oleh MUI
Jatim, MUI Sampang, dan Badan Silaturrahmi Ulama se-
Madura (Bassra).

Pembiaran Hate Speech

Penyerangan dan pelbagai macam kekerasan yang
dialami oleh jama'ah Syi'ah Sampang bermula dari hate
speech tokoh agama lokal yang terus menerus dibiarkan
oleh pemerintah. Setelah jama’ah Syi'ah dipaksa mengungsi
di GOR Sampang, hate speech tidak kunjung reda, bahkan
diizinkan oleh pemerintah sedemikian rupa untuk
memuluskan skema pengusiran paksa jama’ah Syi'ah dari
GOR Sampang.

Beberapa hari sebelum pengusiran paksa terjadi
pada tanggal 20 Juni 2013, di seluruh kota Sampang
sudah beredar selebaran terkait acara istoghosah pada
tanggal 20 Juni 2013. Istighosah diinisiasi oleh Bassra dan
MUI Sampang. Selebaran dengan eksplisit mengagitasi
masyarakat Sampang untuk terlibat dalam kekuatan yang
menolak jama’ah Syi'ah untuk tetap tinggal di Sampang.
Polisi dan Pemkab Sampang sudah mengetahui rencana
istighosah yang akan mengerahkan massa dalam jumlah
besar itu sejak awal. Polisi mengizinkan acara tersebut,
betapapun acara istighosah sejak awal diniatkan untuk
menghimpun kekuatan massa dalam rangka mengusir
jama’ah Syi'ah dari GOR Sampang. Polisi dan Pemkab tidak
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melakukan tindakan apapun, bahkan menjadi bagian dari
rencana Bassra dan MUI Ini terbukti dengan kegigihan
Polisi dan Pemkab Sampang dalam menekan jama’ah Syi'ah
untuk meninggalkan GOR dan mau direlokasi, sejak tanggal
19 Juni2013, sehari sebelum istighosah diselenggarakan.

Saat istighosah berlangsung, tokoh-tokoh agama dari
perwakilan MUI se-Madura dan Bassra, bergantian berorasi
dan seruan mereka sama, yakni siap melakukan kekerasan
apapun demi hilangnya Syi'ah dari Sampang. Selama acara
istighosah berlangsung, orasi bernada kebencian dan seruan
kekerasan terus dikumandangkan di hadapan sekitar 8000-
an massa yang memadati halaman GOR Sampang. Pada acara
tersebut, K. Ali Karrar secara terang-terangan menyerukan
cara kekerasan bila jamaah Syi'ah tidak mau dipindahkan
dari GOR Sampang.'¢

Situasi yang berkembang di Sampang menjelang
pengusiran paksa terjadi benar-benar menggambarkan
bagaiman aparatur negara meliputi Wakil Bupati, Bakes-
bangpol, Kemenag, Polisi dan Satpol PP, bekerja secara
mutual dengan tokoh agama dan ormas-ormas Islam untuk
memuluskan skema pengusiran paksa. Hate speech tidak
sekadar dibiarkan, tetapi justru dijadikan sebagai strategi
yang efektif untuk membenarkan pengusiran paksa jamaah
Syi'ah dari GOR Sampang.

Pengusiran Paksa dari GOR

Sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya, semua
intimidasi, hate speech, dan kelalaian pemerintah atas nasib
pengunsi Syiah Sampang hanyalah bagian dari skema
pemerintah untuk memindahkan secara paksa pengungsi
Syi'ah dari GOR Sampang ke Rusunawa Puspa Agro Sidoarjo.
Rencana ini bahkan sudah disodorkan oleh Pemprop Jatim
pada bulan-bulan awal jama’ah Syi'ah mengungsi di GOR.
Skema ini mencapai puncaknya pada Rabu, 19 Juni 2013.
Melalui Bakesbangpol dan Polres Sampang, Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Sampang secara langsung memanggil
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Ustadz Iklil al-Milal dan mendatangi pengungsi di GOR
Sampang untuk menekan pengungsi agar meninggalkan
GOR.

Ustadz Iklil al-Milal dijemput oleh Polisi untuk
menghadap di Polres Sampang. Di Polres, ia dihadapkan pada
perwakilan Pemkab Sampang, terutama dari Bakesbangpol,
dan sejumlah tokoh agama. Bersama dengan Ketua
Bakesbangpol dan tokoh-tokoh agama, Kapolres Sampang
menekan agar Ustadz Iklil mau menerima tuntutan agar
pengungsi Sy’'ah meninggalkan GOR hari itu juga. Baik Ketua
Bakesbangpol maupun Kapolres berdalih bahwa pada hari
Kamis, 20 Juni 2013 halaman GOR Sampang akan digunakan
sebagai tempat Istighosah anti-Syi'ah. Acara ini diinisiasi oleh
Bassra. Pihak pemerintah juga menyampaikan ketakutan
akan terjadi kekerasan bila pengungsi tetap bertahan
di GOR. Tentu saja ketakutan ini tidak masuk akal karena
Pemkab sendiri yang memberi izin diselenggarakannya acara
Istighosah tersebut.

Pada hari Kamis, 20 Juni 2013, Wakil Bupati Sampang,
Kepala Bakesbangpol Sampang, Kepala Dinsos, Kapolres
Sampang, dan Kapolda Jatim mendatangi GOR. Pada saat
bersamaan massa mulai berdatangan dengan pelbagai
kendaran pickup dan truk. Sekitar 8000 orang termasuk anak-
anak dan perempuan memadati halaman GOR. Sementara di
luar GOR, istighosah diwarnai oleh orasi tujuh perwakilan
ulama dari Sumenep, Pamekasan, Bangkalan, dan Sampang.
Isi orasi ulama hampir sama yakni, menolak ajaran Ustadz
Tajul Muluk dan mengharuskan jama'ah Syiah keluar dari
Madura. Pada saat bersamaan, perwakilan Pemkab bersama
Polisi terus menekan Ustadz Iklil dan Ummi Kultsum (istri
Ustadz Tajul Muluk) untuk menandatangani kesediaan
direlokasi mewakili pengungsi.

Perwakilan Pemkab, polisi, dan tujuh ulama tidak
berhenti mengintimidasi dan menekan Ustadz Iklil dan
Ummi Kultsum untuk meneken pernyataan menerima
direlokasi. Meski kedua perwakilan pengungsi sudah tampak
shock dan tidak bisa berbicara, tekanan para ulama dan
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perwakilan Pemkab tidak berhenti. Sampai akhirnya situasi
makin memanas, Ustadz Iklil sampai ditarik-tarik tangannya
oleh Kyai Ali Karrar. Dalam situasi yang makin keruh, Ustadz
Iklil sampai pingsan.

Perwakilan Pemkab dan Polisi akhirnya memaksa
pengungsi untuk segeraberkemas. Bus dan truk pengangkut
sudah disiapkan oleh Polisi. Ustadz Iklil sudah dibawa
terlebih dahulu dengan mobil ambulance menuju ke rumah
susun Pasar Puspa Agro, Sidoarjo. Di lokasi inilah Pemkab
Sampang dan Pemprop Jatim sudah berbulan-bulan yang
lalu merencanakan sebagai tempat relokasi pengungsi Syiah.
Semua pengungsi akhirnya diangkut dengan 2 bus dan 3
truk polisi,dan dikawal dengan 3 mobil patroli menuju Pasar
Puspa Agro, Sidoarjo. Tidak kurang dari 168 pengungsi
diusir paksa dari GOR, benteng pertahanan terakhir mereka
sesudah kampung dan rumah mereka dibakar massa anti-
Syiah pada 26 Agustus 2012."7

Impunitas

Hal lain yang mewarnai rangkaian pelanggaran
terhadap jamaah Syiah adalah pelembagaan impunitas
oleh negara. Betapapun beberapa aktor di balik kekerasan
terhadap jama’ah Syi'ah pada 29 Desember 2011 dibawa ke
proses hukum, akan tetapi hukuman atas mereka sangat
ringin, dan bahkan aktor utama kekerasan divonis bebas oleh
pengadilan.

Saripin, salah satu aktor kekerasan, hanya divonis 8
(delapan) bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Surabaya. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis
Hakim, Mustofa, menyatakan bahwa Saripin terbukti
melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP dan Pasal 187 KUHP.
Vonis hakim itu sama beratnya dengan tuntutan jaksa
penutut umum. Sementara itu, aktor utama yang selalu
terlibat dalam keseluruhan kekerasan terhadap jamaah
Syiha, Rois al-Hukama malah divonis bebas oleh Majelis
Hakim. Fakta-fakta lapangan memperlihatkan Rois berada



STAGNASI KEBEBASAN BERAGAMA

di balik seluruh rangkaian kekerasan Sampang 29 Desember
2011, namun pengadilan gagal membuktikannya. Rabu, 16
April 2013, PN Surabaya mengakhiri proses persidangan
para pelaku kekerasan terhadap warga Syi'ah di Sampang,
dengan pembacaan putusan terhadap Rois al-Hukama.
Dalam putusannnya, Majelis Hakim yang diketuai Syarifudin
Ainor Rafiek, SH., MH., menyatakan Rois al-Hukama (36)
dibebaskan dari segala dakwaan karena tidak terbukti
melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut
Umum.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah
menuntut Rois AlHukama 2 tahun penjara, karena dianggap
terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan,
yakni Pasal 338 KUHP, Pasal 354 ayat (2) KUHP, Pasal 355
ayat (1) KUHP, dan Pasal 170 ayat (2) dan ayat (3) KUHP.
Namun proses hukum berkata sebaliknya, hanya mampu
menemukan pelaku-pelaku lapangan, sementara aktor
intelektualnya tidak teridentifikasi.

Kelompok Kerja Advokasi Kebebasan Beragama/
Berkeyakinan (Pokja AKBB) Jatim yang melakukan
pemantauan persidangan mencatat pelbagai kejanggalan atas
putusan Majelis Hakim. Pertama, Hakim yang memimpin
persidangan Terdakwa Rois al-Hukama bernama Syarifudin
Ainor Rafiek. Ia adalah mantan Ketua PN Bangkalan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tim Pokja AKBB
di PN Surabaya, Syarifudin Ainor Rafiek baru dipindah-
tugaskan ke PN Surabaya pasca peristiwa penyerangan 26
Agustus 2012. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa
penunjukkan Ketua Majelis Hakim memang telah diarahkan
untuk memihak pelaku kekerasan.

Kedua, Majelis Hakim tidak menggunakan penerjemah
tersumpah dalam memeriksa saksi-saksi yang tidak bisa
berbahasa Indonesia. Tercatat, hampir seluruh saksi
memberikan keterangannya dengan menggunakan Bahasa
Madura. Ketiga, Majelis Hakim mengabaikan keterangan
saksi-saksi yang memberatkan Rois al-Hukama. Misalnya,
kesaksian Ummi Hani (Adik Rois Al Hukama) dan

97



LAPORAN KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN DI INDONESIA TAHUN 2013

kesaksian Ummah (Ibu Rois Al Hukama) tidak disertakan
dalam pertimbangan putusan. Dua saksi tersebut secara
meyakinkan mengatakan bahwa Rois melalui speaker masjid
meneriakkan, “Para Muslimin dan Muslimat yang beriman,
ayo kita berkumpul di rumah Tajul Muluk.”

Keempat, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap saksi-saksi yang
memberatkan Terdakwa Rois sangat lemah. Jaksa Penuntut
Umum hanya bertanya terkait dengan motif di balik
penyerangan terhadap jamaah Syi'ah Sampang. Padahal,
motif bukanlah fakta hukum yang dapat digunakan sebagai
bukti di persidangan. Kelima, Jaksa Penuntut Umum juga
lemah dalam pembuktian, misalnya saat Rois didakwa telah
memprovokasi warga dengan menggunakan speaker masjid,
JPU tidak mengajukan barang bukti berupa speaker masjid
selama persidangan berlangsung. Keenam, Jaksa Penuntut
Umum tidak serius dalam menjerat pelaku kekerasan.
Terbukti, JPU memilih menggunakan dakwaan alternatif
dibandingkan dengan dakwaan kumulatif. Seandainya JPU
serius untuk menjerat pelaku kekerasan, seharusnya ia
bisa mengenakan pasal berlapis dengan memilih dakwaan
kumulatif.

Kejanggalan lainnya adalah, surat Dakwaan Penuntut
Umum pada persidangan Terdakwa Rois Al Hukama sangat
lemah secara hukum. Penuntut Umum menggunakan pasal-
pasal dengan ancaman hukuman yang ringan (Pasal 170
KUHP), padahal Rois adalah salah satu aktor intelektual di
balik peristiwa penyerangan terhadap jama’ah Syi'ah Sampang.
Melampaui semua itu, meskipun dalam Surat Dakwaan
disebutkan dengan jelas keterlibatan Noer Tjahja, mantan
Bupati Sampang yang ikut memupuk kebencian warga
terhadap jama’ah Syi'ah Sampang, tetapi Pihak Kepolisian
hingga saat ini belum menangkapnya dan menetapkan
mantan Bupati Sampang tersebut sebagai tersangka.'®

[7] Upaya Perdamaian dan Resolusi Konflik
Syarat resolusi adalah adanya keinginan kedua belah pihak
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untuk melakukan dialog dan duduk bersama mencari penyelesaian
atas suatu konflik. Dalam kasus Sampang, syarat ini agak sulit
untuk dipenuhi apalagi kelompok penentang masih bersikukuh
melakukan penolakan, walaupun peluangitu masih tetap ada. Salah
satu penghambat utama rekonsiliasi adalah lemahnya dukungan
negara dalam memfasilitasi rekonsiliasi, bahkan pemerintah
daerah (Sampang maupun Jawa Timur) tampak lebih berpihak
kepada kelompok mayoritas yang anti Syiah. Padahal pemerintah
pusat dalam hal ini Kemendagri yang pernah memfasilitasi
pertemuan para pihak juga merekomendasikan penyelesaian
masalah ini kepada Pemerintah Daerah."

Meskipun demikian, masih terbuka peluang adanya
sikap sebagian masyarakat yang selama ini berinteraksi secara
langsung dengan pengikut Syiah Sampang yang relatif tidak
mempermasalahkan perbedaan yang ada.” Untuk mendorong agar
pemerintah pusat lebih tegas dalam melaksanakan kewajibannya
untuk memulihkan hak korban, maka pada 1 Juni 2013 sejumlah
sepuluh warga Syiah Sampang dengan didampingi KontraS
melakukan aksi naik sepeda onthel dari Surabaya ke Jakarta untuk
menemui Presiden SBY, mereka tiba di Jakarta pada 16 Juni 2013.
Sepanjang perjalanan mereka mendapat banyak simpati dan
dukungan dari kelompok-kelompok masyarakat. Kecaman publik
kepada pemerintah Sampang tampaknya membuat pemerintah
Sampang menjadi panik dan mengambil jarak pada organisasi
masyarakat sipil yang terlibat dalam advokasi kasus ini. Klimaks
dari sikap ini terjadi pada 20 Juni 2013, Pemkab Sampang atas
persetujuan pemerintah Provinsi Jatim memindahkan secara
paksa lokasi pengungsian dari GOR Sampang ke Rusun Jemundo
di Sidoarjo. Protes dari banyak pihak tampaknya tidak mengubah
sikap pemerintah.

Dari Jakarta, harapan tampaknya kembali muncul. Pada
14 Juli 2013 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menemui
sepuluh perwakilan pengungsi di kediamannya di Cikeas. Dalam
pertemuan ini SBY berjanji akan memulihkan hak-hak korban
dan bahkan berjanji memimpin langsung pertemuan rekonsiliasi
dengan para pihak yang terkait dengan peristiwa penyerangan
tersebut. Sayangnya sampai dengan saat ini SBY belum dapat
merealisasikan janji itu.
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Upaya rekonsiliasi yang dijalankan pemerintah tampak
gamang dan masih jauh dari harapan. Team rekonsiliasi
yang dikoordinatori Prof. Abdullah A’la yang juga rektor
IAIN Surabaya berjalan lambat, dan tanpa skema yang jelas.
Dialog di tingkat masyarakat, antara warga Syi'ah dan Sunni
tidak pernah dapat dijalankan oleh pemerintah. Sementara itu
inisiatif-inisiatif yang digagas kelompok masyarakat sipil justru
dicurigai sebagai upaya memperkeruh keadaan. Gubernur
Jatim menyatakan bahwa pada bulan Desember 2013 pihaknya
telah mengalokasikan dana Rp 2,5 miliar dari APBD Jawa
Timur guna membangun sekitar 150 rumah untuk relokasi
masyarakat Syiah Sampang,”! akan tetapi sampai dengan
tulisan ini dibuat belum ada kejelasan kapan janji gubernur
tersebut akan direalisasikan.

Resolusi Konflik dalam kasus Sampang tampaknya masih
belum menemukan kejelasan kapan akan dapat dicapai. Sejak
awal, penyebab utama berlarutnya penyelesaian kasus ini
adalah karena rendahnya komitmen negara dalam melindungi
minoritas Syi'ah Sampang. Selama pemerintah belum mengubah
sikapnya, maka rentang waktu penderitaan korban tampaknya
belum akan berakhir. Upaya-upaya advokasi dari kelompok
masyrakat sipil masih sangat diperlukan untuk memberikan
tekanan kepada Negara agar lebih berkomitmen pada janji
Konstitusi.

B. Pembubaran Ahmadiyah di Bekasi 22

Pluralitas®® warga negara di Indonesia merupakan fakta sosial yang
harus diterima, diakui sekaligus memerlukan mekanisme penanganan
serius oleh penyelenggara negara di tingkat pusat dan pemerintah
daerah. Keberagaman background budaya, etnis, suku bangsa, orientasi
politik dan keyakinan keagamaan serta perbedaan-perbedaan lainnya
adalah situasi yang tidak bisa dihindari bahkan menjadi sebuah
keniscayaan di bumi Nusantara. Kehadiran peran pemerintah untuk
meracik formulasi sinergi keberagaman tersebut berada dalam posisi
strategis.
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Heterogenitas keyakinan merupakan hak yang bersifat
nonderogable dalam perspektif HAM dan hak konstitusional
sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi, UUD NRI 1945.
Keberagaman agama/keyakinan telah menjadi realitas atmosfir
kebangsaan Indonesia jauh sebelum merdeka memuat risiko sosial
dan politik lebih berat dibandingkan beban yang harus dihadapi
masyarakat homogen multisektor. Konstruksi bangsa yang terdiri
atas clavages atau terkelompok atas dasar agama, etnis, primordial
kedaerahan dan strata sosial yang tidak tunggal, sejatinya ancaman
mudah pecah dan fragile sangat mungkin terjadi.?*

Sikap anti keberagaman dan menafikan tafsir keagamaan di luar
keyakinan mayoritas sebagai fakta dinamika sosial yang mendapatkan
jaminan konstitusional cenderung mempunyai “posisi istimewa” ruang
publik di Bekasi. Para pemangku kebijakan mulai dari pemerintah
daerah, aparat kepolisian, DPRD Kota Bekasi, tokoh agama dan
instrumen lain serta masyarakat secara bersama-sama memperagakan
tindakan intoleran.

Kepala Kantor Polisi Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Kombes. Dedy Tabrani nampak berbicara
dengan seorang Jemaat Ahmadiyah dari balik gerbang masjid Al-Misbah yang digembok dari
luar pada 5 April. Petugas berusaha membujuk anggota jemaat Ahmadiyah untuk meninggalkan
masjid. (Antara / Widodo S. Jusuf)
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[1] Target Diskriminasi: Minoritas
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Kelompok minoritas keagamaan/keyakinan di Bekasi
mendapatkan perlakuan diskriminatif dan sering menjadi target
aksi kekerasan atas nama agama. Komunitas Ahmadiyah dan
jemaat Kristiani menjadi kelompok rentan yang paling sering
menjadi korban sikap anti keberagaman dan ekspresi praktik
tafsir keagamaan mayoritas. Kelompok intoleran mendapatkan
dukungan penuh para pemangku kebijakan lokal di Bekasi.

Kehadiran komunitas Ahmadiyah di Indonesia, terutama
di Bekasi masih belum diperlakukan sebagai saudara sebangsa
yang memiliki hak setara untuk menjalankan kegamaan yang
diyakininya. Serangkaian perlakuan diskriminatif dan aksi-aksi
intoleran menjadi beban yang tak kunjung usai. Apalagi gerakan
anti keberagaman di Bekasi mendapatkan “restu” formal dari
pemerintah daerah. Terbukti pada 14 Februari 2013 Masjid Al-
Misbah di Jalan Pangrango Terusan Nomor 44 RT 001/RW
004, Jatibening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi dilarang untuk
dijadikan tempat beribadah. Pelarangan tersebut dilakukan karena
ada ancaman dari kelompok intoleran yang berencana menutup
secara paksa jika pemerintah kota tidak bertindak.

Terkait pelarangan aktivitas ibadah Jemaat Ahmadiyah dan
penyegelan masjid ini, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi berdalih
yang dilakukannya demi menciptakan dan menjaga kondusivitas
kehidupan sosial di wilayahnya dan membimbing masyarakat
untuk beribadah sesuai syariat yang benar. Dari pernyataan Rahmat
tersebut tampak sekali bahwa preferensi subjektif dia belum lebur
ke dalam kewenangan dan fungsi dia sebagai penyelenggara negara
yang mestinya meliputi, melindungi, dan mengayomi semua
warga negara. Di samping itu tampak sekali ketidakmampuan sang
Walikota untuk berdiri tegak melaksanakan ketentuan konstitusi
negara, dan lebih memilih untuk tunduk pada kepentingan dan
kehendak mayoritas. Selain itu, negara yang direpresentasikan
oleh pemimpin pemerintah lokal di Bekasi memilih untuk
menyeragamkan keberagamaan/keyakinan hingga ke ceruk yang
sangat dalam dan personal (forum internum).
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[2] Penyegelan Masjid Ahmadiyah

Eksekusi penyegelan masjid dilakukan oleh personel
gabungan Polsek Pondok Gede dan Satpol PP. Saat kejadian itu
berlangsung ada beberapa perwakilan unsur Pemkot Bekasi dan
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi.

Pasca penyegelan, Pemerintah Kota Bekasi berupaya
menyelesaikan konflik bermotif agama/keyakinan di daerahnya
melalui jalur dialog. Dalam pertemuan tersebut dihadiri
perwakilan FKUB Kota Bekasi, Dinas Kesbangpolinmas, Majelis
Ulama Indonesia Kota Bekasi dan Satpol PP juga utusan dari
Ahmadiyah. Namun, forum yang digagas oleh Pemkot Bekasi
tersebut tidak menemukan kata sepakat, bahkan perwakilan
Jemaat Ahmadiyah dipojokkan dan mendapat “vonis” sepihak.
Dialog setengah hati ini kemudian ditindaklanjuti dengan aksi
penyegelan masjid Ahmadiyah kembali, pada tanggal 8 Maret 2013.
Seperti penyegelan sebelumnya, masjid ditandai dengan papan
larangan aktivitas bagi jemaat Ahmadiyah dengan mencantumkan
“regulasi kerukunan®. Tidak puas dengan penyegelan dan karena
masih tetap digunakannya masjid oleh Jemaat Ahmadiyah untuk
beribadah, pada tanggal 4 April 2013 akhirnya Pemkot Bekasi
memutuskan untuk menyegel secara permanen dengan memagari
sekeliling masjid menggunakan seng. Akibatnya, 36 Jemaat
Ahmadiyah yang sedang berada di dalam masjid tidak bisa keluar.

Sedangkan jemaat yang di luar tidak memiliki akses secara
bebas untuk menggunakan masjid. Keadaan pembatasan ibadah
yang dialami Jemaat Ahmadiyah Kota Bekasi juga dirasakan
ketika hendak melaksanakan shalat Jumat, karena masjid yang
biasa digunakan tidak diperbolehkan lagi dimanfaatkan.

[3] Payung Hukum Intoleransi

Tindakan intoleransi dan pelanggaran yang dilakukan oleh
pemerintah daerah, aparat kepolisian, DPRD Kota Bekasi, tokoh
agama dan instrumen lain serta masyarakat yang berafiliasi di
dalam gerakan intoleran diklaim oleh mereka sesuai dengan
koridor hukum. Mereka mendapatkan justifikasi sekaligus “ikut
menegakkan” mandat dari peraturan hukum yang ada.
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Peraturan perundangan resmi yang dijadikan rujukan dan
dasar secara konsisten oleh aktor-aktor negara dan non negara
adalah:

1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri (PBM) No. 9/2006, No. 8/2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama,

2)  Surat Keputusan Bersama 3 Menteri No. 3/2008, No. 199
dan Kep-033/A/JA/6/2008 tentang Peringatan dan Perintah
kepada Penganut, Anggota dan/atau anggota anggota
pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga
Masyarakat,

3) Pergub Jawa Barat nomor 12/2011 tentang peringatan,
larangan ajaran dan aktivitas anggota Ahmadiyah,

4) Perwali Bekasi No. 40/2011 tentang larangan aktivitas
Ahmadiyah di Kota Bekasi dan fatwa MUI No. 11/MUNAS
VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah.

Mereka secara terus menerus menjadikan aturan-aturan
diskriminatif tersebut sebagai rujukan utama dan landasan legal
formal dalam melakukan tindakan-tindakan intoleran dan
dalam mengaburkan konsepsi jaminan konstitusional kebebasan
beragama/berkeyakinan bagi setiap warga negara, termasuk
masyarakat Bekasi.

[4] Peragaan Intoleransi Pemerintah Kota
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Selain melakukan pelarangan paksa bagi komunitas
Ahmadiyah melaksanakan ibadah dengan menyegel masjid,
praktik diskriminasi Pemkot Bekasi juga ditujukan dengan
menerbitkan buku pelurusan akidah dan penyadaran keimanan
yang akan dibagikan bagi 100 Jemaat Ahmadiyah dan masyarakat
luas. Keseriusan rezim Rahmat Effendi mengurusi persoalan
keyakinan masyarakatnya ditandai dengan usulan kepada
Pemerintah Pusat untuk bersikap. Karena baginya, ketegasan
kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan
kejelasan posisi legal komunitas Ahmadiyah di Indonesia. Desakan
pembubaran Ahmadiyah oleh Pemkot Bekasi tersebut dituangkan
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melalui pengiriman surat tertanggal 26 Juni 2013.

Sebagaimana diketahui, dalam merespons surat tersebut,
Pemerintah Pusat melalui Menkopolhukam, Djoko Suyanto,
mengundang Wali Kota Bekasi, Ketua DPRD Kota Bekasi dan
MUI Kota Bekasi membahas kehendak pemangku kebijakan
kota penyanggah Jakarta tersebut. Dalam rapat pembahasan
pembubaran Ahmadiyah juga dihadiri Ditjen Kesbangpol
Kemendagri, Ditjen Bimas Islam Kemenag, unsur Jaksa Agung,
Bareskrim Polri, perwakilan TNI dan BIN.

Pendirian rumah ibadah dan pelaksanaan praktik keagamaan
berdasarkan keyakinannya adalah hak yang melekat dalam hak
beragama/berkeyakinan. Tetapi atas nama kerukunan, ketertiban,
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
(PBM) No. 9/2006, No. 8/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan
Umat Beragama dan Perwali Bekasi No. 40/2011 tentang larangan
aktivitas Ahmadiyah di Kota Bekasi, yang menjadi acuan
pengaturan pendirian rumah ibadah dan pembatasan praktik
keagamaan justeru melembagakan diskriminasi terhadap elemen-
elemen warga negara untuk mendirikan rumah ibadah dan
membenarkan pembantaian ideologi yang diyakini komunitas
Ahamdiyah.

Penyegelan berulangkali terhadap masjid Al-Misbah milik
Jemaat Ahamadiyah Pondok Gede, Kota Bekasi dilandaskan atas
dasar Surat Perintah Tugas Nomor 800/422-Kesbangpolinmas/
I11/2013 tanggal 8 Maret 2013 dari Wali Kota Bekasi. Tidak bisa
dipungkiri surat instruksi tersebut menjadi pemantik perlakuan
diskriminasi dan kekerasan yang dialami komunitas Jemaat
Ahmadiyah di Kota Bekasi.

Berkas surat inilah kemudian yang dijadikan objek gugatan
administratif yang dilakukan oleh komunitas Ahmadiyah. Tim
advokasi melayangkan gugatan dengan mendaftarkan pada PTUN
Bandung, tanggal 5 Juni 2013. Materi gugatan terkait pemagaran
masjid dengan seng, penggembokan dan pemasangan papan segel
di masjid. Setelah melalui proses persidangan, PTUN Bandung
memutuskan bahwa pemagaran masjid dengan seng batal demi
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hukum, sementara tuntutan lainnya ditolak.

Serangkaian peragaan intoleransi terhadap minoritas seperti
Ahmadiyah di Bekasi sulit diterima nalar demokrasi konstitusional.
Pelarangan menjalankan ibadah menurut kepercayaan dan
keyakinan yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi mencerminkan
lemahnya komitmen berkonstitusi. Pelarangan menjalankan
ibadat menurut kepercayaan dan keyakinan warga negara
merupakan tindakan perampasan hak-hak konstitusional warga
negara tanpa terkecuali yang semestinya mendapat tempat
perlindungan, pemenuhan dan pemajuan pemerintah.

Pemerintah daerah kota Bekasi telah mengabaikan fungsi
dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan otonomi
daerah. Pertama, terciptanya pemerintah daerah yang melindungi
masyarakat, menjaga persatuan dan kerukunan, Pasal 22 UU
No. 32/2004 tentang Pemerintah daerah. Kedua, optimalisai
otonomi daerah disiapkan untuk meningkatkan kemudahan akses
pelayanan warga negara. Namun, penyegelan masjid Al-Misbah
milik komunitas Ahmadiyah di Bekasi mendeskripsikan secara
nyata minimnya komitmen pemerintah daerah untuk mencapai
cita-cita otonomi daerah dan pembangkangan atas nilai-nilai
konstitusi.

C. Tragedi Aliran Kepercayaan di Aceh »

Provinsi Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang
secara resmi menerapkan syariat islam. Diterapkannya syariat Islam
di Aceh merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk
mengambil hati rakyat Aceh dan meredam tuntutan pemisahan diri
yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pada tahun
2005, pemerintah Indonesia dan GAM dengan dimediasi oleh sebuah
lembaga internasional, Crisis Management Initiative (CMI), dari
Finlandia, sepakat untuk berdamai dan mengakhiri konflik bersenjata
yang sudah berlangsung bertahun-tahun dan menimbulkan
penderitaan panjang bagi rakyat Aceh. Sejak itu secara berangsur-
angsur situasi di Aceh menjadi tenang dan kondusif.

Terwujudnya kedamaian serta mulai bergeraknya roda
pemerintahan dan denyut kehidupan masyarakat di Aceh, seiring
dengan itu muncul persoalan baru yang sepatutnya mendapat
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perhatian serius dari pemerintah Provinsi Aceh, yaitu ancaman
terhadap pluralitas yang selama ini jarang terdengar di Aceh dan
keberadaan kelompok yang berpandangan ekstrim keagamaan.

Pada Mei 2012 pemerintah Kabupaten Aceh Singkil atas
desakan kelompok intoleran melakukan penyegelan terhadap 20
rumah ibadah. Ke 20 rumah ibadah yang disegel tersebut terdiri
dari 10 Gereja GKPPD, 4 Gereja Katolik, 3 Gereja Misi Injili
Indonesia (GMII), 1 Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI), 1 Gereja
Jemaat Kristen Indonesia (JKI) dan 1 Rumah Ibadah Agama Lokal
(Aliran Kepercayaan) Pambi. Penyegelan tersebut dilakukan dengan
alasan tidak memiliki ijin mendirikan bangunan atau IMB. Meskipun
sejumlah rumah ibadah tersebut telah berdiri sejak bertahun-tahun
dan berupaya untuk mengurus ijin, namun tidak memperolehnya.
Pemerintah Kabupaten berdalih mengacu pada perjanjian yang
disepakati pada tahun 1979 dan diperbaharui pada tahun 2001 lalu
bahwa hanya boleh didirikan satu gereja dan empat undung-undung
(istilah untuk gereja kecil non permanen) di Singkil.

Pada Oktober 2012, pemerintah kota Banda Aceh
memerintahkan penutupan 9 buah gereja dan 5 wihara di Banda
Aceh. Penutupan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan
Gubernur Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian
Rumah Ibadah. Berdasarkan peraturan itu persyaratan membangun
rumah ibadah harus mendapat persetujuan dari 120 warga sekitar,
dengan jumlah anggota jemaat lebih dari 150 orang, mendapat
pengesahan dari lurah/kecik, serta ada surat rekomendasi dari
Departemen Agama setempat. Peraturan ini jauh lebih berat dan
ketat ketimbang yang diatur dalam peraturan bersama dua menteri
tentang pendirian rumah ibadah.

Selain kesulitan beribadah yang dihadapi kelompok minoritas,
persoalan lain yang muncul adalah maraknya tudingan aliran
sesat. Persoalan yang kadang bercampur-baur dengan persaingan,
kecemburuan sosial, dan motif ekonomi politik. Salah satu kasus yang
menonjol terjadi di Kabupaten Bireun yang diwarnai kekerasan dan
jatuhnya korban jiwa.

[1] Kekerasan Tahap I: Amuk Massa
Amuk massa terjadi di rumah Tgk. Aiyub Bin Syakubat, 46
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tahun, di Desa Jambo Dalam, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten
Bireun pada hari Minggu 20 Maret 2011. Peristiwa bermula
dari datangnya Fauzi Bin Muslem, 35 tahun, warga Alue Bie,
Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireun, beserta kerabatnya ke
rumah Aiyub sekitar pukul 17.00 WIB dengan meminjam
mobil Isuzu Panther milik Imran, warga Desa Sawang,
Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Mereka bermaksud
silaturahmi, membesuk Al Nur Khalisi Fi Alikhlasi (20 hari)
yang dilahirkan oleh Wardiah (32 tahun), istri Tgk. Aiyub. Di
rumah tersebut ada sekitar 10 orang dewasa dan tiga orang
anak Tgk. Aiyub. Adapun nama-nama 10 orang tersebut, yaitu:
Tgk. Aiyub, Fauzi, Bukhari, Zulkifli, Azhari, Nabhani, Wardiah
(istri Tgk. Aiyub), Mukhtar, Edy, Abdul Muthalib, Al Mujani
(11 tahun), Nailul Muna (8 tahun), Al Fazal (5 tahun), dan Al
Nurkhalisi Fi Alikhlasi (20 hari).

Namun pukul 21.00 WIB, datang Syarifuddin, 35 tahun,
Sekdes Jambo Dalam dan Tgk. Roiyani M, 55 tahun, imam
desa, mereka mengaku mendapat laporan warga bahwa Tgk.
Aiyub kedatangan tamu. Kedua perangkat desa itu bersikeras,
bahwa berdasarkan keputusan musyawarah desa Rabu 16
Maret 2011, tidak seorangpun boleh menemuinya kecuali
seizin perangkat desa. Sebab ia dipandang menyebarkan
penyimpangan akidah.

Syarifuddin menuntut Fauzi meninggalkan rumah.
Permintaan itu dipenuhi, namun hanya sebentar. Ia cuma
memindahkan mobil ke rumah pengikut Tgk Aiyub yangberjarak
200 meter dari rumah. Sementara itu, sekitar pukul 10.00 WIB
perkarangan rumah Tgk. Aiyub mulai disesaki oleh massa yang
datang, pada waktu yang bersamaan pula aparat kepolisian juga
tiba dilokasi. Sekitar pukul 01.00 WIB, Senin 21 Maret 2011,
amuk massa yang berujung pada pembakaran dan penghancuran
harta benda tidak dapat dihindari, aparat kepolisian yang hadir
kemudian memberikan perlindungan kepada Tgk. Aiyub, cs.
Agar mereka tidak menjadi sasaran amukan massa. Tgk. Aiyub, cs
kemudian dibawa ke Polres Bireun.
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Setidaknya hampir tiga hari kelompok yang dipimpin Tgk.
Aiyub dan berjumlah sekitar 24 orang tersebut berada di Polres
Bireun untuk menjalani proses pemeriksaan dan diamankan dari
amuk massa. Pada 23 Maret 2011, Tgk. Aiyub, cs, mengikuti proses
pemeriksaan bersama yang dilakukan oleh pihak MPU Bireun.
Plt. MPU. Tgk. Hanafiah mengatakan bahwa mereka belum bisa
memutuskan apakah ajaran Tgk. Aiyub sesat atau tidak. Hal ini
didasari oleh belum adanya bukti-bukti kongkrit yang menyatakan
bahwa Tgk. Aiyub, cs sesat. Polisi selaku penyidik mengatakan
bahwa dari bukti-bukti yang telah diperiksa, seperti kitab-kitab
suci atau bahan bacaan lainnya yang dimiliki oleh kelompok Tgk.
Aiyub, cs tidak terindikasi sesat atau menyimpang dari kebiasaan
masyarakat umumnya.

Setelah proses pemeriksaan tersebut, selanjutnya pihak
Pemkab Bireun meminta kepada Imam Mesjid Jami' Bireun, Tgk.
M. Ishak agar menampung Tgk. Aiyub, cs untuk tinggal disana
sekaligus dilakukan pembinaan sebagaimana dengan apa yang
dikatakan oleh Bupati Bireun, Nurdin Abdul Rahman kepada
khalayak ramai yang kemudian justru seperti membenarkan
bahwa ajaran yang dibawakan oleh Tgk. Aiyub, cs, adalah sesat.

Pesan yang disampaikan oleh MPU dan polisi ini sangat
jelas, bahwa seharusnya masyarakat atau siapa pun tidak boleh
melakukan klaim pembenaran dengan memvonis orang atau
kelompok tertentu dengan tuduhan sesat. Pelabelan tersebut juga
seperti menghalalkan kita untuk melakukan tindakan anarkis,
padahal hal tersebut jelas bertentangan dengan nilai-nilai yang
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dianut oleh masyarakat Islam yang cinta akan kehidupan damai,
dan penuh kasih sayang antar sesama. Hal ini sama seperti
penegasan oleh Tgk. Hanafiah, bahwa menuduh seseorang sesat
harus kembali didasarkan dengan bukti yang kongkrit dan jelas
dan tidak asal tuduh.

Pada 5 dan 6 April 2011, Tgk. Aiyub, cs kembali menjalani
proses pemeriksaan untuk kedua kalinya, dan pada Kamis 7 April
2001, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) mengeluarkan
surat keputusan Nomor 451.5/002/2011, isinya putusan ajaran
Tgk. Aiyub menjurus kesesatan. Kegiatannya harus dihentikan di
seluruh Bireun. Putusan itu menjadi polemik. Muspika mendesak
MPU tegas menyatakan bahwa ajaran Tgk. Aiyub sesat. Tgk.
M. Ishak, anggota MPU yang juga imam Masjid Jami' Bireun,
menyatakan putusan pihaknya tidak mungkin dicabut.

MPU mendorong pihak Muspida bersikap. Selasa 19 April
2011, Tgk. Aiyub dan pengikutnya diminta menandatangani
surat pernyataan menerima atau menolak putusan MPU. Walau
Tgk. Aiyub menyetujui, namun Dra. Anisah, Camat Peulimbang
menyatakan masyarakat menolak ia kembali ke desa. Kecuali
menarik laporannya ke polisi perkara pembakaran yang dilakukan
massa.

Jum’at 29 April 2011, Muspida mengelar pertemuan yang
dihadiri Muspika dari empat kecamatan. Hasilnya, semua
perangkat desa harus menerima keputusan MPU. Sementara
Tgk. Aiyub dan pengikutnya, hari itu juga, harus menyatakan
pengakuan perbuatan mereka telah menimbulkan keresahan
dan praduga masyarakat. Selain meminta maaf pada masyarakat,
juga menyatakan akan kembali pada ajaran Islam yang lazim
dijalankan masyarakat. Selepas itu, Tgk. Aiyub dan pengikutnya
dikembalikan pada masyarakat.

Namun Sabtu 30 April 2011, sejumlah perangkat desa
mengeluarkan surat penolakan kembalinya pengikut Tgk. Aiyub
yakni Fauzi, Muslem dan Imran. Pada 1 Mei 2011 ketiganya
diharuskan meninggalkan desa masing-masing. Ketiga orang
tersebut mengatakan bahwa mereka dipaksa untuk mengakui
kegiatan pengajian Tgk. Aiyub telah sesat dan menyesatkan dan
kemudian bisa menjerumuskan masyarakat lainnya. Dikarenakan
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hal tersebut, hingga hari ini ketiga orang tersebut tidak boleh
kembeali ke desa.

Putusan pembacaan ikrar di Masjid Jami' Bireun dan
dihadapan unsur masyarakat dan kemudian timbulnya penolakan
yang juga dilakukan oleh masyarakat, setidaknya membuat hal ini
menjadi tanda Tanya dengan masyarakat kita sendiri.

Pertanyaan yang muncul, bagaimana bisa masyarakat
bersama tokoh-tokohnya yang awal mula mengirimkan
permasalahan tersebut kepada MPU untuk diselesaikan dan
kemudian meminta kembali agar putusan tersebut diganti
dengan keputusan yang dikeluarkan oleh tokoh masyarakat
yang belum tentu mempunyai kapasitas sama halnya dengan
MPU selaku pihak yang membidani masalah umat atau agama?
Tokoh-tokoh itu pula yang kemudian mendesak Pemkab Bireun
untuk menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak terlalu terlalu
lama untuk diselesaikan. Hal ini jelas menimbulkan jawaban
atau spekulasi bahwa kemungkinannya adalah para pelaku yang
diwakili oleh tokoh masyarakat desa atau kecamatan secara tidak
lansung meminta kasus mereka tidak dilanjutkan kembali ke jalur
hukum.

Bila jawaban tersebut benar adanya, maka Pemkab Bireun
yang terkesan agak lambat menangani masalah tersebut dan
menyelesaikannya. Seharusnya memunculkan peran aktif yang
sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan. Jika ada
desa yang menolak kembalinya murid Tgk. Aiyub, pemerintah
seharusnya segera menangani. Sepatutnya pemerintah kemudian
memfasilitasi masyarakat dan pengikut Tgk. Aiyub untuk mencari
jalan keluarnya. Dengan disertai tindakan bijak, mungkin saja
Pemkab Bireun meminta pihak kepolisian untuk tidak memproses
para pelaku anarkis, namun sebaliknya, permitaan tersebut
bukan seakan merestui para pelaku untuk bertindak anarkis dan
kemudian menjadikan alasan menolak murid Tgk. Aiyub kembali
ke desa. Tindakan bijak tersebut memberikan ganti rugi seluruh
harta benda yang dibakar dan dirusak massa kepada korban. Tak
ada alasan apapun yang membenarkan aksi kekerasan, apa lagi
keputusan MPU jelas tidak menyebut Tgk. Aiyub sesat.

Sehingga penolakan yang dilakukan oleh masyarakat
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terhadap ketiga orang tersebut untuk kembali ke desanya dengan
sendirinya akan hilang. Hal senada juga diungkapkan oleh pihak
MPU Bireun dan Kepolisian Bireun. Namun, hal tersebut belum
berjalan dan sesuai dengan harapan para pihak bahwa persoalan
ini harus segera diselesaikan dengan bijak dan tidak perlu lagi
timbul korban, baik harta benda dan jiwa.

Kekerasan Tahap II: Kekejaman Massa, Ketidakmampuan
Aparat

Satu tahun enam bulan setelah amukan massa yang terjadi
pada Maret 2011, Peristiwa berdarah itu terjadi kembali, pada
saat Rumah Aiyub kedatangan tamu dengan Kijang Innova
mereka turun dari mobil dengan seragam berjubah hitam, Jumat
(16/11/2012), pukul 15.00,WIB. Menurut keterangan saksi, sekitar
pukul 21.30 WIB, masa sudah datang menggunakan sepeda motor
dan ada mobil Panters milik polisi dan Kapolsek Peulimbang polisi
berada di depan massa, namun tiba-tiba massa menerobos ke
depan sehingga polisi pun berada di belakang massa.

Sebelum sampai ke rumah Tgk. Aiyub, massa dihadang oleh
sekitar 6 enam orang polisi di pinggir jalan dekat rumah Aiyub,
Polisi memberikan ceramah sedikit, sebagian massa pada saat itu
saya lihat ada yang berdiri dibelakang Polisi, tak lama kemudian
terjadi perdebatan antara massa dan polisi sehingga terjadi
perdebatan antara Polisi dan gerombolan massa, akhirnya polisi
menyerah dan melepaskan massa. Pada saat terjadi perdebatan
itu ada mobil Panther polisi di tengah jalan untuk menghadang
massa. Kemudian massa yang berjumlah sekitar 1500 orang
tersebut tidak terbendung lagi lalu bergerak menuju rumah Tgk
Aiyub.

Amukan massa yang tak terbendung lagi, membuat massa
dari pihak Tgk. Aiyub juga mengamuk, ada sekitar 20 orang dari
pihak Tgk. Aiyub menghadang dengan menggunakan pedang.
Dalam keadaan gelap gulita karena Istrik dipadamkan, massa
dari keduanya mengamuk, bacok membacok antara kedua masa
pun tak terelakkan, sehingga banyak orang yang menjadi korban.
Massa pada saat itu sedang emosi dan mendesak polisi agar bisa
masuk kedalam rumah perkarangan Tgk. Aiyub. Pada saat itu juga
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terdengar suara 10 kali tembakan yang di duga berasal dari rumah
Tgk. Aiyub.

Lalu polisi masuk bersama salah seorang tengku yang
berbaju putih untuk memperlihatkan keadaan di dalam rumah.
Beberapa saat kemudian, Tgk Aiyub dan Muntasir di keluarkan
oleh polisi dari dalam rumah. Masa yang sedang emosi, melempari
batu ke arah Tgk. Aiyub yang dalam kondisinya telungkup setelah
ditembak di pangkal paha. Lalu masa mendesak agar Tgk. Aiyub
diserahkan ke massa, tetapi polisi bersikeras menahan, sampai
polisi terkena lemparan batu. Akhirnya Tgk Aiyub dan Muntasir
di ambil oleh masa.

Kondisi Muntasir pada saat itu sudah tidak berdaya dengan
kepala terkulai ke bawah tidak bergerak sedikitpun sedangkan
Tgk. Aiyub tegang dan bernafas. Pada saat itu, Pengawalan ketat
dilakukan oleh pihak kepolisian. Polisi berhasil merebut Muntasir
dan Tgk Aiyub dan membawa Tgk. Aiyub dan Muntasir kembali
ke teras, namun massa terus melempari batu.

Massa meminta kepada polisi agar korban diserahkan kepada
mereka, polisi bersikeras menahan korban, kemudian polisi ingin
membawa korban ke truk Reo Brimob, terlihat Truk Reo yang
semula di depan rumah warga dibawa hingga ke depan Rumah
Tgk. Aiyub. Emosi massa memuncak, Truk Reo tersebut ditahan
oleh masa dengan menggoyang-goyangkannya, kemudian massa
membakar truk tersebut di depan Rumah T. Aiyub.

Situasi amukan itu berlanjut sampi pukul 03.00 WIB dini
hari, lemparan batu oleh massa sudah tak terbendung lagi,
sehingga membuat polisi berlari menghindari lemparan batu dari
massa. Pada saat itu, massa serantak menembus blokade polisi,
kemudian massa mengahncurkan tembok dekat posisi Aiyub, terus
mengahajar Aiyub dan Muntasir dengan batu dan kayu. Seorang
pemuda mengeluarkan senjata tajam dari balik baju, dan menusuk
Tgk. Aiyub sebanyak lima kali di bagian dada, memotong telinga
dan memotong leher Tgk Aiyub tapi tidak sampai putus. Begitu
Juga dengan Muntasir, dia mendapat lima kali tusukan di bagian
dada.

Pada saat itu, sebagian massa menghidupkan api, ketika
api sudah membesar, api diarahkan ke Tgk. Ayub dan Muntasir
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yang sudah tak berdaya untuk dibakar, padahal kondisi Tgk
Aiyub pada saat itu masih bernafas. Bukan hanya itu saja, rumah
Tgk Aiyub beserta isinya juga dibakar dan sebuah mobil Innova
yang awalnya berada di sebelah rumah Tgk. Aiyub, didorong
kedepan rumah Tgk. Aiyub dan kemudian dibakar oleh massa.
Di lokasi kejadian, terlihat penjagaan yang sangat ketat, terlihat
tiga anggota TNI, Danramil Jeunib, 15 orang Brimob dan 20
orang polisi. Tetapi aparat negara, tidak bisa berbuat apa-apa saat
dilakukannya pembakaran oleh massa terhadap Tgk. Aiyub.

Sekitar 5 menit dari kejadian pembakaran, lalu rombongan
Polres datang untuk mengindentifikasi dan mengevakuasi korban,
kemudian polisi menarik police line. Pada saat itu juga massa
bubar meninggalkan rumah Tgk. Aiyub. Dalam situasi tersebut,
terdengar isu dari salah seorang massa, bahwa anak buah Tgk.
Aiyub hendak membakar rumah Tgk. Imum, karena ketahuan
Tgk. Imum, anak buahnya Tgk Aiyub melarikan diri.

Kejadian amukan massa itu mengakibatkan tiga orang
tewas yaitu Mansur (35) warga Semet, Peulimbang—meninggal
dunia luka bacok dari belakang tembus ke perut, Tgk Aiyub (47),
warga Desa Jambo Dalam—orang yang dituduh membawa aliran
sesat, tewas dibakar, dan Tgk Muntasir (30), tewas dibakar. Ada
sembilan orang dalam kondisi kritis terkena bacokan pedang dan
lemparan batu, yang sedang di rawat di RSUD Dr. Fauziah Bireun
yaitu Syukri (42) Azhari (25), Misbaruddin (18), Bahani , Hasan
(61), M Rizal (30), Iskandar (37), Samsul Bahri (26), Irwan (37),
Azhari (25).

Dari kasus amuk massa yang berakibat hilangnya nyawa itu
didapat inferensi; bahwa seharusnya MPU memperjelas status
pengajian Tgk Aiyub, keputusan untuk menetapkan aliran Tgk.
Aiyub sebagai “menjurus ke aliran sesat” membuat multitafsir di
kalangan warga, bahkan mendorong warga untuk menganggap
bahwa pengajian yang dilakukan oleh Tgk Aiyub, memang sesat.
Kejadian itu juga menunjukkan bahwa Pemkab Bireun juga lalai
dan lambat dalam menangani dan menyelesaikan kasus tersebut.
Bahkan, jikapun pengajian Tgk. Aiyub dianggap sesat oleh
mainstream, tindakan kekerasan tidak pernah dibenarkan dalam
negara hukum Indonesia.
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Pemkab Bireun tidak belajar dari peristiwa amukan massa
yang terjadi pada tahun 2011, sehingga akibat kelalaian dan
kelambanan memafasilitasi dialog mencari jalan keluar. Situasi
berulang demikian serta kegagalan pemerintah menanganinya
mirip dengan kasus penyerangan terhadap warga Syiah di
Sampang.

Kasus amuk massa mematikan tersebut menunjukkan
bahwa aparat penegak hukum telah kehilangan kontrol dalam
penegakan hukum, sehingga amuk massa dengan leluasa
berlangsung. Padahal dalam situasi tersebut, aparat penegak
hukum sedang melakukan penjagaan ketat terhadap massa.
Tetapi aparat penegak hukum tetap saja tidak bisa melakukan
apa-apa, sehingga mengakibatkan terjadinya pembakaran
terhadap Tgk. Aiyub, Muntasir, dan Mansur yang dilakukan
oleh massa. []
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Wawancara dengan warga jamaah Syi‘ah, Tajul Muluk, dan Rudi-
Kepala Bakesbang Kab. Sampang.

Wawancara dengan Tajul Muluk.

Kabupaten Malang dipilih karena disini Tajul memiliki banyak
keluarga.

Pemkab Sampang memberikan bantuan sebesar Rp 10.000.000,-
bantuan diserahkan pada 8 Agustus 2011 dan Pemprop Jatim
menyerahkan bantuan sejumlah sebesar Rp 50.000.000,- juta
rupiah yang diserahkan pada 15 Agustus 2011.

Wawancara dengan Tajul Muluk.

Menurut keluarga Tajul, selama Tajul ada di pengungsian, rumah
dan pesantrennya mendapat pengawasan terus menerus dari intel
polisi.

Wawancara dengan Kapolres pada 13 Januari 2011.
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Keterangan saksi mata.
Keterangan saksi mata.

Tagiyah adalah merahasiakan sesuatu, berbohong, atau berbuat
pura-pura sesuai yang diinginkan penguasa atau orang lain
karena keselamatan yang bersangkutan terancam.

Lihat Siaran pers dan hasil investigasi Kelompok Kerja Advokasi
Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (Pokja AKBB) Jatim bertajuk
‘Cara-Cara Keji Pemerintah Mengusir Pengungsi Syiah’, dilansir
pada 21 Juni 2013.

Kronologi Pengusiran Paksa Jamaah Syiah dari GOR Sampang
dapat juga dibaca pada rilis yang dikeluarkan oleh Pokja AKBB
Jatim pada 21 Juni 2013.

Siaran pers dan hasil pemantauan persidangan Pokja AKBB Jatim
bertajuk ‘Korban Dikriminalisasikan 4 Tahun Penjara, Pelaku
Kekerasan Diputus Bebas' dilansir pada 17 April 2013.

“Ini 8 poin Kesepakatan Kasus Sampang: Tak Ada Relokasi”,
http://news.detik.com/read/2012/09/10/150947/2013713/10/ini-
-poin-kesepakatan-kasus-Sampang-tak-ada-relokasi?9922032,
diakses pada 10 November 2012.

Kabar baik ini akan diulas pada bagian lain buku ini, khususnya
pada Bab I'V.

“Jawa Timur Menjatah RP 25 Miliar untuk relokasi Syi’ah”, berita
dapat diakses secara online di alamat http://koran.tempo.co/
konten/2013/12/18/330187/Jawa-Timur-Menjatah-Rp-25-Miliar-
untuk-Rekonsiliasi-Syi‘ah, diakses pada 10 November 2013.

Data-data pokok pada bagian ini berdasarkan hasil investigasi
khusus oleh Asisten Peneliti SETARA Institute, sdr. Abul Khoir.

Clifford Geertz, ilmuan sosial Indonesianis, dalam bukunya
The Interpretation of Culture, (New York: Basic Books, 1973)
mengelompokkan ikatan primordial ke dalam 6 (enam) jenis,
(1) ikatatan darah, relasi ketersambungan berdasarkan garis
keturunan berupa keluarga besar yang membentuk suku,
(2) ikatan ras, (3) primordialitas berbasis bahasa, (4) ikatan
berdasarkan daerah yang terintegrasikan dalam batas georafis dan
teritorial, (5) ikatan bersentimen agama dan sebuah kepercayaan
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dan terakhir (6) hubungan keterikatan atas nama adat istiadat
atau kebasaan.

Jumadi, Pluralisme, Demokratisasi dan Transformasi Konflik Pada
Tigkat Lokal, dalam Menemukan Jalan Transformasi Konflik di
Kalimantan Barat, (Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2010),
hlm. 17-18.

Data dan kronologi pada bagian ini di-supply oleh Investigator
SETARA Institute untuk Kasus Penyerangan Aliran Kepercayaan
di Aceh, serta Tim Investigasi KontraS Aceh yang terdiri dari:
Adelia Syahfitri Hasibuan, Destika Gilang Lestari, dan Edy
Syahputra.



Bab IV

Inisiatif Warga dan Pemerintah
Daerah Menegakkan Kebebasan
Beragama/Berkeyakinan

Di tengah stagnasi kondisi perlindungan dan jaminan
kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia pada tahun 2013
ini, secercah harapan muncul dari beberapa Pemerintah Daerah.
Di tengah ketidakberdayaan Pemerintah Pusat dan sebagian besar
Pemerintah Daerah di hadapan kelompok-kelompok intoleran,
terdapat pemerintah daerah yang menunjukkan komitmen yang kuat
untuk menjadi pengawal ideal “Republik untuk semua.” Mereka ibarat
lilin dalam gelap, yang tidak peduli dengan popularitas dirinya di
hadapan citra dan bahkan power of votes kelompok mayoritas. Mereka
memilih menjadi pemantik api harapan, sehingga Konstitusi yang
sakral itu, yang menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai
hak konstitusional seluruh warga negara, bukan hanya harapan dan
ilusi hampa, akan tetapi sebuah imperatif yang terwujud nyata.

Tidak banyak memang. Tapi di tengah stagnasi sangat sempurna
yang melingkupi kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di
Indonesia, mereka yang segelintir ini patut diapresiasi sekaligus
memupuk harapan kita bersama bahwa beragama/berkeyakinan
dalam keberagaman sebagaimana dicita-citakan pendiri Republik
bisa ditegakkan di bumi Nusantara. Di tengah semakin mengakarnya
ideologi kebencian (ideology of hatred) masih ada segelintir kisah
berkaitan dengan kemerdekaan beragama/berkeyakinan yang
menyejukkan di kalangan masyarakat sipil dan pemerintah daerah
di mana mereka menunjukkan diri sebagai bagian dari penerap ide
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“kebebasan beragama /berkeyakinan” sebagaimana diimpikan oleh
pembentuk hukum dasar negara-bangsa.

Pada bagian ini, SETARA Institute akan menyajikan beberapa
laporan investigasi mengenai peristiwa-peristiwa yang mencerahkan di
tengah kondisi mainstream intoleransi, diskriminasi, dan pelanggaran
atas kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia. Meskipun dari
sisi rentang waktu tidak persis hanya di tahun 2013, kisah-kisah itu
layak diangkat sebagai tribute kita untuk mereka yang berani dan
bernyali untuk berbeda dari arus utama demi memperjuangkan bahwa
yang benar adalah benar. Bagian ini juga diharapkan menjadi asupan
nutrisi yang menyegarkan bagi masyarakat sipil yang concern dengan
isu hak asasi manusia untuk membangun optimisme dalam perjuangan
dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Narasi berikut juga bisa
diharapkan menjadi virus yang menulari elemen sipil lain serta para
penyelenggara negara lainnya agar meletakkan kepentingan bersama
bangsa dan negara jauh di atas preferensi pribadi dan kelompoknya.
Juga untuk menjadikan Konstitusi sebagai landasan sekaligus orientasi
dalam melaksanakan tugas-tugas mereka sebagai penyelenggara negara,
sebagaimana mereka nyatakan secara eksplisit dan tegas dalam sumpah
jabatan mereka, termasuk dalam merespons keberagaman sebagai
realitas alamiah yang dijamin secara yuridis dalam dasar negara dan
hukum dasar negara kita.

A. Berkaca pada Bupati Wonosobo, H. A. Kholiq Arif’

Di tengah kondisi umum pemerintah yang tidak kontributif bagi
pemenuhan hak dasar kebebasan beragama/berkeyakinan Indonesia,
kita mendapat kabar baik dari seorang pemimpin di sebuah kabupaten
di Jawa Tengah, yaitu Wonosobo. Bupati di daerah yang berjarak 120
km dari ibukota Jawa Tengah (Semarang) dan 520 km dari Ibu Kota
Negara (Jakarta) ini dapat kita sebut sebagai salah satu teladan bagi
para penyelenggara negara tentang bagaimana merajut toleransi dan
menegakkan keadilan bagi seluruh warga negara dalam keragaman
keberagamaan di tengah-tengah masyarakat. Bagi para nasionalis dan
siapa pun yang care dengan isu pluralisme dan multikulturalisme, ini
sungguh berita gembira dari Wonosobo.

Wonosobo secara spasial berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan
berada di antara jalur pantai utara dan jalur pantai selatan. Selain itu,
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Wonosobo menjadi bagian terpenting dari jaringan Jalan Nasional ruas
jalan Buntu-Pringsurat yang memberi akses dari dan menuju dua jalur
strategis nasional tersebut.

Secara administratif Wonosobo berbatasan langsung dengan
enam kabupaten, yaitu: Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten
Banjarnegara, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang; Sebelah
timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten
Magelang; Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo
dan Kabupaten Kebumen; Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten
Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

Kabupaten Wonosobo secara administratif dibagi menjadi
15 kecamatan 236 desa dan 29 kelurahan. Nama-nama kecamatan
di Wonosobo adalah sebagai berikut: 1) Wonosobo, 2) Kertek, 3)
Selomerto, 4) Leksono, 5) Sapuran, 6) Kalikajar, 7) Kepil, 8) Kalibawang,
9) Garung, 10) Mojotengah, 11) Kejajar, 12) Watumalang, 13) Kaliwiro,
14) Wadaslintang, dan 15) Sukoharjo.

H. A. Kholig Arif, Bupati Wonosobo, pelindung penganut Ahmadiyah dan Syiah di wilayahnya.

Dalam kehidupan keagamaan dan keyakinan, Kabupaten yang
sebagian besar daerahnya terdiri dari pegunungan ini terdiri dari
keragaman agama dan keyakinan. Menurut data BPS tahun 2010,
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penduduk beragama Islam di Wonosobo berjumlah 744,199 jiwa.
Sedangkan agama Kristen/Protestan dianut oleh 5,006 penduduk.
Penduduk beragama Katolik berjumlah 3,036 orang. Hindu dianut
oleh 218 orang penduduk, sementara umat Buddha berjumlah 701
jiwa. Sedangkan agama Konghucu dianut oleh 28 orang penduduk.
Di samping itu, di Wonosobo juga hidup beberapa aliran kepercayaan
seperti Minto Rogo, Aboge (Alif Rebo Wage), dan sebagainya.

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pluralitas dan
multikulturalitas sangat tinggi, dimana mayoritas yang sangat besar
secara kuantitatif dan minoritas yang hanya berjumlah belasan
hidup berdampingan di lokus yang sama. Hal ini menunjukkan
bahwa manajemen atas fakta sosio-kultural tersebut relatif berhasil.
Mayoritas mendapat pelayanan, sebagaimana halnya minoritas juga
mendapatkan perlindungan.

Bagi Bupati Wonosobo, Kholiq Arif, perlindungan minoritas
adalah perkara sederhana. Dia menyatakan bahwa pemimpin tingkat
daerah atau pusat tidak perlu rumit dalam memberikan perlindungan
terhadap kelompok minoritas. Perlindungan dapat diberikan baik
melalui kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku sederhana.
Kholiq menegaskan bahwa, “Pemimpin yang diharapkan Indonesia
hari ini adalah sederhana dan tegas, dan tidak terlampau rumit.
Meskipun persoalannya begitu rumit, tetapi kerumitan itu dikeluarkan
dalam komposisi sederhana, dalam pengertian filosofis, dan perilaku
sederhana.”

Hal ini bertolak belakang dengan pemimpin tertinggi negeri ini,
Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),
yang terkesan lamban dan tampak rumit dalam mengatasi persoalan
toleransi. Padahal, dalam pidato kenegaraan menyambut Hari
Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-68 di Gedung DPR/MPR RI
pada tanggal 16 Agustus 2013. SBY mengatakan:

Hal penting kedua yang perlu saya sampaikan adalah terkait
dengan bagaimana kita perlu terus menjaga toleransi,
serta mengelol kerukunan antar dan intra umat beragama
di Indonesia. Saya mengajak kita semua untuk semakin
menyadari bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang
majemuk. Kita harus memaknai kemajemukan ini sebagai
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anugerah, sekaligus kewajiban untuk mengelolanya secara
bijak. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, kita perlu
terus memperkuat toleransi. Kita harus terus mencegah
terjadinya benturan dan kekerasan komunal, yang akan
mengganggu ketenteraman hidup masyarakat dan kesatuan
bangsa kita.

Lebih lanjut, dalam pidatonya SBY beretorika panjang lebar;

Pada kesempatan yang baik ini pula, saya ingin mengingatkan
kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa negara menjamin
sepenuhnya keberadaan individu atau kelompok minoritas.
Dalam landasan kebangsaan yang kita anut, kita tidak
membeda-bedakan orang atau kelompok berdasarkan latar
belakang agama, sosial dan budaya serta perbedaan identitas
lainnya. Seluruh warga negara, apa pun latar belakang sosial
dan budayanya, memiliki harkat dan kehormatan yang sama.
Dalam perspektif berbangsa, tugas kita adalah merawat dan
menjaga kemajemukan itu, seraya memperkuat persatuan
nasional.

Berdasarkan konstitusi, negara juga menjamin kebebasan
beribadah bagi setiap warganya menurut agama dan kepercayaannya.
Hendaknya semua orang menghormati aturan Kkonstitusi itu.
Tidaklah dapat dibenarkan, bahwa seseorang atau sebuah kelompok
memaksakan keyakinannya kepada mereka yang lain, apalagi disertai
dengan ancaman, intimidasi, dan tindakan kekerasan.

Namun pada kenyataannya, kondisi kebebasan beragama
dan berkeyakina di Indonesia tidak semakin baik dari tahun ke
tahun. Berbagai peristiwa yang mencederai kehidupan beragama/
berkeyakinan terus berlangsung. Apa yang diucapkan oleh Presiden RI
dalam pidato kenegaraan tersebut, tidak ubahnya seperti ‘kata manis’.
Jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan bagi SBY sederhana dan
mudah dalam kata-kata, namun rumit dalam pengejawantahan kata-
kata menjadi fakta dan realita.

Tidak demikian halnya dengan Bupati Kholiq Arif. Dalam
pandangannya, jaminan dan perlindungan kebebasan beragama/
berkeyakinan meliputi seluruh warga negara, termasuk yang jumlahnya
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sedikit. Perlindungan minoritas baginya sederhana, dalam filosofi
dan implementasi. Maka wajar jika di bawah kepemimpinannya,
Wonosobo menjadi kota yang ramah terhadap kelompok minoritas.
Dan hal itu terjadi dalam fakta, bukan hanya kata-kata.

1.

124

Harmoni di Kaki Gunung Sindoro-Sumbing

Sejak pasca reformasi, Wonosobo menghadapi berbagai
masalah sosial mulai dari tawuran antar-kampung, kerusuhan,
hingga tindakan kriminalitas yang cukup tinggi. Namun dalam
kepemimpinan Kholiq yang dimulai tahun 2005, telah dilakukan
upaya-upaya integrasi untuk meningkatkan kerukunan sosial di
Wonosobo.

Salah satu upaya tersebut adalah mengoptimalkan Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan melaksanakan
pertemuan lintas agama secara rutin, melakukan komunikasi
secara intensif terkait pemeliharaan kerukunan dan peningkatan
kualitas moral dan pendidikan karakter bagi masyarakat, berupaya
menyukseskan program peningkatan kualitas hidup masyarakat
(Senja Keluarga).

Kerja keras Kholiq untuk mewujudkan integrasi sepenuhnya
di tengah-tengah masyarakat Wonosobo yang dipimpinnya sudah
membuahkan hasil. Seluruh agama hidup berdampingan secara
damai dalam perbedaan (peaceful co-existence). Hubungan antar
agama/keyakinan dan antar aliran dalam satu agama berlangsung
harmonis.

Pengusiran terhadap penganut Syiah seperti terjadi di
Sampang, Jawa Timur, atau terhadap pengikut Ahmadiyah yang
terjadi di berbagai daerah tampaknya tidak bakal terjadi di
Wonosobo, Jawa Tengah. Padahal, di wilayah kaki Pegunungan
Sindoro dan Sumbing itu, ada 6.000 jiwa anggota jemaat
Ahmadiyah, 200 anggota jemaah Alif Rebo Wage (Aboge), dan
sekitar 250 penganut Syiah.

Salah satu ilustrasi dari harmoni tersebut, dapat disaksikan
di Kecamatan Watumalang, Wonosobo, khususnya di Desa
Wonokampir. Anggota jemaat Ahmadiyah di Wonosobo sebagian
besar berdomisili di Desa Wonokampir, Kecamatan Watumalang.
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Rumah mereka bergerombol di lereng gunung yang berada pada
ketinggian lebih dari 1.000 mdpl (meter di atas permukaan laut).
Sebanyak 30 keluarga penganut Ahmadiyah di Dusun Wonosari
Desa Wonokampir berdampingan dengan 47 keluarga lain.

Para warga Jemaat Ahmadiyah tersebut melaksanakan ibadah
lima waktu serta peribadatan dan perayaan keislaman lainnya di
Masjid Baitul Islam. Masjid berkusen hijau tersebut didirikan oleh
jemaat Ahmadiyah.

Hanya 100 meteran dari Masjid Baitul Islam, berdiri Masjid
Baitul Huda milik warga Nahdlatul Ulama. Salah satu Takmir
Masjid Baitul Huda, Martoyo, mengatakan mereka hidup damai
berdampingan dengan warga Ahmadiyah. Harmoni terbangun
dengan baik dalam kehidupan masyarakat, warga NU dengan
Ahmadiyah. Sebuah pemandangan yang semakin langka dijumpai
di Tanah Air. Banyak kegiatan yang mereka kerjakan bersama,
misalnya kerja bakti, dan tahlilan saat ada warga yang meninggal.

Keguyuban yang terjadi di level masyarakat, warga, atau umat
bisa jadi merupakan refleksi dari harmoni yang terjadi di antara
para imam atau tokoh atau pemimpin agama. Sebagai tokoh NU,
Martoyo kerap berbagi peran dengan tokoh Ahmadiyah kampung
Wonosari, yaitu Suyarno. Dalam acara-acara perkawinan, Martoyo
biasanya mengambil peran sebagai pihak yang menyerahkan
seserahan sedangkan Suyarno yang menerima seserahan. Kadang
juga sebaliknya.

Kepemimpinan Bupati Kholiq Arif yang mengayomi dan
melindungi minoritas diakui oleh beberapa tokoh dari kelompok
minoritas, seperti penganut Aboge, Syiah, maupun jemaah
Ahmadiyah. Menurut pengakuan Sarno Kusnandar, tokoh
penganut Aboge, penanggalan Aboge di Wonosobo masih lestari
dan terus diamalkan oleh sebagian masyarakat yang tinggal di
Kabupaten Wonosobo. Penganut Aboge umumnya terdapat di
dusun-dusun dan pedalaman. Mereka dilindungi oleh pemerintah
Kabupaten Wonosobo dalam pelaksanaan atau dalam eksistensi
penanggalan Aboge.

Testimoni lain yang berasal dari kelompok minoritas
disampaikan oleh tokoh Syiah Wonosobo, Muhammad Arman

125



126

LAPORAN KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN DI INDONESIA TAHUN 2013

Jauhari. Jauhari menyatakan bahwa komunitas mereka dilindungi
dan beberapa anggota fungsionaris mereka dilibatkan dalam
pemerintahan. Mereka diberi kepercayaan serta kesempatan untuk
mengaktualisasikan diri dalam pemerintahan Wonosobo. Atas
sikap perlindungan yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap
komunitas minoritas di Wonosobo, mereka merasa memiliki
kewajiban untuk berpartisipasi sesuai dengan kemampuan dan
kapasitas yang mereka miliki bagi pemerintah daerah Wonosobo.

Pengakuan yang sama disampaikan oleh Mubaligh jemaah
Ahmadiyah, Sajid Sutikno, yang menyatakan Jemaahnya
terlindungi selama ini di Wonosobo dan dapat berinteraksi baik
dengan kelompok mayoritas lainnya. Berdasarkan data yang
dikemukakan oleh Sutikno, Jemaah Ahmadiyah menyebar di 15
kecamatan, dengan jumlah jamaah sekitar 6000 orang. Selama
ini mereka dapat hidup rukun dengan sewajarnya. Perlakuan
pemerintah Wonosobo terhadap minoritas, terutama terhadap
jemaah Ahmadiyah sangat baik, sehingga Jemaah Ahmadiyah
dapat beribadah dengan tenang, dan merasa terlindungi.

Salah satu prinsip yang mendasari keyakinan Kholiq Arif
dalam melindungi kelompok minoritas adalah bahwa sudah
menjadi hukum alam (sunnatullah) jika terdapat perbedaan dalam
diri manusia, tidak terkecuali dalam agama Islam. Bahkan, dalam
tubuh salah satu organisasi masyarakat (ormas) Nahdlatul Ulama
sekalipun, terdapat perbedaan. Dengan demikian, menurutnya,
merupakan konsekuensi dari sunatullah itu, kita harus merangkul
semua kalangan maupun golongan. Iman dan keyakinan adalah
masalah pribadi setiap orang. Tugasnya sebagai Bupati adalah
menjamin setiap pribadi dapat beribadat sesuai dengan imannya
masing-masing, dan memastikan tidak ada satu keyakinan tertentu
yang lebih tinggi dari keyakinan lainnya.

Ikhtiar dan Perjuangan Bupati Kholiq

Berdasarkan hasil wawancara yang dikutip dari The Wall
Street Journal, upaya yang dilakukan Kholiq Arif dalam mencegah
terjadinya friksi antar umat beragama, antara lain dengan cara
sering mengajak pemimpin tiap agama dan kepercayaan untuk
bertemu guna mencari persamaan, bukan membesar-besarkan
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perbedaan. Dan untuk mewujudkan itu, diperlukan ketegasan
untuk menciptakan kerukunan antar-umat beragama. Mengenai
hal tersebut dia menyampaikan:

Saya sering mengajak pemimpin tiap agama dan
kepercayaan untuk bertemu, biasanya sarapan bersama.
Di situ kita mencari persamaan-persamaan. Kalau
cari perbedaan, lah di NU saja banyak perbedaan.
Jadi perbedaan ada di mana-mana, kenapa tidak kita
menerima itu saja? Caranya sebetulnya sederhana:
tegas. Yang saya pelajari selama ini adalah jika
pemimpinnya tegas, maka rakyatnya akan ngikut.
Kelompok Ahmadiyah itu tersebar di 9 dari 15
kecamatan di Wonosobo. Mereka sudah ada sebelum
saya lahir. Saya mending mundur ketimbang disuruh
bubarkan mereka. Di Wonosobo itu ada Protestan,
Katolik, Konghucu, Budha, Hindu, ada juga aliran
kepercayaan lain. Kepercayaan adalah urusan pribadi
masing-masing. Tugas saya sebagai administrator
adalah untuk memastikan tidak ada kepercayaan yang
menegasikan kepercayaan lain. Saat ini sekitar 6.500
anggota Ahmadiyah di Wonosobo bebas beribadah di
masjid manapun.

Saat ada orang Muhammadiyah mau membangun
masjid, tetangga-tetangganya akan gotong royong.
Yang Ahmadiyah memasak, NU bantu cari batu kali,
yang Kristen bantu nukang. Ini kerja sama yang ada
dalam budaya kita, dalam darah kita. Saya hanya
mengingatkan orang akan itu saja.

Kholiq menyatakan bahwa selama kepemimpinannya, kaum
minoritas aman di Wonosobo. Bahkan, berdasarkan riset Komite
Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPOD), posisi
keamanan Wonosobo melompat ke posisi 2 pada 2009 dibanding
posisi 400 pada tahun-tahun sebelumnya. Dia membandingkan,
pada 2005 kelompok minoritas memiliki aktivitas sangat
terbatas di Wonosobo dan tidak banyak terlibat dalam kegiatan
kemasyarakatan.

Namun, kini mereka dilibatkan dalam banyak kegiatan,
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termasuk melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Kabupaten Wonosobo. Forum ini melibatkan pemuka agama
dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Ahmadiyah, Syi’ah,
Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Tao, dan kelompok
penghayat kepercayaan Aboge. Forum ini menjadi ruang dialog
yang mempertemukan warga berbeda kepercayaan.

Menjadi pelindung bagi kelompok minoritas bukan tanpa
risiko. Hal ini diakui oleh Kholiq Arif, yang mengetahui bahwa
langkah yang diambilnya berbenturan dengan Majelis Ulama
Indonesia. Lembaga itu memberi cap sesat terhadap kelompok-
kelompok itu. Sikap Bupati Kholiq juga bertentangan dengan
Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yang mengatur masalah
keagamaan kelompok minoritas. Ia mengaku siap menghadapi
risiko karena bertentangan dengan MUI dan SKB Tiga Menteri.
“Masalah MUI itu urusan MUI, saya urusan sendiri. Saya
menjawab masalah rumah tangga Wonosobo, yakni harmonisasi
sosial, dan ini adalah instruksi dari Bapak Presiden SBY.”

Pria kelahiran Wonosobo, 16 September 1968 ini mengaku
sedang menyiapkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai
kehidupan beragama di kabupaten berpenduduk 771 ribu
jiwa itu. Perda ini akan mengatur setidaknya 18 bidang yang
mendukung kerukunan umat beragama. Rancangan Perda itu
akan dibahas bersama kelompok dan pemangku kepentingan.

Jika nantinya Perda bertentangan dengan SKB Tiga
Menteri, Kholiq berharap ada aturan hukum yang lebih tinggi,
misalnya dalam bentuk undang-undang yang akan mengaturnya.
Perjuangan menegakkan kerukunan agama di Wonosobo melalui
Peraturan Daerah tersebut akan dilakukannya dengan segala
kesungguhan. Bahkan dia siap berhadapan dengan kemungkinan
dipecat karena perjuangannya ini.

Apa yang dilakukan oleh Bupati Wonosobo, Kholiq Arif,
seharusnya bisa dijadikan contoh bagi pemimpin-pemimpin lain.
Sebagai pemimpin daerah sudah sepatutnya memberikan jaminan
perlindungan rasa aman bagi seluruh warganya, tanpa harus
memandang apakah ia termasuk dalam kelompok mayoritas
maupun minoritas. Perlu ada ketegasan dari pemimpin untuk
menerapkan hukum yang menjadi panglima di negeri ini. Tanpa
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adanya ketegasan, maka segala jaminan yang sudah diberikan oleh
Konstitusi tidak akan berarti apa-apa, terutama bagi kelompok
yang rentan terhadap diskriminasi.

B. Merajut Damai di Tengah Potensi Konflik: Laporan dari
Pituruh Purworejo?

Dalam ruang publik kita, aneka kekerasan tampak nyata
mewarnai kehidupan keagamaan dan keyakinan di Indonesia.
Riset pemantauan panjang yang dilakukan SETARA Institute dan
di-publish secara tahunan menunjukkan bahwa dalam dasawarsa
terakhir (secara programatik riset SETARA Institute ini dimulai pada
tahun 2007), situasi minor kehidupan beragama/berkeyakinan tersaji
di antara kita, baik inter agama maupun intra agama.

Di antara kasus intra agama yang tingkat gesekannya semakin
eskalatif adalah relasi Majlis Tafsir Al-Quran (MTA) dengan
Nahdlatul Ulama (NU). Relasi keduanya belakangan mengarah
kepada konflik dan di beberapa daerah nyata-nyata menjadi konflik
baru yang “melengkapi” peragaan intoleransi, diskriminasi, bahkan
kekerasan atas nama agama di internal agama, seperti antara
mayoritas muslim dengan Ahmadiyah, mazhab Ahlussunnah wal
Jamaah (Sunni) dengan Syi’ah, dan lain sebagainya.

Majelis Tafsir Al-Quran (MTA) yang terbentuk secara legal
formal pada tanggal 23 Januari tahun 1974 yang sekarang berpusat
di Surakarta’ dan sampai saat ini telah memiliki 430 cabang dan
perwakilan yang tersebar mulai dari Aceh hingga Lombok Tengah,
Nusa Tenggara Barat.*

1. Potensi dan Letupan Konflik di Purworejo

Purworejo merupakan daerah berbentuk kabupaten yang
berada dalam wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah
dengan pusat pemerintahannyaberada di kecamatan Purworejo.
Wilayah kabupaten Purworejo berbatasan dengan beberapa
kabupaten. Di sebelah utara berbatasan dengan kabupaten
Magelang dan kabupaten Wonosobo. Sedangkan sebelah
barat berbatasan dengan kabupaten Kebumen. Sebelah timur
berbatasan dengan kabupaten Kulonprogo (DI Yogyakarta).

129



130

LAPORAN KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN DI INDONESIA TAHUN 2013

Sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera
Indonesia.

Wilayah Kabupaten Purworejo mencakup areal seluas
1.034,80 km2. Wilayah tersebut terbagi ke dalam 16 kecamatan
yang dihuni oleh --menurut sensus penduduk tahun 2010 tercatat
sebanyak 695.427 jiwa. Dari jumlah tersebut, agama Islam
berkembang cukup baik di kalangan masyarakat, meskipun ada
perbedaan antara santri dan kejawen (khususnya orang Jawa).
Agama lain yang dianut adalah Kristen (7.621 jiwa), Katolik (6.624
jiwa), Buddha (723 jiwa), Hindu (61 jiwa), Konghucu (47 jiwa). Di
Purworejo juga terdapat beberapa aliran kepercayaan.

Di internal agama Islam, Nahdlatul Ulama (NU) merupakan
organisasi sosial keagamaan terbesar di Kabupaten Purworejo.
Kemudian disusul oleh Muhammadiyah. Beberapa organisasi
kemasyarakatan Islam yang tidak terlalu besar juga hidup di
Purworejo, seperti Majlis Tafsir Al-Quran (MTA), Lembaga
Dakwah Islam Indonesia (LDII), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),
Ahmadiyah, dan lain-lain.

Sebagaimana diketahui, Jawa Tengah merupakan salah satu
“basis” gerakan dakwah MTA, jika dilihat dari titik sentrumnya
yaitu Surakarta, atau yanglebih dikenal sebagai Solo. Perkembangan
dakwah MTA cukup pesat di daerah-daerah kabupaten/kota di
provinsi Jawa Tengah, salah satu di antaranya adalah di Kabupaten
Purworejo. Terjadi peningkatan aktivitas MTA di Kabupaten
Purworejo, di mana kegiatan-kegiatan dakwah semakin intensif
dilakukan di tempat-tempat tertentu.

Tempat yang sering kali menjadi pusat kegiatan MTA di
Jawa Tengah adalah adalah Gedung Majlis Tafsir Al-Qur'an yang
terletak di Pangen, Juru Tengah, RT 2 RW 5, No 52, Purworejo. Di
samping itu juga di rumah Suroso Margo Prayitno, SKM, atau yang
biasa dipanggil Pak Margo, yang terletak di desa Prigelan RT 2 RW
03 Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo. Di luar itu gerakan
dakwah MTA juga dilakukan dalam metode dakwah langsung
dengan mendatangi rumah-rumah warga. Masifnya gerakan ini
merupakan indikasi akan adanya rencana dari simpatisan MTA
untuk meresmikan cabang MTA di Kabupaten Purworejo.”

Oleh sebagaian kalangan, keberadaan MTA di Kabupaten
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Purworejo memicu eskalasi potensi konflik horizontal di tengah
masyarakat Kabupaten Purworejo. Potensi konflik terpendam
cukup mengkhawatirkan karena dalam banyak aspek, mulai
dari fikih hingga model aktivitas, terjadi penolakan oleh warga
setempat terhadap aktivitas kelompok ini. Salah satu pemicu
penolakan warga adalah materi dan metode dakwah MTA yang
dinilai provokatif dan kurang menghargai perbedaan fighiyah
serta cenderung melecehkan kelompok keagamaan lain.®

Potensi konflik ini kemudian menjadi letupan-letupan
ketegangan di Purworejo. Konflik ini terjadi karena pihak
mayoritas, dalam hal ini warga yang secara syariah berafiliasi pada
NU, tidak dapat menerima keberadaan minoritas yang dianggap
bertentangan dengan aspek-aspek mainstream di tengah-tengah
masyarakat. Apa yang dilakukan oleh MTA dipandang telah
menegasikan keberadaan kebiasaan kultural yang sudah mengakar
di tengah-tengah Masyarakat. Warga mayoritas keberatan
dengan hal itu. Warga Desa Prigelan Kecamatan Pituruh bahkan
melakukan penolakan secara resmi melalui surat dan pernyataan
tertulis berkaitan dengan hal tersebut.

Dalam sebuah Surat Pernyataan warga Prigelan tanggal 12
Juli 2013 memuat alasan penolakan warga terhadap MTA. Dalam
surat itu dinyatakan bahwa alasan penolakan mereka karena
masyarakat tidak menerima ajaran organisasi tersebut yang dinilai
bertentangan dengan istiadat Desa Prigelan, seperti meniadakan
tahlilan, selamatan atau kenduren (kenduri), serta tata cara/
perlakuan terhadap orang meninggal dunia yang berbeda dengan
adat dan tata cara masyarakat Prigelan.

Namun MTA tidak serta merta menerima pernyataan dari
mayoritas warga Prigelan. Sehingga hal itu berkembang menjadi
ketegangan lebih lanjut. Masing-masing pihak bersikukuh dengan
argumen disertai dengan alasan-alasan pembenarnya masing-
masing, tanpa dapat mendapat keputusan dari “hakim yang
dianggap dapat memutus’, siapa yang benar dan salah. Hal ini
terus-menerus terpendam di tengah-tengah masyarakat Prigelan
Pituruh, kemudian menjadi akar permasalahan, dipersoalkan dan
dipertentangkan sehingga memicu konflik.

Bentuk penolakan nyata-nyata dilakukan oleh masyarakat
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Kabupaten Purworejo, khususnya masyarakat yang bersinggungan
langsung dengan aktivitas MTA Purworejo seperti di Kecamatan
Pituruh. Masyarakat Pituruh juga membuat surat pernyataan
keberatan terhadap aktivitas MTA yang ada di lingkungannya. Surat
tersebut ditujukan secara langsung kepada MTA, dan ditembuskan
kepada unsur Muspida Purworejo dan Muspika Pituruh.

Berikut ini adalah beberapa dokumen resmi yang
menunjukkan penolakan warga berkaitan dengan aktivitas dakwah
MTA di Purworejo:

a) Surat Pernyataan Warga Tentang Penolakan IMB Untuk
Tempat Tinggal dan Usaha tanggal 12 Juli 2013.7 Surat ini
berisi pernyataan warga untuk menolak permohonan Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Bapak Suroso
Margo Prayitno (simpatisan MTA) yang sedianya akan
digunakan sebagai sekretariat MTA Pituruh. Di dalam surat
ini, warga juga mengajukan permohonan agar aktivitas MTA
dipindahkan ke tempat lain.

b) Penolakan warga yang termuat dalam Berita Acara tentang
Pengaduan dan Penolakan warga Desa Prigelan tentang
Kegiatan MTA yang Berlokasi di RT 02 RW 03 Dusun
Krajan Kidul, Desa Prigelan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten
Purworejo.® Berita Acara tersebut didasarkan pada pengaduan
langsung yang disampaikan kepada Kepala Desa Prigelan.

c) Surat Pengaduan warga Desa Prigelan kepada Bupati
Purworejo tentang penolakan keberadaan kegiatan MTA
yang berlokasi di Dusun Krajan Kidul RT 02 RW 03 Desa
Prigelan tanggal 12 September 2013.°

Selain penolakan dalam bentuk surat, penolakan juga
ditunjukkan oleh warga Desa Prigelan dengan pemasangan
spanduk penolakan terhadap aktivitas jemaah MTA di wilayah
Desa Prigelan. Bahkan warga desa juga melakukan intimidasi
kepada Jemaah MTA agar mereka menurunkan spanduk milik
jemaah MTA vyang bertuliskan “Tempat Pengajian MTA” di
depan rumah Bp. Suroso Margo Prayitno. Warga juga melakukan
pembatasan aksesibilitas Jemaah MTA. Pada tanggal 07 September
2013, warga memblokir jalan masuk desa menuju lokasi pengajian
MTA.
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Resistensi bukan hanya datang dari warga Pigelan. Peryataan
penolakan terhadap aktivitas jemaah MTA juga datang dari
berbagai tokoh agama Purworejo, serta berbagai organisasi
keagamaan Islam di Purworejo, seperti PCNU Purworejo, MUI
Purworejo, dan PP Muhammadiyah Purworejo."

Penolakan warga memuncak pada tanggal 28 September 2013.

Penolakan warga terhadap aktivitas jemaah MTA di Desa
Prigelan diekspresikan dengan tindakan yanglebih keras, meskipun
hanya dengan ekspresi verbal bukan kekerasan fisik. Pada tanggal
itu, ratusan warga Desa Prigelan mengusir jamaah dalam pengajian
akbar MTA yang diselenggarakan di desa tersebut. Kejadian ini
membuat jemaah MTA panik dan mengamankan diri masing-
masing. Bahkan ada 6 (enam) orang dari unsur MTA yang yang
harus dilindungi oleh aparat untuk mencegah terjadinya hal-hal
yang tidak diinginkan dan juga menghindari meluasnya kerusuhan
karena emosi warga Prigelan yang tidak bisa terbendung lagi.

Prakarsa Pemerintah

Konflik antara warga dengan jamaah MTA sebenarnya
tidak hanya terjadi di daerah Purworejo. Di daerah-daerah lain
di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga muncul letupan-letupan
konflik serupa. Sebagai contoh, di Blora kerap terjadi konflik
antara warga dengan jamaah MTA. Bahkan penolakan terhadap
MTA menjurus pada kekerasan fisik. Penolakan terhadap
kelompok MTA juga terjadi di daerah Gresik, bahkan DPRD
Gresik secara langsung meminta atau memberi rekomendasi
kepada Pemerintah Daerah Gresik untuk membubarkan MTA di
wilayah hukum Kota Gresik. Artinya dalam kasus di Gresik ini
ada intervensi dari penyelenggara negara di tingkat lokal untuk
mengupayakan penghapusan kaum minoritas beragama dan
berkeyakinan di wilayahnya. Pemerintah Daerah memilih untuk
menjadi aktor intoleransi dan diskriminasi

Berbeda dengan apa yang terjadi di Blora dan Gresik,
konflik antara warga dengan jamaah MTA di Purworejo tidak
pernah berujung pada kekerasan fisik, serta tidak ada sedikit pun
intervensi pemerintah dalam usaha untuk membubarkan MTA.
Hal ini terjadi berkat komitmen Pemerintah Daerah Purworejo
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bersama seluruh jajaran pemerintahan dari mulai Bupati, DPRD,
Bakesbangpol, Kapolres Purworejo untuk menjaga kerukunan
umat beragama di daerah Purworejo.

Ekspresi tidak adanya kehendak untuk melarang atau
membubarkan MTA (dan kelompok) lainnya dinyatakan oleh
aparat Kesbangpol Purworejo bahwa, “Pemerintah Purworejo
tidak berhak untuk melarang berkembangnya sebuah keyakinan
atau paham apapun karena setiap keyakinan itu memiliki dasar
ideologis masing-masing dan tidak ada aturan pelarangan baik dari
instansi terkait seperti Departemen Agama ataupun Kementerian
Dalam Negeri.”"!

Pengusiran jemaah pengajian yang terjadi pada tanggal 28
September 2013 tidak sampai berujung pada kekerasan fisik berkat
inisiatif dari Jajaran Pemerintah Kecamatan dan Polsek atau biasa
dikenal dengan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika).
Muspika Pituruh Purworejo berinisiatif untuk mengungsikan 6
tokoh MTA (Bpk. Suroso Margo Prayitno, Bpk. Pargitno, dan Bpk.
Sukardi beserta keluarganya) ke tempat yang lebih aman untuk
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.'> Hal ini merupakan
langkah konkret di Muspika Pituruh Purworejo dalam mengurangi
eskalasi potensi konflik.

Di samping itu, Muspika Pituruh juga melakukan langkah
antisipatif untuk meredam potensi konflik. Muspika memprakarsai
pemindahan basis kegiatan MTA yang dulunya berada di Desa
Prigelan ke tempat baru yang bertempat di Desa Kalikotes.
Pemindahan ini juga diterima dengan baik oleh MTA.

Pemindahan ini dilakukan bukan dalam rangka
meminggirkan jamaah MTA, namun atas dasar upaya untuk
memberikan tempat yang lebih kondusif bagi MTA. Realitas
warga Prigelan yang kurang sepaham dengan adanya MTA
berkaitan dengan rencana menempatkan Prigelan sebagai
tempat atau basis aktivitas dakwah MTA. Hal tersebut kemudian
ditunjukkan warga desa dengan beberapa dokumen penolakan
warga yang dilampirkan kepada pemerintah daerah Purworejo
berdasarkan atas musyawarah desa.

Hal ini juga berkesesuaian dengan indikasi yang ditangkap
oleh pihak Muspika bahwa MTA sesungguhnya sedang melakukan
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upaya untuk membangun basis kegiatan di Kecamatan Pituruh
Purworejo. Dengan pemindahan ini pihak Pemerintah lokal
menganalisis dan mengharapkan bahwa penolakan terhadap MTA
yang terjadi di Desa Kalikotes tidak sekeras dengan apa yang terjadi
di Desa Prigelan dan dengan itu diharapkan mampu berkembang
di daerah tersebut."

Komitmen mewujudkan kebebasan beragama/berkeyakinan
juga ditunjukkan oleh Pemerintah Daerah Purworejo, yaitu
dengan membentuk Forum Kerukunan Ummat Beragama
Kabupaten Purworejo (FKUB) dan mengoptimalkan peran-
peran FKUB sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah
dalam pengupayaan kerukunan ummat beragama di wilayah
Purworejo. KH Junaidi Jazuli, Ketua FKUB Purworejo, kepada
pemantau SETARA Institute menuturkan bahwa perbedaan itu
selalu ada dalam kehidupan manusia. Perbedaan tersebut tidak
boleh dijadikan alasan pembenar untuk melakukan tindakan
diskriminatif atau menjelek-jelekkan kelompok lain, apalagi
melakukan penyerangan terhadap keberadaan paham baru
yang berbeda untuk berkembang. Prinsip inilah yang kemudian
dijadikan pedoman bersama dalam menjalankan kegiatan FKUB
Purworejo.

Salah satu catatan positif yang pernah dilakukan oleh
lembaga ini adalah menginisiasi dialog antar warga Purworejo,
MTA, dan organisasi-organisasi keagamaan Islam lainnya.
Jauh sebelum konflik warga di Desa Prigelan, FKUB sudah
melaksanakan dialog yang difasilitasi sepenuhnya oleh
Pemerintah Daerah Purworejo, seperti penyediaan tempat,
keamanan dan lain-lain. Pada tanggal 16 Mei 2011 dialog
tersebut dihadiri Wakil Bupati, Kapolres. Hadir pula Ketua
Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua PCNU serta jajaran
pengurus NU dan Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah.
Dialog dipandu oleh Pengurus FKUB."

Upaya untuk meredam potensi konflik dan mewujudkan
kedamaian antar umat beragama yang beragam tidak hanya
dilakukan oleh unsur Muspika dan Pemda, akan tetapi juga oleh
pemerintah di tingkat desa-desa. Komitmen tersebut telah muncul
pada tataran perangkat desa di lingkungan Pemda Purworejo.
Sebagai bukti komitmen tersebut, dalam kasus konflik warga
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dengan jamaah MTA, perangkat desa berupaya sebisa mungkin
untuk meredam kemungkinan terjadinya konflik antara kedua
belah pihak, seperti mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai
elemen masyarakat. Pada tanggal 23 Agustus 2013 pemerintah
Desa Prigelan mengadakan rapat koordinasi antara warga Desa
Prigelan, tokoh agama, tokoh masyarakat, Karang Taruna dan
simpatisan/pengurus MTA yang ada di Desa Prigelan.”” Dalam
musyawarah tersebut terdapat beberapa penekanan, antara lain,
agar seluruh umat beragama di Desa Prigelan menjaga kerukunan
meskipun berbeda-beda kelompok pengajian. Selain itu, seluruh
warga dijamin hak-haknya untuk beraspirasi sepanjang tidak
dengan tindakan-tindakan kekerasan dan cara-cara yang melawan
hukum. Dalam musyawarah juga ditekankan jaminan bahwa
penolakan warga Prigelan atas tempat kegiatan MTA di Desa
Prigelan akan ditampung dan dicarikan solusi bersama kepada
Muspika dengan juga tidak merugikan pihak MTA.

Komitmen lain yang ditunjukkan oleh pemerintah Desa
Prigelan adalah memediasi agar enam orang yang berhasil
diungsikan jelang peristiwa tanggal 28 September 2013, dapat
kembali diterima oleh masyarakat Desa Prigelan. Akhirnya pada
tanggal 05 Desember, Kepala Desa bersama dengan Tim Pembela
Muslim berhasil meyakinkan warga untuk menerima kembali ke
enam orang tersebut tanpa syarat apapun.'®

Refleksi

Apa yang berlangsung di Purworejo merefleksikan potret
yang berbeda dengan sebagian besar daerah lainnya yang memilih
preferensi dan bahkan mengambil kebijakan yang intoleran
dan diskriminatif dalam berbagai konflik berdimensi agama/
keyakinan. Purworejo juga memberikan beberapa pelajaran untuk
kita semua. Pertama, bahwa resolusi konflik apalagi yang bersifat
sensitif yang berdimensi keyakinan harus dimulai dengan posisi
untuk mengenali masalah sedalam-dalamnya sehingga dipahami
apa masalah sesungguhnya. Kedua, penyelesaian ketegangan
yang menyangkut agama/keyakinan membutuhkan komitmen
yang serius dari berbagai pihak dan inisiatif yang kuat dan segera
dari Pemerintah. Ketiga, dan ini yang terpenting, Pemerintah (di
level apapun) harus berposisi netral berada di atas dan menjadi
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payung bagi seluruh kepentingan dan aspirasi warga negara.
Dengan demikian penyelenggara negara dapat mengakumulasi
kepentingan seluruh pihak dan kemudian mengambil inisiatif-
inisiatif kebijakan yang adil bagi seluruh pihak.

C. Konstitusi sebagai Panduan Sikap dan Kebijakan: Kasus Gereja
Tambora dan Lurah Susan Jasmine di DKI Jakarta!”

Persoalan pendirian rumah ibadah di Indonesia, termasuk
di DKI Jakarta sebagai miniaturnya, masih menyisakan persoalan
yang sangat akut. Salah satu masalah fundamental pendirian rumah
ibadah adalah berkaitan dengan substansi regulasinya itu sendiri,
yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendirian
Rumah Ibadah. Di satu sisi peraturan tersebut ingin mengatur soal
pendirian rumah ibadah, namun sisi lain, peraturan ini berakibat

pada kesulitan kelompok minoritas untuk mendirikan rumah
ibadah.

Kesulitan ini sering muncul pada aturan persetujuan atas izin
dari masyarakat sekitar, di mana rumah ibadah akan dibangun. Selain
itu, dengan sulitnya mendapatkan tanda tangan warga masyarakat
mayoritas sekitar, Pemerintah Daerah juga meneguhkan sikap
intolerannya untuk tidak mengeluarkan izin prinsipal pendirian rumah
ibadah tersebut. Di luar masalah “administratif ” tersebut, cenderung
menguat tindakan kelompok-kelompok intoleran untuk menghakimi
pendirian rumah ibadah dengan aneka tuduhan dan provokasi bahwa
keberadaan rumah- rumah ibadah kelompok minoritas tertentu dinilai
ilegal dan liar.

Sejak 5 tahun terakhir tercatat 20 persoalan gereja yang ada
di Jakarta dan tindakan intoleransi, di antaranya intimidasi, teror,
perusakan dan pelarangan penempatan pejabat pemerintahan atas
identitas agama. Di antaranya, pendirian rumah ibadah Jemaat Gereja
Pantekosta di Indonesia (GPDI) Immanuel Sukapura, Cilincing, Jakarta
Utara (2007), Gereja Bethel Indonesia (GBI) Semper, Tanjung Priok
(2008), Gereja GAPEMBRI di Tambora, Jakarta Barat (2009), Gereja
St.Yohannes Maria Vianney, Cilangkap, Jakarta Timur (2010), dan
Gereja Katolik Paroki Santa Maria di Kalvari, Lubang Buaya, Pondok
Gede, Jakarta Timur (2011).'8
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Di tahun 2013, salah satu masalah yang mengemuka adalah
pendirian rumah ibadah berupa Gereja Katolik Paroki Damai Kristus,
di Jalan Duri Selatan V/29 Rt 0015/05, Kecamatan Tambora, Jakarta
Barat. Penolakan sekelompok warga menjadi keprihatinan publik dan
sekaligus perhatian Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Persoalan
pelarangan pendirian rumah ibadah yang masih terjadi di Jakarta, di
mana kemajemukan dan keberagaman warga Jakarta yang terdiri dari
berbagai suku dan agama.

Selain kasus pendirian rumah ibadah, pada tahun 2013 juga
mengemuka kasus penolakan pejabat publik, yaitu Susan Jasmine
Zulkifli yang diangkat oleh Gubernur Joko Widodo sebagai Lurah
Lenteng Agung Jakarta Selatan.

Apa yang dilakukan Pemerintah Daerah, dalam Hal ini
Gubernur dan Wakil Gubernur, atas dua kasus tersebut yang
mengemuka pada tahun 2013 seharusnya dapat menjadi contoh bagi
provinsi lain, bagaimana mengelola dan menjamin kerukunan umat
beragama dalam beribadah dan menjalankan keyakinannya sesuai
dengan konstitusi negara Indonesia.

1. Penolakan Pendirian Gereja Katolik Paroki Damai Kristus,
Tambora

Gereja Katolik Paroki Damai Kristus yang ditolak oleh
beberapa kelompok intoleran terletak di kelurahan Duri Selatan.
Melihat profil demografis sekilas kelurahan Duri Selatan tampak
bahwa daerah ini plural-multikultural. Dengan luas 24,3 Ha yang
dihuni oleh penduduk sejumlah 14.096 jiwa serta kepadatan
41.458 jiwa/km2, Kelurahan Duri Selatan terdiri dari pemeluk
tiga agama besar, yaitu Islam sebanyak 9.215 jiwa, lalu Protestan
sejumlah 1.457 jiwa, dan Katolik sebesar 296 jiwa.

Secara sosio-kultural, tipikal masyarakat Kelurahan Duri
Selatan yang multietnik dan majemuk dipandang guyub, kompak
dan terjalin kebersamaan yang baik. Selain komunitas-komunitas
kedaerahan seperti komunitas Kebumen, komunitas Pekalongan,
komunitas Solo, komunitas Banten, dan sebagainya. Di samping itu
di kelurahan Duri Selatan terdapat klub-klub sepak bola, sanggar
kesenian, pencak silat, sampai dengan komunitas sepeda. Terkait
dengan sarana ibadah, saat ini di Kelurahan Duri Selatan terdapat
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4 masjid, 10 mushola, 1 gereja, dan 2 vihara."

Secara makro, dari proporsi jumlah tersebut harus dikatakan
secara objektif bahwa penambahan 1 gereja bagi umat Kristiani
merupakan sesuatu yang wajar. Namun urusan mendirikan rumah
ibadah bagi kelompok minoritas di beberapa daerah bukanlah
perkara mudah. Demikian halnya dengan rencana pendirian
gereja di Kelurahan Duri Selatan, Tambora.

Pada hari Minggu, tanggal 21 April 2013, sekitar pukul
10.00 WIB, seratusan orang yang menamakan dirinya Forum
Kerjasama Masjid-Musholla-Majelis Talim (FKM3T) Duri
Selatan, Tambora, Jakarta Barat, melakukan demonstrasi
penolakan rencana pembangunan gereja Paroki Damai Kritus
yang terletak di sekolah Yayasan Bunda Hati Kudus yang
beralamat di Jalan Duri Selatan V No. 29 RT 12 RW 02 Kelurahan
Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Penolakan
mereka didasarkan pada tuduhan bahwa rencana pembangunan
gereja tidak memiliki izin, karenanya bersifat ilegal. Bukan hanya
itu, massa juga menyampaikan tuduhan bahwa proses perizinan
dalam rangka pembangunan gereja tersebut telah diwarnaidengan
manipulasi surat persetujuan warga dengan mencantumkan
tanda tangan palsu,” agar sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat
2 (b) Peraturan Bersama Menteri Agama dan menteri dalam
Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006 Pedoman
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayan
Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah
Ibadah. Rencana pembangunan tempat ibadah dibangun di
atas lahan sekolah milik Yayasan Bunda Hati Kudus. Di dalam
pelataran sekolah itu terdapat sebuah gereja yang selama ini telah
digunakan oleh Paroki Damai Kristus untuk pelayanan Misa dan
berbagai kegiatan keagamaan lainnya.

Sebenarnya Paroki Damai Kristus di Kelurahan Duri
Tambora sudah berdiri cikal bakalnya sejak tahun 1968. Pihak
gereja telah menerima surat dari RT/RW setempat yang tidak
keberatan atas pembangunan rumah ibadah tersebut.

Sebagaimana diketahui, sejak rencana pembangunan Gereja
yang bertempat di aula Paroki tersebut pada dua tahun yang
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lalu warga sekitar setempat beberapa kali melakukan aksi protes
pembangunan gereja. Bahkan pada perayaan Malam Natal tahun
2001, digegerkan dengan penemuan paket mencurigakan yang
diduga bom.

Pada tahun 2007, massa juga melakukan protes menolak
pembangunan gereja. Dalam aksi unjuk rasa tersebut massa
mengajukan beberapa tuntutan yang disampaikan kepada pihak
gereja Damai Kritus, Tambora. Berikut tuntutan dari massa
pengunjuk rasa yang pada waktu itu diterima oleh Romo Widyo:*!

1. Tidak boleh ada pembangunan

2. Tidak boleh mengajukan perubahan peruntukan.

3. Pemerintah tingkat manapun tidak boleh memberikan izin
bila pihak pemohon mengajukan lagi

4. Pemerintah agar memberi pengarahan kepada pemohon
untuk jangan pernah lagi mengajukan permohonan

Aksi demonstrasi pada tanggal 21 April ini didahului oleh
beredarnya informasi melalui pesan berantai yang menyatakan
“Gereja di Tambora Mau Diserang” oleh kelompok radikal yang
menamakan diri FKM3T Duri Selatan ke Gereja Katolik Damai
Kristus di Duri Selatan Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, hal ini
dibenarkan oleh pihak kepolisian.

Pada hari H aksi penolakan tersebut, para pendemo
memasang dua buah spanduk di pagar sekolah yang berisi
tanda tangan warga yang menolak pembangunan tersebut dan
menduduki gerbang sekolah dengan cara memblokir, sementara
di dalam gereja ada sekitar 50 umat yang sedang melakukan misa
bersama Romo Matheus Widyolestari. Aksi demonstrasi ini adalah
aksi lanjutan setelah aksi unjuk rasa sebelumnya pada tanggal 15
Februari 2013, di mana ada sekitar 200 orang sekitar jam 13.00
WIB, yang mendatangi Paroki Damai Kristus untuk menutup
kegiatan pembangunan gereja. Pada kesempatan ini perwakilan
pendemo diterima pihak gereja yang didampingi oleh FKUB,
Kapolsek Tambora dan Wakapolres Jakarta Selatan.

Setelah melakukan demonstrasi dan bertemu perwakilan
gereja, massa melanjutkan demonstrasi di Balaikota DKI Jakarta.

Massa yang terdiri dari FKM3T, FPPI, FBR Gempur, dan FUL
Dalam orasinya massa mengatakan bahwa Paroki Kampung Duri,
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dimana gereja Damai Kristus akan berdiri telah berani menistakan
kewibawaan pemerintah Republik Indonesia dan menolak segala
upaya perubahan fungsi fasilitas sosial sekolah damai menjadi
gereja.

Massa juga membentangkan spanduk berisi pernyataan-
pernyataan, antara lain sebagai berikut:
“Usut tuntas mafia perizinan pembangunan rumah ibadah

jajaran pemerintah DKI Jakarta, Komisi Perizinaan DPRD
DKI Jakarta”

“Tindak tegas oknum penjabat pemerintah DKI Jakarta
dan wakil rakyat yang sengaja merongrong kewibawaan
pemerintah dengan membenturkan umat beragama di
wilayah Duri Selatan”

“Mari bersama-sama kita hancurkan segala bentuk upaya
pembodohan umat yang dilakukan birokrasi pemerintah
daerah DKI Jakarta”

“BUBARKAN !II”

Dengan adanya upaya pemaksaan penutupan pembangunan
gereja tersebut, telah dilakukan berbagai dialog dan upaya
penyelesaian. Pihak gereja telah berupaya untuk berdialog dengan
masyarakat penentang pendirian gereja, aparat pemerintah
setempat dari kelurahan, kecamatan, walikota dan Gubernur serta
aparat kepolisian dan FKUB DKI Jakarta.

Prakarsa Gubernur Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mendatangi
dan mencari solusi terhadap warga yang menolak rencana
pembangunan gereja Paroki Damai Kritus pada tanggal 12 April
2013, dalam kunjungannya diadakan pertemuan mediasi dengan
warga yang selama ini menolak pembangunan gereja di dalam
kompleks Masjid Jami Al Ulama, Jalan Duri Selatan, Tambora,
Jakarta Barat.*

Suasana kondusif dan nyaman di tengah masyarakat menjadi
perhatian perhatian serius orang nomor satu di DKI Jakarta ini.
Dalam pertemuan mediasi tersebut, Jokowi ingin mendengar
langsung dari warga soal permasalahan penolakan warga, mencari
solusi dan mengingatkan semua pihak untuk saling menghargai
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norma kepatutan dan kesantunan serta meminta pentingnya
komunikasi yang baik antara tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Jokowi juga menggarisbawahi bahwa persoalan penolakan
pembangunan gereja, bila tidak ditangani secara cepat akan
menjadi sebuah masalah yang lebih membesar.

Pasca kunjungan atau blusukan Jokowi yang menjadi
kebiasaan Gubernur DKI Jakarta ini untuk mengetahui
permasalahan masyarakat Jakarta, sampai saat ini gangguan
terhadap jemaat gereja Damai Kritus Tambora untuk beribadah
sudah tidak ada lagi. Bahkan Izin Prinsip peruntukan pendirian
gereja sudah dikeluarkan oleh Gubernur.”

Massa Intoleran Menolak Lurah Susan, Mendagri Mendukung
Mereka*

Gubernur DKI Joko Widodo menempatkan Lurah Susan
Jasmine di Lenteng Agung sejak Juli 2013. Lurah Susan diangkat
sebagai lurah setelah lolos “lelang jabatan” dalam pemerintahan
baru DKI Jakarta. Setelah penempatan Lurah Susan di Lenteng
Agung, dia didemo oleh 200-an orang masyarakat Lenteng Agung
yang menamakan diri Forum Penolakan Penempatan Lurah
Lenteng Agung dan belakangan berganti nama menjadi Forum
Warga Lenteng Agung, pada akhir Agustus 2013.

. - N /
Warga dan pemuka agama melakukan aksi menolak Lurah Susan di depan kantor Kelurahan
Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu 28 Agustus 2013.
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Penolakan Lurah Susan didasarkan pada beberapa alasan.
Pertama, Lurah Susan beragama Katholik. Kedua, jenis kelamin
Lurah Susan adalah perempuan. Ketiga, lokasi penempatan Lurah
Susan merupakan mayoritas muslim.

Terhadap argumentasi-argumentasi tersebut dapat kita nilai
bahwa kesemuanya bersifat diskriminatif dan inkonstitusional.
Diskriminasi, sebagai kita tahu, merupakan “Setiap pembatasan,
pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung
didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras,
etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis
kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan,
penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau
penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam
kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik,
ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”24
Sementara itu, di dalam konstitusi negara UUD NRI Tahun
1945 Pasal 27 Ayat (1) dinyatakan bahwa “segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya” Dalam pasal yang lain dalam Konstitusi,
yaitu Pasal 28D Ayat (3) ditegaskan bahwa: “Setiap warga negara
berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan?”
Dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum positif yang
berlaku di Indonesia, maka nyatalah bahwa segala argumentasi
di balik penolakan penempatan Lurah Susan merupakan
sesuatu yang diskriminatif dan inkonstitusional. Penolakan
tersebut menunjukkan lemahnya pemahaman warga negara
atas ketentuan-ketentuan hukum negara. Sikap penolakan
terhadap Lurah Susah menunjukkan tebalnya derajat intoleransi
di kalangan masyarakat kita yang bisa jadi bukan atas dasar
kesadaran spontan masyarakat akan tetapi dimobilisasi oleh
kelompok-kelompok intoleran yang “itu- itu” juga.

Pemantau SETARA Institute mendapat konfirmasi soal
mobilisasi kelompok intoleran ini. Menurut kesaksian warga
yang sempat diwawancarai saat berada di lokasi unjuk rasa,
dia mengakui bahwa mereka pada awalnya tidak mengetahui
permasalahan serta ajakan untuk ikut berdemo pada hari
itu. Mereka hanya diberitahu bahwa mereka diundang untuk
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melakukan pengajian. Selain itu, menurut beberapa warga, para
pendemo itu sebagian besar bukan penduduk Kelurahan Lenteng
Agung.®

Yang lebih ironis lagi, Menteri Dalam Negeri, Gamawan
Fauzi, ikut angkat bicara dan menunjukkan ketundukan pada
kehendak kelompok intoleran dan mengekspresikan lemahnya
pemahaman akan ketentuan konstitusi. Gamawan menyarankan
agar Gubernur Jokowi mempertimbangkan kembali keberadaan
Susan Jasmine sebagai Lurah di Lenteng Agung dan menyarankan
untuk memindahkan Susan Jasmine ke daerah non-muslim.
Pernyataan Mendagri ini menuai kecaman publik, bahkan publik
menyatakan ketidaktaatan Mendagri pada konstitusi negara, di
mana penempatan pejabat negara mestinya tidak dikaitkan dengan
agama dan keyakinan seseorang.

Apa yang disampaikan oleh Gamawan menimbulkan pro
dan kontra. Sikap pro tentunya disampaikan oleh para bawahan
Mendagri, yang menyebut apa yang dikatakan Mendagri sebagai
sesuatu yang patut dan tidak salah. Namun reaksi negatif terhadap
Gamawan Fauzi juga bermunculan di mana-mana, salah satunya
dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Laode
Ida. Kepada media, Wakil Ketua DPD Laode Ida pada tanggal
29 September 2013, menyatakan bahwa sikap Mendagri sangat
aneh dan terkesan bernuasa SARA (suku, agama, ras, dan antar-
golongan) saat meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
mengevaluasi penempatan Susan Jasmine Zulkifli yang non
muslim sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Secara tegas
Laode menyebut pernyataan Mendagri itu sebagai sesuatu yang
“tak pantas diekspresikan oleh seorang pejabat negara, apalagi
Mendagri” Bahkan menurut Laode pernyataan Mendagri tersebut
membangun kesan bahwa Mendagri anti pluralisme. Sedangkan
pluralisme merupakan bagian dari realita sosial budaya yang
mendapat jaminan penuh dalam konstitusi negara.

Dalam pandangan SETARA Institute, pernyataan Mendagri
yang masih mempersoalkan perbedaan suku, agama dan ras
- padahal konstitusi negara jelas-jelas menjamin tiap-tiap
penduduknya memeluk agama sesuai dengan keyakinannya
masing-masing, dan berhak memilih dan dipilih dalam sistem
demokrasi dan pemerintahan negara- menunjukkan bahwa
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telah terjadi anomali konstitusional dalam begitu banyak
penyelenggaraan negara. Menteri Dalam Negeri seharusnya
memberi contoh kepada publik dengan cara mendukung secara
konsisten dengan kebijakan penempatan pejabat pemerintahan
dengan cara konstitusional dan mengedepankan meritokrasi.
Mendagri, sebagai penyelenggara negara seharusnya tidak boleh
tunduk kepada kemauan sekelompok orang yang bersikap dan
bertindak intoleran. Namun sikap Mendagri dalam kasus Lurah
Susan justru menunjukkan sebaliknya.

Secara objektif harus kita katakan bahwa sikap dan
pernyataan Menteri Dalam Negeri menunjukkan rendahnya
sensitivitas pejabat publik dalam kabinet Pemerintahan Presiden
SBY, sekaligus juga lemahnya derajat kenegarawanan masing-
masing mereka. Preferensi Gamawan Fauzi dalam kasus Lurah
Susan menambah panjang daftar menteri- menteri yang tidak
memiliki kompetensi yang memadai untuk menjadi pengayom,
pelindung, dan pelayan bagi seluruh warga negara, sebagaimana
telah menjadi fungsi historis negara dan penyelenggara negara.

Sikap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI adalah suatu hal
yang positif bagi kemajuan Indonesia dan bagi keberagaman dalam
kehidupan beragama/berkeyakinan, mereka berdua memilih
untuk tidak tunduk kepada kepentingan dan kehendak kelompok-
kelompok intoleran. Mereka kukuh berpegang pada amanat
konstitusi negara Republik Indonesia bahwa latar belakang
primordial seseorang bukanlah landasan dalam penunjukan dan
penempatan pejabat-pejabat publik dalam pemerintahan negara.

Gubernur Jokowi memilih untuk memahami permasalahan
secara jernih. Kesaksian salah satu warga Lenteng Agung bahwa
massa pendemo cenderung tidak tahu maksud demo dan warga
pendemo bukan warga Kelurahan Lenteng Agung juga sudah
diketahui oleh Gubernur Jokowi. Dalam pernyataannya kepada
media massa, Jokowi bahkan mengatakan permasalahan
sebenarnya penolakan penempatan lurah Susan lebih
terkait dengan persaingan di internal penempatan pejabat
pemerintahan.” Jokowi bersikap untuk menolak penolakan
kelompok intoleran tersebut dan tetap pada pendiriannya
untuk tidak goyah untuk mengganti atau memutasi Lurah
Susan ke kelurahan lainnya. Dia memilih berpegangan kepada
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ketentuan konstitusi bahwa agama bukanlah pertimbangan dalam
menentukan jabatan seseorang di dalam pemerintahan negara.

Sikap tegas Gubernur Jokowi tentang pemilihan dan
penempatan pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
ruang lingkup kerja tertentu didasarkan atas prestasi dan
kemampuannya. Bukan didasarkan pada faktor-faktor lain yang
bersifat primordial dan bisa menjurus pada diskriminasi dan
inkonstitusionalitas, seperti agama, suku, dan sebagainya.

Pernyataan Gubernur ini juga sangat didukung oleh Wakil
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikukuh tidak
akan memindahkan Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli
karena faktor agama dan desakan sekelompok orang. Lebih jelas
Wakil Gubernur menjelaskan, penempatan posisi kerja seseorang
bukan ditentukan oleh masalah primordialisme, tapi karena kinerja
meritokrasi orang tersebut.”” Dengan demikian Ahok, panggilan
Basuki, menjamin sepenuhnya bahwa Lurah Susan tidak akan
dipindahkan ke tempat lain. Bahkan, Ahok menyarankan kepada
Mendagri untuk belajar lagi mengenai UUD 1945.%

D. Islah dan Perdamaian Rakyat: Inisiatif Warga dalam Kasus
Syi’ah Sampang

Salah satu episode paling menggembirakan dalam cerita pilu
berkepanjangan Kasus Syi’ah Sampang adalah adanya proses islah dan
perdamaian antar warga yang berkonflik, yakni penyerang (pelaku) dan
pengungsi (korban).

Sebelumnya, sebenarnya ada beberapa harapan akan kemajuan
penanganan kasus yang menimpa warga Syi'ah Sampang Madura.
Sebagaimana diulas pada bab sebelumnya, pada tanggal 1 Juni 2013
sejumlah sepuluh warga Syi’ah Sampang perwakilan pengungsi
melakukan aksi naik sepeda onthel dari Surabaya ke Jakarta untuk
menemui Presiden SBY. Aksi ini mereka lakukan untuk mendorong
agar pemerintah pusat bersikap dan mengambil kebijakan lebih tegas
dalam melaksanakan kewajibannya untuk memulihkan hak-hak
korban penyerangan terhadap warga Syi’ah di Sampang. Mereka tiba di
Jakarta pada 16 Juni 2013.

Dari Jakarta, harapan tampaknya muncul. Pada 14 Juli 2013

146



STAGNASI KEBEBASAN BERAGAMA

Presiden SBY menemui sepuluh perwakilan pengungsi di kediamannya
di Cikeas. Dalam pertemuan ini SBY berjanji akan memulihkan hak-
hak korban dan bahkan berjanji memimpin langsung pertemuan
rekonsiliasi dengan para pihak yang terkait dengan peristiwa
penyerangan tersebut. Sayangnya sampai dengan saat ini SBY belum
dapat merealisasikan janji itu.

Upaya rekonsiliasi yang dijalankan pemerintah belakangan
tampak gamang dan masih jauh dari harapan. Tim rekonsiliasi yang
dikoordinatori Prof. Dr. Abdullah A’la yang juga rektor UIN Sunan
Ampel Surabaya berjalan lambat dan tanpa skema yang jelas.
Inisiatif- inisiatif masyarakat sipil justru dituduh oleh pemerintah
sebagai upaya memperkeruh keadaan. Gubernur Jatim menyatakan
bahwa pada bulan Desember 2013 pihaknya telah mengalokasikan
dana Rp 2,5 miliar dari APBD Jawa Timur guna membangun sekitar
150 rumah untuk relokasi masyarakat Syi’ah Sampang, namun hingga
kini belum ada kejelasan kapan program tersebut akan direalisasikan.
Sementara nasib para korban senantiasa terkatung-katung dan dihantui
dengan pelanggaran-pelanggaran ikutan.”

Islah Syiah-Sunni. Sejumlah warga Syiah dan Sunni asal Sampang Madura, saling bermaafan
usai pembacaan surat kesepakatan damai, saat Islah Warga Sunni-Syiah Sampang Madura di
pengungsian warga Syiah di Rusunawa Kompleks Puspa Agro Jemundo Sidoarjo, Senin (23/9).
Islah tersebut, menandai berakhirnya perselisihan dan konflik antara warga Syiah dan Sunni di
Sampang Madura pada khususnya, serta di Indonesia pada umumnya.

(ANTARA FOTO/Eric Ireng).

147



LAPORAN KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN DI INDONESIA TAHUN 2013

Namun, sesungguhnya konflik ini telah memiliki modal yang

sangat baik untuk sampai pada tahap resolusi, yaitu rekonsiliasi antar
elemen manusia dalam konflik; antara pelaku penyerangan dengan
korban penyerangan. Proses kultural di tingkat akar rumput ini
mencapai tahap yang sangat memberikan harapan (promising).

1.
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Kronologi*

Islah dan Piagam Perdamaian Rakyat sesungguhnya berawal
dari situasi kekecewaan pada diri warga masyarakat Sampang
yang melakukan penyerangan pada Agustus 2012. Kelompok
penyerang merasa kecewa karena tidak ada bantuan dari pihak-
pihak yang melakukan provokasi sehingga terjadi penyerangan
pada Bulan Agustus tersebut. Mengapa para penyerang kecewa
karena tidak dibantu? Sebab, sebagian penyerang juga mengalami
luka-luka bahkan ada juga yang dipenjara meskipun divonis sangat
ringan.

Setelah mereka berpikir dan merenung-renungkan apa yang
telah terjadi di kampung mereka, dan penyerangan yang telah
mereka lakukan, mereka sadar bahwa penyerangan yang mereka
lakukan tidak ada hubungannya dengan relasi Sunni-Syiah, akan
tetapi lebih disebabkan oleh adanya kepentingan-kepentingan
tertentu. Dengan kekecewaan dan kesadaran tersebut beberapa
orang penyerang mulai bertanya-tanya.

Keadaan demikian sesungguhnya merupakan modal bagus
untuk mendamaikan para pihak yang terlibat langsung dalam
konflik, yaitu penyerang dan korban. Sayang sekali, hal itu tidak
dimanfaatkan dengan baik dan segera oleh Tim Rekonsiliasi yang
diketuai oleh Prof. Dr. Abdullah Ala, Rektor IAIN Sunan Ampel
Surabaya. Hal itu bukan karena tidak adanya kemauan dari Prof
Ala, akan tetapi lebih disebabkan oleh terbatasnya mandat dan
kewenangan Tim Rekonsiliasi.”

Untuk tidak menyia-nyiakan situasi tersebut, Lembaga
Persatuan Umat Islam (LPUI) di Pamekasan memiliki inisiatif
untuk bergerak membantu Tim Rekonsiliasi. LPUI bergerak
langsung ke jantung masalah dalam kasus penyerangan, yakni
dengan menemui pihak-pihak yang melakukan penyerangan. Para
pelaku dikumpulkan oleh LPUI untuk kemudian diajak bicara
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baik-baik dari hati ke hati.

Dari beberapa perbincangan, lama kelamaan para pelaku
penyerangan menyadari sepenuhnya bahwa konflik yang ada
selama ini hanya merugikan warga. Aktor-aktor penggerak
islah mengaku sudah lelah dengan kebencian serta kekerasan.
Mereka ingin mengedepankan persatuan serta kerukunan dengan
cara memupus konflik yang bersumber dari salah paham dan
gencarnya provokasi yang terjadi kepada mereka. Konflik tersebut
mereka sadari telah menjauhkan mereka dari saudara mereka
sendiri, yakni pengungsi Syiah Sampang yang sekarang berdiam
di Rusunawa Puspo Agro Sidoarjo.*

Di samping membangun kesadaran, pelan-pelan mereka juga
menghidupkan komitmen islah dan persatuan dengan mereka
yang masih mengungsi di Sidoarjo. Mereka juga bersiap untuk
menyambut pengungsi Syiah pulang kembali ke tengah kehidupan
mereka di Karang Gayam dan Blu'uran dalam waktu yang mereka
harapkan tidak terlalu lama lagi.

Menurut keterangan warga pengungsi, pertemuan dalam
rangka membangun islah dan perdamaian, sudah dua kali
dilakukan selama dua pekan pada bulan September. Dimulai
dengan komunikasi via telepon dan dengan kehadiran perwakilan
warga dari kampung, terutama para tokoh dan penggerak
kekerasan yang telah secara bergantian berkunjung ke Rusunawa.

Berikutnya atas inisiatif mereka sendiri, diaturlah rencana
pertemuan di pengungsian warga Syiah, di Rumah Susun Puspo
Agro, Sidoarjo. Banyak warga yang ingin datang dan menemui
pengungsi di tempat pengungsian, namun karena keterbatasan
transportasi, hanya 50 orang warga yang bisa ikut menemui
pengungsi di Rusun Puspa Agro.

Mereka mendatangi tempat pengungsian warga Syiah
di Rumah Susun Puspa Agro, Kecamatan Taman, Kabupaten
Sidoarjo, pada hari Senin sore, tanggal 23 September 2013. Mereka
sepakat untuk berdamai dan ingin menjalani kehidupan secara
berdampingan dengan rukun. Kedatangan warga Desa Karang
Gayam, Blu'uran, dan Panden Kabupaten Sampang tersebut
disambut hangat warga Syi'ah di rusun Puspa Agro. Tidak sekadar
berkunjung, kedatangan warga Sunni ini dimaksudkan untuk
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meminta maaf dan mengajak islah atau damai dengan warga Syiah
di pengungsian.

Dalam pertemuan itu kedua belah pihak saling berpelukan,
saling meminta maaf dan berkomitmen untuk membangun
perdamaian dan bertekad mengajak pulang pengungsi dalam
waktu dekat. Substansi perdamaijan atau islah di antara mereka
sesungguhnya telah terjadi.

Kemudian mereka bersepakat untuk mengikat islah ini
dengan naskah atau piagam tertulis sehingga lebih mengikat
masing-masing, baik warga kampung maupun pengungsi, dan
dengan begitu juga lebih mudah melakukan sosialisasi kepada
pihak-pihak di luar mereka. Akhirnya, mereka menuangkan
kesepakatan islah mereka dalam sebuah piagam yang disebut
Piagam Perdamaian Rakyat, yang ditandatangani oleh perwakilan
warga kampung dan pengungsi.

Isi dari Piagam perdamaian tersebut, pada pokoknya adalah:

Pertama, kedua belah pihak menyatakan keinginan
untuk hidup bersatu kembali sebagai saudara, keluarga,
dan kerabat.

Kedua, kedua belah pihak bertekad untuk melupakan
perselisihan dan memperbaiki kesalahpahaman, Mereka
akan mengedepankan persatuan dan persaudaraan
satu sama lain. Mereka juga bertekad untuk saling
menghargai keyakinan masing-masing dan tidak
saling berdakwah kepada warga yang sudah memiliki
keyakinan.

Ketiga, kedua belah pihak menyatakan keinginan
kuat untuk menghapus rasa dendam dan mengubur
kebencian di antara mereka.

Inisiatif warga Sunni Sampang dan pengungsi Syiah
Sampang untuk melakukan islah dan menyatakan perdamaian
merupakan modal sangat mendasar bagi keseluruhan tahap
rekonsiliasi. Momentum dan inisiatif bagus yang telah dibangun
bersama oleh masyarakat akar rumput, perlu segera direspons
secara positif dan didukung oleh negara dengan cara mendorong
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percepatan rekonsiliasi yang sudah berjalan dan diprakarsai
secara langsung dari bawah oleh pihak-pihak yang terlibat
langsung dalam konflik. Pemerintah bisa memberikan dukungan
dengan kebijakan, akses serta mewujudkan program-program
pemberdayaan sebagai perekat rekonsiliasi.

Meskipun islah belum sempurna, tapi hal itu lebih
dari cukup bagi Tim Rekonsiliasi untuk melakukan
penyempurnaan-penyempurnaan. Berlandaskan pada islah
dan Piagam Perdamaian tersebut, cukuplah bagi Pemerintah
untuk memfasilitasi pemulangan pengungsi secara bertahap,
membangun rumah warga yang dirusak, serta meningkatkan
kesejahteraan warga dilokasi bekas konflik. Pemerintah juga perlu
memprogramkan secara serius untuk mengedukasi semua pihak
yang tidak setuju dengan proses islah yang sudah berlangsung.

Apresiasi Berbagai Kalangan

Proses islah yang dilakukan oleh para pihak mendapat
apresiasi dari beberapa kalangan. Jusuf Kalla, Mantan Wakil
Presiden RI, salah satu inisiator perdamaian RI dengan GAM,
inisiator Perjanjian Malino I dan II, yang juga Ketua Dewan Masjid
Indonesia serta Ketua Palang Merah Indonesia, mendukung islah
yang sudah dicapai oleh warga Sunni dan Syiah Sampang. JK
mendukung dalam bentuk rencana pertemuan dengan Gubernur
Jawa Timur Soekarwo.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi
Azra, yang juga Ketua Dewan Penasehat SETARA Institute,
menyatakan keyakinannya pada prospek rekonsiliasi. Ketua
Umum PBNU, KH Said Agqil Siradj, juga memberikan dukungan
moril atas islah yang sudah disepakati dengan cara menemui tim
pemrakarsa dan penanda tangan Piagam Perdamaian.

Bahkan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang
diwakili oleh salah satu anggotanya, Albert Hasibuan, berharap
agar islah yang sudah baik tersebut untuk segera disosialisasikan.
Harapan tersebut disampaikan Albert seusai menerima para
perwakilan warga Sampang di Kantor Wantimpres, Jakarta, pada
hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2013. Perwakilan warga yang hadir
antara lain Nur Tamam, Ketua Lembaga Persatuan Umat Islam
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(LPUI) Pamekasan dan kiai setempat KH Syuaibi, didampingi
oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Universalia (YLBHU).
Mereka datang untuk menjelaskan proses islah yang terjadi pada
23 September 2013.

Setelah mendapat keterangan lengkap dari perwakilan
dua belah pihak yang berkonflik, Albert meyakini bahwa islah
yang sudah terjadi merupakan sesuatu yang bersifat murni dari
kesadaran warga, tanpa ada rekayasa. Setelah itu, perlu diyakinkan
juga semua pihak yang masih ragu atas islah.

Keyakinan Albert berkorelasi dengan pernyataan berulang-
ulang warga yang menandatangani islah bahwa mereka sudah
lelah dengan konflik. Sejalan dengan Albert, Ketua LPUI
Nur Tamam mengatakan, islah yang sudah terjadi merupakan
kesepakatan bersama setelah dilakukan dengan berbagai cara,
salah satunya silaturahmi. Islah, kata dia, ditandatangani oleh 75
orang yang mewakili warga dan 35 orang dari kelompok Syi‘ah.

Pihaknya perlu bantuan dari semua pihak, terutama
pemerintah pusat, untuk menindaklanjuti islah. Pemerintah
diminta membantu untuk meyakinkan pihak-pihak yang masih
mempermasalahkan islah. Jika warga yang sudah melakukan
islah tidak didukung, ada kekhawatiran situasi tersebut akan
dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin ada perdamaian
untuk kembali memecah belah warga.

Namun, dukungan yang sangat besar dari berbagai kalangan,
pada akhirnya tidak akan banyak membantu progress yang sudah
dicapai, sebab mereka tidak berhubungan langsung dengan
pengambilan dan eksekusi kebijakan. Maka, dalam konteks ini
yang paling banyak ditunggu perannya untuk menindaklanjuti
islah adalah pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Respons Para Kyai, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

Hal besar yang dilakukan oleh para warga, bagi mereka sudah
lebih dari cukup untuk membangun kembali kehidupan yang
harmonis antara warga Sunni dengan warga Syiah. Yang mereka
tunggu hanyalah prakarsa pemerintah untuk segera memfasilitasi
pemulangan pengungsi ke kampung halaman mereka.

Namun, bagi kyai-kiyai dan pemerintah, baik daerah maupun
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pusat, hal itu belum cukup. Upaya sangat positif yang dilakukan
oleh warga tidak disambut baik oleh aparat-aparat pemerintah.
Beberapa di antara mereka justru mempertanyakan dan mencoba
memperlemah gerakan islah dari bawah ini dengan mencari-cari
alasan untuk tidak mendukung kegiatan ini.

Selama dan pasca islah terdapat gangguan terhadap pihak-
pihak yang berdamai. Aksesibilitas kepada pengungsi dibatasi.
Beberapa warga Sunni Sampang dipersulit untuk menemui
kerabat mereka Warga Syiah Sampang di Rusunawa Puspa Agro
Sidoarjo. Beberapa pihak yang mengaku mendapat perintah dari
Polsek bahkan berusaha mengancam menggagalkan kegiatan itu
dengan mempersulit masyarakat Sampang memasuki Rusunawa
Puspa Agro. Sementara itu pihak Polsek berdalih bahwa hal itu
merupakan perintah dari Polres.

Perdamaian yang telah dibangun juga diganggu oleh
kelompok intoleran. Warga Syiah yang kembali ke kampung
halaman setelah berdamai mendapat tekanan. Para penanda
tangan perdamaian Sampang ketika hendak pulang dicegat di
jalan di kampung oleh kelompok intoleran, dengan alasan mereka
tidak boleh menyusupkan pengungsi pulang.

Menurut YLBHU, berdasarkan laporan yang masuk,
kiai setempat juga berusaha mengganggu perdamaian. Warga
penggerak islah sempat dibawa oleh kepolisian untuk bertemu
kiai yang pernah memaksa warga Syiah untuk bertobat beberapa
waktu lalu.

Yang mengherankan adalah respons Pemerintah Pusat.
Meskipun perdamaian antarwarga yang bertikai di Sampang,
Madura, sudah terjadi, Menteri Agama Suryadharma Ali
malah mempermasalahkan perdamaian tersebut. Alasannya,
perdamaian atau islah tidak melibatkan pemerintah dan para
ulama setempat. Seperti diliput beberapa media, Suryadharma
mengatakan bahwa dirinya maupun jajaran pemerintah tidak
tahu-menahu soal islah tersebut. Ia mengaku tidak tahu siapa
pihak yang memediasi perdamaian. Bahkan Suryadharma malah
menuduh ada pihak yang ingin memanfaatkan konflik di Sampang.
Suryadharma menambahkan, pemerintah berkepentingan atas
terwujudnya rekonsiliasi di Sampang. Untuk itu, ia berharap
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proses rekonsiliasi dilakukan bersama-sama. Pemerintah, kata
dia, juga mempersilakan jika ada pihak yang ingin berpartisipasi
mewujudkan rekonsiliasi.

Bukannya merespons positif inisiatif warga yang terlibat
langsung dalam konflik untuk melakukan perdamaian,
Suryadharma Ali memilih untuk mencurigai proses islah. Dia
mengatakan bahwa pihak pemerintah tidak dilibatkan dan
ulama tidak diberitahu. Hal ini berkebalikan dengan pernyataan
warga yang menandatangani islah. Mereka menegaskan bahwa
apa yang mereka lakukan sudah atas sepengetahuan dan bahkan
arahan dari Prof. Abdullah Ala, Ketua Tim Rekonsiliasi yang
ditunjuk oleh Pemerintah.

Secara umum, apa yang dilakukan oleh pemerintah, baik
daerah maupun pusat dalam merespons islah dan perdamaian yang
sudah dicapai, sungguh mengecewakan. Pemerintah menutup
mata terhadap beberapa fakta bahwa rekonsiliasi dan resolusi
konflik yang relatif efektif itu adalah resolusi dan rekonsiliasi yang
dibangun dari lapis dalam konflik yaitu antar pihak yang terlibat
dalam konflik, bukan yang berasal dari luar dan dipaksakan dari
atas (top down).

Sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh para pihak
yang terlibat langsung dalam konflik sudah ada presedennya
di Indonesia, yaitu pada tragedi berdarah Sampit, Kalimantan
Tengah. Dalam konflik Sampit, proses resolusi diawali dengan
perdamaian kultural antarpihak. Para pihak, dalam konteks itu
perwakilan warga Madura dan warga Dayak Sampit, terlebih
dahulu membangun kesepahaman dan silaturahmi serta
musyawarah untuk menuju perdamaian. Masing-masing pihak
kemudian membuat kesepakatan-kesepakatan berkaitan dengan
substansi konflik dan penanganan situasi pasca konflik. “Islah”
antar pihak yang terlibat langsung ini kemudian diformalkan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD setempat dalam bentuk
Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Masyarakat Dampak
Konflik.

Kebijakan resolusi konflik multikultural demikian bersifat
bottom-up. Dasar pengambilan kebijakan adalah kesepakatan
para pihak untuk saling memberikan pengakuan satu sama lain
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atas identitas dan eksistensi masing-masing (politik rekognisi)
dan untuk hidup berdampingan satu sama lain secara damai
(peaceful co-existence). Kebijakan demikian jelas lebih efektif
dan efisien dibandingkan kebijakan resolusi konflik lainnya.
Kedamaian yang kini berkembang di Sampit lahir dari proses
kebijakan resolusi konflik yang bersifat bottom-up dan saling
mengakui di antara para pihak yang terlibat langsung dalam
konflik.** Keberhasilan resolusi konflik multikultural Sampit
yang bersifat bottom-up dapat dibandingkan dengan konflik
multikultural di daerah lain, sebut misalnya Poso dan Ambon
yang hingga kini masih bergejolak.

Maka, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat
merespons islah warga dalam Konflik Sampang dengan
memilih untuk mencurigai islah, menganggap diri pemerintah
pusat tinggi sehingga tersinggung karena merasa tidak
dilibatkan, merupakan cerminan sikap yang tidak tepat sebagai
penyelenggara negara. Mestinya pemerintah merekognisi
islah yang dilakukan oleh warga dan kemudian mendukung
bahkan, jika dibutuhkan, memformalkan islah tersebut dengan
menuangkannya secara formal menjadi dokumen legal negara
yang bersifat mengikat seluruh pihak termasuk pemerintah
itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh warga merupakan
inisiatif yang meringankan tanggung jawab dan kewajiban
pemerintah. Sehingga mestinya pemerintah berterima kasih,
mendukung, dan mengambil kebijakan-kebijakan negara untuk
menindaklanjuti islah tersebut.

E. Manajemen Keberagaman Sultan HB X di DI Yogyakarta*

Secara demografis, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta memiliki

populasi penduduk sebesar 3.457.491 jiwa. Dilihat dari komposisi
penduduk berdasarkan agama yang dianut dapat dirinci sebagai
berikut: Penduduk beragama Islam sebesar 3.179.129 jiwa (91,95 %),
yang beragama Kristen sebesar 94.268 jiwa (2,73 %), Katolik dianut
oleh sebesar 165.749 jiwa (4,79 %), pemeluk Hindu berjumlah 5.257
jiwa (0,15%), penganut Buddha sebesar 3.542 jiwa (0,10%), penduduk
beragama Konghucu sebesar 159 jiwa (0,00%), lainnya 506 jiwa
(0,01%).*
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Perkembangan tempat peribadatan di Yogyakarta memadai jika
dikaitkan dengan komposisi penduduk. Jumlah tempat ibadah di DI
Yogyakarta tercatat sebanyak 11.972 unit, yang terdiri dari tempat
peribadatan umat Islam yaitu masjid sebanyak 6.053 unit, langgar
3.588 unit, dan musala 1.928 unit. Sedangkan tempat peribadatan umat
Kristen terdiri dari gereja 195 unit dan rumah kebaktian sebanyak
23 unit. Tempat peribadatan umat Katolik terdiri dari gereja paroki
sebanyak 28 unit, stasi 39 unit, dan kapel 72 unit. Tempat peribadatan
umat Hindu terdiri dari pura 20 unit dan sanggar 2 unit. Sementara
tempat peribadatan umat Buddha dan Konghucu yaitu wihara dan
klenteng sebanyak 24 unit.’

Yogyakarta merupakan kota pendidikan, sekaligus kota
pariwisata dan pusat kebudayaan. Secara historis Yogyakarta pernah
menjadi ibukota negara Indonesia kala pemerintahan yang telah
dibangun di Jakarta sedang dalam keadaan darurat. Pada saat itu,
atas usulan dan nasihat dari Sri Sultan HB IX maka untuk sementara
ibukota Republik Indonesia berpindah di Yogyakarta hingga
persatuan bangsa dan pengakuan kedaulatan pun dapat terlaksana
dengan baik.

Mengingat sejarah masa lalu tersebut, dapat dikatakan bahwa
Yogyakarta merupakan salah satu bagian penting dalam sejarah RI,
terutama dari sisi ketatanegaraan. Eksistensi Republik Indonesia
dalam penggalan kritis sejarahnya tidak bisa dilepaskan dari peran
Yogyakarta. Dengan bantuan dan nasihat Sultan HB IX, Raja Keraton
Yogyakarta, RI berhasil mempertahankan kedaulatannya dari
ancaman penjajah.

Sebagaimana diketahui bersama, Yogyakarta saat ini merupakan
daerah istimewa yang di dalamnya terdapat berbagai keberagaman
budaya, selain itu dunia pendidikan yang ada juga menjadi salah
satu fokus tujuan dalam meniti karier pendidikan. Oleh karena
itu, Yogyakarta mewujud sebagai miniatur Indonesia yang plural-
multikultural.

Beraneka ragam latar belakang primordial berpenetrasi ke
Yogyakarta, seiring dengan banyaknya arus manusia yang menuju ke
Yogyakarta dalam rangka menuntut ilmu ataupun belajar mengenai
berbagai hal, khususnya kebudayaan. Dan hampir seluruh daerah
asal dari penjuru Indonesia yang mengirimkan mahasiswanya ke
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Yogyakarta memiliki ikatan keluarga mahasiswa di sini. Hal itu
berimplikasi pada semakin beragamnya kelompok-kelompok sosio-
kultural di dalam masyarakat DIY.

Situasi kebebasan beragama/berkeyakinan di Yogyakarta yang

relatif kondusif berkaitan dengan manajemen keberagaman yang
tidak mungkin bisa dilepaskan dari Yogyakarta. Peran Sultan
Hamengku Buwono IX, yang biasa disingkat dengan Sultan HB X,
sebagai poros kekuatan kebudayaan/kultural, bahkan kekuasaan politik
pasca disahkannya UU Keistimewaan DIY, bersifat sentral dalam
manajemen keberagaman tersebut.

1.

Sikap Sultan HB X tentang Ahmadiyah

Salah satu isu pokok yang menjelaskan potret intoleransi
di Indonesia adalah berkaitan dengan pelarangan Ahmadiyah.
Diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan terhadap Jemaat
Ahmadiyah telah terjadi di mana-mana, yang antara lain
dipicu oleh tindakan aktif negara dan penyelenggara dalam
mempersekusi Ahmadiyah dan jemaatnya. Tindakan tersebut
kemudian membawa dampak ikutan intoleransi dan diskriminasi
serta aneka pelanggaran kepada mereka dalam skala yang lebih
luas. Salah satu faktor determinan atas situasi tersebut adalah
keputusan negara untuk memberikan legitimasi yuridis bagi
tindakan-tindakan intoleransi dan pelanggaran tersebut, yaitu
melalui penerbitan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri mengenai
Pembatasan Ahmadiyah di Indonesia.

Selanjutnya marak keinginan kuat pemerintah daerah
untuk melakukan pelarangan serupa melalui regulasi yang
berdasarkan pada SKB 3 Menteri tersebut. Jawa Barat dan
Jawa Timur, di mana Ahmadiyah tumbuh pesat di sana, telah
bertindak proaktif untuk melarang Ahmadiyah di wilayahnya,
Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan Peraturan Gubernur
Jawa Barat nomor 12/2011 tentang Peringatan, Larangan
Ajaran dan Aktivitas Anggota Ahmadiyah. Sebagaimana kita
tahu Pergub tersebut telah memicu terjadi berbagai tindak
kekerasan kepada Ahmadiyah di berbagai kabupaten dan
kota di Jawa Barat.”’” Demikian halnya dengan Provinsi Jawa
Timur. Gubernur Jawa Timur telah mengeluarkan kebijakan
pelarangan Ahmadiyah di Jawa Timur melalui Surat Keputusan
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Gubernur Jawa Timur No 188/94/KPT/013/2011.

Berkaitan dengan SKB 3 Menteri dan “tren” pelarangan
Ahmadiyah, jauh-jauh hari pada tahun 2011 Sultan HB X secara
tegas menjamin bahwa tidak ada dan tidak akan ada SK atau
kebijakan apapun untuk melarang Ahmadiyah di DI Yogyakarta.
Ngarso Dalem, demikian salah satu panggilan Sultan HB X,
menegaskan bahwa kehidupan keagamaan dalam keberagaman
di Yogyakarta selama ini sudah kondusif. Semua kelompok
agama dan aliran agama telah nyata-nyata hidup berdampingan
secara damai. Oleh karena itu Sultan tidak menghendaki adanya
provokasi-provokasi yang merusak tatanan yang ada. Kepada
beberapa media, Sultan menegaskan, “Tidak ada SK larangan
jemaat Ahmadiyah di Yogyakarta. Selama ini kan kita hidup selalu
berdampingan, tidak ada gejolak,”

Dengan demikian, Sultan telah mempertahankan tradisi
toleransi dalam menyikapi eksistensi liyan, meskipun hal itu
berbeda dengan budaya mainstream. Sultan memberikan
kesempatan kepada seluruh anasir kelompok agama/keyakinan
untuk tumbuh dan berkembang. Sepanjang kelompok tersebut
tidak membahayakan, tidak mengganggu, atau tidak menyerang
kelompok lain maka selalu ada ruang untuk masing-masing hidup
berdampingan secara damai.

Apa yang dilakukan oleh Sultan dengan tegas menolak
untuk mengeluarkan SK pelarangan Ahmadiyah diapresiasi
oleh berbagai kalangan. Beberapa opini dari para akademisi dan
aktivis HAM dan demokrasi nyata-nyata menyebut Sultan HB X
sebagai teladan keberagaman bagi pejabat-pejabat pemerintahan
di tingkat lokal dan nasional di Indonesia.

Ketua Komnas HAM masa itu, Ifdal Kasim, mengacungkan
jempol untuk Sultan HB X atas keberanian menolak pelarangan
Ahmadiyah yang pada tahun itu sedang gencar-gencarnya
disosialisasikan oleh Pemerintah Pusat melalui kebijakan SKB 3
Menteri yang dilanjutkan dengan tindakan-tindakan intoleransi
oleh kelompok-kelompok intoleran. Ketua Komnas HAM
menyebut bahwa apa yang menjadi sikap Sultan HB X sebagai
Gubernur adalah langkah yang tepat.

Secara faktual, Jemaat Ahmadiyah di Yogyakarta
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mendapatkan keleluasaan dalam berkreativitas sebagaimana
warga lainnya. Tidak restriksi politico-legal kepada mereka.
Mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk tinggal,
bekerja, dan melakukan aktivitas-aktivitas kemasyarakatan di
DIY. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Yayasan Ahmadiyah
juga mendapatkan pengakuan dan terselenggara seperti lembaga-
lembaga pendidikan lainnya.

Preferensi Sultan HB X untuk tidak melarang Ahmadiyah di
wilayahnya bukan tanpa penentangan. Front Pembela Islam (FPI)
sebagaimana lazimnya di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia,
menentang ketidakmauan Sultan untuk mengeluarkan keputusan
pelarangan Ahmadiyah. Bahkan FPI berusaha untuk menjadikan
isu Ahmadiyah sebagai “alat transaksi” untuk dukungan
keistimewaan DIY ketika RUU Keistimewaan DIY menjadi
wacana pro-kontra di Yogyakarta dan Indonesia. FPI pada tahun
2012 mengancam untuk mencabut dukungan pada keistimewaan
DIY jika Sultan HB X tidak mau mengeluarkan SK pelarangan
Ahmadiyah di DIY. Namun terhadap penentangan-penentangan
kelompok intoleran tersebut, Sultan HB X tidak bergeming dan
tetap memberikan kemerdekaan kepada warga Ahmadiyah di DI
Yogyakarta.

Sikap Sultan terhadap Syi’ah

Salah satu kelompok minoritas yang mengalami
peningkatan jumlah pelanggaran kebebasan beragama/
berkeyakinan di Indonesia pada tahun 2013 ini adalah warga
Syi'ah.”® Peristiwa sekaligus berbagai pelanggaran yang terjadi
di dalamnya di tahun 2013 ini dipicu oleh penyerangan dan
pelanggaran lainnya kepada warga Syi'ah Kabupaten Sampang
Madura pada tahun 2011 dan 2012. Setelah kasus Syiah
Sampang, eksistensi Syiah di berbagai daerah di Indonesia
dipersoalkan, bahkan diintimidasi oleh kelompok-kelompok
intoleran.

Di Yogyakarta, mulai mengemuka riak-riak intoleransi
yang diperagakan oleh kelompok-kelompok intoleran. Beberapa
“kelompok tak dikenal” secara massif melakukan provokasi dan
penyebaran ujaran kebencian serta penyesatan kepada Syiah.
Hingga tulisan ini dibuat poster-poster berwarna putih yang
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memuat penyesatan kepada Syiah banyak ditempel di ruang-
ruang publik di pinggir jalan. Poster-poster tersebut dapat
ditemukan di sekitar Timoho, mulai dari pertigaan J1 Adi Sutjipto
di sekitar UIN, ke selatan hingga Balaikota Yogyakarta. Tempelan-
tempelan poster dan selebaran penyesatan Syiah bahkan dapat
ditemukan di kompleks Masjid Kampus UGM Yogyakarta.

Ketika SETARA Institute melakukan observasi pada tanggal
18 Desember 2013, beberapa baliho besar berukuran 2 x 3
meter ditemukan terpasang di beberapa tempat. Salah satunya
dapat ditemukan di daerah Ringroad Selatan sekitar Pabrik
Gula Madukismo. Dalam baliho berisi penyesatan kepada Syiah
tersebut terdapat identitas kelompok pemasang baliho tersebut,
yaitu Forum Umat Islam Yogyakarta (lihat gambar). Meskipun
ketika tulisan ini dibuat, baliho tersebut sudah tidak ada lagi di
tempatnya.
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Selain itu, mulai muncul kelompok intoleran yang
melakukan intimidasi dan ancaman kepada kelompok Syiah
di Yogyakarta. Komunitas yang menjadi sasaran ancaman
penyerangan adalah kelompok kajian Rausyan Fikr di Kaliurang.
Paling tidak mereka mengalami dua kali ancaman penyerangan.
Ancaman penyerangan pertama terjadi pada tanggal hari Jumat
22 November 2013. Institusi pendidikan yang beralamat di Jalan
Kaliurang km 5,7 akan diserang pada oleh kelompok intoleran
yang menamakan diri mereka Forum Umat Islam (FUI) dan
Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Namun, rencana aksi anarkis
tersebut berhasil digagalkan berkat kesigapan aparat kepolisian
dan Pemerintah Daerah. Sultan HB X menyatakan menjamin
keamanan institut Rausyan Fikr.

Beberapa media melaporkan bahwa Sultan telah
memerintahkan kepada Kapolda untuk menangkap oknum atau
ormas yang mengancam akan melakukan penyerangan terhadap
Rausyan Fikr. Sultan menegaskan bahwa kekerasan itu tidak betul.
Beliau menekankan agar semua orang harus bisa menghargai
pendapat orang lain. Dalam demokrasi tidak boleh ada yang
bersikap otoriter. Tidak boleh ada tindakan oknum atau ormas
yang mau menang sendiri. Jika kekerasan yang akan dilakukan
itu melanggar hukum dan bisa dikenai pasal-pasal dalam KUHP,
polisi harus segera melakukan penangkapan. Menurut Sultan,
kekerasan hanya bisa diredam oleh aparat penegak hukum.

Ancaman penyerangan kedua terjadi pada tanggal 19
Desember 2013. Setelah ancaman kedua, melalui komunikasi
pesan singkat penulis dengan pimpinan Rausyan Fikr didapatkan
informasi bahwa ancaman kepada Rausyan Fikr nyata. Kelompok
intoleran mengancam akan menjadikan Fatwa MUI Sampang
untuk melakukan tindakan atas komunitas Syi'ah di Yogyakarta.*

Namun, menurut beliau melalui pesan singkat, kelompok
intoleran tidak jadi melakukan penyerangan. Namun mereka
menemui MUI dan melakukan dialog dengan MUI. Kelompok
intoleran juga menyerahkan surat yang menekan MUI untuk
mengeluarkan fatwa bahwa Syi'ah adalah aliran sesat.

Terhadap fenomena yang berkembang di DIY mengenai
penyesatan Syiah, Sultan HB X, secara tegas tidak akan mengambil
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posisi untuk menyatakan Syiah itu sesat atau tidak. Sultan
menyatakan bahwa tudingan yang menyebutkan Syiah sesat
hanyalah dilakukan secara sepihak oleh kelompok organisasi
massa tertentu. Sultan menegaskan bahwa “yang mengatakan
sesat itu mereka yang merasa benar sendiri!”

Sikap Sultan terhadap kelompok intoleran sudah tepat
dengan cara memobilisasi aparat kepolisian di wilayah hukum DI
Yogyakarta untuk mencegah terjadinya kekerasan, juga arahan
untuk menangkap oknum yang melakukan ancaman kekerasan
sudah tetap. Namun ke depan, dengan semakin kompleksnya
cara-cara yang dilakukan oleh kelompok intoleran kepada warga
Syiah - tidak hanya di DI Yogyakarta tapi juga di beberapa daerah
lain di Indonesia- Sultan HB X harus mengambil tindakan yang
lebih tegas dan adil sesuai dengan konstitusi negara Republik
Indonesia. Apalagi, berkenaan dengan masifnya penyesatan Syi'ah
yang terjadi dan dibiarkan di ruang-ruang publik dan kampus-
kampus, mulai ada penilaian bahwa Yogyakarta mengalami
darurat intoleransi.|]
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Endnotes

Ruslan Burhani, “MTA miliki 430 cabang se-Indonesia,” http:/
www.antaranews.com/berita/395755/mta-miliki-430-cabang-se-
indonesia, diakses pada tanggal 18 Desember 2013.

Sebagian besar data pokok pada bagian ini di-supply oleh
investigator SETARA Institute untuk prakarsa keberagaman
beragama/berkeyakinan di Purworejo, yaitu Dwi Astuti Setiawan
dan Zainal Abidin.

Di ruang publik kita, MTA memang tidak semassif NU, meskipun
MTA sesungguhnya juga sudah tua sebagai organisasi. MTA
adalah lembaga dakwah dalam bentuk yayasan yang didirikan
oleh Ustadz Abdullah Thufail Saputra, pada tanggal 19 September
1972. Pendirian Yayasan MTA ini selanjutnya dikukuhkan dengan
Akte Notaris R. Soegondo Notodisoerjo, Nomor 23, Tanggal 23
Januari 1974 di Surakarta. Profil lebih lengkap organisasi ini dapat
dilihat di laman http://www.mta.or.id/sekilas-profil/. Diakses
pada tanggal 18 Desember 2013.

Ruslan Burhani, “MTA miliki 430 cabang se-Indonesia,” http://
www.antaranews.com/berita/395755/mta-miliki-430-cabang-se-
indonesia, diakses pada tanggal 18 Desember 2013.

Wawancara dengan Sudiwarno, staff Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Purworejo, pada tanggal 17
Desember 2013 di Purworejo.

Wawancara dengan KH. R. Junaedi Jazuli, Ketua Forum
Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) Kabupaten Purworejo,
pada tanggal 17 Desember 2013 di Purworejo.

Surat Pernyataan Warga Tentang Penolakan IMB Untuk Tempat
Tinggal Dan Usaha (Purworejo, tanggal 12 Juli 2013).

Dokumen resmi penolakan ini memiliki identitas resmi: Berita
Acara No. 141.1/019/2013 tentang Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat Berkaitan dengan Kegiatan Majelis Tafsir Al-Qur’an
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(MTA) di Desa Prigelan. Wawancara dengan Kepala Desa
Prigelan, tanggal 18 Desember 2013.

Surat Pengaduan warga Desa Prigelan kepada Bupati Purworejo
tentang Penolakan Keberadaan Kegiatan MTA yang berlokasi
di Dusun Krajan Kidul RT 02 RT 03 Desa Prigelan, Kabupaten
Purworejo, tertanggal 12 September 2013.

Wawancara dengan KH. R. Junaedi Jazuli, Ketua Forum
Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) Kabupaten Purworejo,
pada tanggal 17 Desember 2013 di Purworejo.

Wawancara dengan Sudiwarno, staff Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Purworejo.

Wawancara dengan KH. R. Junaedi Jazuli, Ketua Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Purworejo

Ibid.
Ibid.

Surat Pengaduan warga Desa Prigelan kepada Bupati Purworejo
tentang Penolakan Keberadaan Kiatan MTA yang berlokasi di
Dusun Krajan Kidul RT 02 RT 03 Desa Prigelan, tertanggal 12
September 2013.

Wawancara dengan Kepala Desa Prigelan. Apa yang dilakukan
oleh Pemerintah Desa tertuang dalam Berita Acara Mediasi, pada
tanggal 05 Desember 2013.

Sebagian besar data primer dan sekunder pada bagian ini di-
supply oleh Peneliti SETARA Institute, sdr. Aminudin Syarif.

Selengkapnya lihat Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/
Berkeyakinan di Indonesia, 2007-2013, Setara Institute, Jakarta.

Profil cukup lengkap Kelurahan Duri Selatan dapat diakses di
alamat situs http://kectambora.com/pemerintahan/kelurahan/
kelurahan-duri- selatan/, diakses pada tanggal 18 Desember 2013.

Lihat berita online Kompas mengenai peristiwa ini. Berita
tersedia di alamat website: http://megapolitan.kompas.com/
read/2013/04/21/15010988/Warga.Tolak.Pembangunan.Gereja.
di.Tambora, diakses pada tanggal 19 Desember 2013.
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Selengkapanya lihat: Kornologis penutupan Gereja Damai Kritus
Paroki Kampung Duri, 2007.

“Tolak Pembangunan Gereja, Jokowi Damaikan Warga Tambora,”
berit dapat dibaca pada laman http://metro.sindonews.com/
read/2013/04/12/31/737453/tolak-pembangunan-gereja-jokowi-
damaikan-warga-tambora, diakses pada tanggal 18 Desember
2013.

Wawancara dengan anggota FKUB DKI Jakarta.

Bersumber dari data sekunder yang dihimpun oleh pemantau
SETARA Institute, Indra Listiantara.

Pasal 1, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Rumusan diskriminasi serupa juga digunakan dalam berbagai
peraturan perundang-undangan, baik domestik maupun
internasional, yang berkenaan dengan hak asasi manusia dan hak-
hak konstitusional warga negara.

Wawancara SETARA Institute, tanggal 30 Agustus 2013.

Lihat beberapa berita di laman media online, salah satu di
antaranya: http://www.beritasatu.com/aktualitas/134540-jokowi-
penolakan-lurah-lenteng-agung-terpicu-persaingan-internal.
html, diakses pada tanggal 16 Desember 2013.

“AhokJamin Lurah Susan Tidak akan Dipindahkan.” Berita dapat
diunduh atau dibaca pada laman website: http://www.tempo.co/
read/news/2013/08/28/214508178/Ahok-Jamin-Lurah-Susan-Tak-
Akan- Dipindahkan, diakses pada tanggall6 Desember 2013.

Pelanggaran-pelanggaran dimaksud selengkapnya dapat dibaca
pada Bab sebelumnya dari buku ini.

Bagian ini disusun oleh penulis berdasarkan pada beberapa
data primer yang dikumpulkan oleh pemantau dan investigator
SETARA Institute, yaitu Andy Irfan dan Akhol Firdaus, serta
data-data sekunder, utamanya press release dari Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Universalia, kompas.com, tempo.co, dan sejuk.
org.

Tidak adanya Landasan Hukum formal yang menjelaskan
deskripsi kerja dan kewenangan Tim mengakibatkan kesulitan
dan ketidakleluasaan Tim untuk mendapatkan daya dukum
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institusional pemerintah di tataran teknis. Salah satu kesulitan
yang muncul karena hal itu adalah ketidakmampuan Tim
khususnya Prof. A’la untuk menggerakkan birokrasi untuk
memberikan daya dukung bagi terwujudnya rekonsiliasi, juga
bagi kerja-kerja Tim Rekonsiliasi.

Menurut Mujahid, salah satu tokoh perwakilan warga Sunni
Sampang yang menemui warga, beberapa warga dan pengungsi
sesungguhnya masih punya ikatan darah persaudaraan.

Succes Story resolusi konflik multikultural di Sampit, dengan
pendekatan politik rekognisi yang bersifat bottom-up dapat
dibaca selengkapnya dalam Suharno, “Politik Rekognisi dalam
Resolusi Konfllik Multikultural di Sampit, Kotawaringin Timur,
Kalimantan Tengah”, Disertasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
UGM Yogyakarta, (Yogyakarta, 2010, tidak diterbitkan).

Data primer dan sekunder pada bagian ini dihimpun oleh salah
satu pemantau SETARA Institute, sdr. Yosep Dian Sulistyo.
Beberapa data primer dikumpulkan dengan teknik observasi
dan peer discussion. Sedangkan data sekunder antara lain
dikumpulkan dari www.ugm.ac.id dan tempo.co, serta okezone.
com.

Lihat BPS (Sensus Penduduk 2010). Penduduk Menurut Wilayah
dan Agama yang Dianut Indonesia. Akses dari http://sp2010.
bps.go.id/ index.php/site/tabel?tid=321. Lihat pula data tentang
jumlah penduduk ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, serta
keberagaman agama yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta
pada: Kementerian Agama Republik Indonesia. 2008. Gambaran
Umum Provinsi DIY. Diakses dari: http:// yogyakartal.kemenag.
go.id/index.php?a=artikel&id2=Gambaran pada tanggal 18
Desember 2013.

Perkembangan pembangunan tempat peribadatan dan sentral
kegiatan sosial maupun pendidikan berdasarkan data kuantitatif.
Lihat selengkapnya: Kementerian Agama RI. 2008. Gambaran
Umum Provinsi DIY. Diakses dari: http://yogyakartal.kemenag.
go.id/index.php?a= artikel&id2=Gambaran, diakses pada tanggal
18 Desember 2013

Dalam laporan tahunan tahun 2012 telah diulas secara lengkap
mengenai aneka kekerasan kepada Jemaat Ahmadiyah di berbagai
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Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Selengkapnya lihat Bonar
T Naipospos (editor), Kepemimpinan Tanpa Prakarsa: Kondisi
Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia tahun 2012.
(Jakarta, Pustaka Masyarakat SETARA, 2013)

Pelanggaran terhadap Syi’ah di tahun 2013 ini sudah disajikan
pada Bab sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, fatwa tersebut menjadi salah satu
pemantik bagi terjadinya penyerangan berdarah terhadap warga
Syi’ah Sampang Madura.
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BabV

Evaluasi Kepemimpinan SBY:
Tak Berdaya Hingga Akhir

A. Pengantar

Tahun 2013 bisa dikatakan merupakan tahun “murni” terakhir
kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagaimana
diketahui, tahun 2014 merupakan tahun bagi pemilihan anggota
legislatif dan Presiden baru. SBY yang sudah menjabat Presiden
untuk dua periode sudah tidak mungkin maju kembali. Tahun
2014 pemerintah dan aktor politik di negeri ini akan lebih sibuk
fokus menghadapi Pemilihan Umum. Oleh karena itu, tahun 2013
merupakan momentum yang cukup tepat untuk mengevaluasi
kebijakan yang sudah dan tidak diambil sejak awal kepemimpinannya
hingga ujung tahun 2013.

Evaluasi ini meliputi kecenderungan-kecenderungan yang
menonjol dalam periode kepemimpinannya sebagai kepala negara dan
kepala pemerintahan. Kecenderungan-kecenderungan yang dimaksud
meliputi berbagai bidang pemerintahan dimana SBY berkontribusi
bagi penumpukan persoalan pelanggaran kebebasan beragama/
berkeyakinan.

Perlu dicatat, hal-hal yang diangkat dalam bagian ini adalah yang
berkaitan dengan kegagalan-kegagalan SBY dalam memimpin negara
dan pemerintahannya, untuk menunaikan tugasnya, menunaikan
tanggung jawab dan kewajiban negara dalam menjamin perlindungan
kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai hak dasar dan hak
konstitusional seluruh warga negara. Dengan demikian, evaluasi ini
hanya mengenai rapor merah kepemimpinan SBY yang secara umum
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berdampak pada stagnasi paripurna dalam kehidupan beragama/
berkeyakinan di Indonesia.

B. Pelestarian Kekerasan dan Politik Diskriminasi

Salah satu aspek yang menonjol dalam dua periode
kepemimpinan SBY dalam bidang hak asasi manusia, khususnya hak
untuk bebas beragama/berkeyakinan adalah dipeliharanya praktik
kekerasan. Kekerasan merupakan salah satu tindakan yang menonjol
diperagakan oleh aktor-aktor negara dan non-negara dalam arena
kehidupan beragama dan berkeyakinan. Kekerasan sebagai bentuk
paling reflektif bagi ketidakberadaban (incivility)' pada umumnya

menimpa minoritas.

Kekerasan demi kekerasan terhadap kelompok minoritas dapat
kita saksikan sejak periode pertama kepemimpinan Presiden SBY. Di
antara peragaan kekerasan yang juga pernah dilaporkan oleh SETARA
Institute tahun 2008 antara lain adalah kekerasan terhadap aliran al-
Qiyadah al-Islamiyah, pimpinan Ahmad Mushaddeq. Aliran ini ditimpa
68 kasus pelanggaran yang sebagian besar diantaranya menggunakan
instrumentasi kekerasan, baik yang dilakukan oleh negara maupun
oleh warga masyarakat.

Pada tahun 2008 penggunaan kekerasan banyak dilakukan oleh
negara dan masyarakat kepada Jemaat Ahmadiyah. Kekerasan terhadap
Ahmadiyah pada pokoknya dipicu oleh keluarnya SKB 3 Menteri
mengenai Pembatasan kepada Ahmadiyah. Ahmadiyah mengalami
aneka bentuk kekerasan yang sebenarnya di dalam SKB ini diimbau oleh
pemerintah untuk dilakukan oleh masyarakat kepada Ahmadiyah.
Namun fakta menunjukkan bahwa kekerasan kepada Ahmadiyah
terus terjadi dan tidak pernah dilakukan tindakan apapun kepada
para aktor- aktor persekusi kepada Ahmadiyah.

Setelah pada tahun 2007 menjadi objek 21 pelanggaran, pada
tahun 2008 Jemaat Ahmadiyah menjadi objek dari 238 tindakan
pelanggaran, yang sebagian besar adalah kekerasan, yang sejatinya
dapat dijerat denganKUHP, sebagaimana diancamkan oleh SKB 3
Menteri tersebut. Namun faktanya, kekerasan tersebut juga dilakukan
oleh negara dalam bentuk kekerasan verbal dan simbolik yang
dilegalkan oleh negara dan para aparatur penyelenggaranya.’
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Kekerasan terhadap Ahmadiyah terus berlangsung. Pada tahun
2009, Ahmadiyah mengalami 33 pelanggaran yang sebagian besar
adalah kekerasan, mulai dari pembubaran kegiatan ibadah, penyegelan
masjid, hingga penyerangan yang hanya “ditonton” oleh aparat negara.*
Pada tahun 2010, mereka juga mengalami aneka kekerasan. Sebanyak
55 pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran,
baik aktor negara maupun non-negara menimpa mereka.’

Pada tahun 2011 eskalasi kekerasan terhadap Ahmadiyah semakin
tinggi. 114 pelanggaran menimpa Jemaat Ahmadiyah yang sebagian
besar berupa kekerasan, baik verbal, simbolik, maupun fisik. Sebanyak
9 tempat ibadah mereka menjadi objek kekerasan.® Bahkan pada
tahun tersebut terjadi penyerangan barbar kepada Jemaat Ahmadiyah
di Cikeusik, Pandeglang, Banten yang dilakukan oleh ratusan massa
yang disulut kebenciannya atas dasar mayoritarianisme pandangan
keagamaan, yang berujung pada jatuhnya korban manusia, dimana
lima orang mengalami luka berat dan tiga lainnya meninggal dunia.

Pada tahun 2012, kekerasan kepada Jemaat Ahmadiyah terus
berlangsung. Mereka sepanjang tahun mengalami 31 pelanggaran yang
dilakukan oleh aktor negara dan non-negara. Dan ditahun 2013 ini,
berbagai kelompok intoleran, khususnya masyarakat dan ormas-ormas
keagamaan, tetap saja melakukan aneka kekerasan kepada Jemaat
Ahmadiyah. Mereka mengalami 59 pelanggaran, yang didominasi oleh
berbagai bentuk kekerasan.

Tindakan kekerasan bermotif agama/keyakinan bukan hanya
menimpa Jemaat Ahmadiyah. Umat Kristiani di negara ini secara
“konsisten” dijadikan sebagai objek kekerasan oleh kelompok
intoleransi. Hal itu mereka alami dalam rentang waktu yang sangat
panjang. Padahal mereka memiliki hak historis yang sama untuk
diperlakukan secara adil sebagai warga negara sebagaimana pemeluk
agama lainnya di Republik ini.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, secara verbal, dalam
pidato-pidatonya, terutama dalam Perayaan Natal setiap tahunnya,
selalu menyatakan bahwa kerukunan beragama yang meliputi seluruh
umat beragama di Indonesia. Dan SBY selalu menjamin, lagi-lagi secara
verbal, bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memastikan
bahwa tidak akan ada tindak intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan
kepada umat beragama apapun.
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Namun faktanya, umat Kristiansi selalu menjadi kelompok
korban kekerasan atas nama agama. Kekerasan-kekerasan tersebut
antara lain berupa pembubaran kegiatan-kegiatan ibadah, penutupan
paksa tempat-tempat ibadah, pengusiran umat yang sedang melakukan
kegiatan ibadah, hingga penyerangan terhadap gereja dan umat
Kristiani yang melakukan peribadatan.

Pada tahun 2007 umat Kristiani mengalami 28 pelanggaran yang
hampir seluruhnya dalam bentuk kekerasan. Pada tahun 2008 kekerasan
kepada mereka menurun menjadi 15 pelanggaran. Penurunan tersebut
disebabkan eskalasi kekerasan oleh kelompok-kelompok intoleran
sangat tinggi menimpa Jemaat Ahmadiyah.

Pada tahun 2009, umat Kristiani menjadi korban dalam 16
pelanggaran yang sebagian besar kekerasan. Kemudian, pada tahun 2010
mereka menjadi kelompok korban terbesar dalam kasus pelanggaran
kebebasan beragama/berkeyakinan. Terdapat 75 pelanggaran yang
menimpa umat Kristiani, dan sebagian besar adalah kekerasan.

Selanjutnya, tahun 2011 umat Kristiani menjadi objek kekerasan
dalam 54 kasus pelanggaran. Tahun berikutnya 50 pelanggaran
menimpa mereka. Dan pada tahun 2013 umat Kristiani menjadi objek
kekerasan dalam 48 kasus.

Dalam dua periode kepemimpinan SBY, dua kelompok minoritas
yaitu Ahmadiyah dan Kristiani ini secara silih berganti menjadi
kelompok korban terbesar mengalami pelanggaran kebebasan
beragama/berkeyakinan. Kalau Ahmadiyah menjadi korban
pelanggaran terbesar maka umat Kristiani pasti menjadi “runner-up”,
begitupun sebaliknya.

Bukan hanya Jemaat Ahmadiyah dan umat Kristiani, kekerasan
juga kerap menimpa kelompok minoritas lainnya sebagai korban.
Sebagian besar minoritas yang menjadi korban kekerasan adalah aliran
kepercayaan yang dianggap sesat dan disesatkan baik oleh kelompok
mayoritas atau oleh negara melalui Bakorpakem. Kekerasan terhadap
mereka dilakukan dalam bentuk serangan massa intoleran hingga
mengakibatkan hilangnya nyawa warga aliran tersebut, seperti yang
terjadi di Aceh.

Belakangan warga Syi’ah menjadi sasaran kekerasan oleh massa
intoleran. Sebagaimana kita tahu, kekerasan terhadap mereka yang
paling parah terjadi di Sampang Madura. Selain mengakibatkan
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jatuhnya korban meninggal, serangan sporadis massa penyerang
mengakibatkan hancur leburnya masjid, pesantren, dan pemukiman
mereka. Sehingga para warga tersebut harus diungsikan dan terusir dari
tempat tinggalnya.

Data-data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan demi
kekerasan terhadap kelompok minoritas agama/keyakinan terus terjadi
hingga ujung masa jabatan kepresidenan SBY. Kekerasan tersebut
tampak dipelihara. Dibiarkan terjadi begitu saja tanpa kehendak politik
(political will) yang kuat untuk menyelesaikannya.

Bahkan kekerasan demi kekerasan tersebut yang terjadi atas
kelompok minoritas dipicu oleh kebijakan-kebijakan politico-legal
yang sengaja dibiarkan atau dibentuk, dan mengakitkan aneka
kekerasan kepada kelompok minoritas. Aturan-aturan hukum
yang menunjukkan wajah diskriminasi dan menjadi dasar bagi
“pemeliharaan kekerasan” atas kelompok minoritas agama/keyakinan,
antara lain sebagai berikut:

Pertama, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal 1
Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa: “Setiap orang dilarang
di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan
dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama
yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan
yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu;
penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran
agama itu.”Melalui UU tersebut, sebagaimana tampak dalam pasal 1
tersebut, Pemerintah mendiskriminasi pemeluk agama dengan tafsir
yang secara subjektif dinilai “tidak sejalan” dengan tafsir mayoritas. Hal
ini menyebabkan fenomena eksklusi kelompok-kelompok minoritas,
yang jelas-jelas tidak selalu atau hampir dipastikan tidak sejalan dengan
mayoritas. Dengan konstruksi logis demikian, maka dipastikan akan
selalu ada potensi kekerasan demi kekerasan kepada minoritas yang
tidak sejalan itu.

Di samping itu, negara mengintervensi terlalu jauh kedalam
ruang privat terdalam (forum internum) individu warga negara,
bahkan hingga ke ruang tafsir di kepala dan hati mereka. Negara telah
melakukan kekerasan legal yang serius dengan pilihan untuk menjadi
“polisi moral” tersebut.
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Dengan demikian, negara tidak mungkin menjamin kepastian
hukum bagi seluruh warga negara dengan membentuk dan menerapkan
undang-undang yang mengatur objek dan substansi yang abstrak,
kabur, dan absurd. Dengan absurditas tersebut maka akan muncul
kemungkinan-kemungkinan negara akan mendasarkan pada aturan-
aturan yang melegitimasi “polisi” moral tersebut. Dan fatwa MUI lah
yang biasanya menjadi landasan bertindak. Tidak ada konstruksi yang
berubah dari nalar hukum tersebut dalam pemerintahan SBY.

Beberapa regulasi lain yang juga meneguhkan politik diskriminasi
pemerintahan SBY adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan
Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah
(Peraturan Bersama Dua Menteri). Secara faktual, regulasi tersebut
memantik kesulitan-kesulitan yang dialami kelompok minoritas dan
dijadikan “dasar” mayoritas untuk melakukan kekerasan-kekerasan
seperti penyegelan, pengusiran, bahkan penyerangan.

Peraturan yang lain adalah Keputusan Bersama Menteri Agama,
Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun
2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota,
dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan
Warga Masyarakat (SKB Tiga Menteri). SKB tersebut mengundang
kelompok-kelompok intoleran untuk “membantu negara” menertibkan
Ahmadiyah dengan cara-cara kekerasan.

Bahkan, beberapa peraturan di tingkat daerah dikeluarkan
dengan prinsip-prinsip dan muatan yang mengacu pada regulasi di
atas. Peraturan daerah dimaksud dapat ditemui di Provinsi Jawa Barat,
Banten, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Sampang, Provinsi Nusa
Tenggara Barat, dan lain sebagainya.

C. Lemahnya Penegakan Hukum

Di tengah kompleksitas dan problematika aturan-aturan
hukum yang restriktif terhadap perlindungan kebebasan beragama/
berkeyakinan, Pemerintahan SBY juga tidak berdaya untuk
mengupayakan penegakan hukum yang memadai untuk mencegah dan
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mengatasi kekerasan-kekekerasan dan pelanggaran-pelanggaran yang
dilakukan oleh aktor-aktor intoleran, bahkan untuk kasus-kasus yang
nyata-nyata dipertontonkan kepada publik.

Begitu banyak kasus yang dapat kita hadirkan untuk
membuktikan bahwa aparat penegak hukum tidak menggunakan
otoritasnya untuk menegakkan hukum, sekaligus juga untuk
menegakkan kewibawaannya sendiri. Presiden SBY tidak mampu
memobilisasi aparat penegak hukum yang berada dalam domain
otoritas presiden, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan, untuk
melindungi hak-hak minoritas, menjamin pemenuhan kebebasan
beragama/berkeyakinan sebagai hak konstitusional, atau “sekedar”
menjamin tegaknya hukum materil yang paling konvensional, yaitu
KUHP.

Dalam dua periode kepemimpinan SBY dapat kita tunjukkan
beberapa “tabungan” cerita ketidakberdayaan penegakan hukum
melawan massa intoleran. Pada tahun 2008, terdapat 3 tindakan
penyerangan tempat ibadah yang penegakan hukumnya gelap gulita.
Antara lain, penyerangan jemaat GPDI Pondok Ranggon Cipayung
Jakarta Timur juga diserang oleh massa Islam yang berjumlah sekitar
200 orang pada tanggal 17 Agustus 2008. Pada 11 Oktober tahun yang
sama terjadi penyerangan terhadap tempat ritual aliran kerohanian
Sapta Dharma, Sanggar Candi Busonodi Dusun Perengkembang,
Balecatur, Gamping, SlemanYogyakarta oleh massa FPI.

Penyerangan juga terjadi pada 30 Oktober terhadap Masjid
Ahmadiyah Pusat, Jalan Balikpapan I, Petojo Utara, Gambir, Jakarta
Pusat oleh massa FPI. Dalam kasus penyesatan aliran agama di Aceh
misalnya, aparat kepolisian tidak mampu mencegah penyerangan
massa dan menyelamatkan nyawa pengikut aliran tersebut dari amuk
massa. Aparat juga tidak berdaya menyeret para pelakunya ke meja
hjau. Penegakan yang harus kita akui relatif berjalan tahun 2008 adalah
diseretnya Rizieq Shihab dan Munarman ke meja hijau. Selebihnya
tidak ada hal berarti yang dilakukan oleh pemerintahan SBY untuk
menegakkan hukum atas terjadinya berbagai kasus pelanggaran atas
kebebasan beragama/berkeyakinan, bahkan yang nyata-nyata dilakukan
dalam bentuk tindakan kriminal.

Lemahnya penggunaan otoritas penegak hukum juga dapat kita
saksikan dalam amuk massa di Cikeusik pada tahun 2011. Penyerangan
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terhadap massa intoleran pada bulan Februari menunjukkan
kegagalan aparat kepolisian mencegah terjadinya kebrutalan massa
yang berakibat pada jatuhnya tiga korban meninggal. Kasus tersebut
juga menunjukkan kegagalan para pelaku pembunuhan di Cikeusik
tersebut, karena telah menuntut para jagal dengan tuntutan sangat
ringan, yaitu maksimal 7 bulan. Maka wajar saja jika berdasar pada
vonis tuntutan tersebut, majelis hakim memvonis para pelaku yang
berjumlah 12 orang dengan vonis antara 3,5 bulan hingga 6 bulan.

Demikian pula pada kasus amuk massa atas gereja yang terjadi
di Temanggung, Jawa Tengah. Polisi gagal melakukan antisipasi aksi
anarkis kelompok intoleran dan gagal memberikan perlindungan
kepada minoritas Kristiani. Kejaksaan juga gagal menuntut berat
pelaku, sehingga 16 tersangka yang diadili di pengadilan hanya divonis
ringan, antara 4 hingga 5 bulan potong masa tahanan.

Pada tahun 2011, kepolisian menunjukkan ketidakmampuan
atau ketidakmauannya menegakkan hukum dan keadilan untuk
kelompok-kelompok minoritas yang menjadi korban kekerasan
dalam kasus aliran keagamaan di Bireun, Nangroe Aceh Darussalam.
Aliran pimpinan Tengku Aiyub mengalami penyerangan dari warga
yang menuduh kelompok Tengku Aiyub sebagai sesat. Karena
penyerangan tersebut Tengku Aiyub meminta perlindungan kepada
pihak kepolisian karena berkali-kali mengalami intimidasi dan
tindakan kekerasan yang nyata.

Namun pada tahun 2012 mereka kembali mendapatkan
serangan. Massa penyerang akhirnya membakar rumah Aiyub yang
sebenarnya sudah dijaga polisi dan TNI, dan polisi tidak melakukan
tindakan yang memadai untuk mencegah pembakaran. Bahkan
kemudian aparat keamanan gagal mencegah pembantaian atas Tengku
Aiyub dan dua orang yang diduga pengikutnya. Sebanyak 9 orang juga
berada dalam kondisi kritis karena pembantaian tersebut. Rombongan
Polres dalam jumlah besar baru datang untuk mengindentifikasi dan
mengevakuasi korban, kemudian polisi menarik police line, 5 menit
setelah kejadian pembakaran dan pembantaian.”

Peragaan kegagalan yang sempurna dalam penegakan hukum
oleh aparat dapat kita saksikan dalam kasus Syi’ah Sampang. Dalam
kasus Sampang terjadi akumulasi ketidakmauan aparat penyelenggara
negara mulai dari kepolisian, intelijen, hingga pengadilan. Hukum tidak

176



STAGNASI KEBEBASAN BERAGAMA

saja gagal menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, bahkan nyata-
nyata dijadikan instrumen untuk mempersekusi kelompok minoritas
secara nyata.

Pada kasus penyerangan Syi’ah I dan II yang mematikan, intelijen
negara gagal mencegah kekerasan dan menyeret kelompok penyerang.
Bahkan,Tajul Muluk, korban yang mestinya dilindungi dan dipulihkan
hak-haknya sebagai korban baik itu rehabilitasi, kompensasi, maupun
restitusi, justru diseret oleh polisi dan ditetapkan sebagai tersangka,
dituntut oleh kejaksaan dengan tuntutan tinggi, dan divonis pengadilan
dengan pidana penjara 4 (empat) tahun penjara menggunakan pasal
penodaan agama dan perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 162 dan
Pasal 335 KUHP). Kasus pemidanaan Tajul Muluk merupakan contoh
kriminalisasi korban intoleransi dan kegagalan penegakan hukum yang
paling vulgar yang dipertontonkan oleh aparat dan institusi penegak
hukum. Penghukuman atas Tajul Muluk dilakukan dengan cepat dan
berat dengan pertimbangan hukum yang serampangan dan proses yang
tidak akuntabel.

Sebaliknya, jika dibandingkan dengan perlakuan atas Tajul
Muluk, penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga
pengadilan, nyata-nyata membela para kriminal yang melakukan
penghasutan dan penyerangan atas Warga Syi'ah Sampang. Para
penyerang hanya divonis antara 3,5 bulan hinggal,5 tahun. Hanya
tersangka pembunuh Hamamah yang divonis 4 tahun. Bahkan terdakwa
utama dibalik kasus penyerangan Syi’ah yaitu Rois Al-Hukama divonis
bebas.

Begitu banyak kejanggalan yang secara terang benderang
menunjukkan kegagalan penegakan hukum dalam kasus penyerangan
mematikan atas warga Syi'ah Sampang. Dari ujaran kebencian,
penyerangan, pembiaran, pembunuhan, hingga kriminalisasi
merupakan kejahatan-kejahatan kelompok intoleran dan aparatur
negara yang tak pernah bisa direspons negara dengan penegakan
hukum “normal”. Selalu ada cara bagi aparat dan institusi penegak
hukum bahwa yang bersalah dalam kekerasan tersebut adalah
minoritas Syi’ah.?

Yang mempertontonkan secara terus menerus dan anomali
kegagalan penegakan hukum oleh pemerintahan SBY adalah kasus
GKI Yasmin Bekasi dan HKBP Filadelfia. Presiden tidak menunjukkan
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kehendak kuat untuk menegakkan hukum atas putusan peradilan.
Secara yuridis dalam dua kasus di atas, kedua kelompok umat Kristiani
tersebut telah memenangkan gugatan tata usaha negara, bahkan hingga
tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Namun tetap saja tidak mampu
menegakkan putusan peradilan yang sudah bersifat final dan mengikat
tersebut.” Melihat kenyataan ini, sulit untuk tidak mengatakan bahwa
tidak ada tindakan yang serius dari pemerintah, terutama melalui
aparat keamanan yang memiliki kewenangan untuk melakukan
tindakan-tindakan hukum yang dianggap perlu untuk memulihkan
keadaan. Pembiaran situasi melanggar hukum yang dilakukan oleh
pemerintah, memberikan justifikasi kepada masyarakat maupun
sekelompok golongan untuk melakukan tindakan inkonstitusional
dengan melanggar hak-hak golongan lain. Tentu hal ini merupakan
potret ketiadaan perhatian pemerintah terhadap pelanggaran hak- hak
warga negaranya.

Beberapa narasi tersebut menunjukkan bahwa penegakan
hukum pada masa pemerintahan SBY telah menjadi salah satu titik
paling rapuh dalam perlindungan kebebasan beragama/berkeyakinan
sebagai hak konstitusional seluruh warga negara. Pemerintah SBY
tidak berdaya dalam memobilisasi aparat penegak hukum di bawah
otoritasnya untuk memastikan jaminan perlindungan kebebasan
beragama/berkeyakinan.

D. Tunduk terhadap Agen-agen Kekerasan atas Nama Agama

Salah satu cara lain yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden
SBY untuk melestarikan stagnasi dan intoleransi atas kebebasan
beragama/berkeyakinan di Indonesia selama masa jabatannya adalah
kecenderungan untuk menempatkan agen-agen kekerasan berada di
atas aturan-aturan hukum negara.

Ketundukan tersebut ditunjukkan dengan antara lain, pertama,
memberikan ruang akomodasi bagi kelompok-kelompok yang nyata-
nyata dipersoalkan masyarakat karena sering menampilkan perilaku
penggunaan kekerasan. Salah satu contoh sikap pemerintah adalah atas
FPI (Front Pembela Islam).

FPI dalam banyak kasus di nusantara ini kerap kali memperagakan
anarki, kekerasan, dan arogansi kelompok (dan kepentingan
tentunya) dengan berlindung dibalik nama agama. Apapun alasannya
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begitu banyak tindakan FPI di begitu banyak kasus tidak boleh
mendapat pembenaran dan pembelaan, karena pilihan aksinya yang
mengedepankan kekerasan.

Sikap masyarakat atas FPI antara lain direfleksikan oleh aksi
perlawanan masyarakat Kendal atas tindakan main hakim sendiri FPI.
Meskipun hingga di derajat tertentu tetap harus dikatakan bahwa di
alam demokrasi kekerasan bukanlah cara yang tepat menghadapi
kekerasan, tapi apa yang ditunjukkan masyarakat Kendal merupakan
sebentuk contoh ketidakterimaan atas tindakan-tindakan FPIL.

Contoh lain, adalah banyaknya gerakan anti FPI. Gerakan
Indonesia Damai Tanpa FPI sebagai gerakan sosial baik di dunia
maya maupun gerakan aksi di jalan menunjukkan bagaimana aspirasi
masyarakat terhadap tindak kekerasan yang sering diperagakan
FPI. Namun pemerintahan SBY tidak peka dan secara sengaj
amemberikan ruang privelege. Sikap akomodasionis terhadap mereka
ditunjukkan pemerintahan SBY, dan dipertontonkan secara vulgar
kepada publik.

Salah satu ekspresi akomodasi berlebihan pemerintahan SBY
direpresentasi oleh sikap Menteri dalam Negeri-nya, yang mengangkat
posisi FPI sebagai salah satu elemen penting dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi
melalui pernyataannya pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2013,
sebagaimana dikutip begitu banyak media nasional, menghimbau
agar pemerintah daerah bekerjasama dengan FPI. Carabagaimana
pemerintahan SBY memperlakukan FPI justru memperkokoh dan
mengapresiasi penggunaan cara-cara kekerasan yang dilakukan ormas
atau kelompok masyarakat lainnya atas nama apapun. Ini jelas akan
menyuburkan praktik intoleransi di Indonesia.

Perlakuan pemerintah atas FPI tersebut menunjukkan bahwa
Mendagri dan pemerintahan SBY pada umumnya, lebih senang
melakukan kapitalisasi atas FPI untuk tujuan dan kepentingan politik
tertentu, daripada melakukan artikulasi dan agregasi aspirasi dan
kepentingan masyarakat pada umumnya, juga di atas kepentingan
bersama bangsa dan negara untuk menginstitusionalisasi demokrasi,
kedamaian, dan keberadaban.

Jikapun alasan Pemerintah, khususnya Gamawan, adalah
karena tugas Mendagri untuk membina ormas-ormas, tidak
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sepantasnya FPI memperoleh perlakuan istimewa. Favoritisme
atas FPI yang ditunjukkan Gamawan bertolak belakang dengan
arus utama yang menghendaki agar seluruh praktik kekerasan FPI
dipertanggungjawabkan di muka hukum. Di alam demokrasi, memang
FPI juga memiliki hak yang sama dengan ormas lainnya, tetapi kondite
FPI sebagai ormas anarkis semestinya dipertimbangkan secara moral
dan etika oleh Mendagri. Himbauan ini akan semakin memperkokoh
peran FPI sebagai organisasi vigilante dengan dalih bekerjasama
dengan Pemda untuk menciptakan ‘tertib sosial’ melalui berbagai
operasi-operasi yang melanggar hak-hak dasar manusia dan hak-hak
konstitusional warga negara. Himbauan ini hanya akan menyuburkan
praktik intoleransi.'

Kedua, dengan tidak menuntut pertanggungjawaban hukum
atas berbagai tindakan intoleransi yang dilakukan atas kelompok-
kelompok minoritas. Di begitu banyak kasus kekerasan atas aliran
kepercayaan yang disesatkan, kasus-kasus penyegelan gereja seperti
di Aceh Singkil, pemerintah tidak mengambil langkah-langkah
yang memadai untuk meminta pertanggungjawaban hukum kepada
kelompok-kelompok intoleran atas tindakan-tindakan kekerasan dan
kriminal yang telah mereka lakukan.

Ketiga, menuntut dengan tuntutan hukuman ringan kepada
agen-agen kekerasan. Tragedi Cikesik, Temanggung, dan Sampang,
sebagaimana diulas pada poin sebelumnya di Bab ini menunjukkan
fakta-fakta tersebut yang mengindikasikan bahwa negara “kalah”
kepada agen-agen kekerasan.

Keempat, dengan menjadikan kekerasan kelompok-kelompok
intoleran untuk mengkriminalkan dan menghukum kelompok
minoritas yang bahkan menjadi korban. Apa yang dilakukan oleh
pemerintahan SBY, baik melalui kepolisian atau kejaksaan yang
kemudian diperkuat oleh pengadilan, dalam Kasus Syi’ah Sampang
merupakan tontonan vulgar bahwa represi agen-agen kekerasan
berada di atas kekuatan represi (power of repression) alat-alat negara.
Sehingga, alih-alih merepresi agen kekerasan atas pembangkangan
mereka atas tertib sosial negara, represi agen kekerasan itu dijadikan
sebagai alat justifikasi oleh negara untuk melakukan kriminalisasi
kepada korban.
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E. Rezim Kerukunan dan Festival Kamuflase

Kerukunan agama merupakan output dan outcome dari jaminan
perlindungan atas kemerdekaan memeluk agama/keyakinan dan
beribadat bagi seluruh warga negara atas dasar agama/keyakinannya
itu. Juga merupakan hasil dari pelembagaan toleransi, nondiskriminasi,
dan non-violence dalam pranata kehidupan beragama/berkeyakinan.

Namun dalam perspektif pemerintah, kerukunan disederhanakan
dengan institusionalisasi kerukunan dalam forum-forum kerukunan
umatberagama (FKUB), yang meskipun tidak selalu'!, kerap menjadialat
baru bagi kelompok-kelompok mayoritas agama untuk memaksakan
kehendak dan kepentingannya, dan pada gilirannya merepresi
kelompok minoritas atas nama rezim kerukunan yang dilegitimasi oleh
negara. FKUB di banyak pemerintahan daerah menjadi instrumen bagi
tirani golongan keyakinan mayoritas atas golongan minoritas.

Selain itu, Presiden SBY juga lebih senang mendeklarasikan kata-
kata dalam menyikapi praktik intoleransi daripada menunjukkan politik
yang kongkrit dan tindakan yang tegas untuk membangun toleransi
dan menghukum kelompok-kelompok yang merusak tatanan toleransi,
non-diskriminasi, dan non-violence dalam kerangka demokrasi. Begitu
banyak pidato Presiden tentang toleransi dan kebebasan beragama/
berkeyakinan di Indonesia.

Dalam sebuah kesempatan di awal Juni tahun 2008, presiden SBY
menyampaikan pernyataan bahwa:

“Negara kita adalah negara hukum yang punya UUD, UU
dan peraturan yang berlaku. Bukan negara kekerasan. Oleh
karena itu terkait insiden kekerasan kemarin, saya minta
hukum ditegakkan. Pelaku-pelakunya diproses secara hukum
diberikan sanksi hukum yang tepat. Ini menunjukkan negara
tidak boleh kalah dengan perilaku-perilaku kekerasan.
Negara harus menegakkan tatanan yang berlaku untuk
kepentingan seluruh rakyat Indonesia.”

”Negara tidak boleh kalah dengan perilaku kekerasan. Negara

harus menegakkan tatanan yang berlaku untuk kepentingan

seluruh rakyat Indonesia,”"

Pernyataan Presiden SBY tersebut merupakan tanggapan atas
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penyerangan yang dilakukan oleh Komando Laskar Jihad dan Front
Pembela Islam atas aksi damai AKKBB di Monas pada 1 Juni 2008. Apa
yang ditegaskan secara verbal oleh Presiden SBY kurang lebih sebangun
dengan apa yang dinyatakan oleh sebagian besar para akademisi dan
penggiat HAM dan demokrasi, bahwa jaminan konstitusional seluruh
warga negara terang adanya dalam hukum dasar dan hukum Kkita.
Artinya, tidak ada pembobotan pada apa yang disampaikan SBY dengan
kewenangan politiko-yuridisnya yang super sebagai Kepala Negara dan
Kepala Pemerintahan.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pada perayaan Natal
Tahun 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan
komitmennya dengan sebuah pernyataan bahwa perbedaan sebagai
realitas sosial di Indonesia harus dihormati dengan lapang dada. Dalam
perbedaan itu perlu terus dikembangkan toleransi, saling menghargai,
dan saling menghormati. SBY menandaskan bahwa “Indonesia adalah
bangsa majemuk dari sisi agama, suku, etnis, daerah asal, dan bahasa.
Jika dikelola dengan tepat, kemajemukan akan mengantar Indonesia
memiliki peradaban unggul dan mulia, serta dihormati dunia”.”

Secara deklaratif, apa yang dinyatakan oleh SBY indah. Namun
yang ditunggu oleh rakyat sesungguhnya bukan semata-mata ucapan
tetapi tindakan eksekutorial yang nyata untuk mencegah aneka
tindakan intoleransi, diskriminasi, dan kriminal kepada kelompok lain.

Di sepanjang kepemimpinannya, dalam bidang perlindungan
hak dasar di bidang agama/keyakinan, Presiden SBY menunjukkan
kepemimpinan verbal-lebih gemar berpidato tentang toleransi daripada
bekerja secara sungguh-sungguh dan terukur untuk menciptakan
toleransi dengan memberikan jaminan kebebasan terhadap warga
negaranya. Tidak tampak keinginan politik untuk membumikan
jaminan konstitusional kebebasan beragama/berkeyakinan. Tanpa
political will dan keseriusan kepala negara untuk memberikan
jaminan kebebasan, maka toleransi hanya akan menjadi politik kata-
kata dari seorang presiden yang tidak berkontribusi pada pemajuan
hak asasi manusia. Data statistik yang dihimpun SETARA Institute
menunjukkan hal itu. Pada tahun 2012 misalnya, tidak kurang dari
15 kali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pesan
toleransi dalam berbagai kesempatan, lebih sedikit dari tahun 2011,
dimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pesan
toleransi sebanyak 19 kali.*
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Seperti di tahun-tahun sebelumnya, Presiden di tahun 2013 juga
lebih suka bermain kata-kata dalam upaya memajukan toleransi dan
kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Pidato-pidato SBY
mengenai toleransi tahun ini bertebaran dalam berbagai forum
domestik maupun internasional, formal informal. Namun hampir
semuanya tanpa eksekusi yang nyata. Lebih-lebih terhadap korban
pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan seperti Syi’ah,
Ahmadiyah, dan umat Kristiani, SBY tidak pernah mengambil
kebijakan kongkrit signifikan yang berpihak pada kepentingan
mereka dan berpijak pada pengakuan identitas eksistensial mereka.
Jika semata mencermati pidato SBY, seakan-akan Republik betul-
betul defisit dari kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama/
berkeyakinan.

Pesan “seakan-akan” berbuat sesuatu yang nyata untuk mencegah
pelanggaran, menghukum pelanggaran, dan memulihkan hak-hak
korban dalam berbagai pelanggaran atas kebebasan beragama yang
dinyatakan oleh SBY menjadi semacam ironi jika disandingkan atas
sikapnya pada anggota kabinetnya yang diangkat dan berada dalam
tanggungjawab dan lingkup otoritasnya. Beberapa menteri nyata-nyata
telah mengeksplisitkan kepada publik statemen, sikap, dan arahan
kebijakan yang mendiskriminasi minoritas. Yang berkali-kali menjadi
sorotan adalah Menteri Agama Suryadharma Ali.

Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai person incharge
berkenaan dengan kehidupan beragama/berkeyakinan di Indonesia
gagal menjadi representasi negara yang mengayomi (all-embracing, all-
encompassing) seluruh kelompok agama/keyakinan termasuk minoritas.
Sejak awal menjabat sebagai Menteri Agama pasca perombakan
kabinet, Suryadharma Ali telah banyak disorot. Suryadharma dinilai
telah memaksakan pandangan pribadinya ke alam pikiran publik untuk
berlaku intoleran. Pernyataan-pernyataannya yang menyebarkan
kebencian terhadap Ahmadiyah dan kelompok minoritas lainnya
(hatespeech) telah memprovokasi publik (condoning) untuk berlaku
intoleran. Selain kegagalannya mengawal jaminan kebebasan
beragama/berkeyakinan, Suryadharma juga menyangkal berbagai
konflik dan kekerasan yang menimpa warga negara di sepanjang tahun
2010. Dalam sebuah pernyataannya sebagaimana dikutip berbagai
media pada tanggal 10 Januari 2011), Menteri Agama Suryadharma Ali
membantah insiden-insiden kekerasan bernuansa agama yang kerap
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terjadi pada tahun 2010 sebagai konflik agama. Menurutnya pemicu
utama ketegangan antarumat beragama yang terjadi lebih dikarenakan
tokoh agama yang bersangkutan tidak mau memenuhi ketentuan
terutama dalam hal pendirian rumah ibadah."”

Dalam pantauan SETARA Institute, pada tahun 2011
Suryadharma Ali seringkali mengemukakan pernyataan-pernyataan
yang kontra produktif terhadap pemenuhan hak dasar seluruh
warga negara untuk beragama dan berkeyakinan. Tercatat terdapat
85 kali pernyataan Suryadharma yang bersifat kontraproduktif
bagi pemajuan hak asasi manusia, khususnya di bidang kebebasan
beragama/berkeyakinan bagi semua warga negara.'® Di tahun 2012
pun, dalam beberapa kasus penyerangan yang dilakukan kepada
Jemaat Ahmadiyah seperti yang terjadi di Singaparna, Tasikmalaya,
Jawa Barat, Suryadharma Ali jelas-jelas menyalahkan Ahmadiyah
dan cenderung memberikan legitimasi dan justifikasi atas tindakan-
tindakan kekerasan yang dilakukan oleh FPI dan massa intoleran
lainnya.

Sikap dan tindakan Suryadharma sebagai “wakil negara” tidak
saja memporak porandakan rancangan dan arah rekonsiliasi yang
bersifat kultural dan berbasis rekognisi untuk sama-sama eksis
serta hidup berdampingan secara damai (peacefulco-existence), dan
tak hanya merusak bangunan kehidupan antariman, tetapi juga
menunjukkan bahwa Menteri Agama yang juga Ketua Umum Partai
Persatuan Pembangunan tersebut anti minoritas, anti keberagaman,
dan tidak layak menjadi nahkoda kementerian yang mengurusi
kehidupan keagamaan di Indonesia yang nyata-nyata beraneka ragam
(bhinneka/plural-multikultural). Dalam sebuah kesempatan, Menteri
Agama menyebut umat Kristiani “mendiskriminasi diri mereka
sendiri” dalam beberapa kasus pelarangan atau penghambatan
pendirian tempat ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa Menteri tidak
terlalu paham akar masalah pendirian tempat ibadah di Indonesia.
Dalam polemik pengungsi Syi’ah, menurut keterangan para pengacara
korban, Menteri Agama juga mengajak pengikut Syi’ah Sampang
untuk bertobat dan kembali ke agidah yang benar, meskipun dalam
kamuflase “pembinaan”.

Tidak hanya Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri Gamawan
Fauzi juga banyak disorot publik. Kedekatan sang menteri dengan
elemen ormas keagamaan yang kerap melakukan tindakan kekerasan
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atas nama agama, arahan kepada Gubernur/Wakil Gubernur DKI
Jakarta untuk mengganti Lurah Susan yang Kristiani seperti yang
diinginkan kelompok-kelompok intoleran,bahkan himbauan kepada
pemerintah-pemerintah daerah untuk bekerjasama dengan FPI yang
sering menampilkan diri sebagai kelompok intoleran, merupakan
bukti nyata minimnya visi kenegaraan yang baik, lemah dalam
memahami konstitusi, dan karenanya dengan mudah tunduk pada
kehendak kelompok-kelompok pelanggaran kebebasan beragama/
berkeyakinan.

Selain kedua menteri tersebut, beberapa menteri yang
keberpihakannya pada minoritas dalam penanganan konflik
berdimensi agama/keyakinan dapat dipersoalkan, antara lain Menteri
Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Sosial, dan Menteri
Perumahan Rakyat, khususnya soal penanganan pengungsi Syi’ah
Sampang dan penanganan Jemaat Ahmadiyah di Wisma Transito,
Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Apa yang ditampilkan oleh Kabinet Pemerintahan SBY,
khususnya Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, menunjukkan
sebuah ironi besar atas apa yang seringkali dinyatakan SBY dalam
pidato-pidatonya.

SBY tidak memiliki keinginan kuat untuk “menertibkan”
otoritas internalnya, untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan
eksekutorial pemerintahan sejalan dengan jaminan konstitusional
kebebasan beragama/berkeyakinan. Bahkan teguran keras pun
tidak tampak kepada menteri-menteri yang secara terang-terangan
menampakkan preferensi intoleran dan diskriminatif dan mendapat
sorotan tajam publik.

Selain itu, situasi faktual pelanggaran hak asasi manusia di
beberapa daerah, secara agak defensif berusaha dinegasikan oleh
SBY dan para pembantunya, terutama di waktu-waktu menjelang
penganugerahan “World Statesman Award” dari Appeal of Conscience
Foundation (ACF) yang berkedudukan di New York, Amerika Serikat.
Bahkan, secara verbal Presiden SBY menampakkan upaya melempar
tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk menegakkan hukum
dan mengatasi konflik-konflik keagamaan yang terus marak.

Tidak saja secara verbal, pada puncaknya presiden melegitimasi
quasi fakta bahwa Pemda yang harus bertanggungjawab atas
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penanganan berbagai konflik yang berdimensi agama/keyakinan
selama ini. Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No.2/2013
tentang Penanganan Gangguan Kemanan Dalam Negeri Tahun 2013.
Inpres tersebut memberikan kewenangan kepada kepala daerah
untuk melakukan koordinasi dalam mengambil langkah-langkah
cepat, tepat, dan tegas serta proporsional untuk menghentikan segala
bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden juga mengalihkan peran
dan tanggung jawab untuk membangun harmoni kehidupan beragama/
berkeyakinan kepada masyarakat, seperti yang beberapa kali ditegaskan;
dalam Pidato Kenegaraan menjelang Peringatan Proklamasi, dan
terakhir dalam Pidato Perayaan Natal 2013."” Presiden seperti bingung
dan lupa bahwa urusan agama bukanlah urusan pemerintahan yang
didesentralisasi kepada pemerintah daerah dalam kerangka otonomi
daerah. Presiden juga tampaknya alpa bahwa kewenangan penindakan
dan penegakan hukum atas tindakan yang melanggar dan merusak
kehidupan beragama/berkeyakinan berada di tangannya dan di tangan
pemerintahan negara yang dipimpinnya, bukan di tangan masyarakat.

Pada akhirnya, di tahun2013 menonjol citra “keberhasilan”
Pemerintahan SBY. Berbagai festival toleransi seperti yang hadir
dalam pidato-pidato, kriminalisasi korban untuk mengesankan bahwa
merekalah para pelanggar hukum itu, serta pembangunan tampilan
toleransi agama/keyakinan melalui pembantu-pembantunya, akhirnya
menciptakan kesan atau membangun citra seakan-akan situasi dan
kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan kondusif dan mengalami
perbaikan signifikan, serta seolah-olah Pemerintahan SBY care dengan
jaminan dan perlindungan kebebasan beragama/berkeyakinan.

Penganugerahan Award dari ACF serta penerimaannya oleh
SBY, yang sebenarnya didesak oleh banyak pihak untuk ditolak atau
melalui pemberi Award untuk dibatalkan, menurut SETARA Institute
berada dalam kerangka citra keberhasilan dan menutup-nutupi
kegagalan. Demikian halnya dengan pencanangan Hari Kerukunan
Nasional, tanggal 3 Januari, yang diperingati mulai tahun 2014 juga
dalam kerangka festival kamuflase seakan-akan kondisi kebebasan
beragama/berkeyakinan di Indonesia kondusif. Padahal, kerukunan
tidak bisa diseremonikan oleh negara. Kerukunan merupakan situasi
obyektif yang lahir dari tindakan aktif negara dalam menjamin hak-
hak konstitusional warga negara dan penegakan hukum negara untuk
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memastikan terjadinya tertib sosial, toleransi, anti-kekerasan, dan non-
diskriminasi.

F. Presiden tanpa Prakarsa

Pada akhirnya secara objektif harus kita katakan berdasarkan
data yang ada bahwa sepanjang periode kepemimpinan SBY, nyaris
tidak ada inisiatif kebijakan yang dia ambil untuk memastikan lima
hal:

1) Perlindungan kemerdekaan dan kebebasan seluruh warga
negara untuk memeluk agama/keyakinan dan beribadat
menurut agama dan keyakinannya itu,

2) Memberikan jaminan keamanan dasar (human security) bagi
kelompok-kelompok minoritas,

3) Mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan kekerasan-
kekerasan oleh mayoritas atau massa intoleran kepada
kelompok-kelompok keagamaan minoritas,

4)  Menegakkan hukum dengan meminta pertanggungjawaban
hukum kepada para pelanggar atas segala bentuk pelanggaran
kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dilakukan, dan

5) Memulihkan hak-hak korban pelanggaran kebebasan
beragama/berkeyakinan.

Padahal ada beberapa prakarsa yang mestinya bisa diambil oleh
Presiden SBY untuk mewujudkan lima hal di atas sebagai kondisi ideal
untuk mengejawantahkan jaminan UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Pertama, Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala
Pemerintahan, “Patron” dalam Setgab Koalisi Pemerintahan, Ketua
Umum dari partai politik dengan kursi terbanyak di DPR, mestinya
SBY bisa mengambil prakarsa untuk perancangan UU Penghapusan
Diskriminasi Agama/Keyakinan sebagai pengganti UU Nomorl/
PNPS/1965. Sebagaimana diketahui UU ini mengandung begitu
banyak kelemahan, antara lain, UU ini tidak mengatur mengenai
mekanisme hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum,
sebelum seseorang atau organisasi yang diduga melakukan pelanggaran
diberi teguran, peringatan atau pembubaran. Teguran dan peringatan
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dapat diberikan begitu saja tanpa terlebih dahulu adanya pembuktian
terhadap tindakan yang disangkakan. Kondisi tersebut membuka
ruang untuk terjadinya tindakan sewenang-wenang dan perlakukan
diskriminasi dalam pelaksanaan hak beragama dan berkeyakinan.

UU tersebut telah mengalami uji materiill di Mahkamah
Konstitusi. Melalui Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 dalam
perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, MK
mengakui bahwa Undang-Undang ini memiliki kelemahan yang
memerlukan diadakannya perubahan. Dalam poin [3.71] pendapat
hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

Menimbang bahwa Mahkamah dapat menerima pandangan
para ahli seperti Andi Hamzah, Azyumardi Azra, Edi OS Hiariej,
Emha Ainun Nadjib, Siti Zuhro, Jalaludin Rakhmat, Ahmad Fedyani
Saifuddin, Taufik Ismail, dan Yusril Thza Mahendra, yang menyatakan
perlunya revisi terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama, baik
dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi
agar memiliki unsur-unsur materiil yang lebih diperjelas sehingga
tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik. Akan
tetapi oleh karena Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk
melakukan perbaikan redaksional dan cakupan isi, melainkan hanya
boleh menyatakan konstitusional atau tidak konstitusionalnya, maka
mengingat substansi UU Pencegahan Penodaan Agama tersebut
secara keseluruhan adalah konstitusional, Mahkamah tidak dapat
membatalkan atau mengubah redaksionalnya. Oleh karena itu, untuk
memperbaikinya agar menjadi sempurna, menjadi kewenangan
pembentuk Undang-Undang untuk melakukannya melalui proses
legislasi yang normal.'®

Terlepas dari persoalan bertolak belakangnya logika hukum yang
dibangun MK dalam pertimbangan di atas, satu hal yang pasti UU
tersebut tidak dapat memberikan kepastian untuk terlaksananya hak
beragama/berkeyakinan bagi warga negara. UU tersebut juga tidak dapat
memberikan kepastian untuk tidak terjadinya perlakuan yang bersifat
diskriminatif dalam pelaksanaan hak beragama dan berkeyakinan
seseorang, yang disebabkan oleh karena UU tersebut mengandung
unsur-unsur materiil yang tidak jelas maksudnya atau mengandung
banyak tafsir. Fakta tersebut diakui oleh seluruh hakim konstitusi yang
memeriksa proses pengujian Undang-Undang ini. Kondisi tersebut
sekaligus mengisyaratkan bahwa UU tersebut tidak memadai untuk
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memberikan kepastian agar hak beragama/berkeyakinan terlaksana
tanpa pelanggaran dan diskriminasi.

Dalam situasi karut marut hukum yang terdapat dalam UU
Nomor 1/PNPS/1965 dan atas “rekomendasi” MK tersebut, mestinya
SBY dengan modal politiko-legalnya yang ultima mestinya mengambil
inisiatif untuk merevisi UU tersebut dan merumuskan UU baru yang
sejalan dengan jaminan konstitusional UUD 1945 tentang kebebasan
beragama/berkeyakinan dan lebih adaptif atas norma universal yang
terdapat dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan
Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik.

Kedua, meninjau ulang dan merevisi Peraturan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian
Rumah Ibadah atau biasa disebut Peraturan Bersama Dua Menteri
(PBM).

PBM disusun berdasar pada UU Nomor 1/PNPS/1965. Pada
prinsipnya UU tersebut tidak mengatur tentang kerukunan umat
beragama, melainkan mengatur tentang penodaan agama. Selain
itu, tidak ditemukan ketentuan yang mengisyaratkan apalagi
memerintahkan pengaturan pemeliharaan kerukunan umat beragama
oleh Pemerintah Daerah. Jadi, secara formal, PBM yang dikeluarkan
pada tahun 2006 ini mengandung cacat formil."”

Apalagi, bila merujuk UU Pemerintahan Daerah, urusan agama
merupakan urusan pemerintah pusat. Hal itu sesuai dengan ketentuan
Pasall0ayat(3).Disampingitu,materi yang diatur dalam PBM seperti
tugas kepala daerah dalam mewujudkan kerukunan umat beragama,
forum kerukunan umat beragama, pendirian rumah ibadah,
penyelesaian perselisithan merupakan materi yang berhubungan
dengan pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat. Materi-materi
semacam itu semestinya diatur dalam undang-undang, bukan dalam
sebuah PBM.

Di samping itu, PBM mengatur mengenai pendirian rumah
ibadah yang problematik. Prinsip dasar pendirian rumah ibadah
mengacu pada kebutuhan nyata. Pendirian rumah ibadat tidak
didasarkan pada kuantifikasi jemaat atau pemeluk agama minimal.
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Prosedur pendirian rumah ibadat idealnya dikecualikan dari prosedur
pembangunan bangunan-bangunan lainnya.

Secara faktual PBM ini menjadi acuan pengaturan pendirian
rumah ibadah, padahal tidak memadai sebagai acuan materiil
pendirian rumah ibadah, sebab PBM tersebut menunjukkan perlakuan
diskriminatif.

Di samping itu, sejarah lahirnya PBM mengandung cacat. Klaim
bahwa PBM ini merupakan konsensus bersama semua agama adalah
pengingkaran terhadap sejarah dan catatan kritis yang diajukan oleh
beberapa majelis agama-agama. Sekalipun secara formal kemudian
PBM ini disahkan, pengabaian catatan-catatan keberatan dari majelis
agama-agama menjadikan PBM secara substantif mengidap persoalan.
Mereview diskusi yang berkembang dalam pembentukan PBM
nampak jelas niat pembentukan peraturan ini adalah untuk membatasi
kelompok lain.

PBM dibentuk sebagai jawaban atas desakan berbagai kalangan
yang menolak dan mendesak pencabutan Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Dalam Negeri No.l/BER/MDN-MAD/1969
tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin
Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat
Agama oleh Pemeluk-pemeluknya. SKB ini dianggap bertentangan
dengan UUD Negara RI 1945. Namun demikian protes warga negara
tetap dijawab dengan membentuk PBM yang diskriminatif.

PBM mengandung cacat konstitusional karena bertentangan
dengan jaminan-jaminan kebebasan yang ada dalam Konstitusi RI.
Selain mengandung materi muatan yang diskriminatif, keberadaan
PBM justru mereduksi norma yang ada dalam Konstitusi. Sebagai
sebuah produk hukum, PBM tidak dibenarkan bertentangan dengan
Konstitusi RI, karena Konstitusi RI merupakan landasan konstitusional
pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan dalam konteks
Indonesia.

Pendirian rumah ibadah yang diatur di dalam PBM tersebut
tidak memadai untuk mengakomodasi jaminan kebebasan beragama.
Sebagaimana diatur dalam Bab IV PBM tersebut syarat pendirian
rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi daftar
nama dan KTP pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan
puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat dan harus mendapat
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dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang
yang disahkan oleh lurah/kepala desa. Bagi pemeluk agama mayoritas
di sebuah daerah, syarat ini akan sangat mudah dipenuhi. Namun bagi
agama minoritas, persyaratan tersebut jelas sulit terpenuhi. Sehingga
sampai kapanpun agama dan keyakinan minoritas tidak akan memiliki
rumah ibadat. Jika itu terjadi, maka hal tersebut bertentangan dengan
ketentuan konstitusi.

Di samping pendirian rumah ibadat, dalam situasi-situasi
tertentu pemeluk agama juga membutuhkan tempat ibadat sebagai
bagian tak terpisahkan dari keberagamaan dan berkeyakinan.
Dalam hal pemeluk agama tertentu tidak memiliki kemampuan
untuk mendirikan rumah ibadat, pemeluk agama berhak untuk
memanfaatkan sebuah bangunan atau bagian dari bangunan tersebut
sebagai tempat ibadat. Untuk itu prosedur perizinan pemanfaatan
tempat ibadah harus sebangun dengan semangat UUD 1945 yang
menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Perizinan
pemanfaatan tempat ibadat seharusnya tidak menjadi instrumen
diskriminasi melalui prosedur administratif.

Dengan alasan-alasan tersebut mestinya Presiden mengambil
inisiatif untuk meninjau ulang PBM tersebut seiring dengan berbagai
cacat formil dan materiil sebagaimana diulas di atas. Namun SBY
tidak mengambil langkah apapun terkait PBM ini, meskipun hampir
dapat dipastikan bahwa berbagai pelanggaran yang terjadi pada
agama minoritas yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah,
sebut misalnya dalam kasus GKI Taman Yasmin dan HKBP Filadelfia,
sesungguhnya berpangkal pada muatan-muatan diskriminatif dalam
PBM ini.

Ketiga, membatalkan Keputusan Bersama Menteri Agama,
Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun
2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota,
dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan
Warga Masyarakat (SKB Tiga Menteri).

Dikeluarkannya SKB tersebut merupakan tindak lanjut dari
ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965
yang menyatakan: “Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam
pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan
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perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama,
Menteri/Jaksa Agung Dan Menteri Dalam Negeri”.

Pasal-pasal dimaksud dalam UU Penodaan Agama sesungguhnya
problematik sebagaimana diulas di atas. Para hakim MK juga
menyatakan hal itu. Bagaimana mungkin seseorang atau sekelompok
orang dinilai melanggar tanpa proses peradilan, yang di dalam UU
Penodaan Agama itu pun mekanisme hukum tersebut tidak tersedia.

Selain itu, SKB telah melegitimasi dan menjadi landasan
justifikasi bagi warga dan kelompok-kelompok intoleran untuk
menunjukkan tindakan intoleransi, diskriminasi, penyerangan
hingga pembunuhan kepada jemaat Ahmadiyah atas nama
“berpartisipasi” menegakkan SKB tersebut. Ratusan kasus
pelanggaran atas Ahmadiyah yang dipicu oleh SKB tersebut, ratusan
orang tidak dapat beribadat secara aman, dan ratusan lainnya
berusaha bertahan di pengungsian setelah bertahun-tahun terusir
dari tempat tinggalnya. Melihat hal itu, mestinya SBY mengambil
prakarsa untuk memerintahkan pencabutan SKB tersebut.

Andai saja prakarsa atas aturan-aturan tersebut diambil oleh SBY,
maka langkah tersebut akan menjadi salah satu legacy terpenting dari
SBY. Hal itu dapat disetarakan dengan warisan besar Gus Dur yang
semasa menjadi Presiden mencabut semua aturan yang memberikan
restriksi pada Etnis Tionghoa dan memberikan pengakuan formal
pada agama Konghucu. Sayang sekali, inisiatif itu tidak diambil, dan
hampir mustahil SBY akan melakukan itu di detik-detik akhir jabatan
kepresidenannya.

Keempat, memerintahkan Kepolisian RI untuk menyusun
kebijakan internal yang kondusif bagi pemajuan jaminan kebebasan
beragama/berkeyakinan dengan melakukan pelatihan khusus bagi
aparat kepolisian tentang pluralisme dan kebebasan beragama/
berkeyakinan, termasuk langkah-langkah penanganan konflik dan/
atau kekerasan atas nama agama.

Sebagaimana diketahui, polisi seringkali gagal mencegah,
dan tidak berhasil menegakkan hukum, atas berbagai pelanggaran
yang terjadi atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Andai Presiden
mengambil inisiatif tersebut atas kepolisian yang berada dalam
kewenangannya, niscaya polisi akan lebih responsif melindungi
minoritas sebelum atau setelah pelanggaran terjadi.
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Kelima, memerintahkan kejaksaan untuk memberikan tuntutan
yang maksimal kepada pelaku pelanggaran dan menghindari
kriminalisasi atas korban. Andai itu dilakukan SBY maka akan kita
saksikan keadilan untuk semua dan akan bisa dihindari impunitas yang
kerap kali mengundang pelanggaran yang lebih hebat.

Keenam, memerintahkan menteri-menteri di dalam kabinetnya
untuk bersikap toleran dan menjadikan ketentuan konstitusi yang
menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai landasan
preferensi menteri dan kebijakan yang diambil. SBY juga dapat
memerintahkan menteri-menteri terkait untuk mengambil kebijakan
memadai dalam rangka pemulihan hak-hak korban. Andai inisiatif
itu diambil maka tidak akan kita saksikan menteri-menteri bersikap
toleran atas minoritas dan empatik atas korban pelanggaran. Pun, kita
akan menyaksikan para korban yang mengungsi baik terkait Syi’ah
maupun Ahmadiyah dipulihkan hak mereka dan tidak terlunta-lunta
di pengungsian bertahun-tahun.

Ketujuh, sebagai Kepala Negara mengoordinasikan pertemuan
pimpinan lembaga-lembaga negara, seperti yang biasa SBY lakukan
dalam isu yanglain, untuk menyamakan persepsi kemudian mengambil
tindakan kolektif sebagai penyelenggara negara bahwa Indonesia telah
mengalami darurat intoleransi. Konstitusi diinjak-injak. Kerukunan
dan harmoni sosial terkoyak. Sementara ribuan warga minoritas
menjadi korban dan tereksklusi di negerinya sendiri.

Namun, apa boleh dikata. Semua inisiatif mendasar dan signifikan
bagi pemenuhan HAM dalam aspek beragama/berkeyakinan tersebut
tidak diambil. Dan hingga di ujung jabatannya, kita dapati Presiden
SBY tidak mengambil prakarsa apapun untuk menjamin bahwa
kebebasan beragama/berkeyakinan sebagaimana ketentuan UUD
1945 betul-betul tegak di negeri Pancasila ini. Ketiadaan prakarsa
dari pimpinan eksekutif bertambah parah lagi dengan kurangnya
keperduliaan dari para pembuat undang-undang di negeri ini.
Parlemen yang berfungsi melakukan pengawasan, nyaris tidak pernah
mempertanyakan kebijakan dan tindakan pemerintah yang gagal
memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama warga
negaranya. Juga tidak terdengar inisiatif untuk meninjau ulang UU
Penodaaan atas nama agama sebagaimana yang diamanatkan oleh
Mahkamah Konstitusi atau menyusun sebuah RUU yang akan lebih
menjamin kebebasan beragama.
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Sama halnya dengan unsur yudikatif, kepekaan terhadap
persoalan kebebasan beragama patut dipertanyakan. Ringannya
sanksi hukuman yang diberikan pada pelanggar kebebasan beragama
menunjukkan bahwa masalah kebebasan beragama dianggap sebagai
hal yang ringan dan tidak penting. Juga dari sejumlah putusan hukum
yang berkaitan dengan kriminalisasi penodaan atas nama agama perlu
dipertanyakan kapasitas dan pengetahuan sejumlah Hakim dalam
perkara tersebut. Dasar putusan hukum tidak kritis dan condong untuk
mengakomodir tuntutan dari kelompok massa intoleran.

Dengan begitu lengkaplah sudah stagnasi kebebasan beragama di
negeri ini. Tipis harapan bagi korban pelanggaran kebebasan beragama
untuk memperoleh keadilan dan pemulihan martabat selama belum
ada perubahan dalam pemerintahan di negeri ini.[]
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Bab VI

Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

1.

Secara makro, temuan-temuan pemantauan menunjukkan
tindakan diskriminatif dan derajat intoleransi sudah berada
pada level yang amat mengkhawatirkan. Meskipun angka
peristiwa dan tindakan menurun (razor-thin-decrease)
dibandingkan tahun yang lalu, namun hasil pemantauan
secara umum menjelaskan  semakin = mengakarnya
intoleransi di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana
hasil-hasil pemantauan pada tahun-tahun sebelumnya,
pelaku pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan
dalam kategori aktor non negara selalu didomi nasioleh
warga, yang menunjukkan bahwa selalu adapotensi
“perang horizontal” dalam setiap konflikagama/keyakinan.
Eskalasi konflik kemudian menjadi semakin destruktif
dengan absennya negara dalam mencegah potensi konflik,
manajemen dan resolusi konflik, serta preservasi suasana
damai. Dalam situasi itu, kelompok intoleran semakin berani
memancing konflik bahkan dengan serangan terbuka yang
diliput media massa.

Dalam pantauan beberapa pemantau wilayah penyebaran
intoleransi, diskriminasi, dan pelanggaran ataskebebasan
beragama/berkeyakinan tampak secarasengaja dibiarkan
oleh pemerintah. Poster-poster dan baliho-baliho
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tak Dberizin yang berisi penyesatan dan ancaman
atas  eksistensi kelompok minoritas tidakpernah
dipersoalkan padahal Masyarakat akar rumput sendiri
resah dengan pola-pola hasutan demikian Bahkan “softwar”
melawan kebebasan beragama/berkeyakinan (artinya melawan
dasar negara dan konstitusi negara) di Indonesia dibiarkan
begitu saja. Hate speech bisa tersosialisasi dengan massif
melalui jaringan dunia maya. Tidak seperti terhadap online
posting yang menyangkut pribadi aparatur negara dimana
pemerintah tampaklebih sensitif dan responsif, pemerintah
cenderung memelihara situs-situs yang berisi kebencian,
hasutan, dan fitnah terhadap kelompok-kelompok agama
minoritas dan akademisi serta pegiat kebebasan beragama/
berkeyakinan, tanpa adanya restriksi yang legal dan adil
sedikitpun. Dalam hal ini semakin tampak gejala “toleransi
terhadap intoleransi” di antara kelompok agama/keyakinan
dalam arena negara.

Temuan-temuan pemantauan di atas pada pokoknya
menunjukkan, bahwa tidak ada kemajuandalam jaminan
dan perlindungan kebebasan beragama/berkeyakinan di
Indonesia. Kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan yang
tetap burukdan tak kunjung membaik di Indonesia pada
tahun2013 disebabkan oleh karena semakin dipeliharanya
berbagai faktor determinan, terutama keberpihakan nyata
penyelenggara negara kepada nalar, keyakinan,kepentingan,
dan kehendak mayoritas. Hal itu bisa disaksikan dalam
perilaku penyelenggara negara, baik secara verbal maupun
dalam perilaku kongkrityang dipertontonkan aparat
pemerintah, misalnya para menteri negara.

Di samping faktor determinan di ranah pemerintah,
parlemen juga merupakan titik kritis dalam kehidupan
beragama/berkeyakinan di Indonesia. Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) nyaris tidak pernah melakukan terobosan-
terobosan berarti untuk memperbaiki kondisi kebebasan
beragama/berkeyakinan di Indonesia. Dengan kewenangan
yang dimiliki, mereka tidak melakukan legislative actions
untuk  mengkonstruksi  sistem perundang-undangan
yang lebih memberikan jaminan lebih kondusif bagi
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perlindungan  kebebasan  beragama/berkeyakinan  di
Indonesia. DPR mengabaikan urgensi keberadaan undang-
undang penghapusan diskriminasi agama/keyakinan dan
undang-undang lain yang menjamin secara lebih tegas
kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai turunan dari
ketentuan Konstitusi negara. Sebagaimana pemerintah,
DPR tidak menampakkan i'tikad baik untuk menindak
lanjuti PutusanMahkamah Konstitusi RI hampir empat
tahun laluyang mendesak pembentuk Undang-undang
(positive legislator) untuk membentuk Undang-undang
yang lebih komprehensif dan konsisten dengan ketentuan
konstitusi, khususnya pasal 28EAyat (1) dan (2), Pasal 28I,
dan Pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945.
DPR juga gagal menjadi representasi seluruh rakyat dan
alatkontrol bagi pemerintah untuk memberikan jaminan
perlindungan bagi seluruh warga negara termasuk minoritas
agama/keyakinan.

Seturut dengan itu, partai politik dan para politisi di dalam
partai politik, juga tidak berfungsi sebagai infrastruktur
politik yang menopang bangunan kebebasan beragama/
berkeyakinan di Indonesia. Mereka juga gagal dalam melak-
sanakan mekanisme agregasi dan artikulasi kepentingan
seluruh rakyat Indonesia, termasuk minoritas agama/
keyakinan untuk membangun kehidupan keindonesiaan
yang lebih demokratis, toleran dan damai. Proses rekrutmen
dan pendidikan politik di internal partai politik tidak
berhasil menelurkan politisi-politisi yang inklusif, plural,
dan bervisi konstitusional. Sehingga pada gilirannya mereka
gagal menjadi conflict resolver dalam konfllik-konflik
berdimensia gama. Yang lebih destruktif, para politisi kerap
menggunakan isu agama/keyakinan sebagai mesin pendulang
suara (vote getter) untuk meraup dukungan mayoritas. Maka
tak ayal lagi, lalu lintas wacana dan promosi intoleransi atas
minoritas selalu marak menjelang Pemilihan Umum.

Selain itu, faktor inkonsistensi peraturan perundang-
undangan ikut mendeterminasi massifnya pelanggaran
kebebasan beragama/berkeyakinan. Beberapa produk
peraturan perundang-undangan diskriminatif seperti secara
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sengaja dipelihara oleh pemerintah, antara lain UUNo.1/
PNPS/1965, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri, SKB Pembatasan Ahmadiyah, peraturan
daerah yang diskriminatif terhadap minoritas, dan peraturan
perundang-undangan lainnya. Semua peraturan perundang-
undangan tersebut telah menjadi alat justifikasi bagi ormas-
ormas Islam garis keras/intoleran dan masyarakat pada
umumnya dalam melakukan aksi kekerasan kepada
kelompok-kelompok minoritas.

Faktor determinan lain terhadap kondisi kebebasan
beragama/berkeyakinan yang tidak kondusif adalah
ketidakmampuan pemerintahan negara diberbagai levelnya
untuk menempatkan hak-hak universal setiap manusia
(universal human rights) dan hak konstitusional warga
negara (constitutional rights ofcitizen) sebagai basis kebijakan
negara dalam merespons persoalan agama/keyakinan warga
negaranya yang plural dan heterogen. Dalam beberapa isu,
seperti penanganan korban, perlakuan terhadap pelaku
pelanggaran, hingga kolom “agama” di-KTP, negara dan
aparatusnya lebih banyak melakukan pendasaran pada
logika mayoritarian. Sementara ditingkat relasi horizontal
warga negara, tampak nyata lemahnya kesadaran, sikap,
kultur dan praktek kewargaan (citizenship).

Diatas semuanya, kondisi tersebut dipengaruhi kegagalan
Kepala Negara dan Pemerintahan, dalam hal ini Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, dalam memberikan jaminan
kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk minoritas
agama/keyakinan, untuk mendapatkan perlindungan
hak-hak konstitusional mereka atas kebebasan beragama/
berkeyakinan. Di internal kabinet, Presiden gagal
memberikan direksi seluruh anasir pemerintahannya
untuk menempatkan Pancasila dan UUD Negar RI1945
sebagai panduan luhur dalam menjalankan fungsi-fungsi
pemerintahan. Presiden juga tidak mampu mengkondisikan
jajarannya dalam Kabinet Indonesia Bersatu II untuk
mengedepankan ide luhur pluralisme dan pluralitas dalam
kehidupan beragama/berkeyakinan di Indonesia yang
diafirmasi dengan sangat apik oleh Pancasila dan Undang-
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam diri
menteri dan kebijakan kementeriannya. Menteri-menteri
yang tidak punya visi kenegaraan dalam berbagai isu agama/
keyakinan di Indonesia dibiarkan begitu saja, padahal hal itu
nyata-nyata melanggar sumpah jabatan mereka.

Di level tindakan politiko-legal, Presiden dengan
kewenangannya yang ultima, gagal memastikan agara
parat Penegak hukum yang berada dalam lingkup
kewenangannya mengambil langkah-langkah yang memadai
dan melakukan prosedur-prosedur hukum acara yang
berlaku dalam menindak setiap pelaku pelanggaran atas
kebebasan beragama/berkeyakinan, bahkan termasuk
untuk tindakan yang nyata-nyata mudah dijerat dengan
KUHP, seperti perusakan, penganiayaan, penyerangan, dan
pembunuhan.

Seperti ditahun-tahun sebelumnya, Presiden lebih suka
bermain kata-kata dalam upaya memajukan toleransi dan
kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Pidato-
pidato SBY mengenai toleransi tahun ini bertebaran dalam
berbagai forum domestik maupun internasional, formal
informal. Namun hampir semuanya tanpa eksekusi yang
nyata. Lebih-lebih terhadap korban pelanggaran kebebasan
beragama/berkeyakinan seperti Syi’ah, Ahmadiyah, dan
umat Kristiani, SBY tidak pernah mengambil kebijakan
kongkrit signifikan yang berpihak pada kepentingan
mereka dan berpijak pada pengakuan identitas eksistensial
mereka, bahkan melalui bawahannya di pemerintahan, SBY
mengintroduksi kebijakan dan resolusi yang mengandung
intoleransi dan diskriminasi, seperti pemulangan pengungsi
dengan “syarat pertobatan.”

Situasi yang agak berbeda, pada tahun ini,
berkali-kali ~ terutama  diwaktu-waktu  menjelang
penganugerahan“World Statesman Award” dari Appealof
Conscience Foundation, Presiden SBY menampakkan
upaya melempar tanggung jawab kepada pemerintah
daerah untuk menegakkan hukum dan mengatasi konflik-
konflik keagamaan yang terus marak. Puncaknya terjadi
dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 2/2013
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tentang Penanganan Gangguan Kemanan Dalam Negeri
Tahun 2013. Inpres tersebut memberikan kewenangan
kepada kepala daerah untuk melakukan koordinasi
dalam mengambil langkah-langkah cepat, tepat, dan tegas
serta proporsional untuk menghentikan segala bentuk
tindak kekerasan akibat konflik sosial. Presiden juga
mengalihkan peran membangun harmoni kehidupan
beragama/berkeyakinan kepada masyarakat, seperti yang
beberapa kali ditegaskan SBY; dalam Pidato Kenegaraan
menjelang Peringatan Proklamasi, dan terakhir dalam
Pidato Perayaan Natal. Presiden seperti bingung dan lupa
bahwa urusan agama bukanlah urusan pemerintahan
yang didesentralisasi kepada pemerintah daerah dalam
kerangka otonomi daerah. Presiden juga tampaknya alpa
bahwa kewenangan penindakan dan penegakan hukum
atas tindakan yang melanggar dan merusak kehidupan
beragama/berkeyakinan berada di tangannya dan di tangan
pemerintahan negara yang dipimpinnya, bukan di tangan
masyarakat.

Hal lain yang juga menonjol pada tahun ini
adalah“keberhasilan” Pemerintahan SBY menciptakan
kesan atau membangun citra situasi dan kondisi kebebasan
beragama/berkeyakinan  seakan-akan  kondusif = dan
mengalami  perbaikan  signifikan, serta seolah-olah
Pemerintahan SBY care dengan jaminan dan perlindungan
kebebasan beragama/berkeyakinan. Penanda “keberhasilan”
membangun citra toleransi tersebut antara lain: 1)
Penganugerahan sekaligus penerimaan oleh Presiden SBY—
di tengah desakan untuk menolak dan membatalkan—atas
anugerah “World Statesman Award ”dari Appealof Conscience
Foundation yang berkedudukan di New York Amerika
Serikat. 2) pencanangan Hari Kerukunan Nasional, tanggal
3 Januari. Padahal, kerukunan bukanlah soal seremoni, akan
tetapi merupakan situasi obyektif yang lahir dari tindakan
aktif negara dalam menjamin hak-hak konstitusional warga
negara dan penegakan hukum negara untuk memastikan
terjadinya tertib sosial, toleransi, anti-kekerasan, dan non-
diskriminasi. 3) bertindak sangat defensif terhadap berbagai
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kritik konstruktif akademisi, media, dan masyarakat sipil
mengenai buruknya kondisi pemenuhan HAM di Indonesia
di bidang kebebasan beragama/berkeyakinan, dan 3) melalui
juru bicara ke presidenan serta Kementerian Luar Negeri,
melakukan blow-up kamuflase “keberhasilan seakan-akan”
dalam perlindungan HAM untuk beragama/berkeyakinan,
dan menutup-nutupi berbagai fakta pelanggaran dan
kegagalan mengatasi konfllik atas nama agama di mana
hak-hak warga negara untuk bebas beragama/berkeyakinan
dilanggar, khususnya dari kelompok minoritas.

Berangkat dari dua pertanyaan yang diajukan di bagian
Pemantauan kebebasan beragama/berkeyakinan tahun
2013, dapat disimpulkan bahwa: 1) Dalam perspektif
kekebasan  beragama/berkeyakinan, tahun  politik
menjelang Pemilu gagal dimanfaatkan sebagai momentum
bagi pemerintah, bagi politisi, dan infrastruktur politik
negara, untuk menunjukkan; bahwa politik kebangsaan
dan kenegaraan harus mengacu pada dasar negara dan
konstitusi negara yang memberikan landasan normatif
dan legal; bahwa kebebasan beragama/berkeyakinan
merupakan hak konstitusional warga negara, dan;
bahwa nilai dasar dalam Pancasila dan ketentuan dalam
konstitusi adalah idealitas yang harus membumi dalam
realitas, bukan ilusi abadi dan harapan hampa.Tahun
politik tidak menampakkan perbaikan berarti bagi kondisi
kebebasan beragama/berkeyakinan. 2) Presiden SBY gagal
menjadikan momen-momen terakhir dalam jabatan
kepresidennya untuk menuntaskan berbagai konflik
berdimensi agama/keyakinan, menegakkan hukum dalam
kasus pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan,
dan mempromosikan toleransi dan non diskriminasi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara yang mestinya dimulai
dari dalam internal pemerintahan kemudian ke tengah-
tengah rakyat yang dipimpinnya.

Kesimpulan tersebut mempertegas situasi obyektif stagnasi
dalam promosi kebebasan beragama/berkeyakinan di
Indonesia selama tujuh tahun terakhir. Sejak tahun
2007 hingga 2013, rata-rata telah terjadi 299 tindakan
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pelanggaran dalam 221 peristiwa setiap tahun. Stagnasi
tersebut semakin nyata bahkan semakin mengkhawatirkan,
oleh sebab hingga di ujung masa jabatannya, Presiden dan
pemerintahannya tidak berkontribusi secara memadai
dalam pemajuan toleransi dan perlindungan kebebasan
beragama/berkeyakinan, bahkan seperti yang diinferensi/
dinalar dalam pemantauan tujuh tahun terakhir, Presiden
dan pemerintahannya lebih tampak melestarikan ideologi
kekerasan, abai dalam penegakan hukum, tunduk terhadap
agen-agen kekerasan dan intoleran atas nama agama,
mengelak dari kewajiban dan tanggung jawab perlindungan,
memelihara politik diskriminasi, langka prakarsa untuk
mengatasi konflik serta dampak ikutannya, lempar tanggung
jawab dalam promosi toleransi dan perlindungan kebebasan
beragama/berkeyakinan, serta menonjolkan seremoni dan
festival citra sebagai kamuflase atas kegagalan menegakkan
substansi hak-hak konstitusional warga negara. Maka
paripurnalah stagnasi pada pemerintahan SBY dalam
pemenuhan HAM, khususnya hak atas kebebasan beragama/
berkeyakinan.

Dalam perspektif HAM, stagnasi tersebut merupakan
sesuatu yang mengkhawatirkan. Dalam studi HAM
dikenal ungkapan klasik “impunitas semper ad deteriora
invitat” (impunitas mengundang kejahatan yang lebih
besar). Sehingga pembiaran berbagai anasir stagnan
dalam pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan
akan mengundang semakin memburuknya kondisi
di masa depan. “Hard war” antar kelompok agama/
keyakinan bukan tidak mungkin terjadi. Beberapa
kelompok korban dalam riset pemantauan ini “membuka
kemungkinan”perlawanan segala bentuk tindak intoleransi,
diskriminasi, dan bahkan kekerasan atas mereka dengan
tindakan serupa andai saja para pemimpin mereka tidak
mengendalikan diri dan kelompoknya dengan ajaran dan
spirit keberadaban; toleransi, non-diskriminasi, dan anti-
kekerasan.
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B. Rekomendasi

Atas dasar kesimpulan-kesimpulan tersebut, maka SETARA
Institute mengajukan beberapa rekomendasi berikut:

1.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang tersisa waktu
sekitar 9 bulan dalam jabatannya sebagai Kepala Negara
dan Pemerintahan, serta penerima “World Statesman
Award” dari Appeal of Conscience Foundation hendaknya
mengambil langkah politik yang tegas untuk berkontribusi
bagi promosi toleransi dan perlindungan kebebasan
beragama/ berkeyakinan, paling tidak dalam penanganan
pengungsi Syi'ah Sampang Jawa Timur dan Ahmadiyah
Transito Nusa Tenggara Barat, serta penegakan hukum
atas berbagai tindak pelanggaran kebebasan beragama/
berkeyakinan di berbagai daerah.

Pembentukan UU Jaminan Kebebasan Beragama/
Berkeyakinan yang mengadopsi prinsip-prinsip HAM
secara holistik, sebagaimana juga diperintahkan juga oleh
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, setidaknya
merekomendasikan kepada DPR periode berikutnya, untuk
memperoleh prioritas.

DPR RI memberi perhatian dan menjalankan pengawasan
serius terhadap kinerja pemerintah dalam implementasi
hak konstitusional warga negara untuk bebas beragama
berkeyakinan.

Kepolisian RI menyusun kebijakan internal yang kondusif
bagi pemajuan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan
dengan melakukan pelatihan khusus bagi aparat kepolisian
tentang pluralisme dan kebebasan beragama/berkeyakinan,
termasuk langkah-langkah penanganan konflik dan/atau
kekerasan atas nama agama.

Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian  Pendidikan = Nasional = meningkatkan
pendidikan kewarganegaraan dengan mengintegrasikan
pemahaman tentang pluralisme, toleransi agama/keyakinan,
serta pendidikan agama inklusif.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyusun
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kerangka kerja yang terukur bagi pemajuan pemahaman
Empat Pilar Kehidupan berbangsa, yang di dalamnya
menjamin kebhinnekaan dan pengetahuan tentang hak
konstitusional warga, terutama bagi aparat negara.

Pengadilan menolak atau tidak menerima dakwaan yang
digunakan dalam mengadili keyakinan seseorang yang
tidak ada hubungannya dengan tindak kejahatan atau
menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah pemulihan
dan penanganan komunitas korban pelanggaran kebebasan
beragama/berkeyakinan, khususnya bagi  pengungsi
Ahmadiyah, anak-anak Ahmadiyah, umat Kristiani dan
kelompok minoritas lainnya yang mengalami perusakan
dan penyegelan termasuk mereka yang mengalami
kesulitan mendirikan rumah ibadah. Pemerintah daerah
hendaknya menapaktilasi langkah-langkah sederhana dalam
pemajuan toleransi, seperti yang ditunjukkan oleh Bupati
Wonosobo Jawa Tengah dalam mengelola keberagaman
agama, Pemerintah Daerah Purworejo Jawa Tengah dalam
mencegah potensi konflik agama, serta Gubernur dan Wakil
Gubernur DKI Jakarta dalam mempermudah izin tempat
ibadah dan menempatkan konstitusi di atas desakan-desakan
kelompok intoleran.

Elemen masyarakat sipil menggalakkan citizenship education
dengan tujuan internal menciptakan kehidupan kewargaan
yang beradab, dan secara eksternal berdaya berhadapan
dengan struktur yangmenindas dan melanggar kebebasan
beragama/berkeyakinan.[]
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STAGNASI KEBEBASAN BERAGAMA

Profile
SETARA Institute for Democracy and Peace

Pendahuluan

SETARA Institute adalah perkumpulan individual/perorangan
yang didedikasikan bagi pencapaian cita-cita di mana setiap
orang diperlakukan setara dengan menghormati keberagaman,
mengutamakan solidaritas dan bertujuan memuliakan manusia.

SETARA Institute didirikan oleh orang-orang yang peduli pada
penghapuskan atau pengurangan diskriminasi dan intoleransi atas
dasar agama, etnis, suku, warna kulit, gender, dan strata sosial lainnya
serta peningkatan solidaritas atas mereka yang lemah dan dirugikan.

SETARA Institute percaya bahwa suatu masyarakat demokratis
akan mengalami kemajuan apabila tumbuh saling pengertian,
penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman. Namun,
diskriminasi dan intoleransi masih terus berlangsung di sekitar
kita bahkan mengarah pada kekerasan. Karena itu langkah-langkah
memperkuat rasa hormat atas keberagaman dan hak-hak manusia
dengan membuka partisipasi yang lebih luas diharapkan dapat
memajukan demokrasi dan perdamaian.

SETARA Institute mengambil bagian untuk mendorong
terciptanya kondisi politik yang terbuka berdasarkan penghormatan
atas keberagaman, pembelaan hak-hak manusia, penghapusan sikap
intoleran dan xenophobia.
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LAPORAN KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN DI INDONESIA TAHUN 2013

Visi Organisasi

Mewujudkan perlakuan setara, plural dan bermartabat atas semua
orang dalam tata sosial politik demokratis.

Nilai-nilai Organisasi
Kesetaraan
Kemanusiaan
Pluralisme
Demokrasi

R

Misi Organisasi

1.  Mempromosikan, pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak
asasi manusia.

2. Melakukan studi dan advokasi kebijakan publik dibidang
pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia

3. Melancarkan dialog dalam penyelesaian konflik
4. Melakukan pendidikan publik

Keanggotaan

SETARA Institute ini beranggotakan individu-individu yang
peduli pada promosi gagasan dan praksis pluralisme, humanitarian,
demokrasi, dan hak asasi manusia, yang bersifat perorangan dan suka
rela.

Managemen Organisasi

Dewan Nasional

Ketua : Azyumardi Azra

Sekretaris : Benny Soesetyo

Anggota : Kamala Chandrakirana
M. Chatib Basri
Rafendi Djamin
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STAGNASI KEBEBASAN BERAGAMA

Badan Pengurus

Ketua Hendardi

Wakil Ketua Bonar Tigor Naipospos

Sekretaris Dwiyanto Prihartono

Wakil Sekretaris D. Taufan

Bendahara Despen Ompusunggu

Direktur Riset Ismail Hasani

Manager Program : Hilal Safary

Manager Internal : Diah Hastuti

Badan Pendiri

1.  Abdurrahman Wahid 15. Luhut MP Pangaribuan
2. Ade RostianaS. 16. M. Chatib Basri

3. Azyumardi Azra 17. Muchlis T

4. Bambang Widodo Umar 18.  Pramono Anung W
5. Bara Hasibuan 19. Rachlan Nashidik

6. Benny K. Harman 20. Rafendi Jamin

7.  Benny Soesetyo 21. Dwiyanto Prihartono
8.  Bonar Tigor Naipospos 22. Robertus Robert

9. BudiJoehanto 23. Rocky Gerung

10. D. Taufan 24. Saurip Kadi

11. Despen Ompusunggu 25. Suryadi A. Radjab

12. Hendardi 26. Syarif Bastaman

13. Ismail Hasani 27. Theodorus W. Koekeritz
14. Kamala Chandrakirana 28. Zumrotin KS
Alamat

J1. Danau Gelinggang No. 62 Blok C-III,
Bendungan Hilir, Indonesia 10210

Tel: +6221-70255123 Fax: +6221-5731462
setara@setara-institute.org
setara_institute@hotmail.com
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